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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur karni panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
karena alas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian 
buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 
I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 
Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung 
dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan. 

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan 
dalam Rapa! Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan 
(94%), 9 LHP kinerja (I%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). 
Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil 
pemeriksaan alas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil 
pemeriksaan alas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan 
hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan 
adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, 
meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern 
(SP!) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (]%) permasalahan 
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 
triliun. 

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai 
Rp25, 14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang 
mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai 
Rpl,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai 
Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) 
permasalahan senilai Rpl8,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) 
permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan 
administrasi. 



Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 
ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan 
ketidakhematan senilai Rpl 1,96 miliar, 30 (18%) permasalahan 
ketidakefisienan senilai Rp574,3 l miliar, dan 122 (75%) permasalahan 
ketidakefektifan senilai Rp 1,67 triliun. Terhadap permasalahan 
ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan 
kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah 
menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ 
daerah senilai Rp509,61 miliar (2%). 

Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VII 
terdapat 9 entitas, 2 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WOP) yakni Badan Informasi Geospasial dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan 7 entitas lainnya sudah 
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran 
Belanja mitra Komisi vn sebesar Rp62.548.723.337.000,00 dan Realisasi 
Belanja sebesar Rp52.723.544.164.928,00. Total Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi VII Tahun 2016 sebesar 
Rp47.557.757.45 I.I 99,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi 
VII terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp49.561.000.000,00, potensi 
kerugian Rp I 0.421.530.000 dan kekurangan penerimaan negara sebesar 
Rp204.357.340.000,00. 

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi VII untuk 
melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan 
program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel 
untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat 
melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK 
terhadap kinerja sektor publik. 
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Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi 
VII sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar 
Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja 
perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan 
melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. 

Jakarta, Oktober 2017 
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Bcrikut ini mcrupakan hasil rcuuum . c111g, diungkap olch BPK RI ata-. 
pcmcriksaan LK 131G Taht111 2016: 

,_,, TDfuAN . : 

SISTEM PENCENDALIAN INTERN 
1.1 Sistem Pcnsendallan Pendaeiun 
L.1.1 Pcn011inUL1n ains eeu :,: .,., •.. n�u, tidal..i:cnib 
1.1 Sistcrn Pcm1.end!llinn Belanla 

J .:Z.. I. ld�lanj� ijlw.l k�ndar;tu1 dln,is. I ;ll1Li1, "l'l.16 '<l!i.,eii,ir Rp 1,92 lnt!!l)r I idak· 
ll!t1ib 

I.) -;;; istem Penuenda lian :\ <ct 
l'cnatausahann Pcrscdia.m pud.r Pu-s.-it Penge lo laan dan I'cnvcb.rr.m 

1.3.1 lnforrnavr Gcospasial dan I'uv,u Pcnl.:'!1t1,1n. Pro1110:,,i. can Kcrjasama I id.ik 
Tcrtib 

1.3�2 Pcnatausahaan Aset Fetap Tunuh Mc-,-, Pabuaran Belu111 Mernadai 

1.3.3. Aset Tak Berwujud berupa l Iasil Kejfan,11o�!idn11 dm1 Alld Lainnya 
.scnll�I Rr,J ,4-1 l'rlliua belum, dmmOrtJsllSl . 
�I •nk Jkrvllujud Lainnyn lsclurn dlt1ilai dan belum disajikan pada Neraca 1.3.4. 
""f l I D�embcr 20 I 6 

1.3.5. Penzukuran nada nerolehan Aset Tak Berwujud tidak tepat 
KEl'ATLJHAN TERHAUAP l'EIUTURAN PERUNDANG-LJNl)ANGAN 

I. I Pendnnatan 

I. I. I. Pcnerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 terlambat 
disetor 

1.2 Bclanja 

I a I 
Kclebihan Pembay aran ·ru11_ja11:--:.i11 Su uku.tul dnn ]"Ullg;,JOllcll cll<.H Pcgd\Vdi 
I uaas Belajar Sebesar Rp20.7_J Juta 

I 2.2 Kclcbihan Pernbuvarun Uunu ,Vl.1!--a11 Pc!c!.<1\V<.1i Sebesar Rp-1- 12.)"i Jutu 
I 2.J. Kclcbihan Pembavarnn Tuniann.in Ktnerta I'euawai Scbcsar Rp99,0..J. .luta 

1.2.;i;, pero� JX!rfnlanun 1llo115 l\lOr llq!eri Tahun t" I If" u�tuk 
komnn""n 111m11 hiirian seb= �nJlli.1!s jµln . ·--· . 

� . �lliffl pombayilnln perjalUllllU dfoctS T ahun :Zlll 6 n1 lnhnai SC�iWI? Rll'2'1 I .4D 1.-.5. Jut.a .. ,., I•;· •I .. - -- 
Kelebihan pembayaran atas Hiaya Langsung Non Personil puda Pekerjaan 

1.2.6; Jasa Konsultansi sebcsar Rp 1,96 miliar dan selisih harga tikct alas biaya 
perialanan minimal sebesar Rol38.91 iuta 

Bcrdasnrkan tc11111an d iatas. tc111 uan yang akan kanu bahas lcbih l:.111_j ut 
adalah tcmuan yang rnenurut 13PK mcmuat pokok-pokok kclcmahan yang 
material haik dalarn ',Pl n1aurun Kcpatuhan tcrhadap peraturan pcrumlang- 
undangau. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

I.LI. Pcncrimaan atas Pernanfaaaran BMN Tidak Tertib 

Penjelasan 

l.aporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2016 menyajikan 
anggaran Pcncrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 
Rp9.905.00I .OOO.OO dengan rcalisasi sebesar 
Rp39.653.762.632,00 (-100.34%). 
Dikctahui bahwa tidak terdapat penerimaan atas 
pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaporkan 
pad a Laporan Kcuangan TA 2016. Na mun has ii pengamatan 
dan pcmeriksaan alas dokumen scrta konfirmasi dengan 
pihak-pihak terkait alas pemanfaatan BMN berupa 
pcnggunaan lahan untuk kantin, koperasi, minimarket clan 
Anjungan Tunai Mandiri (A TM) Bank Rakyat Indonesia 
(BR!). A TM Bank .labar Banten (BJfl) scrta penggunaan 
sarana dan prasarana Mess rnenunjukkan bahwa: 
a. Pengclolaan Penerimaan atas Sewa Kantin dan Mess 

Tidak Sesuai Ketcntuan. 
I) Penerimaan sewa kantin Tahun 2015 dan 2016 

dignnakan langsung tidak disctor ke Kas Negara 
sebesar Rpl6.000.000,00 dan tidak dilaporkan 
pada Lapuran Keuangan Tahun 2016 
Berdasarkan hasil pemcriksaan atas dokumen 
penerimaan SC\\3 kantin diketahui bahwa terdapat 
pencrimaan sew a kantin pada Tahun 20 15 dan 2016 
total sebcsar Rp 16.000.000,00 digunakan langsung 
dan tidak disctorkan ke Kas Negara oleh pengelola 
kantin sebagai PNBP BIG dengan besaran sewa 
yang telah dikcnakan kepada penyewa scrta tidak 
dilaporkan pada LK Tahun 2016. Sclain itu, besaran 
sewa yang dikcnakan kepada pcuyewa belum 
mengacu Peraturan Menteri Kcuangan (PMK) 
Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. 
Diketahui bahwa: 

1. Tarif sewa kantin pad a Gcdung Koperasi Tahun 
2015 sebesar Rp2.000.000.00/3 bulan dengan 
total PN RP sebesar Rp8.000.000,00. 
Pengelolaan dan pemungutan sewa kantin 
dilakukan oleh Bendahara Dhanna Wanita BIG. 

11. Tarif sewa kantin pad a Gedung Kopcrasi Tahun 
2016 sebesar Rp2.000.000.00/3 bulan dcngru, 
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total PNBP sebesar Rp8.000.000,00. 
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Pengelolaan dan pemungutan sewa kantin 
dilakukan oleh Bendahara Dharma Wanita BIG. 

2) Penerimaan atas penggunaan sarana dan 
prasarana Mess Diklat digunakan langsung dan 
tidak disetor ke Kas Negara sebesar 
Rp280.000.000,00 serta tidak dilaporkan pada 
Laporan Kcuangan Tahun 2016 
llerdasarkan hasil pemeriksaan fisik, diketahui BIG 
mempunyai dua mess yaitu mess Diklat yang 
diperuntukkan bagi peserta diklat dan mess 
Pabuaran yang diperuntukan bagi peserta Diklat j ika 
wisma Diklat penuh dan peserta Praktck Kerja 
Lapangan (PKL) di lingkungan BIG. 
Atas jasa pelayanan tersebut telah dikenakan tarif 
berdasarkan Pcraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 
2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan 
lnfonnasi Geospasial. Selain itu, Mess Diklat 
menyediakan hidangan makan siang dan coffee 
break yang termasuk di dalam pakct diklat. 
Bcrdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen 
tcrkait kcgiatan operasionalnya diketahui bahwa 
Mess Diklat juga menyediakan fasilitas hidangan 
bcrupa sarapan pagi dan makan malarn yang tidak 
ada anggaran atas pembiayaanuya. Berdasarkan 
hasil konfinnasi dengan peserta diklat dikctahui 
bahwa atas layanan yang disediakan tersebut 
dikenakan tarif sebesar RpS00.000,00 per orang 
dalam satu minggu yang dibayarkan oleh tamu 
kepada Pengelola Mess Diklat d.h.i. lbu SJ. 
Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi 
Pcrpustakaan dan Sarana Diklat terkait Penerimaan 
dan Pengeluaran alas Mess Diklat Tahun 2016 
diketahui bahwa penerimaan dilakukan secara tunai 
dan disimpan oleh Pengelola Mess Diklat dengan 
total penerimaan selama Tahun 2016 sampai dengan 
Maret 2017 adalah sebesar Rp280.000.000,00. 
Penerimaan tersebut digunakan langsung untuk 
kcbutuhan operasional mess dan tamu sebesar 
Rp279.996.500,00, sehingga, sisanya sebesar 
Rp3 .500,00. 
Penzeluaran scbesar Ru279.996.500.00 meruoakan 



" penggunaan langsung atas penenrnaan dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. Biaya rnakan siang kcdatangan peserta diklat 
yaitu biaya makan siang yang dipersiapkan 
untuk pcnyambutan pcscrta diklat yang 
diberikan hanya satu kal i pad a saat pcscrta 
datang pertarna kali di Pusdiklat BIG. 

11. Biaya makan pagi dun rnakan rnalarn yaitu 
biaya makan pagi dan makan malam untuk 
peserta diklat yang tidak dianggarkan di dalarn 
anggaran Pusdiklat BIG. 

111. Biaya laundry scprai, yaitu biaya untuk 
pencucian seprai tempat tidur yang telah 
digunakan oleh peserta. 

iv. Biaya honor yang dibayarkan untuk office bov. 
v , Biaya lain-lain merupakan biaya untuk 

pembelian kopi. tch. gula. air galon. hadiah 
untuk pcserta, snack untuk pcrpisahan peserta, 
pembelian bunga, biaya perbaikan AC, dan 
Tunjangan Hari Raya (Tl IR) untuk satpam. 

Seluruh pcncrirnaan tersebut dikelola oleh Pengelola 
Mess Diklat atas sepengetahuan Kepala Seksi 
Perpustakaan dan Sarana Diklat dimana scluruh 
pengeluarannya merupakan bclanja di luar APBN 
yang ditentukan sccara internal dan tidak dilaporkun 
dalam Laporan Kcuangan Tahun 2016. 

3) Penerimaan atas penggunaan sarana dan 
prasarana Mess Pabuaran digunakan langsung 
dan tidak disetor kc Kas Negara sebesar 
Rp12.900.000,00 serta tidak dilaporkan pada 
Laporan Kcuangan Tahun 2016 
Mess Pabuaran menyediakan layanan pcnginapan 
yang dipcruntukan bagi peserta diklat di Pusdiklat 
BIG dan peserta PKL di lingkungan BIG. Namun 
berdasarkan hasil pemeriksaan alas daftar tamu 
Mess Pabuaran dari tahun 2016 s.d. Februari 2017 
diketahui terdapat 36 orang tarnu yang diantaranya 
bukan peserta diklat dan PKL. Atas layanan yang 
disediakan di mess Pabuaran tcrscbut dikenakan tarif 
sebesar Rp I 00.000,00 per orang dalarn satu minggu 
yang ditelapkan melalui diskusi antara pengelola 
Mess Pabuaran d.h.i. Sdr. M dengan Kepala Diklat 
Tahun 2016. 

7 



8 

Berdasarkan hasil konfirrnasi kepada pengelola 
Mess Pabuaran diketahui bahwa penerimaan 
dilakukan secara tunai dan dikelola oleh pengelola 
mess dengan total penerimaan sebesar 
Rp 12.900.000,00 dan digunakan langsung secara 
keseluruhan untuk rnernbiayai kebutuhan 
operasional mess dan tamu yang tidak ada 
anggarannya, diantaranya biaya kebersihan, 
pembelian kopi, gula dan teh, aqua galon, gas LPG, 
laundry seprai dan selimut serta biaya jasa 
pengelolaan mess Pabuaran sebesar Rp300.000,00 
per bulan. 
Seluruh penerimaan tersebut dikelola oleh Pengelola 
Mess Pabuaran alas sepengetahuan Kepala Seksi 
Perpustakaan dan Sarana Diklat dimana seluruh 
pengeluarannya merupakan belanja di luar APBN 
yang ditentukan secara internal dan tidak dilaporkan 
dalam Laporan Keuangan Tahun 2016. 

b, Pemanfaatan BMN nntuk kantin, koperasi, 
minimarket, dan ATM tidak dikenakan biaya sewa 
Berdasarkan keterangan Kepala Bagian (Kabag) Umum 
dan hasil pengamatan diketahui bahwa pemanfaatan 
BMN dan fasilitas di lingkungan BIG oleh pihak lain 
tidak dikenai biaya sewa yaitu untuk kegiatan usaha 
koperasi, kantin, minimarket, mes in A TM BR! dan 
BJB. 
Dalam pemanfaatan ruangan untuk mesin ATM BR! 
dan ATM BJB, pihak BIG memberikan fasilitas berupa: 
I) Ruangan; 
2) Keamanan; dan 
3) Tersedianya aliran listrik yang memadai/cukup 

untuk 2 unit mesin A TM, 2 unit AC dan penerangan 
yang diperlukan. 

c, Pemanfaatan BMN Tidak Didukung dengan 
Perjanjian Kerja Sama 
Berdasarkan keterangan Kepala Bidang (Kabid) 
Promosi dan Kerjasama dan Kabag Umum serta hasil 
pemeriksaan alas dokumen diketahui bahwa 
pemanfaatan BMN dan fasilitas BIG berupa pemakaian 
ruangan untuk kantin, koperasi, mesin A TM BRJ dan 
BJB tidak didukung dengan perikatan perjanjian kerja 
samn yang mcnllilrnt antara nenazuna BMN denaan 
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BIG yang mengatur terkait hak dan kewajiban kedua 
belah pihak, yaitu: 

1) Kantin Gedung Belakang lnspektorat: 
2) Kantin Gedung H; 
3) Koperasi; dan 
4) Minimarket Geomart. 

Kondisi tersebut lidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 lentang 

Perbcndaharaan Negara pada: 
I) Pasal 12 Ayat (2); 
2) Pasal 16: Ayat ( 1 ), Ayat (2), dan Ayat (3 ). 

b. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pcngclolaan Ilarang Milik Ncgara/Dacrah pada Pasal 
29: Ayat (I), Ayat (7), Ayat (8), dan Ayar (9). 

c. Peraturan Pcmcrintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
I3elanja Negara Pasal 48 pada: Ayat (I), Ayat (2). 

d. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 
tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak olch Bendahara Penerimaan pada Pasal 4 
Ayat (I) mcnyatakan bahwa Penyetoran PNBP 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3), 
dilaksanakan oleh Bendahara Pencrimaan setiap akhir 
hari kerja saat PI3NP diterirna. 

e. l'eraturan Mentcri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 
tcntang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 
Negara pada: 
I) Pasal 7: Ayat (I), Ayat (2); 
2) Pasal 8 Ayat (I): 
3) Pasal 9; 
4) Pasal 12: Avat (1 ), Aval (2), dan A vat (3). 

Permasalahan tersebut rncngakibatkan: 
a. Penerimaan sebesar Rp308.900.000,00 dan pengeluaran 

scbcsar Rp308.896.500,00 alas pcmanfaalan BMN dan 
fasilitas di lingkungan BIG, dimana sebesar 
Rp8.000.000,00 merupakan Penerimaan Tahun 2016, 
yang tidak mclalui mekanisme APBN tidak memenuhi 
asas legalitas. 

b. Kchilangan potensi penerimaan PNBP atas pemanfaatan 
BMN dan fasiliias untuk kegiatan kantin, koperasi dan 
minimarket yang belum dibuatkan perjanjian kerja 
sama. 

c. Kchilangan potcnsi penerimaan PNBP alas pemanfaatan 
9 
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BMN dan fasilitas untuk kegiatan penempatan mesin 
ATM BJB dan ATM BRI yang belum dikenakan tarif 
sewa, 

d. Potensi penyalahgunaan uang tunai sebesar 
Rp308.900.000,00 yang berada pada Bendahara 
Dharma Wanita. Pengelola Mess Diklat dan Pengelola 
Mess Pabuaran. 

c. Nilai pencrimaan Jan pengeluaran yang tersaji dalam 
Laporan Keuangan tidak menggambarkan penerimaan 
dan pengeluaran BIG secara keseluruhan. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi Vil DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Menetapkan tarif resrm sewa kantin. koperasi, 

minimarket, ATM serta penggunaan sarana dan 
prasarana Mess Diklat dan Mess Pabuaran. 

b. Membcrikan sanksi sesuai ketcnluan kepada: 
I) Kabid Promosi dan Kerjasama dan Ka bag Um um 

yang lalai dalam mengawasi pemanfaatan BMN dan 
fasilitas di lingkungan 131G oleh pihak ketiga, 
dianlaranya lalai untuk menyetorkan hasil 
pernanfaatan BMN sesuai ketcntuan; 

2) Kepala Seksi Perpustakaan dan Sarana Diklat yang 
lalai dalam mengawasi penggunaan sarana, 
prasarana dan jasa pelayanan hidangan Mess Diklat 
dan Mess Pabuaran serta belum menerapkan 
Peraturan Pemcrintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang 
jenis dan tarif alas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berlaku pada Badan lnfonnasi Geospasial di 
BIG: Jan 

3) Pengelola Mess Diklat dan Pengelola Mess 
Pabuaran yang lalai untuk menyetorkan seluruh 
penerimaan yang dikelolanya ke Kas Negara Jan 
mengclola penenmaan dan pengeluaran alas 
penggunaan sarana dan prasarana serta jasa 
pelayanan hidangan Mess Diklat dan Mess Pabuaran 
tidak sesuai ketentuan. 

c. Menghentikan layanan terkait jasa pelayanan hidangan 
Mess Diklat dan Mess Pabuaran yang discdiakan bagi 
tamu mess Diklat dan Mess Pabuaran. 

d. Mengusulkan anggaran belanja terkait pengelolaan 
Mess Diklat dan Mess Pabuaran. 



1.2.1. Belanja Sewa Kcndaraan Dinas Tahun 2016 Sebesar Rpl,92 
Miliar Tidak Tertib 

Laporan Reallsasi Anggaran (LRA) menynjikan anggaran 
Belanja Barang Tahun 1016 sebesar Rp240.672.017.000,00 
dengan realisasi sebesar Rp2 I 2.375.728.J 76,00 atau 
88.24%. Atas Belanja Barang iersebut direalisasikan berupa 
Belanjo ewa (akun 522141) sebesar Rpl?.938.982.670,00 
yang d inntarru1)'11 adalah scwa kendaraan dlnus sebesa- 
Rpl.514.111.300,DO. 
Berdasarkan ketcrangan dari Kabag Perencanann yang 
didokumentnsikan dalam BAPK Nomor 
31/D,\PK/LKBIG201610312017 pado mnggal 2J Maret 
2017 diketahui bahwn pelaksanaan sewa kendaraan dinas di 
lingkungon BJG dilakukan karena kurangnyn ketersediann 
atas kendaraan dinas yang diinformasikan oleh unlt kerja.. 
Dalam pelaksnneannya, scwa mobil dinns dilaksanakan oleh 
masing-masing unit kerja tanpa mclibatkan Subbagian 
Perlengknpan. Lebih lnnjut diketaliui bahwa 13JG d.h.i. 
Bagian Perencanaan udak melakuknn analisis rerkait 
kebijakan sewa kendaraan dines yang rnernuat pcnimbangan 
kualitatif dan kuantitatif antara kebutuhun dun ketersediaan 
kendnrsan dinas di lingkungan BIG dengan prinslp 

re11jcla,an ekonomis, elisien dan efektif l3EJ scrta sesuai dengun 
Peraiuran Menteri Kcunngan omor 76/P IK.06/2015 
icntang randar Barnng clan Stundur Kebutuhan Barang 
Milik Negara berupa lat Angkutan Durai Bermctor Dinos 
Operasionnl Jabatan di Dalam egcn. 
BIG juga belum mc11gntur tcrkai1 pengelolaan clan 
peruntukan kendarnan dinas operasioual yang dikeloln oleh 
umum dan yang disewa dari pihak ketiga cleh rnasing- 
rnasing unit kerja. 
I lasi! pcmeriksaan ams belnnja sewn d.h.i, bclanja sewn 
kendaraan operasloual BIG Tahun 2016 rnenunjukkan 
bahwa: 
a, Sewa kendonrnn opcrusionnl Kepnln Bl(;/F,selo11 

1/E eloo .0 fj1h1k tertib 
Realisasi sewn kendaraan dines opernsional Kepaln 
Bl /Eselon 1/Eselon II Tahun 2016 sebesar 
Rp445.060.000,UO. 
Berdasarkan kct.:rangan Kabag Umum seluruh 
kendaraan dinns tersebui di utas pada Tahun 20 16 mssih 
bernda di masing-masing penanggung jnwab sehingga 
rnasin -rnasin iawab mcnerima litsil itas 
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kendaraan dinas melebihi ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Mcnteri Keuangan Norn or 76/PMK.06/2015 
tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang 
Milik Negara. 

b. Sewa kendaraan operasional Unit Kerja Esclon III 
dan Eselon IV titlak tcrtib 
Realisasi scwa kendaraan dinas opcrasional Eselon Ill 
dan IV Tahun 2016 sebesar Rpl.483.411.300,00. 
Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan dan 
dokumen pertanggungjawabannya diketahui bahwa: 
I) Kendaraan dinas operasional Pejabat Esclon II di 

lingkungan BIG dalam pclaksanaannya diberikan 
kepada Pejabal Eselon Ill dan IV di unit masing- 
masmg dimana berdasarkan Keputusan Sekretaris 
Utama BIG Nomor S Tahun 2016. 
Berdasarkan kelerangan Kabag Umum seluruh 
kendaraan dinas tersebut di atas pada Tahun 2016 
masih berada di masing-masing pcnanggung jawab 
sehingga masmg-masmg penanggung jawab 
menernna fasilitas kendaraan dinas melebihi 
kctentuan yang diatur dalam Pcraturan Mentcri 
Kcuangan Nomor 76/PMK.06/2015 ten tang Standar 
Barang dan Standar Kcbutuhan Barang Milik 
Negara. 

2) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.06/2015 tentang Standar Ilarang dun 
Standar Kcbutuhan Barang Milik Negara diketahui 
bahwa atas Pejabat Eselou Ill clan JV di lingkungan 
BIG tidak memcnuhi kriteria untuk memperolch 
kendaraan dinas dalam nclaksanaan tuuasnva. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Kcuangan Negara Pasal 3 Ayat I yang menyatakan 
bahwa =Kcuangan Negara dikelola secara tcrtib. taat 
pada peraturan perundangundangan. cfisieu, ekonom is. 
efektif, transparan. dan bertanggung jawab dcngan 
memperhatikan rasa kcadilan dan kepatutan." 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 
tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang 
Milik Negara berupa Alat Angkutan Dara! Ilermotor 
(J\J\DB) Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri: 
I) Pasal 2 huruf a; 
2) Pasal 3; dan 



Aki bat 
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' 

3) Lampiran I dan II lentang Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan Alat Angkutan Darat Bermolor 
Dinas Operasional Jabatan di Dalam Ncgeri, 

c. Peraturan Menteri Kcuangan Republik Indonesia 
Nomor 65/PMK.02/2015 ten tang Standar Bia ya 
Masukan Tahun Anggaran 20 16 pad a Pcnjclasan Angka 
34 huruf b yang menyatakan bahwa "Satuan biaya sewa 
kendaraan opcrasional pejabat/operasional kantor 
dan/alau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan 
kerja yang belum mcmiliki kendaraan 
pejabat/operasional kantor dalarn rangka menunjang 
oelaksanaan tunas funusi." 

Pcrmasalahan tersebut mcngakibatkan: 
a. Pemborosan atas realisasi belanja scwa kendaraan dinas 

pada BIG Tahun 2016 scbesar Rp 1.928.471.300,00. 
b. Pemanfaalan aset BMN berupa kendaraan dinas di 

lingkungan BIG tidak optimal. 
c. Potensi oenvalahcunaan aset BMN kendaraan dinas, 
Bcrdasarkan temuan di alas. maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar mclaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Menyusun percncanaan kebutuhan kendaraan dinas 

operasional jabaran di lingkungan BIG. 
b. Memerintahkan Sestama agar menctapkan Surat 

Keputusan tcrkait peruntukan dan penanggung jawab 
kendaraan dinas di lingkungan BIG scsuai dengan PMK 
Nomor 76/PMK.06/2015 ten tang Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan Harang Milik Negara berupa Alat 
Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di 
Dalam Ncgeri. 

c. Mengatur pengelolaan clan peruntukan kendaraan dinas 
operasional yang dikelola olch umum dan yang disewa 
dari pihak ketiga oleh masing-masing unit kcrja. 

d. Membuat analisis biaya dan manfaat alas kcbijakan 
sewa kendaraan dibandingkan dengan melakukan 
pembelian kendaraan baru. 

13 



1.3.3. Asel Tak Berwujud Berupa Hasil Kajian/Penelitian dan ATB 
�---L_a�i_n_nxa Senilai Rpl,44 Triliun Belum Diamortisasi 

Laporan Keuangan menyajikan saldo Asct Tak Berwujud 
(ATB) dan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Asel 
Lainnya pad a Neraca per 31 Desember 2016 senilai 
Rp 1.897 .053 .036.817,00 dan Rp 124.345. 727. I 00.00 serta 
Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan 
Operasional Tahun 2016 senilai Rpl 54.676.974.590,00. 
ATB pada BIG terdiri dari software, lisensi, hasil 
kajian/penelitian dan ATB lainnya (ATBL). 
Pemeriksaan atas laporan Barang Milik Negara (BMN) 
Tahun 2016 diketahui bahwa 131G telah menerapkan 
amortisasi atas ATB yang memiliki masa manfaat lerbatas 
yaitu software dan lisensi, sedangkan untuk A TB berupa 
hasil kajian/penelitian dan ATBL belum dilakukan 
amortisasi. Nilai akumulasi amortisasi atas ATB yang 
dimiliki oleh BIG per 31 Desember 2016 adalah scbesar 
Rpl IJ.738.777.600,00 dan beban amortisasi Tahun 2016 
sebesar RplJ.563.036.246.00 schingga diperoleh nilai buku 
A TB per JI Desember 2016 sebesar 
Rp I. 783.3 14.259.217.00. 
Dikctahui bahwa nilai ATB BIG per 3 I Desembcr 2016 

Penjelasnn yang bclum diamortisasi adalah sebesar 
Rpl.736.899.107.507.00 yang terdiri dari hasil 
kajian/pcnclitian sebcsar RpJ.342.590.000.00 dan ATBL 
sebesar Rpl .733.556.517.507.00. 
Keterangan dari Kepala Subbagian Perbendaharaan yang 
juga scbagai Petugas Aplikasi Keuangan UAPA diketahui 
bahwa BIG belum mclakukan amortisasi atas hasil 
kajian/penelitian dan ATBL per 31 Descmber 2016 dan 
perhitungan beban amortisasi Tahun 2016. Hal tersebut 
dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada aturan dari 
Kemcntcrian Keuangan tcrkait dcngan masa manfaat hasil 
kajian/penelitian dan BIG belum pemah mengkaji secara 
khusus terkait dengan masa manfaat hasil kajian/penelitian 
yang dimilikinya dan BIG berpendapat apabila penentuan 
masa manfaat alas kajian lebih tepat dilakukan oleh LIP! 
sebagai lembaga yang melakukan pembinaan atas 
penclitian. Tcrkait dengan ATBL. sampai dengan JI 
Desember 2016 BIG bclum mengusulkan masa manfaat alas 
ATBL yang dimilikinya kepada Kementerian Keuangan. 
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pad a tahun 2017, 
BIG telah menuaiukan usulan masa manfaat BMN beruna 
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ATBL berupa data digital infonnasi spasial melalui Surat 
Sckretaris Utama BIG sclaku Kuasa Pengguna Barang 
kepada Direktur BMN DJKN dengan nomor B- 
15.1/SESMA/KU/3/201 7 tanggal 15 Maret 20 I 7 tcntang 
Usulan Penambahan Kodefikasi Barang Milik Negara. 
Dalam surat tcrsebut BIG mcngajukan masa manfaat ATBL 
yang terdiri dari masa manfaat tidak terhatas dan masa 
manfaat terbatas. A TBL dengan masa manfaat tidak terbatas 

. dan tidak diamortisasi bcrupa peta batas wilayah 
administrasi, peta batas negara, data pasang surut, data 
GNSS, data gaya berat, data pengukuran sifat datar tcliti. 
dan foto udara scdangkan sisanya adalah A TBL dcngan 
masa manfaat terhatas yang diamortisasi sesuai dengan 
masa manfaatnya. 
Berdasarkan data dari Sub Bagian Perbcndaharaan. 
rnengacu pada surat usulan masa rnanfaat tersebut diatas 
dikctahui bahwa nilai A'rl3L yang mc111punya1 masa 
manfaat tidak terbatas dan tidak diamortisasi per 3 I 
Descmber 2016 sebesar Rp295.105.283.908,00 clan ATB 
yang mempunyai masa manfaat terbatas dan belum 
diamortisasi sebcsar Rp 1.43 8.451.233 .599,00 schingga 
kcseluruhan ATB BIG per 31 Desember 2016 yang belum 
diamortisasi adalah sebesar Rp 1.441. 793.823.599.00. 
Knnrli<>:1 tersebut ticl:ik <;.:P511;1j dengan BnlPtin Te-knic "-t�1nrl�r 

Akuntansi Pcmerintahan Nomor 17 tcntang Akuntansi Asel 
Tidak Berwujud Bcrbasis Akmal. Bab V, angka 5.1.2 pada: 
a. Paragraf I yang menycbutkan bahwa "Arnortisasi hanya 

dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat 
lerbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah 
yang sama pada periodc, atau dcngan suatu basis alokasi 
garis lurus ... 

b. Paragraf 2 yang menycbutkan bahwa "Aset tidak 
berwujud dengan masa manfaat yang lerbatas (scperti 
paten. hak cipta. waralaba dcngan masa manfaat 
terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat 
atau masa secara hukum mana yang lebih pendek". 

Pcnnasalahan tersebut mengakibatkan pcnyajian nilai 
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Asel Lainnya pada 
Neraca per 31 Desember 2016 serta Be ban Penyusutan dan 
Amortisasi pad a l.aporan Opcrasional Tahun 2016 tidak 
dapat diyakini kewajarannya. 

15 
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Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk 

u rn n segera menetapkan Keputusan terkait pengakuan dan 
pengukuran A TB berupa basil kajian/penelitian yang 
dimilikinya. 

b. Melakukan amortisasi atas basil kajian/penelitian dan 
ATBL sesuai SAP. 



1.3.4. Asel Tak Berwujud Lainnya Belum Dinilai dan Belum Disajikan 
nada Neraca ner 31 Desembcr 2016 

Penjelnsan 

Kepatuhan 
Peraruran 

Peruudang- 
U n tlan�1111 

Neraca per 31 Dcscmbcr 2016 menyajikan saldo Aset Tak 
llerwujud (ATB) scnilai Rp l.897.053.036.817.00. ATB 
pada fllG terdiri dari software, liscnsi. hasil 
kajian/penelitian dan ;\ TB lainuya (ATBL). 
Pemeriksaan alas ;\ TB yang dimiliki oleh BIG diketahui 
bahwa tcrdapat ATBL berupa data informasi geospasial 
analog yang berada di Gedung O pada Pusat Pcngelolaan 
dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG). 
Keterangan dari petugas BMN yang mcngelola ATB pada 
PPIG diketahui bahwa ATllL yang berada di Gedung O 
tersebut scbelumnya dikelola olch Pusat Penelitian Promosi 
dan Kerjasama (PPKS) sebclum diserahkan kcpada PPIG 
pada tahun 2015 dan belum tcrcatat scbaga i ATBL pad a 
PPIG. 
Pemeriksaan Jebih lanjut diketahui bahwa pad a tahun 2012 
dan 2014 PPKS telah melakukan inventarisasi alas ATBL 
tcrscbut yang hasilnya telah dituangkan dalam laporan hasil 
inventarisasi. Berdasarkan laporan hasil inventarisasi 
tcrsebut dikctahui bahwa jumlah ATBL berupa data 
informasi geospasial analog yang tersimpan di Gcdung O 
pada PPIG adalah scbanyak 359.009 unit. 
Berdasarkan kctcrangan Kcpala Subbagian Perbcndaharaan 
yang _1uga sebagai pctugas aplikasi keuangan lJJ\PJ\ 
diketahui bahwa Biro Umum dan Kcuangan bclum pernah 
meneruna laporan has ii inventarisasi atas J\ l'B L terse but 
dan atas ATBL terscbut belurn dinilai dan disajikan pada 
Neraca per 31 Descmbcr 2016. Sela in itu, masih terdapat 
kemungkinan A Till pada pusat-pusat lain yang bclum 
diserahkan kepada l'PIG yang bclum dinilai Jan disajikan 
nada Neraca ner 31 Dcsember 2016. 
Kondisi terscbut tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP 
Nornor I 7 tcntang Akuntansi Asel Tidak Bcrwujud Berbasis 
Akrual pada: 
a. Bab Ill Pengakuan pada angka 3.1 paragraf 4 yang 

menycbutkan bahwa sesuatu diakui scbagai ATB jika 
dan hanya jika: 

1) Kemungkinan dipcrkirakan manfaat ckonomi di 
masa datang yang diharapkan atau jasa potensial 
yang diakibatkan dari A TB tersebut akan mengalir 
kcpada/dinikrnati oleh entitas; dan 

2) Biava nerolehan atau nilai waiarnva danat diukur 
17 
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dengan andal. 
b. Bab IV Pengukuran pada angka 4.1: 

I) Paragraf 4 yang menyatakan bahwa "Biaya untuk 
memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari: (a) 
Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, 
setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; 
(b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara 
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan." 

2) Paragraf 5 yang menyatakan bahwa "Conteh dari 
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 
adalah (a) Biaya staf yang timbul secara langsung 
agar aset tersebut dapat digunakan; (b) Biaya 
profesional yang timbul secara langsung agar aset 
tersebut dapat digunakan; (c) Biaya pengujian untuk 
menjamin aset tersebut daoat bcrfunzsi secara baik." 

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai A TB pada 
Neraca per 31 Desember 2016 belum mencerminkan 
kondisi sebenamva dan tidak daoat divakini kewaiarannva. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

I) Kepala Bagian Keuangan yang lalai dalam 
melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan BMN; 

2) Kepala Subbagian Perbendaharaan yang lalai dalam 
melakukan pengelolaan BMN atas ATBL; dan 

3) Petugas penatausahaan BMN PPIG yang lalai dalam 
melakukan tugasnya mengelola ATBL berupa data 
informasi geospasial analog di unit kerjanya. 

b. Melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh 
ATBL pada BIG yang belum dinilai dan mencatatnya 
dalam Aplikasi SIMAK BMN. 



1.3.5. Penzukuran nada Perolehan Aset Tak Berwuiud Tidak Tepat 

Penjclasan 

Kepatuhan 
Peraturan 

Perundang- 
Undangan 

Laporan Realisasi i\nggaran (LRA) tahun 2016 menyajikan 
anggaran Bclanja Barang sebesar Rp240.672.0l 7.000.00 
dcngan realisasi scbesar Rp212.375.728.376.00 (88.24%), 
dan anggaran Bclanja Modal scbesar Rp342.938.402.000,00 
dcngan realisasi scbcsar Rp324.920.865.605,00 (94.75%). 
Bclanja Modal terscbut diatas diantaranya Belanja Modal 
Lainnya dcngan rcalisasi scbesar Rp269.293.790.633,00. 
Rcalisasi Bclanja Modal Lainnya diantaranya dircalisasikan 
untuk pengadaan Asel Tak Berwujud Lainnya (ATBL) 
Tahun 2016. 
1-lasil pemeriksaan terhadap dokumen realisasi belanja 
berupa Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban 
(SP.I) belanja Tahun 2016 serta hasil konfirmasi kepada 
PPK dari masing-masing unit Eselon I di lingkungan BIG 
diketahui bahwa rcalisasi belanja barang yang digunakan 
untuk membiayai kcgiatan yang menghasilkan /\ TB pada 
Tahun 2016 adalah sebesar Rp9.132.928.034,00. 
Penelusuran lebih lanjut atas data aplikasi SIMAK BMN 
diketahui bahwa realisasi bclanja barang yang digunakan 
untuk menghasilkan A TB tersebut bclum dikapitalisasi ke 
dalam nilai perolchan atas /\TB terkait. Atas realisasi 
bclanja barang yang belum dikapitalisasi tersebut tclah 
dikoreksi pada nilai ATB dalam Ncraca per 31 Desember 
2016 sebesar Rp9. I 32.928.034.00. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Asel 

Tidak Berwujud Berbasis Akrual pada: 
I) Bab III Pengakuan pada angka 3.1 paragraf 4 
2) Bab IV Pengukuran pada angka 4. I: Paragraf 4 dan 

Paragraf 5. 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 IO tentang 

Standar Akuntansi Pcmerintahan (SAP) I.ampiran 11.03 
PSAP 02 - Laporan Realisasi Anggaran yang 
menyatakan bahwa: 
I) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member i 
manfaat Iebih dari satu periode akuntansi. Belanja 
modal mcliputi antara lain belanja modal untuk 
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan 
dan aset tak berwujud: 
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2) Belanja Barang masuk ke dalam klasifikasi belanja 
operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran 
untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi 
manfaat jangka pendek untuk menampung 
pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk 
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan 
maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang 
yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual 
kepada masvurakat. 

Pennasalahan tersebut mengakibatkan penyajian A TB pada 
klbnl Neraca per 31 Desember 2016 tidak dapat diyakini 

kewararannya. 
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Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

I) Kepala Subbagian Perbendaharaan yang tidak 
cennat terkait penyajian perolehan A TB pada 
Neraca; 

2) KepaJa Bagian Keuangan yang lalai dalam 
melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
penyajian A TB pada Neraca; 

3) Kepala Bagian Perencanaan yang tidak cennat pad a 
saat penyusunan anggaran; dan 

4) Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku KPA yang 
lalai dalam melakukan pengawasan dan 
pengendalian perencanaan anggaran, khususnya 
terkait kesesuaian klasifikasi belanja pada DIP A. 

b. Menganggarkan seluruh biaya pada tahap perencanaan 
dan monitoring yang dapat diatribusikan secara 
langsung dalam membawa ATB ke kondisi yang 
membuat A TB tersebut dapat bekerja untuk penggunaan 
va,u! dimaksudkan pada Belania Modal. 



KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

1.1.1. Pcnerimaan Negara Bukan Pajak (l'NBP) Tahnn Anggaran 2016 
Terlambat Disetor 

l'cnjclst!>'Hn 

Laporan Rcalisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 
2016 mcnyajikan rcalisasi l'NBP scbesar 
Rp39.653.762.632.00 atau mencapai 400_34% dari cstimasi 
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.905.001.000.00. 
1-lasil pengujian alas pengclolaan PNI31' Tahun Anggaran 
2016. dengan membandingkan antara Buku Kas Umum 
(BKU) dan Rekcning Koran Bcndahara Pencrimaan 
mcnunjukkan terdapat ketcrlambatan pcnyetoran PNBP ke 
Kas Negara antara 4 s.d, 94 hari scbesar 
Rp 1.457. 731.015.00. 
Berdasarkan kctcrangan Benda hara Pcncrimaan. 
ketcrlambaran penyetoran dikarenakan karena Bcndahara 
Penerimaan tidak mclakukan pemantauan sctiap hari atas 
rekening Bcndahara Penerimaan. 1-lasil pcmeriksaan lebih 
lanjut alas BKU Bendahara Penerimaan mcnunjukkan 
bahv •.. a sisa Kas Bcndahara Penerirnaan per 3 I Dcsernber 
2016 yang ada pada rckcning Hendahara Pencrimaan 
sebesar Rp-1.769.099,00. baru disetor pada tanggal 3 Januari 
2017 dcngan nornor transaksi pencrimaan ncgara (NTPN) 
A8E4E87F2J 1 CGI-IW. ---4�- 
K on dis i tcrsebut tidak sesuai dengan: 
a. lJndang-Undang No111or 20 Tahun 1997 tcntang 

Penerirnaan Negara Bukan Pajak l'asal 4 yang 
menyatakan bahwa "Seluruh Penerimaan Negara Bukan 
Pajak wajib disctor secepatnya kc Kas Negara ... 

b l'eraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tcntang 
Tata Cara Pclaksanaan Anggaran dan llclanja Negara 
Pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan balm a "Seluruh 
PNBP wajib disetor langsung sccepatnya kc Kas 
Negara". 

c. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 73/PMK.05/2008 
tentang Tata Cara Pcnatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pcrtanggungjawaban Bendahara 
Kementcrian/Lcm baga/Kantor/Sat uan Kcrja !lab 11 
Pasal 4 Ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa 
"Menyctor seluruh pencnmaannya kc Kas Negara 
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja". 

d. Peraturan Menteri Keuanuan Republik Indonesia 

l(c11Hl11 hau 
Peraruran 

P�rund:init- 
U ndangan 
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Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara 
Penerimaan Pasal 4 Ayat (I) yang menyatakan bahwa 
"Penyetoran PNBP dilaksanakan oleh Bendahara 
Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima". 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 
Bclania Negara Pasal 18: Ayat (I) dan Ayut ( 21, 

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara 
sebesar Rp 1.462.500.114,00 tertunda untuk membiayai 
belanja nenara. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 
a. Bendahara Penerimaan yang lalai dalam melaksanakan 

tugasnya dan tidak mematuhi ketentuan pengelolaan 
PNBP. 

b. Atasan langsung Bendahara Penerimaan yang lalai 
dalam mengawasi penatausahaan PNBP di lingkungan 
BIG oleh Bendahara Penerimaan. 



1.2.4. Kelcbihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 
2016 untuk Komnonen Ilans Harian Sebesar Ro308.85 Juta 

Pcnjelasan 

Kepatuhan 
Pera tu ran 

Pcrundang- 
U ndangan 

LR/\ BIG TA 2016 mcnyajikan anggaran Belanja Barang 
sebcsar Rp240.672.017 .000.00 dengan realisasi scbcsar 
Rp212.375.728.376.00 (88.2.\%) termasuk rcalisasi Belanja 
Ba rang Pcrjalanan Luar Ncgeri Tahun 2016 sebcsar 
Rp4.327 .295 .459,00. 
Hasil pemcriksaan atas bukti pertanggungjawaban 
perjalanan dinas luar ncgcn BIG bcrupa persetujuan 
pcrjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat 
Negara (Sclncg), surat tugas (ST). surat perjalanan 
dinas, rmcran biaya pcrjalanan dinas, tiket 
penerbangan. boarding J)(IM. kuitansi/bukti pembayaran 
mcnunjukkan adanya kelebihan pernbayaran uang harian 
yang seharusnya telah memperhitungkan lamanya 
waktu perjalanan yang clipergunakan untuk 
pelaksanaan tugas perg, chm pulang paling tinggi scbesar 
40% dari tarif uang harian sebesar Rp296.246. 728,80. 
Selain itu, diketahui terdapat kelebihan pernbayaran uang 
harian perjalanan dinas luar negeri ke New York selama 
salu hari karena yang bersangkutan telah kembali dari 
pcrjalanan dinas lebih awal satu hari dari 
tanggal pclaksanaan yang tercantum pacla surat tugas, Hasil 
konfirmasi dengan scluruh PPK dikctahui bahwa 
scluruh unit kerja (pusat/biro) belum mencrapkan Pcraturan 
Mentcri Kcuangan Norn or 164/PMK.05/2015 tentang Tata 
Cara Pclaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri terkait 
pcmbayaran uang harian yang seharusnya telah 
memperhitungkan lamanya waktu perjalanan yang 
dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pergi dan pulang 
nalinz tinuui sebesar 40 % dari tarifuanu harian. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
Pcraturan Mcnteri Keuangan Nomor I 64/PMK.05/2015 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 
Ncgeri pada: 
a. Pasal 13 Ayat (5) yang rnenyatakan bahwa "Uang 

harian sebagaimana dimaksud diberikan Juga untuk 
waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Ayat (4) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh 
persen) dari tarif uang harian". 

b. Pasal 17 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalarn ha! 
jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan kurang clari 
iumlah hari vanu ditetaokan dalarn SPD, Pelaksana SPD 
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harus mengembalikan kelebihan uang harian yang telah 
diterimanya ke Kas Negara melalui PPK". 

lo'-- 
Pennasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Kerugian Negara sebesar Rp308.854.918,80 atas 

kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar 
Akib11t Negeri Tahun 2016. 

b. Belanja Barang tidak disajikan secara wajar dalam 
Laporan Keuangan Tahun 2016 sebesar 
Rp308.854.918,80. 

Berdasarkan ten, uan di atas, rnakn Kornisi Vil DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

1) Pelaksana SPD yang lalai mengembalikan kelebihan 
uang harian karena pulang lebih awal dari jumlah 
hari yang ditetapkan dalam SPD; 

2) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara 
• I'll n Pengeluaran yang tidak cennat dalam membayar 

biaya perjalanan dinas; dan 
3) PPSPM dan PPK yang tidak cennat dalam menguji 

dokumen perjalanan dinas luar negeri yang menjadi 
dasar tagih kepada negara. 

b. Menyetorkan kerugian negara atas kelebihan 
pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 
Tahun 2016 sebesar Rp308.854.918,80 ke Kas Negara 
dan mcnvamnalkan salinan bukti setor kepada BPK. 
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1.2.5. Selisih Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2016 Sebesar 
Rn29 l,40 Juta 

-. LRA TA 2016 menyajikan anggaran I3elanja flarang 
sebesar Rp240.672.017.000,00 dengan rcalisasi sebesar 
Rp212.375.728.376,00 atau 88,24%. Realisasi tersebut 
diantaranya merupakan real isasi Bclanja Pcrjalanan Dalar» 
Negeri sebcsar Rp62.156.390.234.00 dan Belanja llarang 
Perjalanan l.uar Negcri sebcsar Rp4.327.295.459,00. 
Hasil pemcriksaan alas bukti pertanggungjawaban belanja 
perjalanan dinas dalarn negeri maupun luar negeri Tahun 
2016 berupa tiket pcncrbangan, boarding pass, kuitansi dari 

Pcnjelasan travel agent serta konfirruasi maskapai dikctahui tcrdapat 
harga tikct yang ditagihkan bcrbeda dengan basil konfirmasi 
harga tiket dari maskapai minimal scbesar 
Rp289. 741.451,50. 
Selain selisih harga tiket, diketahui juga tcrdapat pelaksana 
SPD pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPI3W) yang 
tidak berangkat (Merauke ke Jayapura). Hal tersebut 
dikelahui dari pengujian alas tikct dan hoarding pass yang 
dipcrtanggungjawabkan yang tidak ditcmukan pada 
database maskapai scbesar Rpl.660.000,00 

r. 
I: 

Ke11111uh:1n 
Peratu ran 

Peru ml no�· 
Undangan 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Pera tu ran Prcsiden Nornor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Pcraturan Presidcn No111or 54 
Tahun 2010 tentang Pcngadaan Baraug/Jasa Pcmerintah 
pada: Pasal 5 dan Pasa I 6 J-Juruf f dan Huruf g. 

b. Peraturan Mentcri Keuangan Nornor 164/PMK.05/2015 
tcntang Tata Cara PcJaksanaan Perjalanan Dinas L .. uar 
Negeri pada: Pasal 30 Ayat (3) huruf c, Pasal 31 Ayat 2 
dan Ayat 3, Pasal 34. 

c. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor I 13/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negcri bagi Pejabat 
Negara, Pegawai tidak tctap. pada pasal 36 yang 
menyatakan bahwa "Pihak-pihak yang mclakukan 
pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya 
(mark up) dan/alau pcrjalanan diuas rangkap (dua kali 
atau lebih) dalam pertanggungjawaban pcrjalanan dinas 
yang berakibat kerugian yang diderua olch Negara, 
bertanggung jawab sepcnuhnya alas scluruh tindakan 
yang dilakukan", 

d. Peraturan Mentcri Keuangan Nornor I 90/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pcmbayaran Dalam Rangka 
Pelaksanaan Aneuaran Pendapatan dan Belania Negara: 
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Pasal 13 Ayat (I) huruf g dan Ayat (3), Pasal 16, Pasal 
17 Ayat (I), Pasal 17 Ayat (3) huruf I, dan Pasal 24 
Avut (21. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Potensi kerugian negara sebesar Rp291.401.45 I,50 atas 

selisih pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 
2016. 

b. Potensi Belanja Barang tidak disaj ikan secara wajar 
dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 sebesar 
Ro29l.401.451.50. 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

I) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara 
Pengeluaran yang tidak cermat dalam membayar 
biaya perjalanan dinas; 

2) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan 
verifikasi atas kewajaran harga tiket yang 
ditagihkan; dan 

3) PPK yang tidak cermat dalam rnenguj I invoice 
pembelian tiket yang menjadi dasar tagih kepada 
negara. 

b. Menginstruksikan lnspektur BIG melakukan pengujian 
lebih lanjut atas pertanggungjawaban selisih harga tiket 
perjalanan dinas Tahun 2016 sebesar Rp291.401.451,50 
dan apabila ditemukan kelebihan pembayaran agar 
menyetorkan selisih tersebut ke Kas Negara sorta 
menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. 



1.2.6. 

- 
Kelebihan Pembayaran alas Biaya Langsung Non Personil pada 
Pekerjaan Jasa Konsultansi Sebesar Rpl,96 Miliar dan Selisih 
Harga Tiket alas Biava Pcrialnnan Rol38.91 Juta 

LRA TA 2016 menyajikan a11ggara11 Belanja Modal sebesar 
Rp342.938.402.000,00 deugan rcalisasi sebesar 
Rp324.920.865.605.00 (94.75%) yang di antaranya 
Pekerjaan Jasa Konsultansi. 
Pad a tahun 2016 131G melaksanakan 48 pekerjaan jasa 
konsultansi dengan nilai kontrak sebesar 
Rp72.905.856.220,00. Pekerjaan jasa konsultansi tersebut 
telah diselesaikan Jan direalisasikan pembayarannya 
berdasarkan Serita Acara Scrah Terima Pekcrjaan. 
Nilai kontrak jasa konsultansi terdiri dari biaya laugsung 
personil dan biaya langsung non personil dengan jenis 
kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan dimana biaya 
langsung personil adalah lumpsum dan biaya langsung non 
pcrsonil adalah harga satuan. 
Berdasarkan pemcriksaan atas dokumen kontrak, kerangka 
acuan kerja (KAK) dan dokumen pertanggungjawaban 
diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran alas biaya 
langsung non personil pada pekcrjaan jasa konsultansi 
scbcsar Rp I .962.099.005.33. 
Permasalahan terkait kelebihan pembayaran tersebut 
diuraikan scbagai berikut: 
a. Terdapat sisa realisasi biaya langsung non personil )ang 

belum disetorkan oleh rekanan sampai dengan 31 
Desembcr 2016. 
Hasil pcmeriksaan alas biaya langsung 11011 personil 
pada 48 pckerjaan jasa konsultansi diketahui bahwa 
terdapat sisa rcalisasi sebesar Rp79 l.078.388,00 yang 
belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2016. 

b. Terdapat realisasi yang tidak relevan dengan komponen 
biaya pada Rincian Anggaran Biaya (RAil) tanpa 
melalui proses adendum kontrak. 
Hasil klarifikasi atas biaya langsung non personil pada 
25 pckcrjaan jasa konsultansi diketahui bahwa terdapat 
komponcn biaya yang dipertanggungjawabkan oleh 
rekanan yang tidak relevan komponen biaya pada RAB 
Kontrak sebcsar Rp679.121.93 8,00 diantaranya 
komponcn operasional kantor yang direalisasikan 
menjadi biaya makan, minum (kopi, teh, gula, dan air 
galon) dan honor office hoy. 

c. Terdaoat real isasi vanz tidak diduku1111. bukti 
27 

Penjelasan 



I 

28 

pertanggungjawab:i.n yang valid dan tidak Jayak dibaynr. 
Hasil kfarilikasi ataS biayn langsung non pcrsonU padn 
25 pekerjnun jusa konsulmnsi diketehui bahwa 1erdnpa1 
komponen biaya yang rcali.sasmya tidak didukung bukti 
pcrtanggungjawaban yang valid do.n tidak lnynk dibaynr 
sebeser Rp380.750.729.33 diantnmnyn binyn 
komunil-.asi dan pcngumpulnn dntn ynng hanya 
didukung dengan bukti official receipl duri perusahmm 
kepada tim. 

d. Tcrdepar rcalisasi yang melcbihi hnrgo satuan pada 
RAB dimana perubahannya tn.npu mdnlui proses 
:tdendum kontrak. 
Masi! klarifiknsi eras biayn langsung non pcrsonil pada 
25 pckcrjaan jasa konsultnnsi dikctahm bahwe terdapat 
komponcn biaya yang d1pertanggungJawabkan olch 
rckanan mclcbihi harga seuen padn RAB ko111mk 
sebesar Rp69.629,4SO.OO diantanmya pcmbclian ala! 
tulis kantcr (A TK), rarif hotel. sews mobil. biaya paket 
meeting don mpat teknis. 

e. rerdnpnt rcnlisasi yang mtlebihi volume pada RAB 
dinuma pcrubahannya tanpa rnefalui proses adendum 
kontrnk 
I tasll klarifiknsi Olns biaya longsung oon perscnil pada 
25 pckerjmm jasa konsultunsi diketnhui bahwa terdapar 
komponen binya yang dipcrtnnggunJ:tiawabkan oleh 
rckanan melebihi volume pnda RAD dimnna 
pcrubaheunya tanpn melalui proses adendum kontrak 
sebeser Rpl4.93S.OOO.OO diantaranya pcnambnhan 
jumleh pcrsonil di lapangnn ynng be.rdampak poda 
rcnlisasi tiket perjnlanan. hotel dan uang hurinnnyn. 

f. Terdapat rcalisasi yang digunakan untuk mcmbeli escr 
tetnp. 
Hesil klnrifiknsi ems biaya lnngsung non personil J)OOa 
25 pckcrjann jesa konsulumsi diketnhu.i bahwa lerdnpat 
komponen biayn yang rcnlisasinyn digunakan untuk 
membeli asct sebesar Rp26.S83.SOO.OO di:m1nr1myn 
biaye perlengkapnn lapangan yang direalisas:ikan bc:rupa 
pembdian eset tetap pcrolatan don mesin yaitu galuxy 
t"b, comem dil(ital.dnn komputer. 

Sclnin kclebihnn pcmbaynrnn atns bmya lnngsung non 
pcrsonil tersebur, lerdapat selisih harga tiket aw biaya 
pnjalannn oleh pelnksana pekerjoan. I lasil pcmcriksaan alas 
bukti ..... nan .• suneiaweben biava eerialenan "All" 



,. 

Kepatuhan 
Peraturan 

Perundang- 
Undangan 

Aki hat 

dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan berupa tiket 
pencrbangan. hoarding pass, kuitansi dari travel agent serta 
konfirmasi maskapai diketahui tcrdapat harga tikel yang 
ditagihkan bcrbeda dengan hasil konfinnasi harga tiket Jari 
maskapai minimal sebesar 
Rpl38.913.885,00 yang tcrdiri dari maskapai Garuda 
Indonesia sebesar Rp96.998. l 85,00 clan maskapai Sriwijaya 
Air sebesar Rp41.915. 700,00. Bcrdasarkan keterangan dari 
Pejabat Pembual Komitmen diketahui bahwa dalam 
pelaksanaan vcrifikasi alas belanja langsung non personil 
dilakukan dengan metode output based sehingga tiJak 
lakukan verifikasi alas pengeluaran-pcngeluaran yang 
sesungguhnya (al co.it). 
Lebih lanjut dikctahui bahwa tcrdapat pelaksana 
pekerjaan/rckanan yang telah mcnghitung scndiri srsa 
realisasi bclanja alas pekcrjaan yang telah dilaksanakan dan 
lelah melakukan pcnyetoran kc kas negara sebclum 
pemeriksaan BPK seiumlah Ro30.983.599,00. 
Kondisi lersebut tidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan 
bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan. efisien. ekonornis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dcngan 
mcmperhatikan rasa kcadilan dan kcpatutan". 

b. Peraturan Pres id en Nornor 70 Tahun 2012 ten tang 
Perubahan Kedua Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
20 IO bcserta perubahannya tentang Pengadaan Ba rang 
dan Jasa Pemerintah. 

Permasalahan tersebut mcngakibatknn: 
a. Kcrugian negara scbesar Rp 1.962.099.005.33 dan 

polensi kerugian negara sebesar Rp 138.913 .885,00 alas 
kclcbihan pernbayaran pad a pckerjaan jasa konsu ltansi 

b. Helanja Modal tidak disajikan secara wajar dalarn 
Laporan Keuangan Tahun 2016 scbcsar 
Rp 1.962.099.005,33. 

c. Potensi Bclanja Modal tidak disaj ikan secara wajar 
dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 sebcsar 
Ro 138.913.885.00. 
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So nan 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

I) PPK yang lalai dalam melakukan pengujian dan 
pemeriksaan bukti-bukti penagihan biaya non 
personil jasa konsultansi; dan 

2) PPSPM yang lalai dalam melakukan pengendalian 
pengujian tagihan pembayaran biaya non personil 
jasa konsultansi. 

b. Memberikan teguran tertulis kepada pelaksana jasa 
konsultansi yang tidak mempertanggungjawabkan biaya 
langsung non personil sesuai kontrak. 

c. Menyetorkan kerugian negara atas kelebihan 
pembayaran atas biaya langsung non personil pada 
pekerjaan jasa konsultansi Tahun 2016 sebesar 
Rpl.962.099.005,33 ke Kas Negara dan menyampaikan 
salinan bukti setor kepada BPK. 

d. Menginstruksikan Inspektur BIG melakukan pengujian 
lebih lanjut atas pertanggungjawaban selisih harga tiket 
penerbangan sebesar Rpl38.913.885,00 dan apabila 
ditemukan kelebihan pembayaran agar menyetorkan 
selisih tersebut ke Kas Negara serta menyampaikan 
salinan bukti setor kepada BPK. 
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Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh llPK RI alas 
pemcriksaan LK Bapctcn Tahun 2016: 

,u-n, � . 0:- TF.:J',11! A..N . 
SIS'rEM PF.:NCF.:NDAl..lAN INTERN 

I. I Sistem Peneendallan Asel 
J.cl I l'el.1$�"1�n .vc('I e1ne l•�rnl,,tnn J1111 .�\e�ln BclumSepouulinru I ottlli 

I I 2 Ke.\111.ihnn �n111um !a�1N Brnipd J'�nJ.1 l'�nghm·g11an r·�1 n .\Mn Ase] 
rmt.10 Pemlntal1 dlll1 Me�in · 

KEPA1'Lil-lAN TllRIIAOAP PERATURAN PERUNDAl'IG-Ul\'DANGAN 
I. I Belon in 

l. J I Kclcbilum Vembziu:nn nms' K.:)r.urungnn Yolurn� PckffjiUlll !'¢mb,mum 
Kn,11mi l'utkir qu µnll.AScbl'Oar RElO,UJUlJ . . ... _ I---,- 
f'ro= l'nnl,llld�on Sistem KQmpu<:tsl K,mcrjn ,mggi Tidal<! Sc:,uai 

U.2 kewnlucn.dnn anhi Douclo K�rei:lnmbau111 !lolfesar "R,(,38.26 fain D�!Uln 
, . Qisctwkan ke Kus Ne�arn 

I, I..) ll<Wll 1',"llgndnn)) Dorupil �" "I'll Petnfi!lkul Lun!!k AnrtHsis Dln(lmilm 
l'luidn ad�,n l1i1nanfnn(kun cearu Ootlrna] 

1.2 I Asel 

J.2.1 Pcn)'r!lot.ln Slsn Fatrtbuhan U�og P..-r.<c,libpn ell ll�ndilllom l'�n&�lluir.m 
Sebesar ltlll•l2.tlU Jutu TltLi�. Tepat Wak!U _ 

12.1. f'crnlalllr (111'/tiatfo1I p,,f'/111 t,/m1111JI' )uO& l3crnilal dnri I llllah fAhA llclwn 
So p�n l1lm ya l'llrrt Q n famkllll - .. � 

J.J.3. Kcb�illnn l't,llllu:mitm Slm1c11l.1111 afo< 1•01nb�11gun�11 G�dung l fltlun1 
' Dldu urtrt R0Mn11J ""n� 1c1Js · 

Bcrdasarkan temuan diatas, tcmuan yang akan kami bahas lcbih lanjut 
adalah ternuan )ang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalarn SPI maupun Kcpatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

I. I.I. Pengelolaan Aset Tctap Peralatan dan Mesin Belum Sepenuhnya 
Tcrtib 

Bi\PETEN menyajikan nilai Asel Tetap Peralatan clan 
Mesin per 3 I Descmber 2016 sebcsar 
Rp I 05.070.520.624,00. Hasi I pcmeriksaan alas pengelolaan 
Aset Tetap Peralatan clan Mesin BAPETEN tnenunjukkan 
beberapa pennasalahan sebagai berikut: 
a. Barang Milik Negara (BMN) bclum dicatat per jenis 

barang dan Daftar Barang Ruangan belum dihuat 
per ruangan 

I) BMN belum dieatat secara rinci/parsial per _jenis 
barang 
Berdasarkan pemeriksaan fisik pada Laboratorium 
Lingkungan Jan Laboratorium Safeguard Direktorat 
Keteknikan dan Kcsiapsiagaan Nuklir Kedeputian 
Bidang Perijinan dan lnspeksi (DKKN KBPI) 
ditemukan delapan set peralatan laboratorium senilai 
Rp 11.183. 150.000.00 yang terdiri dari bcrbagai _jenis 
alat yang bcrbeda masa rnanfaatnya namun dicatat 
secara gabungan dan belum seluruhnya diberi 
stiker/label BMN. 

2) Dalia, Barang Ruangan (DBR) pada Balai 
l'endidikan Jan Pclatihan bclum dibuat per Ruangan 
BAPETEN memiliki Balai Pendidikan Jan Pelatihan 
(Balai Diklat) di Cisarua, Kabupaten Bogor. 
Terdapat tujuh bangunan di lokasi Balai Diklat, 
terdiri dari wisma sebanyak dua unit, serta kantor. 
kelas, auditorium. rumah kayu, dan pos satpam 
masing-masing satu unit. Pada setiap gcdung telah 
dipasang DBR namun belum dirinci per ruangan dan 
masih secara gabungan per gcdung. 

b. BMN kondisi rusak berat belum diproses 
penghapusannya 
Hasil pemeriksaan secara uji petik alas fisik flMN pada 
Saluan Ker_ja Sekretariat Utama (Settama) dan 
Kedeputian Bidang Perijinan dan lnspcksi (KllPI) 
diketahui terdapat delapan unit BMN dengan nilai 
perolehan sebesar Rp64.8 I I .OOO,OO yang rusak berat 
namun masih tercatat dalam Laporan Kondisi Barang 
Baik (LKBB) dan belum diproses penghnnusennva, 
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e. Kcrusakan BMN belum diproses lebih lanjut 
penyelcsaiannya 
Hasil pemeriksaan secara uj i pctik alas fisik BMN pada 
Pusat Pcngkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan 
lnstalasi dan Balian Nuklir Kcdcputian Bidang 
Pengkajian Keselamatan Nuklir (P2STPIBN DBPKN) 
diketahui terdapat BMN hasil pengadaan TA 2016 
berupa Televisi merck Samsung 65 inch smart TV UHD 
(kode BMN 3.05.02.06.02) sebanyak satu unit scnilai 
Rp25.275.000,00 mengalami kerusakan. Berdasarkan 
Berita Acara Kerusakan Barang Inventaris BAPETEN 
tanggal 3 November 2016 yang disusun pihak pclapor 
(staf P2STPIBN DBPKN) diketahui bahwa kerusakau 
terjadi saat pelapor memindahkannya ke Laboratorium 
Komputasi di Gedung B lantai 5. 
PPK telah melaporkan kejadian tersebut kcpada Kcpala 
llagian Rumah Tangga dan Pcngamanan dan mengurus 
perbaikannya kepada pihak penjual. Akan tetapi sampai 
dengan pemeriksaan lapangan berakhir, BPK belum 
menerima dokurnen terkait pcnyelesaian pennasalahan 
tersebut. 

d. Beberapa BMN belum digunakan sccara maksimal 
untuk operasional 
I lasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 
pemanfaatan BMN pada satker KBPKN dan K13PI 
diketahu i terdapal beberapa BMN ) ang bclum 
digunakan secara maksirnal dalam operasional, yaitu: 

I) BMN yang belum pemah digunakan 
Terdapat beberapa BMN hasil pengadaan TA 2016 
pada P2STPIBN KBPKN yang belum pernah 
digunakan karena pengadaan barang lainnya yang 
terkait. yaitu Pengadaan Sistcm Kornputasi Kinerja 
Tinggi TA 20 16 telah wanprestasi. 

2) Beberapa BMN yang kalibrasinya telah kadaluwarsa 
dalam waktu yang relatif lama 
Terdapat bebcrapa BMN di lingkungan Direktorat 
Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Kedeputian 
Bidang Perijinan dan lnspeksi (DKKN KBPI) yang 
kalibrasinya telah kadaluwarsa dalarn waktu yang 
relatif lama (ada yang sejak Tahun 2009), tetapi 
pihak DKKN KBPI belum memutuskan/menetapkan 
upskal1 alat-alat tersebut akan dikalibrasi kembali 



Kcpatuhan 
Peruturau 

Perundang- 
Undangan 

Akihat 

dan dipakai atau akan dihentikan 
penggunaannya/dialih statuskan. 

e, Pengadaan BMN belum didukung surat jaminan 
garansi barang 
I lasil pemeriksaan pada Direktorat lnspcksi lnstalasi 
dan Bahan Nuklir (DllflN) KBPI dikctahui terdapat 
8MN has ii pengadaan TA 2016 berupa monitor flat 
(kode BMN 3.05.01.05.007.10) scbanyak satu unit 
senilai Rp9.130.000,00 belum didukung surat jaminan 
zaransi baranz. 

Kondisi terscbut tidak scsuai dcngan: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lcntang 

Standar J\kuntansi Pcmerintahan. PSJ\P Nomor 7 
lentang Asel Tetap, yaitu Paragraf 14 dan Paragraf 80. 

b. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan BMN/0, yaitu: Pasal 6 Ayat (2) butir e dan 
k. dan Pasal 84 Ayat (2). 

c. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan 
flMN, yaitu: Pasal 2, Lampiran 111, bagian E, angka I, 
dan Lampiran VII, bagian A, angka 5. 

d. PMK Nornor 29 Tahun 20 IO ten tang Kodcfikasi BMN, 
yaitu I) Pasal 3 Ayal (I), Pasal 3 Ayat (2). dan 
Lampi ran II, butir 6. 

e. KMK Nomor 59/KMK.6/2013 ten tang Tabel Masa 
Manfaat dalam Rangka Pcnyusutan BMN Berupa Asel 
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, 

Pcrmasalahan tersebut mengukibatkau: 
a. Nilai penyusutan aset tetap pcralatan dan mesin pada 

Neraca per 31 Dcsernbcr 2016 tidak mcnggambarkan 
kondisi yang scbenarnya atas pencatatan sccara 
gabungan terhadap BMN yang terdiri dari beberapa 
jenis l3MN )ang berbeda masa manfaatnya. 

b. Rawan kchilangan atas aset tetap yang tidak diberi 
stiker/labcl kodc BMN lersendiri. 

c. Peralatan senilai RpJ 1.243.500,00 belum berhasil guna. 
d. Nilai asct telap peralatan dan mcsin pada Neraca per 31 

Desembcr 2016 tidak mcnggambarkan kondisi yang 
sebenarnya atas pencatatan BMN yang rusak berat dan 
belum diproses pcnghapusannya. 

c. Potensi kerugian negara atas kcrusakan BMN berupa 
Televisi senilai Rp25.275.000,00. 
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Saran 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK untuk menginstruksikan: 
a. Kepala Biro Umum dan pimpinan unit kerja/satker 

terkait untuk melakukan pengendalian dan pengarnanan 
atas pengelolaan BMN khususnya peralatan dan mesin 
secara berkala. 

b. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengarnanan segera 
menindaklanjuti laporan PPK terkait kerusakan BMN. 

c. Kepala Subbagian lnventarisasi untuk melakukan 
registrasi BMN, tennasuk memutakhirkan DBR per 
ruangan secara berkala. 

d. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir serta 
Kepala Subdirektorat Keteknikan Nuklir untuk 
mengawasi dan/atau mengelola BMN berupa peralatan 
di lingkungannya, tennasuk pemanfaatan secara optimal 
BMN yang ada. 



1.1.2. Kesalahan Pencatatan BMN Berupa Tanda Pcnghargaan pada 
Akun Aset Tctau Peralatan dan Mesia 

·- Neraca BAPETEN mcnyajikan nilai Aset Tctap Peralatan 
dan Mesin dan Asct Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 
masing-masing scbcsar Rp 105.070.520.624,00 dan scbesar 
Rp 1.162.621 .902,00. 
llasil pcmeriksaan alas pencataran akun Aset Tetap 
BAPETEN menunjukkan bahwa saldo Peralalan dan Mesin 
per 3 1 Desembcr 2016 sebesar Rp 105 .070.520.624,00 
tennasuk diantaranya asct berupa Tanda Pcnghargaan, yaitu 
tanda penghargaan memperolch op1111 Wajar Tanpa 
Pengccualian (WTP) yang tercatat pada SIMAK BMN 
dengan kode 6.02.03 (tanda penghargaan bidang olahraga) 
sebesar Rp 1.220.000.00. 
Berdasarkan ketcrangan Kepala Subbagian lnvcntaris Biro 
Umum BAPETEN dikctahui bahwa kondisi tcrsebut sudah 
terjadi sejak Tahun 2015 namun tidak bisa melakukan 
perbaikan. 
Alas permasalahan tcrsebut BPK telah mengusulkan untuk 
dilakukan koreksi, namun pihak BAPETEN dan pihak 
Kemcnlerian Keuangan (Kemenkeu) tidak dapat melakukan 
koreksi karena hambatan berupa kcterbatasan aplikasi yang 
ada. 

Penjclasan 

Kepatuhan 
Pera tu ran 

Perundang- 
U ndangan 

Akibat 

Saran 

Kond isi terse but tidak sesuai dcngan PMK Nomor 
29/PMK.06/2010 tcntang Penggolongan dan Kodcfikasi 
BMN yang menyatakan bahwa BMN berupa Tanda 
Penghargaan dimasukkan dalam kelompok Aset Tetap 
Lainnva. 
Permasalahan terscbut mengakibatkan: 
a. Penyajian saldo Asel Tetap Pcralatan dan Mesin lebih 

saji sebesar Rp 1.220.000,00. 
b. Penyajian saldo Asel Tetap Lainnya kurang saji sebesar 

Rp 1.220.000.00. 
Berdasarkan temuan di alas, maka Kornisi VII DPR RI pcrlu 
mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK untuk memerintahkan: 
a. Kcpala Bagian Keuangan serta Kepala Bagian Rumah 

Tangga dan Pcngamanan untuk melakukan pengawasan 
dan pengendalian secara berkala dalam penyajian asct 
tetap sesuai dcngan akun yang tepat menurut ketentuan 
yang berlaku. 

b. Kepala Subbagian Invenlarisasi serta Kcpala Subbagian 
Yerifikasi dan Pelaporan untuk menyajikan aset sesuai 
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I dengan akun yang tepat dalam Laporan SIMAK BMN 
dan Neraca, serta berkoordinasi dengan pihak 
Kemenkeu dalam rangka melakukan koreksi kesalahan 
penyajian yang terjadi. 

• 



KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

I.I.I. Kclcbihun Pembayaran alas Kekurangan Volume Pekerjaan 
Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A Sebcsar Rpl6,-13 juta 

Pad a Tahun Anggaran (TA) 2016 BAPETEN melalui 
Pcjabat Pcrnbuat Komitrnen (PPK) Biro Umum Sckretariat 
Utama (Settama) telah melakukan perikatan dengan CV 
ARP dengan Surat Perjanjian Nomor 006/SPK/PL- 
KNP/PPK-BU/Xl-2016 tanggal 25 Nopcmbcr 2016 untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung 
A. N ilai kontrak scbesar Rp 193.286.088,00 dan jangka 
waktu pclaksanaan pekcrjaan sclarna 15 hari kalender 
terhitung mulai tanggal 25 November 2016 s.d 9 Dcsembcr 
2016. 
Hasil pcmeriksaan atas proses pcrencanaan. penetapan 
penycdia barang/jasa, dan pelaksanaan pckerjaan diketahui 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Proses penctapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kurang 

meruadai 
Alokasi anggaran dalarn DIPA untuk l'ckcrjaan 
Pcmhuatan Kanopi Parkir Gcdung A adalah scbesar 
Rp200.000.000,00. !'PK tclah rnenctapkan HPS sebcsar 

Pc11J1,la�un Rp 195.316.741.00 pad a tanggal 18 Nopernbcr 2016. 
PPK mcnetapkan HPS mengacu pada Rencana 
Anggaran dan Biaya (RAB) yang disarnpaikan Kcpala 
Bagian Rumah Tangga dan Pcngamanan sebesar 
Rpl 95.318.990,00 tanggal 18 Nopember 2016. 
Penetapan Pcnycdia barang/jasa dilakukan melalui 
pengadaan Iangsung olch Pcjabat Pcngadaan Biro 
Umum BAPETl'N. Pejabat Pengadaan rnenyampaikan 
surat unclangan pcnawaran harga tertanggal 18 
Nopernber 2016 kepada CV ARP. I lal ini menunjukkan 
bahwa PPK hanya mengalokasikan waktu rcviu atas 
RAB yang disampaikan Kepala Bagian Rurnah Tangga 
dan Pengamanan hanya satu hari. Selain itu dalam 
dokumen HPS tidak ditemukan dokumentasi 
perhitungan volume. 

b. Terdapat kelcbihan pembayaran kepada penyedia 
barang/jasa 
Herdasarkan Surat l'erintah l'encairan Dana (S1'2D) 
untuk pembnyaran rcalisasi pckerjaan diketahui bahwa 
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ates pekcrjean tcrscbut lcloh dllakukan pembaynmn 
seluruhnye scbeser Rpl93.286.088,00 yang didukung 
dcngnn Ocrilll Acorn Serah Tcrimn llasil Pekcrjaan 
bahwn pckcrjnan terscbm telnh diperiksn dnn duerima 
dcngan bnik dan bener scrtn lcngkop <;CSu,1i spcsifiknsi 
yang tcreantum dnlom Sumt l'Cf)onjian/Kanrrnk. 
Berdasnrkan hnsil pemenksaan fisik '"" Pckcrjrum 
Pembuatnn Knnapi Purim Gedung A tcrscbur olch BPK 
bcrsanm pihak lnspcktorar don PPK Biro Umum 
Sctuuna BAPETEN serta Direktur CV ARP diu=mukan 
bahwo rcahsasi volume pckcrjaan Pesangan Rangke 
Uunue Ocsi Pipa 0.J" tcbal 4.5 mm don Pasangun 
Rang.kn Pcmbagi Bes, Pipo 0.J" rebel 4,5 mm tidnk 
sesuel dc11g.11.11 volume pekerjaan menu rut Surrll 
Pcrjnnjinn/Kontrnk. 

Dil..ctnhui terjndi kelebihan pcmbayoron sebesar 
Rnl6.426AOJ.OO UIBS kckuraoean volume eekenaan. 
Kondisi terscbm tidnk sesum dcngnn: .. Pcraturan Presiden Nomor 54 rahun 2010 b<s<na 

Kl'palahan perubuhnnnya tentang Pcngad11nn Bamng/Jasn 

Pcraluran Pcmcrintnh. l'asal 6 huruf (f). Pas.al 95 Ayat (3). dnn 

Prrundang- 
Prisot 95 Ayot {�). 

b. Penuuran Pcmeriutah Numor 45 Tahun 2013 tcntang 
Undangan i11111 Cant Pelaksanaun APON, pasal 12. 

c. Surnl Permtah Kcrja Nomor 006/SPK/PL-KNP/PPK- 
RUIXl-2016 tan • ral 25 November 2016 oada butir 2. 

Permasafuhan terscbut mcngakibatkan: ,. Kerngian ncgara sebesar Rp 16.426.403,00 auu 
kcil.urangnn volume Pckerjann Pembuutan Kano pi 

Akih111 Paridr Gcdung A. 
b. Be Ian JD modal pad a l..apor.m Kcuungan BAPETEN 

Tahun 2016 tidak disajiknn secam wnjnr scbes:nr 
Ro 16.426.403,00. 

Berdasarkan rcmunn d, aras. mnka Komisi VII DPR RI perlu 
mcngingatkan Kc:paln BAPETEN agBT melaksnnnkan 
rekornendasi BPK untuk· 
a. Mcmbcrikan s.,nks1 scsuai kCIC!IIUIUl kepada K�pala 

Suaa Baginn Rumah Tanggn dan Pengamannn ynog tidak 
ccnnat dalam men) usun/mcog.aju kan usu Ian RAB 
pckerjaan. 

b. Membcriknn sanksi sesuar kctentunn kcpada PPK yang 
tidak cermet dalam menyusun/menc1apkun 1-!PS. 

c. Memberiil.an sanksi scsuai ketemuan kcoada PPHP vane 
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tidak cermat dalarn melaksanakan tugasnya. 
d. Menegur secara tertulis CV ARP yang tidak 

melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak 
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1.1.2. Proses Pcngadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi Tidak 
Sesuai Ketcntuan dan Sanksi Denda Ketcrlambatan Sebesar 
Rn38,20 Juta Belum Disetorkan ke Kas Neznra 

l'enjelasan 
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Pada TA 2016 BAPETEN melalui PPK Pusat Pengkajian 
Sistem dan Tcknologi Pengawasan lnstalasi dan Balian 
Nuklir (P2STPIBN) Kcdeputian Bidang Pengkajian dan 
Keselarnaran Nuklir (KBPKN) telah mclakukan perikatan 
dengan CV RG dengan Surat Perjanjian Nomor 005/PPK/L- 
I IPC/P2STPIBN/SP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 untuk 
melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sistem 
Komputasi K inerja Tinggi. N ilai kontrak sebesar 
Rp 1.193 .808.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 21 Oktober 
s.d 21 November 2016. 
I lasil pemeriksaan atas proses percncanaan, pelelangan, clan 
pclaksanaau pekerjaan diketahui hal-hal sebagai berikut: 
a. Pcnyusunan I IPS bclum didasarkan sumber yang 

rnernadai Anggaran untuk Pekcrjaan Pengadaan Sistem 
Kornputasi Kincrja Tinggi sebesar Rp 1.500.000.000,00. 
PPK telah menetapkan HPS sebesar 
Rp 1.488.106_884,00 tanggal 7 September 2016. 
Pckerjaan ini merupakan pengadaan peralatan server 
dan pcrangkat lunak. 
Dalam menyusun/mcnetapkan 11 PS, PPK mcnggunakan 
harga dari PT GTP scsuai Surat PT GTP Nomor 
SM00220/GTPU/2016 (tan pa tanggal). PPK 
menjelaskan bahwa harga dari PT GTP tersebut berasal 
dari PT MKL distributor server mcrek Superrnicro PT 
MKL ditunjuk SMC. Inc sebagai distributor server 
merek Supennicro berdasarkan Certificate of 
Distributor yang ditandatangani sdr. PC selaku VP of 
Su/es, Regional & Strategic Account, 
1 lasil pemcriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa PT 
GTP ternyata bukan perusahaan distributor peralatan 
server dan perangkat lunak. PT GTP merupakan peserta 
pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sistcm Komputasi 
Kinerja Tinggi. Sclain itu Certificate of Distributor 
yang dirniliki PT MKL ternyata tidak jelas masa 
berlakunya dan belum ada bukti bahwa PT MKL 
tcrdaftar sebagai perusahaan distributor server 
Supermicro di Kementerian Perdagangan. Dengan 
demikian PPK dalam menyusun/menetapkan HPS 
menaaunakan sumber harua vanz bukan berasal dari 

., 



: distributor. 
b. Dokumen pengadaan dan penctapan pemenang 

pelelangan tidak sesuai ketentuan Pemilihan penyedia 
barang/iasa CV RG dilakukan mclalui proses 
pclelangan (c-lclang) sedcrhana sistcm gugur oleh 
Kclompok Kerja Unit I.ayanan Pengadaan (Pokja ULP) 
BAPETEN TA 2016. llerdasarkan Bcrita Acara Has ii 
��upn Nomm 
005/PPB/LI IPC/P2STPIBN/BAHP/X/2016 tanggal 5 
Oktobcr 2016 diketahui antara lain hal-hal scbagai 
bcrikut: 

I) Peserta yang meng-upload dokumcn pcnawaran dan 
kualifikasi scbauyak empat perusahaan, yaitu CV 
RG, PT MTM, PT GTP, dan PT BZT. 

2) Pescrta yang Jinyatakan mcmenuhi syarat 
administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sebanyak 
tiga perusahaan yaitu CV RG. PT MTM, dan PT 
GTP. 

Hasil pcmeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai 
berikut: 
I) Brosur produk Supermicro yang ditawarkan pada 

dokumen peuawaran CV RG tidak ada cap/stcmpel 
dan/atau Surat Dukungan dari PT Iv1K L scbagai 
Distributor Produk Server Supermicro di Indonesia. 
Namun pada pcna\\aran pescrta lclang lain yaitu PT 
MTM menyarnpaikan brosur Supennicro > ang tel ah 
dibubuhi cap/stempcl PT MKL scbagai distributor 
produk server Supennicro di Indonesia Jan 
penawaran PT GTP rnenycrtakan Surat Dukungan 
dari PT MKL. 

2) Dalam Dokumen Pengadaan ternyata l'ok_ja 
Pengadaan Harang ULP BAPFTEN tidak 
mencantum kan pcrsy aratan u ntuk melampirkan 
brosur barang bercap/stcmpcl dan/atau surat 
dukungan dari distributor. Dengan demikian Pokja 
ULP tidak menggugurkan CV RG alas ketiadaan 
brosur dan surat dukungan dari distributor. 

c. CV RG tidak melaksanakan pckcrjaan clan bclum 
dimasukkan dalam daftar hitam 
l) CV RG tidak melaksanakan pekerjaan sejak 

penandatanganan kontrak tanggal 21 Oktober 2016 
hinusn 1118511 bemkhirnvn kontrak tanaeal 2 l 
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November 2016 sehingga PPK memberikan tegurnn 
sebanyak liga kall, yaitu l'egurnn I 1a11ggnl I I 
, overnber 20 I(,, 1 eguran U tanggal 24 November 
2016, dan Teguran 111 1nnggnl 15 Desernber 20 16. 

2) Oleh karena CV RG Lidnk mclaksnnaknn pekerjaan 
maka PPK telali menerbitkan urni Nemer 
070/1-IPC/J'J'X P2S1 PIBN/Xll/20 I 6 tnngga.1 23 
Desernber 2016 perihal pemutusun kontrak, 
Sclnnjutnyo PPK rnencairkan jnminan pelaksanaan 
sebesar Rp59.690.<100.()() dnn diseror ke Kw. Ncgnro 
pada tanggal JO Januari 2017. 
Selain itu PPK telah menerbitkan Surat Nomor 
096/1 IPC/PPK P2STPJl:lN/l/2017 tanggal 24 Januari 
2017 perihal pcmberitahuan agar CV RG segera 
membayar denda kcterlambatan ke kas negara. 
Dalam surat tersebut PPK menyatakan CV RG 
dikcnakan denda sclama 32 hari atau denda 
sebanyak 3,2% dikali nilai kontrak sebesar 
Rp 1. 193 .808.000,00 a tau scnilai Rp38.201.856,00. 
Akan tetapi sampai dengan saat perneriksaan 
lapangan bcrakhir CV RG belum membayar denda 
tcrsebut ke Kas Negara. 

3) PPK telah mcnyampaikan surat kcpada KPA tanggal 
9 Januari 2017 yang mcngusulkan CY RG untuk 
Jirnasukkan ke dalam datiar hitam. Akan tetapi 
sampai dcngan saat pcmeriksaan lapangan berakhir 
CV Ru belum dimasukkan kc dalam daftar hitam. 

Kondisi tersebur tidak scsuai dcngan: 
a. Peraturan Presidcn Nomor 54 Tahun 2010 beserta 

perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Pasal 19 Ayat (l). Pasal 66 Ayat (7). Pasal 
93 Ayar (2). dan Lampi ran 11, huruf 111. 

b. Surat l'crjanjian Nomor 005/PPK/L- 
Hl'C/P2STl'lllN/SP/X/20 16 tanggal 21 Oktober 2016: 
I) Dokumen Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja 

Tinggi. 
2) Syarat-syarat Umum Kontrak. butir 28 Pernutusan 

oleh PPK. 
3) Syarat-syarai Umum Kontrak. butir JS Denda 

c. Peraturan Mcnteri Perdagangan Nomor I I/M- 
DAG/PER/3/2006 tcntang Ketentuan dan Tata Cara 
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau 
Distributor Ba rang dan/atau Jasa, Pasal 2 A vat (I). 



Aklbat 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Kekurangan penenrnaan negara sebesar 

Rp38.201.856,00 atas sanksi denda keterlambatan yang 
belum disetor ke Kas Negara. 

b. Target dan Program Kerja P2STPIBN Bapeten TA 2016 
ridak rernenuhi. 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi Vil DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK untuk: 
a. Menginstruksikan Kepala P2STPIBN untuk melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahannya dalam 
proses pengadaan barang/jasa secara berkala. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan 
Pokja ULP BAPETEN yang tidak cermat dalam 
menyusun/menetapkan HPS dan melakukan evaluasi 
peserta pelelangan. 

c. Menyetorkan sanksi denda keterlambatan sebesar 
Rp38.201.856,00 ke Kas Negara, salinan bukti setor 
disampaikan kepada BPK, serta memasukkan CV RG 
ke dalam daftar hitam. 

d. Menegur secara tertulis CV RG yang tidak 
c_ _.c__.:.:m:.:e::: lak=s=a.:.: na=k=a= n, pekerjaan sesuai Kontrak. 
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1.1.3. Hasil Pengadaan Berupa Software Perangkat Lunak Analisis 
Dinamika Fluida Belum Dimanfaatkan Secara Ontimal 

Pada TA 2016 Pusat Pengkajian Sistcm dan Teknologi 
Pengawasan lnstalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) 
Kedeputian Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir 
(KBPKN) BAPETEN melakukan perikatan dengan PT PMT 
dengan Surat Perjanjian Nomor 002/PPK/L- 
CFD/P2STPIBN/SPNIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 
untuk melaksanakan pengadaan Perangkat Lunak Analisis 
Geoteknik. Nilai kontrak sebesar Rp 1.766.294.300,00 dan 
jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 26 Agustus s.d. 26 
September 2016. 
Pekcrjaan Pengadaan Perangkat Lunak Analisis Geoteknik 
telah dinyatakan selesai dilaksanakan oleh PT PMT 
bcrdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan 
Barang Nomor 005/BASTB/L-CFD/PPHP- 
P2STPIBN/IX/20 I 6 tanggal 26 September 2016. 
Selanjutnya PT PMT telah menerima pembayaran lunas 
sebesar Rp I. 766.294.300,00. 
Hasil pemeriksaan fisik oleh BPK pada tanggal 6 Maret 
2017 bersama PPK dan personil lnspektorat menunjukkan 
bahwa software telah diinstal pada satu komputer (PC) di 

Penjelasan ruang kornputasi lantai 5 Gedung B. Sofware yang diadakan 
rncrupakan software mengenai dinarnika tluida dan bukan 
gcoteknik. PPK mcnjelaskan bahwa terjadi kesalahan dalam 
penyebutan nama paket pekerjaan Pengadaan Pcrangkat 
Lunak Analisis Geoteknik karena mengutip (copy paste) 
dari file kontrak tahun sebelumnya. 
Berdasarkan keterangan Kepala P2STPIBN tanggal 6 Maret 
2017 diketahui bcberapa hal sebagai berikut: 
a. Latar belakang pcngadaan software Ansys Fluent pada 

TA 2016 dilakukan berdasarkan kcbutuhan akan 
peningkatan kapabilitas dalam analisis desain sistem 
reaktor nuklir yang dihadapi oleh P2STPIBN terutama 
dalam ha] analisis keselamatan. Ansys Fluent 
merupakan software komputasi dinamika tluida yang 
dipakai di banyak Negara di dunia. 

b. Oleh karena software ini masih baru maka saat ini 
masih dalam tahap pengenalan untuk tujuan analisis 
kesclamatan reaktor nuklir. 

c. BATAN telah memiliki desain konsep Reaktor Daya 
Non Komersial (RONK) tipe High Temperature 
Reactor (HTR) vane. menurut rencana akan 
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diterjemahkan menjadi desain dasar dan dcsain rinci. 
BATAN telah mengajukan ijin tapak pada Tahun 2016 
dan akan menyerahkan desain dasar dan desain rinci 
pada Tahun 2017-2018 ke BAPETEN untuk direviu. 
BAPETEN akan menggunakan A11Sys Fluent untuk 
analisis thennohidrolika RDNK clan Jt1ga analisis 
keselamatan reaktor nuklir berpendingin air. 

d. Personil P2STPIBN yang ditunjuk untuk 
menangani/user/penanggung jawab adalah Dr. DI IS. 

Berdasarkan keterangan Sdr. Dr. DHS diketahui bahwa 
pihaknya ditugaskan rnenggunakan software tersebut pada 
Tahun 2017 untuk menganal isis keselamatan fas ii itas 
SAMOP (Suhcritical Assembly for Mo-99 Production) dari 
aspek termohidrolik-nya. Software tcrsebut sudah digunakan 
untuk kegiatan pcmbelajarun oleh rekan-rekan P2STPIBN 
dau sudah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kcrja (KAK) 
Kegiatan TA 2017. 
Berdasarkan penjclasau Sckretaris Utama diketahui bahwa 
dalarn KAK Kegiatan TA 2016 tel ah dicantumkan bahwa 
perangkat lunak Ansvs Fluent akan digunakan dalam rangka 
rnengantisipasi bngi penga.iuan penuohonan program 
cvaluasi clan sertifikasi disain untuk RDNK yang saat itu 
dipcrkirakan akan diajukan BAT AN pada TA 2017-2018. 
Perangkat lunak ini juga akan digunakan untuk mcngkaji 
Laporan Analisis Kcsclamalan yang akan diajukan fl AT AN. 
Namun karcna ada permasalahan finansial di llAl'l'ENAS 
maka program BATAN tersebut tcrtunda. 
Kondisi tcrscbut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Pemcrintah Nornor 27 Tahun 2014 tcntang 

l'engelolaan BMN/D, Pasal I yang menyatakan bahwa 
"Dalam Pcraturan Perncrinrah 1111 yang dimaksud 
dcngan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh Pengguna Barang dalarn mengclola dan 
menatausahakan BMN/[) )ang scsuai dengan tugas dan 
fungsi instansi yang bersangkutan." 

b. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 
tcntang Tata Cara Penggunaan BMN/D, Pasal 7 Ayat 
(I) butir e dan Pasal 7 Ayat (3 ), 

Penuasalahan terscbut mengakibatkan rcalisavi belanja 
sebesar Rp I. 766.294.300,00 untuk pengadaan aset tersebut 
belurn secara optimal berhasil guna dalam mcnunjang 
pclaksanaan lugas pokok dan fungsi BAPETEN. 
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Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK untuk: 
a. Menginstruksikan Deputi Bidang Pengkajian 

Keselamatan Nuklir dan Kepala P2STPIBN untuk 
melakukan pengawasan dan pengendalian secara 

',m1.n berkala dalam perencanaan pengadaan barang serta 
mengajukan usulan rencana pengadaan sesuai 
kebutuhan. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang 
kurang cermat dalam menyusun Kontrak. 

c. Memanfaatkan software komputasi dinamika tluida 
sesuai tuiuan oen1rodaannya. 



1.2.1. Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan di Bendahara 
Peuzeluaran Sebcsar Roi -t2,UO Juta Tidak Tenat Waktu 

Penjelasan 
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Neraca BAPETEN per 31 Dcsember 2016 mcnyajikan saldo 
Kas di Bendahara J>engcluaran sebesar Rp 142.008.688,00. 
Bcrdasarkan Buku Kas Umum (BK!J) tanggal 30 Dcscmber 
2016 dikctahui terdapat saldo sisa tarnbahan uang 
pcrsediaan di Bcndahara Pengcluaran di lingkungan 
BAPETEN sebesar Rpl42.008.688,00 yaitu pada Satuan 
Kerja (Satker) Sekretariat Utama (Settama) scbesar 
Rp 117.819.690,00 dan Satkcr Kedeputian Bi dang Peri_jinan 
dan Inspeksi (KBPI) sebesar Rp24. I 88.998,00. Sisa 
tambahan uang pcrsediaan di Bendahara Pcngcluaran Satker 
Seuama disctor ke Kas Negara pada langgal 5 Januari 2017 
sebcsar Rp65.724.870,00 dan RpLOO serta tanggal 6 Januari 
2017 sebesar Rp52.094.819,00 dan sisa tambahan uang 
pcrscdiaan Bendahara Pengeluaran Satker KP! diselor ke 
Kas Negara tanggal l O Januari 20 I 7 scbcsar 
Ro24.188.998,00. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jcnderal Pcrbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang 
Pcdornan Pelaksanaan Pencrimaan dan Pengeluaran Negara 
pada Akhir Tahun Anggaran 2016, Pasal 22 Ayat (I) yang 
111en) atakan bahwa "Bcndahara Pengcluaran harus 
menyctorkan sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2016 ke 
Kas Negara, yang bcrada pada kas bcndahara dalam bentuk 
tunai maupun rekening bank/pos, paling lambat tanggal 30 
Dcscrnber 2016"'_ 
Pennasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyimpangan 
dalam pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran yang 
terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar 
Rp 142.008.688,00 dan 13APETEN tidak dapat segera 
mengajukan UP/TU I' dalam TA 2017 sampai sisa dana TUP 
tcrscbut disctorkan kc Kas Negara . ...__����-+-:..::.:.::..:,::..::.:--=..:::..:..:.:;;.;.:::..;;,.;,:.:c..:.:=c.;_.:.::J:l:::..:::_,-���������---1 
Bcrdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan 
rckomendasi BPK unluk: 
a. Membcrikan sanksi sesuai ketentuan kcpada Bendahara 

Pengeluaran Satkcr Scttama dan KBPI yang tidak 
cermat dalam mclaksanakan tugasnya. 

b. Menginstruksikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran 
Satker Settama dan KBPI selaku atasan langsung kedua 
bendahara tcrsebut unluk melakukan pengawasan atas 
oelaksanaan lugas bawahannya secara berkala. 
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1.2.2. Peralatan Radiation Portal Monitor yang Berasal dari Hibah 
IAEA Belum Senenuhnva Dimanfaatkan 

LIIP BPK atas SPI BAPETEN Tahun 2015 dengan No. 
105B/HP/XVl/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 telah 
mengungkap permasalahan proses hibah barang kegiatan 
Project Joint Ac/ion V dari International Atomic Energy 
A1;e11cy (IAEA) kcpada BAPETEN berupa Radiation Portal 
Monitor (RPM) berlarut-Iarut. Atas permasalahan terscbut 
BAPETEN telah menindaklanjuti dengan mengurus proses 
hibah hingga diperoleh register hibah dari Kementerian 
Kcuangan pada tanggal 1 Juni 2016. 
BAPETEN menerima scbanyak tiga unit peralatan RPM 
dari IAEA. Peralatan RPM telah dicatat dalam Neraca per 
J 1 Desember 2016 BAPETEN rnasing-rnasing senilai 
Rp 1.607.4 15.366,00. 
I lasil pcmeriksaan alas pengelolaan aset tetap sebanyak tiga 
peralatan RPM masing-masing satu unit di Makassar, 
Bitung, dan Semarang mcnunjukkan beberapa permasalahan 
sebagai berikut: 
a. Penatausahaan dan pengamanan RPM belum memadai 

Berdasarkan keterangan Kcpala Subbagian lnventarisasi 
diketahui bahwa ketiga peralatan RPM tersebut belum 
dibcri stiker/label BMN maupun identitas lainnya yang 
menginformasikan bahwa RPM terscbut milik 
BAPETEN. 

b. Penggunaan RPM di Makassar dan Bitung belum 
didukung standar opcrasional prosedur 
Penggunaan RPM di Makassar dau Bitung bclum 
didukung standar operasional proscdur (SOP) dan 
Perjanjian Kerja Sama dengan Bea Cukai. BAPETEN 
dan Bea Cukai telah rnenandatangani MoU terkait 
pengawasan ketenaganukliran namun belum secarajelas 
mengatur kewajiban Jan hak dalam penggunaan RPM. 
Hasil pcmeriksaan lebih lanjut dikctahui bahwa pihak 
Bea Cukai belum pemah menyampaikan laporan 
penggunaan RPM di Makassar dan Bitung. Selain itu 
temyata BAPETEN belum menyusun laporan 
penggunaan RPM. 

c. RPM di Semarang belum digunakan 
RPM di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum 
dipasang/dirakit (install). RPM tersebut masih disimpan 
di gudang Bea Cukai dalarn dus/packin1;. Penyimpanan 
ranoa didukune sunu oenitinnn barann dan BAST 
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dengan pihak terkait. DKKN BAPETEN menyatakan 
bahwa IAEA masih bcrsedia mcnyelesaikan 
pemasangan peralatan lerscbut berdasarkan Purchase 
Order Nomor 201303889-RS tanggal 6 Maret 2014. 
Akan tetapi Purchase Order tersebut seharusnya sclesai 
pada 1anggal 3 I Maret 2015. Selain itu sam pai dcngan 
saat pemeriksaan tanggal 20 April 2017, BPK belum 
mcmperoleh dokumcn terkait komitmen IAEA untuk 
menvelcsaikan ncmasanzan pcralatan RPM tersebut. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pcngelolaan Barang Milik Negara/Daerah. yaitu: Pasal 
6 Ayat (2) butir e dan k, Pasal 42 Ayat (I). dan Pasal 42 
Ayat (2). 

b. PMK Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kodcfikasi flMN. 
yaitu: Pasal 3 Ayat (2), Larnpiran 11, butir 6 Kode 
Rcgistrasi. 

c. PMK Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Pcrubahan atas 
PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pcngawasan dan Pengcndalian BMN. pasal 
3 A vat (I). 

Permasalahan tersebut mcngakibatkan: 
a. Pcralatan RPM di Pelabuhan Tanjung E1nas senilai 

Rp 1.607.415 .366.00 bclum berhasil gun a clan risiko 
kch ilangan. 

b. Penggunaan RPM di Makassar dan Bitung belum dapat 
dinilai efektivitasnya. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI pcrlu 
mengingatkan Kepala BAPETEN agar mclaksanakan 
rekomendasi BPK untuk: 
a. Menginstruksikan Sekretaris Urania untuk melakukan 

koordinasi dengan pihak terkail dalam rangka 
penggunaan dan pengamanan RPM di pclabuhan 
Makassar, Bitung. dan Tanjung E111as. 

b. Menginstruksikan Kepala Biro Umum unluk mcngawasi 
pclaksanaan tugas bawahannya secara berkala. 

c. Mcmberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kcpala 
Subbagian lnvcntarisasi yang kurang cermat melakukan 
penatausahaan dan pcnuamanan asct. 
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1.2.3. Kebijakan Pengbentian Sementara alas Pembangunan Gedung C 
Bclum Didukunz Rencana vans Jelas 

LHP BPK RI atas Kepatuhan BAPETEN Tahun 2015 
dengan No. I 05C/HP/XV 1/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 
telah mengungkap permasalahan Pckerjaan Perencanaan 
Pembangunan Gcdung C yang telah dircalisasikan dalam 
TA 2013 dan disajikan scbagai konstruksi dalam pcngerjaan 
senilai Rp2.596.788.000,00 berpotensi tidak bcrmanfaat 
karena tidak sesuai perjanjian pemanfaatan BMN dcngan 
Kemcnterian Sekretariat Negara (Kemensetncg). 
Atas permasalahan tersebut. BPK merekomendasikan 
Kepala BAPETEN agar menginstruksikan Sekretaris Utama 
untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dcngan pihak 
Kemensetneg sehubungan dengan rencana 
pembangunan/renovasi gedung C menjadi 8 lantai sesuai 
dokumen perencanaan. dan pihak Kementerian Kcuangan 
terkait dengan alokasi anggaran pernbangunan/renovasi 
gedung. 
Kepala BAPETEN tclah menginstruksikan Sekretaris 
Utama untuk melakukan koordinasi Jebih lanjut dengan 
pihak Kemensctneg. selanjutnya Sekretaris Utama 
menginstruksikan hal tersebut kepada Kcpala Biro Urnum 

P1.1njda..an dan Kepala Biro Pcrencanaan. 1 lasil tindak lanjut koordinasi 
dengan Kemensetncg bcrupa Surat Pcrjanjian Penggunaan 
Scmcntara flMN Berupa Tanah dan Baugunan Milik 
Kemcnsetneg antara Kcmcnsctneg dan 13/\l'ETEN dengan 
Nomor PERJ-12/Kemensctncg!Ses/l 0/2016 dan 
Nomor/KS.00.01/SET/X/2016 tanggal 25 Oktober 20 16 
yang berlaku tiga tahun sejak tanggal perjanjian dan 
Adendum Nomor l'ERJ-02/Kemensetneg,'Scs/02/2017 
tanggal I Februari 20 I 7 atas Perjanj ian Penggunaan 
Sementara BMN Berupa Tanah dan Bangunan Milik 
Kemensetncg dcngan l'erjanjian Nomor PERJ 
12/Kcmensetneg/Ses/l 0/2016 dan Nomor 
/KS.00.0I/SET/X/2016 tanggal 25 Oktobcr 2016. Neraca 
BAPETEN per JI Desember 2016 masih menyajikan saldo 
KDP sebesar Rp2.596.788.000,00. 
Hasil pemeriksaan lebih lanjut alas permasalahan tersebut 
menunjukkan bebcrapa hal sebagai bcrikut: 
a. Dalam TA 2016 dan 2017 BAPETEN tidak 

mendapatkan alokasi anggaran pembangunan Gedung 
C. BAPETEN telah mengajukan penghentian scmcntara 
vrurn dillliul.on kenuda Direktur Jenderal Kekavaan 
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Negara (DJKN) alas pos Konstruksi Dalam Pengerjaan 
(KDP). 

b. BAPETEN tidak optimal mengajukan permohonan 
pembangunan gedung baru dalam rangka 
menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S- 
84 l /MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal 
Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor 
Kementerian/Lembaga 
I) BAPETEN tidak melakukan koordinasi lebih lanjut 

kepada pihak Kementerian Keuangan dalam rangka 
menindaklanjuti surat tersebut, yaitu antara lain pada 
butir e yang menyatakan .. Kernenterian/Lernbaga 
yang memerlukan gedung kantor agar berkoordinasi 
dengan Ditjcn Kekayaan Negara Kementerian 
Kcuangan". 

2) BAPETEN tidak mengajukan permohonan kepada 
Presiden sesuai surat tersebut, yaitu antara lain pada 
butir f yang menyatakan "Kementerian/Lcmbaga 
yang tetap memerlukan pernbangunan gedung kantor 
baru agar tcrlebih dahulu rneminta ijin kepada 
Presiden Rr·. 

c. Kebijakan penghentian sementara tanpa didukung 
pertimbangan yang memadai 
Dalam rangka pengungkapan KDP di Laporan 
Keuangan Kemcnterian/Lembaga (LKKL) dan Laporan 
Barang Pengguna (LBP) Tahun 2016 maka Direktur 
BMN a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Kementerian Keuangan telah menyampaikan Surat 
Nomor S-504/KN/2017 tanggal 4 April 2017 kepada 
Kementcrian/Lembaga. Selanjutnya BAPETEN 
menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Utama 
(Sestama) Nornor l 445/PL02/Sct/IV/20 I 7 tanggal 4 
April 2017 kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
perihal Permohonan Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan 
(KDP) Dikeluarkan dari Laporan Keuangan, 
Namun pada tanggal 11 April 2017. pihak BAPETEN 
mengubah kebijakan penghentian permanen menjadi 
penghentian sementara melalui Surat Sestama Nomor 
155l/PL02/Set/lV/201 7 yang ditujukan kepada Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara perihal Pennohonan Pos 
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dikeluarkan 
Sernentara, 
Alasan penahentian sementara adalah karena 
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BAPETEN telah mendapatkan tambahan ruang kerja 
lantai 6 Gedung B BAPETEN seluas 1.253 meter 
persegi dari Kemensetneg dari yang sebelumnya scluas 
5.384 meter persegi menjadi 6.637 meter perseg, 
melalui Adendum Perjanjian Penggunaan Sementara 
BMN berupa tanah dan bangunan milik Kemensetneg 
tanggal I Februari 2017. sehingga kebutuhan ruang 
kerja BAPETEN untuk saat ini sudah terpenuhi. 
Kebijakan penghentian semcntara pembangunan 
Gedung C yang saat ini masih disajikan sebagai KDP 
tersebut belum disertai dengan pertimbangan yang 
memadai dan rencana lebih rinci untuk pembangunan 
selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 
I) Rencana Strategik (Renstra) BAPETEN Tahun 

2015-2019 telah memuat rencana pengembangan 
Gedung C Tahun 2017 dengan alokasi dana 
Rp 136, I miliar. 

2) BAPETEN telah mcnyusun Rencana Kebutuhan 
BMN (RK BMN) TA 2017 namun tidak memuat 
usulan pembangunan gedung C. Dcngan dernikian 
RK BMN tidak sesuai dengan Renstra BAPETEN. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tcntang 

Pcngclolaan BMN/D, Pasal 1 buur 8 yang menyatakan 
bahwa "Dalarn Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 
dengan perencanaan kebutuhan adalah kegiatan 
merumuskan nncian kebutuhan BMN/D untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 
dalam melakukan tindakan yang akan datang". 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2015 
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, 
Pasal 7 yang menyatakan bahwa "RKBMN disusun oleh 
Pengguna Barang dengan berpedoman pada Renstra, 
Standar Barang, dan Standar Kebutuhan." 

Permasalahan tersebut mengakibatkan KDP senilai 
Rp2.596.788.000,00 belum berhasil guna untuk menunjang 
kegiatan opcrasional BAPETEN. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi Vll DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK, memerintahkan Sekretaris Utarna untuk 
berkoordinasi dcngan Kementerian Keuangan menentukan 
status pembangunan/pengembangan Gedung C. 
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Berikut ini merupakan hasil temuan vang diungkap oleh BPK RI atas 
pcrneriksaan LK BPP I' lahun 20 I(, 

-NO -iTir - TF:MUAN, � l� 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
I. I Sistem Pcnucndaliun Belaniu 

Pcrcncunaan Anggaran untuk Kcgiatan Stratcgi I'emasaran Tvchno Pa, k 
I. I. I SCI la Penge m bangan d1:1n Pcncrapan Suatcgi Pcrnu-arnn l'id.rk 

Mencer mink an Kcbutuhan Pusvantck 
1.2 S isicm Penacnda I ian A set 

l.l 1. Pcngelolaan dan f!'ffl1111ttg11H!!l�wo\1,n Kcuangan pada l'umntll� l idak 
Tertib 

1.1..2. Penvtsrhan Piutang BPPT Rclu111 Seluruhnya Mengikuti P�·v1K No11101 
69/Pi'vfK.061.?.014 dun Penaaihan Piutanu Mace: Bclum O(?ti1nal 

l�.J. Penatausah�an Persediaan pada Satker B2TMC, BTH, da� BT2MP Tidak 
Tcn.b ... 
Tarif PNBP atas Penjualan BcJa;) Sch al Bclu111 Ditctapk.m clan l lasi I 

1.L4. l'cnji.alan Beras Sehnt pada Bahn Bevar Tcknologr Par i Scbcsm RpLOS Jut,1 
13clu111 Dtsetoi 

l.2..5 Ponggunaun i\l;�I Mllik KctnL,rttl�1�K11ili1i oluh llPPT Bdnl'I) Ditetllplmn 
!:r•tu� P.enu•unanrotvn 

KEPATUHAN TERIIAllAP PERATURAN PERt;NlJANG-UNOANGA'-1 
l.J Pcndunatan 
I. I. I. PNBP nadn Pusvantck BPPT Kuranl!: Diterima Scbcsar RnllJ.3.08 Jura 

1.1.2. Permnsalahan nm� Pongelolnnn Pcndnpatan derl Pernnnfantan Aset BPPT 
Aerlnrut-larut 

I..! Belanin 

J .z, I. K�\�h'lltan Pcmbd}nmn U�ng I lurldn l'(�al11nnn O!M!l I.uar Neg�n S�li<l!iitr 
Rn?J1,S7Juta _ 
Kekurangan Volume dan Kelcbihan Pembayaran atas Realisasi Belanja 

1,2,:2. Barang Jan Jasa pada Satkcr BTSK, BTII dan Setama Sebcsar Rp328.86 
Juta 
Kclebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam 

.. 
l.2.3. Bentuk Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota Sebesar Rp461,35 Juta 

dan Realisasi Belanja Barang Sebesar Rpl45,23 Jura Tidak llidukung Bukti 
Pertanzaunaiawaban vang Memadai 

I.lA. Sisa Biaya Kcgiaian Inscntif Riset Scbcsnr Rp 1.98 Mi liar Ticlak 
Dikcmbalikan kc Kas Neaam -- i.z.s. Rcalisns� Be!�nja rr1clak Sesuui Klasifikasi Anaaaran �c-bc��ir Rp�81.8.:2 Juta 

1.2.6. Rculisasi Pembuyaran Uang Lcmbur Melebrh r Ketentuan Scbc-,.n Rp60.89 
Jut a 

I 2.7 Has ii Pengadaan I3crupa Tr.msformator Senihu Rp480. I 5 Jutu Bclu111 
Dimanfaarkan 

L3 Aser 
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PT DAS din PT NBA Belmn .._,.._ikao Selmuh Kewajiban elm 1.3.1. T Jawab l<enada BPPT atu KSO Pesawat Vllfto Sudah Berakhir 

1.3.2. Pengelolaan Aset Tetap Berupa P-wat Terbang den Komponen Lainnya 
Tidak Sesuai Kctentuan 

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalmn SPI maupun Kepatuhan terbadap peratman perundang- 
undangan. 
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STSTEM PENGENDALTAN INTERN 

1.2.1. Pengelolaan dan Pcrtanggungjawaban Kcuangan pada 
Pusyautek Tidak Tcrtib 

Neraca Pusyantck per 3 I Desember 2016 menyajikan saldo 
Kas pada BLLJ sebesar Rp20.650.610.924.00. Kas pada 
Bl.U rncncakup seluruh kas. baik saldo rekening di bank 
maupun saldo tunai yang berada pada l3LU. Hasil 
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pusyantek, 
terutarna yang disajikan sebagai Kas pada BLLJ 
menunjukkan hal-hal scbagai berikut: 
a. Terdapat peugesahan atas pcncrimaan dan 

pengeluaran BLU yang melewati tahun anggaran 
Pengakuan atas penerimaan dan pengeluaran Pusyantek 
sebagai BLlJ dilakukan berbeda dengan pengakuan alas 
realisasi rupiah murni APBN. Sesuai dengan tujuan 
utama BLlJ untuk kemandirian dalam pengelolaan 
kcuangan, sctiap pcnerirnaan dan penge luaran BLU 
disahkan secara mandiri melalui pelaporan kepada 
KPPN, 
Berdasarkan rengu_11an atas dokurncn 
pcrtangguugjawaban dalam pengelolaan kcuangan 
Pusyantek diketahui bahwa sampai dengan 31 
Dcscmber 2016 masih terdapat penerimaan dan 
pengeluaran yang sudah rnelewati tahun anggaran 
narnun belum disahkan, yaitu masing-masing scbcsar 
Rp36.060.200,00 clan Rp902.568.54 l,OO. 
Atas pencrirnaan dan pcngcluaran masing-masing 
scbesar Rp36.060.200,00 dan Rp902.568.54 l ,OO 
terse but akhirnya disahkan pad a bu Ian April 2017 dan 
telah dilakukan koreksi pada penyajian Laporan 
Keuangan Tahun 2016. 

b. Pertanggungjawaban Uang Muka tidak tertib dan 
tidak ada hatas waktunya 
Dalam saldo Kas pad a B LU scbesar 
Rp23.697.05 l .930,00. diantaranya adalah uang muka 
pelaksanaan kcgiatan PNBP dan BLU sebesar 
Rp2.641. l I I 720.00. Pcmbukuan uang muka tersebut 
menjadi satu kcsatuan dcngan I3KU 13LU dan tidak 
dipisahkan dalam buku tersendiri. 
Hasil pemeriksaan atas Daftar Uang Muka Pusyantek 
dan bukti nenaeluaran uanu muka rnenunjukkan bahwa 
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terdapat pengeluaran uang muka yang tidak disertai 
dengan bukti. 
Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap Daftar Proyek 
Pusyantek Tahun 2009 s.d. Tahun 2016 menunjukkan 
bahwa alas kcgiatan PNBP yang telah dibayarkan uang 
mukanya tersebut ternyata telah sclcsai dilaksanakan. 
Penjelasan lebih lanjul oleh pihak Pusyantek per tanggal 
27 April 2017 alas jumlah uang muka sebesar 
Rp2.64 I. I I I. 720,00 adalah sebagai berikut: 
I) Uang muka yang telah disertai dengan berkas namun 

belurn disahkan, akan disahkan pada Triwulan II 
Tahun 20 17 sebesar Rp 1.3 70. II 0.973,00, yang 
terdiri dari berkas alas kegiatan Tahun 2015 sebesar 
Rp2 I 0.55 1.3 50,00 dan berkas Tahun 2016 sebesar 
Rp 1.159.559.623.00. 

2) Uang tunai yang telah disetor ke Kas Bendahara 
Penerimaan Pusyantek sebesar Rp844.027.097,00. 
namun bclum discrtai bukti setornya. Nilai tersebut 
merupakan uang muka yang dikembalikan ke Kas 
Bendahara Penerimaan atas pembayaran uang muka 
kegialan Tahun 2014 scbcsar Rpl 71.126.000,00, 
Tahun 2015 sebesar Rp55.192.800,00, dan Tahun 
2016 sebesar Rp617.708.297.00. 

3) Uang muka yang belurn/tidak ada 
pertanggungjawabannya scbcsar Rp3 89.641 .900.00, 
yang lcrdiri dari uang muka kegiatan Tahun 2015 
scbcsar Rp246.459.800,00 dan Tahun 2016 sebesar 
Rp 143.182.100,00. 

4) Sisa uang muka yang belurn dikembalikan sebesar 
Rp37 331.750,00. yang lerdiri dari sisa uang rnuka 
Tahun 2015 scbesar Rp22.549.050,00 dan Tahun 
2016 sebesar Rp 14.782.700,00. 

c. l'cnyajian Uang Muka tidak menunjukkan kondisi 
yang sebenarnya 
Hasil pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran Kas 
menunjukkan bahwa tcrdapat penyajian uang muka 
yang scbenarnya merupakan selisih antara penggunaan 
uang muka dengan jumlah realisasi yang 
d ipcrtanggungjawabkan. 

I) Bukti pengeluaran uang rnuka Nomor 
2274/K/BLU/Vl/l 6 tanggal 15 Juli 2016 sebesar 
Rp4.050.594,00 menunjukkan bahwa uang muka 
tersebut dioeruntukkan untuk nernbavuran UIIJlg 



Kepatuhan 
Pera tu ran 

Perundang- 

rnuka lanjutan yang diterirna oleh Sdr. GD. Bukti 
pengeluaran dilampiri dengan catatan bcrupa 
Perhitungan Pertanggungjawaban Kepala Pusyantek 
Dalarn catatan tcrscbut menunjukkan total uang 
muka yang tclah dikeluarkan untuk rnembiayai 
perjalanan dinas SPPD pada Tahun 2015 s.d. Tahun 
2016 adalah sebesar Rp56.200.500,00. Atas jumlah 
tcrscbut telah dipertanggungjawabkan sebesar 
Rp52.149.906,00. sehingga terdapat saldo sebesar 
Rp4.050.594,00. Sehingga, nilai uang muka sebesar 
Rp4.050.594.00 tersebut bukan rnerupakan nilai 
yang scbcnarnya. 

2) Bukti Kas Nomor 4079/K/13LU/Xl/16 tanggal 21 
Nopernber 2016 dicatat sebagai uang muka yang 
diterima oleh Sdr. AH, dkk .. sebagai uang muka 
lanjutan ke Surabaya tanggal 20-30 Januari 2016. 
N ilai terse but mcrupakan sisa uang rnuka yang harus 
dikernbalikan oleh penenrna uang muka, narnun 
dicatat kembali sebagai uang muka. Berdasarkan 
catatan pada BKU diketahui bahwa uang muka yang 
diberikan kepada Sdr. Al I. dkk. pad a awalnya 
scbcsar RpJ I .962.000.00 scsua: dengan Bukti 
Norn or 55 8/K/[3 LlJ/1/16 tanggal 28 Januari 20 16 
Alas uang muka tcrsebut telah 
dipcrtanggungjawabkan scbesar Rp2 I .742.568,00 
pada tanggal 21 Nopember 2016, schingga tcrdapat 
sisa yang harus dikernbalikan scbcsar 
Rp 10.219.432.00. Dari stsa tersebut tel ah 
dikembalikan tunai sebcsar Rp7.356.400,00. 
schingga rnasih tcrdapat uang yang belum 
dikernbalikan sebesar Rp2.863.032,00. Atas srsa 
yang belum dikcrnbalikan tersebut rnenjadi uang 
muka lanjutan dan dibuatkan bukti kas keluar. 

Uang rnuka lanjutan atas narna Sdr. GD scbcsar 
Rp4.050.594,00 sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada 
bu Ian April 20 I 7 dengan bukti Nomor 407 /M/BLU/lV /2017 
tanggal 13 April 2017 dan uang rnuka lanjutan atas narna 
Sdr. AH. dkk. ke Surabaya sudah ditindaklanjuti dan 
diselesaikan pad a bu Ian Maret 2017 dengan bukti Nornor 
223/M/BLU/111/2017 tanzaal 2 Maret 2017. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
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Badan Layanan Umum, dalam Penjelasan yang antara 
lain rnenyebutkan bahwa "Pcngcndalian sccara ketat 
dalam perencanaan dan penganggaran, pclaksanaan 
serta pertanggungjawaban menjadi karakteristik penting 
pada Satker yang menerapkan pola pcngclolaan 
keuangan BLU untuk mengimbangi kekhususan dan 
fleksibilitas pengelolaan keuangan BLlJ. Kekayaan 
BLU merupakan kckayaan yang tidak dipisahkan dari 
kekayaan pemerintah pusat schingga laporan keuangan 
yang disajikan rnerupakan bagian yang tidak dipisahkan 
dari Laporan Keuangan Kementcrian 
Negara/Lem baga ··. 

b. Pcraturan Direktur Jcndcral Perbcndaharaan Nomor 
PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja Saluan Kerja Layanan BLU, 
pad a: Pasal 4 dan Pasal 5. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Penyajian Kas pada l3LU tidak mencerminkan kondisi 

sebenamya sebesar Rp2.641. I I I .720,00. 
b. Risiko penyunpangan atas pengeluaran berupa uang 

muka yang bclum dipertanggungjawabkan dan/atau 
disahkan, yaitu Tahun 2014 sebesar Rp 171.126.000.00, 
Tahun 2015 sebesar Rp534.753.000.00. dan Tahun 
2016 sebesar Ro 1.935.232.720,00. 

Bcrdasarkan temuan di alas. maka Komisi VII DPR RI pcrlu 
mengingatkan Kepala I3 PPT agar melaksanakan 
rckomendasi BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kcpada: 

1) Kepala Bidang Manajcmen Keuangan yang tidak 
optimal dalam melakukan pengawasan dan 
pengendalian pcngelolaan keuangan. 

2) Bendahara Penerimaan BLU yang tidak tertib dalam 
mengadministrasikan pcncrimaan Kas. 

3) Bendahara Pengeluaran BLU yang tidak tertib dalam 
mengadministrasikan pengeluaran Kas. 

b. Memerintahkan Kepala Pusyantek untuk menyusun 
serta mengesahkan ketentuan/SOP rnengenai 
mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang 
muka pada B LlJ sesuai ketentuan yang berlaku, antara 
lain mengatur batas waktu pertanggungjawabannya. 

c. Menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp653.292.450,00 
dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. 
yaitu atas pengembalian uang muka Tahun 2014 dan 



. 2015, uang muka Tahun 2015 clan 2016 yang 
belum/tidak ada pertanggungjawabannya, serta sisa 
uang muka Tahun 2015 dan 2016 yang belum 
dikembalikan. 

d. Mengesahkan bukti pertanggungjawaban uang muka 
sebesar Rpl.370.110.973,00 sesuai ketentuan yang 
berlaku dan menyampaikan salinan bukti pengesahan 

: kepada [WK. 
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1.2.3. Penatausahaan Persediaan pada Satker B2TMC, BTH, dan 
BT2MP Tidak Tertib 
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Hasil pemeriksaan sccara uji pctik atas pengclolaan barang 
perscdiaan pada Satker f32TMC, B'Tl l, dan B2TMP sclama 
Ti\ 20 16 rnenunjukkan sebagai bcrikut: 
:1. Balai Besar Teknologi Moclifikasi Cuaca (B2TMC) 

132TMC merupakan salah satu satker yang mcmiliki 
nilai persediaan cukup besar bila dibandingkan dengan 
satker-satker yang lain. Persediaan 82 J'MC untuk 
Tahun 2016 adalah sebesar Rp9.234.576.560,00 atau 
68.45% dari total persediaan BPPT. 
I lasil pemeriksaan fisik alas pcrsediaan 132TMC 
diketahui hal-hal sebagai berikut: 

I) Terclapat perscdiaan spare part Pcsawat Casa 
212-200 yang kondisinya telah rusak 

2) Terdapat persediaan yang beracla pada pihak 
kctiga dan ticlak clibuat laporan sesuai kctcntuan 

3) Terclapat pcrsecliaan berupa cosat milik BNPB 
clari hasil kcrjasama yang belum clikembalikan 
namnn digunakan olch B2TMC untuk kcgiatan 
PNBP 

-1) B2TMC tidak mclakukan pemeriksaan lisik alas 
Flare per 31 Desernber 2016 

5) B2TMC tidak menyelenggarakan kartu 
persediaan 

b. Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH) 
BTH menyajikan saldo pcrscdiaan dalam Ncraca per 3 I 
Desember 2016 scbesar Rp690.576.510,00. 
Gudang pcrscdiaan B'll l dikelola olch seorang pctugas 
pengelola pcrsediaan yang merangkap sebagai inputer 
mutasi Persediaan pada Aplikasi Perscdiaan dibantu 
olch dua orang pctugas gudang. 
I lasil pemeriksaan fisik yang dilakukan 13PK alas 
pengelolaan persediaan pada 13lH menunjukkan hal-hal 
scbagai berikut: 
I) Petugas pcngclola persediaan belum 

menyelenggarakan kartu persediaan untuk setiap 
jcnis/barang, dimana pacla saat dilakukan uji 
petik terdapat beberapa kartu barang tidak 
tersedia/belum dibuat 
Alas kartu barang ,ang terscdia. juga terdapat 
perbedaan nencanturnan nama barann nersediaan 



antara aplikasi dengan kartu barang. 
Selain itu juga terdapat pcrbedaan antara narna 
dalam aplikasi dengan fisik barang, yaitu dalam 
aplikasi tertulis sebagai Canon Catridge 8 C namun 
fisiknya bcrupa Canon Pro I 0. 
Dengan tidak tersedianya kartu persediaan. maka 
l"JPK tidak dapat menguji saldo persediaan per 3 I 
Desember 2016 dcngan mcmbandingkan antara 
aplikasi dan kartu perscdiaan. 

2) Pctugas pcrsediaan tidak tertib dalam 
melakukan pcncatatan dan pcngadministrasian 
pengeluaran barang persediaan 
Hasil pemeriksaan uji petik alas pengelolaan barang 
persediaan pada BTH menunjukkan bahwa petugas 
persediaan tidak tertib dalam melakukan pencatatan 
dan pengadministrasian pengeluaran barang 
persediaan, sehingga mengakibatkan perbedaan 
pencatatan antara kartu persediaan dengan aplikasi 
persediaan. 
Selain itu, petugas persediaan juga tidak melakukan 
administrasi secara tertib atas dokumen permintaan 
barang yang berasal dari unit/user yang mcminta 
selama Tahun 2016. 

3) Petugas persediaan tidak melakukan 
penghitungan fisik barang persediaan pada saat 
stock opnan,e 
Berdasarkan pcnjclasan dari petugas pengelola 
persediaan BTH bahwa setiap semester dilakukan 
pemeriksaan atas persediaan. Namun demikian. 
pemeriksaan pcrsediaan lcrsebut tidak dilakukan 
dengan mclakukan penghitungan fisik atas barang 
persediaan tetapi dilakukan berdasarkan aplikasi. 
I lal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya 
catatan alas hasil penghitungan fisik yang telah 
dilakukan per 31 Desember 2016 pada kartu 
persediaan. 

e. Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi 
(BT2MP) 
13T2MP menyajikan saldo Perscdiaan per 31 Desembcr 
2016 sebesar Rp225.724.050,00. 
Persediaan pada BT2MP disimpan di gudang persediaan 
BT2MP dan dikelola oleh seorann netuans audnnz vena 
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merangkep scbagni pelaksene tcknis kegiatcn pnda 
BTIMP, besena pctugas persediaan yang bertuges 
sebagni inputer pada Apliknsi Pcrscdlaan. 
l lasil pcrncriksaen fisik atas pcrsedirum di BTIMP 
mtnunjukkan hal-hnl seb.ig.ui berikut: 
I) Petugmi: gud:mi titlak mcnyelenggan1kan kartu 

persediaan 
Pctugas gudang udek membuar kartu pcrsedraan 
umuk setiap Item ba.rang persediaan yang Ilda. 
Dcngnn dcmikian. rrunasi barang yang mnsuk dan 
keluar gudnng tidak dnpnt diketnhui 

2) Tidak rerdapar pengeudatlan :at�s pcngclunrnn 
burnng 1,crsffliaan darl guda11g 
Mckanismc pencatatan pcrscdiann pada BT2MP 
menunju.kknn bahwa pada saat bnrnng mnsuk. maka 
perugas gudnng akan menerimn barnng discnai 
dcngnn catatan alas bar.mg pcrscdlaan ynng 
dlterima. Sedangkan pad:t saat pengcluamn barnng 
pcrscdiaan dnri gudang tidnk disertai dcngan 
pcnnintrum sccarn 1cnulis dari unitlu1er yang akan 
menggunnkun banmg pcrsediann. 
Pada saat dilakukon pengcluamn penediaan. 
un1t/1,ser yru1g akan mcnggunak.Wl bnrnng 
mcnuliskan pcrscdiann yang diambil da\am buku 
pcrsediaan, bul,mn petugas gudnng, 
Namun demikiau, dalom pelak51111u:111nya bnnyak 
unit/user yang ndak mclakuknn pcncatatan epebila 
mtlakukan pengambllen barang pcrscdinan. 
Pcogambltan barang dari gudang dilakukan sendiri 
olch unit/uur yang mcmbutuhkrul bamng 
persediean, knrcna pctugas gudang tidak setiap saat 
selalu bcrada di gudang. Sclanju1nya pctugas gudnng 
akan mcmbcrikon kunci gudang kepada unit/user 
untuk mcngambil sendiri bamng pcrscdiaan yang 
dibutuhkan dcngan mcnulisk.nn dalom buku 
pcrsediaan. 
Bcrdasarknn ketcrangan pcrugas gudang diketnhui 
buhwu h.nl ini dilnkukan karcnn perugas gOOangjuga 
mcn1pakan pelaksana rcknis kcginlan schingga tidak 
selalu bisn mengambilken pcrsediann yang 
dibutuhkan. Sclain im, terkadang unit/usu tidak 
hnnya mcngambil barnng yang dibutuhkan, nomun 
bisa iua11 meneembil bcbereoe icnis eersedleen van,t 



- -- 

Kepatuhan 
Peraturan 

Perundang- 
Undangan 

semula tidak direncanakan akan digunakan. 
3) Pengendalian alas pengelolaan persediaan pada 

gudang BT2MP tidak optimal 
Petugas gudang melakukan penghitungan atas fisik 
perscdiaan pada tiap akhir semester/wocz OJJ11(1111e. 

Na111un dcmikian, senng terjadi pcrbcdaan antara 
fisik perscdiaan dengan calalan pada buku 
persediaan. I Jal tersebut terjadi karena petugas 
gudang tidak menyelenggarakan kartu persediaan. 
tidak menyelenggarnkan dokumen permintaan alas 
barang pcrscdiaan dan pcncatatan pada buku 
persediaan tidak tertib. 
Apabila tcrjadi selisih kurang dalam pcrhitungan 
fisik pcrscdiaan dibandingkan dcngan jumlah pada 
buku persediaan. rnaka Pctugas Gudang akan 
menganggap sclisih kurang tersebut scbagai 
pengeluaran. walaupun tanpa ada bukti pengeluaran. 
Hasil stock o;>ncune tersebut selanjutnya diserahkan 
kepada pctugas persediaan unluk dilakukan 
rekosiliasi pada aplikasi dcngan cara menyesuaikan 
aplikasi perscdiaan dengan hasil stock 01111a111e yang 
telah scsuai dengan buku persediaan. 
Namun dcnukian, terkadang terjadi kelebihan fisik 
persediaan dibandingkan dengan catatan pada buku 
persediaan. Hal tersebut terjadi karena pada saal 
unit/usl:'r menggunakan pcrscdiaan clan masih 
terdapat sisa, maka atas sisa tcrsebut langsung 
dikembalikan ke gudang tanpa melakukan 
oencatatan nada buku nerscdiaan. 

Kondisi tersebut tidak scsuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Pcrbendaharaan Negara pada Pasal 44 yang menyatakan 
bahwa "Pengguna dan/arau kuasa pcngguna barang 
wajib mengelola dan menatusahakan barang milik 
daerah/negara yang berada dalam pcnguasaanya dengan 
sebaik-baiknya". 

b. Peraturan Pcmcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar J\kuntansi Pcmerintahan pada Pernyataan 
Nomor 05 tentang Akuntansi Pcrsediaan, dalarn 
Paragraf 16 yang antara lain menyatakan bahwa "Pada 
akhir periode akuntansi catalan persediaan disesuaikan 
dengan hasil inventarisasi fisik". 
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c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 
40/PB/2006 tentang Pcdoman Akuntansi Persediaan 
pada: Lampiran Bab I, Lampiran Bab II Mekanisme 
Penatausahaan Persediaan. 

Permasalahan tersebut mcngakibatkan: 
a. Risiko penggunaan barang persediaan yang tidak sesuai 

ketentuan. 
b. Data yang disajikan dalam aplikasi persediaan tidak 

akurat. 
c. Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca tidak 

menunjukkan nilai yang sebenamya. 
d. Nilai beban persediaan yang disajikan dalam Laporan 

Operasional tidak menuniukkan nilai yang scbcnarnya. 
Berdasarkan temuan di atas. maka Komisi VII DPR RI pcrlu 
mengingatkan Kepala BPPT agar mclaksanakan 
rekornendasi BPK: 
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan mengcnai 

mckanisme pengelolaan barang perscd iaan yang 
dititipkan di pihak kctiga dan persediaan dalam kondisi 
rusak, serta menyelesaikan sisa barang persediaan milik 
BNPB sesuai ketentuan. 

b. Memerintahkan kcpada pimpinan satker dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang pada UAKPB untuk menertibkan 
pengelolaan dan administrasi perscdiaan di 
lingkungannya 1nas1ng-111as1ng sesuai kebijakan 
akuntansi dan/atau SOP yang bcrlaku, antara lain terkait 
dengan penyelenggaraan kartu persediaan sccara tcrtib, 
kendali barang masuk dan keluar gudang, inventarisasi 
fisik barang pcscdiaan secara periodik. dan mclakukan 
rekonsiliasi antara pembukuan dengan aplikasi. 

c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada petugas 
pengelola perscdiaan masing-masing satkcr yang tidak 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara 
keseluruhan. 



1.2.5. Penggunaan Asel Milik Kcmenristekdikti oleh BPPT Belum 
Ditera kan Status Penasunaannva 

Lokasi kantor BPPT berada di dalam kawasan Pusat 
Penelitian llmu Pengctahuan dan Teknologi (Puspiptek) 
yang mcrupakan salah satu satker dari Kcmentcrian Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kcmcnristekdikti), 
Berdasarkan hasil pcmeriksaan diketahui bahwa BPPT 
masih mcnggunakan aset-aset milik Puspiptek untuk 
kegiatan operasionalnya. Adapun total aset Puspiptek yang 
digunakan oleh BPPT sebanyak sebelas gcdung dan 
bangunan serta 226 unit peralatan dan mesin senilai 
Rp33.570.844.299.00. Alas aset-aset tersebut belum pemah 
diserahkan oleh Kcmcnristekdikti kepada BPPT walaupun 
sccara penguasaan aset-aset tersebut berada dalam 
pcnguasaan BPPT dan dipergunakan untuk menunjang 
operasional satker BPPT. 
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan pada satker 
13PPT diketahui bahwa terdapat empat satker yang sampai 
dengan pemeriksaan per tanggal 12 April 2017 masih 
menggunakan aset-aset milik Puspiptek. 
Hasil pemeriksaan lcbih lanjut mcnunjukkan bahwa tidak 

Penjelasnn seluruh asct dalam kondisi baik, namun sebagian dalam 
kondisi rusak bahkan rusak berat. Kondisi asct yang rusak 
maupun rusak berat menumpuk dalarn satu ruangan yang 
sarna Jcngan alat milik BPPT maupun Puspiptek yang 
masih bisa digunakan. 
Asel milik Puspiptek selama ini dipcrgunakan olch satker 
tersebut tanpa ada dokumen serah terima maupun penetapan 
status penggunaan oleh Puspiptek untuk BPPT sesuai 
ketentuan yang berlaku, 
Selama ini masing-rnasing satker juga telah mengeluarkan 
biaya untuk perbaikan apabila tcrjadi kerusakan ataupun 
diperlukan pemeliharaan alas asct-aset milik Puspiptck 
tcrscbut. Sampai dengan pemeriksaan berakhir per tanggal 
12 April 2017 diketahui terdapat biaya pemeliharaan alas 
aset milik Puspiptek tersebut sebesar Rp 1.017 .600.000.00, 
yang dikeluarkan olch dua satker yaitu 82TKS sebesar 
Rp613.000.000,00 dan Polimcr scbesar Rp404.600.000,00. 
/\tas pcnggunaan aset milik Kemcnristekdikti tersebut 
BPPT belum pernah mengajukan pcnnohonan penetapan 
oenaeunaan ke Kemenristekdikti. 
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Kondisi t.ersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 t.entang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, pada: 
a. Pasal 7 Ayat (2) poin b yang menyatakan bahwa "Kuasa 

Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan 
bertanggung jawab mengajukan permohonan penetapan 
status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada 
dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang". 

b. Pasal 20 Ayat (I) yang menyatakan bahwa "Barang 
Milik Negara dapat dialihkan status penggunaannya dari 
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya 
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan 
pcrsctujuan Pennelola Barang". 

Permasalahan t.ersebut mengakibatkan BPPT 
mengalokasikan biaya pemeliharaan untuk aset yang bukan 
miliknya, serta terdapat risiko kerusakan/kehilangan atas 
barang milik negara yang tidak dikelola sesuai dengan 
kerentuan yann berlaku. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan 
rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala Satker 
dan Kepala Biro Umum untuk melakukan koordinasi secara 
berkala dengan Pengelola Aset pada Kemenristekdikti 
dalam rangka memperjelas status penggunaan aset milik 
Kemenristekdikti sesuai ket.entuan. 



KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

1.2.1. Kclcbihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar 
Nci:cri Sebcsar Ri,215,57 Juta 
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LR/\ £3PPT Tahun Anggaran 2016 mcnganggarkan Belanja 
Barang sebesar Rp448.5,19.888.000.00 dau telah 
merea lisasikan sebcsar Rp409.3 89.12 7.446.00 (91.27% ). 
Atas rcalisasi tersebut digunakan untuk Belanja Perjalanan 
Dinas sebesar Rp77.311.700.743,00. 
Hasil pemeriksaan alas bukti pertanggungjawaban 
pclaksanaan perjalanan dinas luar negeri pada lima Satker di 
BPPT menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pcmbayaran 
alas pelaksanaan perjalanan dinas sebesar 
Rp2 I 5.570.073,00. Kclebihan pernbayaran pcrjalanan dinas 
luar ncgeri tcrsebut terkait dcngan kebijakan pernbayaran 
uang lumpsum harian sebesar 40o/o pada hari pclaksanaan 
oerialanan ke dan dari daerah tuiuan. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mentcri 
Keuangan Nornor I 64/PMK.05/2015 tanggal 24 Agustus 
2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Ncgcri, pad a: 
Pasal 8 Avat (4) dan Pasal 13 Aval (5). 
Permasalahan terscbut mengakibatkan: 
a. Kcrugian negara atas kelebihan pcmbayaran perjalanan 

dinas sebesar Rp2 I 5.570.073.00. 
b. Realisasi Belanja Barang dan Be ban Perjalanan Dinas Ji 

LK BPPT Tahun 2016 tidak disajikan sccara wa_Jar 
sebesar Rp2 I 5.570.073.00. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi Vil DPR RI perlu 
mengingatkan Kcpala BPPT agar melaksanakan 
rekornendasi BPK: 
a. Menyetorkan kcrugian negara alas kclcbihan 

pcmbayaran perjalanan dinas luar neger: scbesar 
Rp7.63 I .220,00 ke Kas Negara dan mcnyampaikun 
salinan bukti setor kepada BPK. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketcntuan kepada: 
I) Setarna scrta Kepala Satker B2TMC:. 82TKS. 

Pusyantek, dan B2TM P yang tidak optimal dalam 
melakukan pengawasan/pcngcndal ian atas 
pclaksanaan pcrjalanan dinas Iuar negen yang 
dilakukan olch pelaksana perjalanan dinas luar 
negen. 

2) PPK dan Bendahara Pengeluaran pada Satker 
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B2TMC, Setarna, B2TKS, Pusyantek, dan B2TMP 
yang tidak cermat dalam merealisasikan uang harian 
perjalanan dinas luar negeri sesuai ketentuan yang 
berlaku. 



1.2.2. Kekuraugau Volume dan Kelebihan Pembayaran atas Realisasi 
Belanja Barang dan Jasa pada Satker BTSK, BTH dan Setama 
Scbcsar Ro328.86 Juta 

Penjelasan 

LRA I3PPT TA 2016 menyajikan anggaran Bclanja Barang 
sebesar Rp448.549.888.000.00 dun telah mcrcalisasikan 
sebesar Rp409.389.127.446,00 (91,27%). Dari realisasi 
tersebut, antara lain digunakan olch Satker Balai Teknologi 
Survei Kelautan (BTSK). Balai Teknologi I lidrodinamika 
(BTH) clan Sekretariat Utama (Setama). Pemeriksaan 
terhadap dokumen dan basil wawancara alas pelaksanaan 
kegiaian yang dibiayai menggunakan belanja barang pada 
ketiga Satker terse but menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Kckurangan volume pada Awak Kapal dau Agen 

scrta Kontrak Dermaga sebesar Rp25.616.250,00 
Hasil perneriksaan alas buku penerimaan dan distribusi 
air tawar pada keempal Kapal Riset menunjukkan 
bahwa terdapat kekurangan volume pcnerimaan air 
tawar dari dari rekanan sebanyak 495 ton. atau senilai 
Rp25.6 I 6.250,00, yang merupakan kekurangan volume 
air tawar alas kontrak dennaga/pangkalan sebesar 225 
ton dan kontrak awak/kru sebcsar 270 ton. Kekurangan 
terscbut terjadi pada K/R Baruna Jaya I dan Baruna Jaya 
IV. 

b. Kclcbihan pembayaran gaji pokok dan THR serta 
BP.JS Kesehatan untuk Tenaga Outsourcing padu 
Satkcr BTH sebesar Rp25.243.945,00 
1-lasil pemeriksaan atas dokurnen pertanggungjawaban, 
konfirmasi dcngan PPK, rekanan dan tenaga 
outsourcing diketahui hal-hal sebagai berikut: 
1) Kclcbihan pcmbayaran gaji pokok dan THR 

scbesar Rp2l.719.945,00 
2) Kelebihan pcmbayaran BPJS Kcsehatan sebesar 

Rp3.524.000,00 
c. Kelebihan pemhayaran pengadaan jasa pcngemudi 

serta jasa cleaning service gcdung dan taman 
ha la man pada Satker Seta ma sebesar 
Rp277. 995.464,00 
Pcmcriksaan atas realisasi belanja barang dan jasa 
Satkcr Setama tnenunjukkan bahwa Setama 
mclaksanakan kegiatan pengadaan jasa pengemudi, 
cleaning service dan jasa kearnanan untuk mendukung 
pclaksanaan kegiatannya. Bcrdasarkan pcngujian atas 
dokumen oelaksanaan pekeriaan-oekeriaan tersebut 
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diketahui sebagai berikut: 
l) Kclebihan pcmbayaran pengadaan jasa 

pengemudi scbcsar Rp4l.611.920,00 
2) Kclebihan pembayaran pcngadaan jasa cleaning 

service gedung dan taman halaman BPPT scbcsar 
Rp236.383.544,00 

Kondisi terse but tidak scsuai dengan: 
a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa 
Pcmerintah, pada: Pasal 6 huruf (f) dan Pasal 1. 

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 IO tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada: Pasal 51 
Ayat (I) dan Ayat (3). 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
pada: Pasal 39 Ayat (I) dan Ayat (2), dan Pasal 40 Ayat 
(2). 

d. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyediaan Awai 
Kapa! dan Agen Nomor 
Ol/LP/KONTRAK/BTSK/BPPT/1/2016 pada angka 5 
Hak dan Kewajiban Timbal Balik PPK dan Penyedia. 

e. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyediaan 
Dcrmaga Pangkalan K/R Baruna Jayo I, Tl, Ill dan IV 
Nomor 02/LP/KONTRAK/BTSK/BPPT/1/2016 pada 
angka 5 l lak dan Kewajiban Timbal Balik PPK dan 
Penycdia. 

f Surat Perjanjian Nomor 
O I /L/KONTRAK/BTII/BPPT/1/2016 tentang 
Outsourcing Pengemudi, Cleaning Service/Kebersihan 
dan Pramubakti pada lampiran kontrak terkait daftar 
kuantitas dan harga (Ju/sourcing Pengemudi, Cleaning 
Service/Kebersihan dan Pramubakti. 

g. Kontrak Nomor OI/L/KONTRAK/Ol/BPPT/1/2016 
tentang Jasa Pengemudi dalam Syarat-syarat Umum 
Kontrak, pada: Angka 48.1 dan Angka 52.1. 

h, KAK Lelang Pekcrjaan Pengadaan Jasa Cleaning 
Service untuk Gedung dan Taman Halaman BPPT di 
Kawasan Puspiptek Serpong Angka VII Penerimaan 
Upah. 
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Pennasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Kerugian negara sebesar Rp328.855.659,00. 
b. Belanja Barang di LK BPPT Tahun 2016 tidak disajikan 

secara waiar sebesar Ro328.855.659,00. 
Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR R1 perlu 
mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Menyetorkan kerugian negara sebesar 

Rp328.855.659,00 ke Kas Negara dan menyampaikan 
salinan bukti setor kepada BPK. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 
I) Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak cennat dalam 

melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan 
di lapangan sesuai dengan kontrak. 

2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan BTSK 
yang tidak cennat menjalankan tugasnya dalam 
memeriksa prestasi pekerjaan dari penyedia 
barang/jasa sesuai dengan yang diperjanjikan. 

3) PPK pada BTSK, BTH dan Setama yang tidak 
cennat dalam melakukan pengawasan dan 
pengendalian pekerjaan di lapangan sesuai dengan 
kontrak. 

c. Memberikan teguran secara tertulis kepada rekanan 
pelaksana terkait yang tidak melaksanakan pekerjaan 
kontrak. 
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LRA BPPT Tahun Anggaran 2016 menyajikan rcalisasi 
Belanja sebesar Rp896.779.803.016,00 atau 94,02% dari 
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp953.814.38 I .OOO,OO. 
Realisasi Belanja Barang scbesar Rp409.389.127.446,00 
diantaranya digunakan untuk bclanja perjalanan dinas paket 
meeting dalam kola (MAK 524114) sebesar 
Rp 1.470.529.900,00 dan bclanja perjalanan dinas paket 
meeting luar kota (MAK 524119) sebesar 
RpJ.222.229.500,00. 
Selama TA 2016, bclanja pcrjalanan dinas pakct meeting 
dalam kota maupun luar kola tcrsebut diselcnggarakan oleh 
beberapa Saluan Kcrja (Satkcr) di BPPT. diantaranya adalah 
Sekretaris Utama (Setarna), Balai Besar 'J'eknologi 
Modifikasi Cuaca (B2TMC), Balai Teknologi Bahan Bakar 
dan Rekayasa Disain (BTB2RD). Balai Teknologi Survei 
Kelautan (BTSK) dan Pusat Pelayanan Teknologi 
(Pusyantek). 
Pemeriksaan atas pcrtanggungjawaban belanja pcrjalanan 
dinas meeeting dalam kola dan luar kota terdapat hal-hal 
scbagai berikut: 
a. Pembayaran uang harian kegiatan pakct meeting 

melebihi ketentuan dalam Standar Biaya Masukan 
Tahun 2016 sebesar Rpl0.320.000,00 

1) Balai Besar Teknologi Modifikasi Cua ca 
(B2TMC) 
Pemeriksaan alas perianggungjawaban 
penyelenggaraan Fu I/hoard .'vfeeting Ji B2TMC 
menunjukkan bahwa kcgiatan yang dilakukan olch 
B2TMC diselcnggarakan di Serpong yang tcnnasuk 
dalam wilayah Provinsi Banteu. Namun demikian, 
dalam realisasinya pembcrian uang harian uutuk 
kegiatan pakct meeting tcrsebut tidak mcnggunakan 
standar uang harian untuk wilayah Provinsi Banten, 
yaitu sebesar Rp 120.000.00/hari, melainkan 
menggunakan standar wilayah Provins: DKI Jakarta 
sebesar Rp 150.000,00/hari. 
Dengan demikian. terdapat kelebihan pernbayaran 
untuk uanz harian keaiatan Fullboard Meeting 



sebcsar 
B2TMC, pad a 

adalah 
uang harian 

dan Pusyantck 

sebesar RpS.640.000.00. Rincian kelebihan 
pembayaran uang harian di B2TMC. 

2) Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun 
clan Rekayasa (TIRBR) - Sctama 
Has ii pcmeriksaan alas dokumen 
pertanggungjawaban atas pcnyelenggaraan 
Fullboard Meeting di Kedeputian TIRBR 
menunjukkan terdapat satu kcgiatan Fullboard 
Meeting berupa kegiatan Konsinyering Final Review 
OED Pabrik Gula Glenmore. Dalam 
pelaksanaannya, terdapat pembcrian uang harian 
untuk kegiatan Fullboard Meeting yang tidak sesuai 
dengan Pcraturan Menteri Kcuangan Nornor 
65/PMK.02/2015. dimana kegiatan tersebut 
dilaksanakan di "ii ayah Pro, insi Banten, namun 
uang harian yang diberikan kepada peserta 
menggunakan standar uang harian wilayah DKI 
Jakarta. Kclcbihan pemberian uang Fullboard 
Meeting di Kedeputian TIRBR Setama adalah 
sebesar Rp 1.200.000,00. 

3) Pusat Pclayauan Tekuologi (Pusyantek) 
Pusyantck mclaksanakan kegiatan konsinyering 
dalam rangka pcnyusunan draft laporan 20 I 6, 
pcndampingau pen) usu nan dokurnen lelang dan 
pendampingan proses pelclangan relokasi dan 
revitalisasi pabrik gara,n industri Pamekasan, 
Kegiatan tcrscbut disclenggarnkan di I lotel Sapphire 
Skyand Conference BSD City yang termasuk di 
wilayah Provins: I3anten. 
Pembcrian uang harian untuk kegiatan tersebut tidak 
sesuai dcngan PMK Nomor 65/PMK.02/2015, 
karena dalam realisasinya menggunakan standar 
wilayah Provinsi DK I .Jakarta sebcsar Rp 150.000,00 
bukan mcnggunakan standar wilayah Provinsi 
Banten sebesar Rp 120.000,00. Dengan dernikian, 
terdapat kclcbihan pernbayaran sebesar 
Rp480 000.00. 

Kelebihan pembcrian 
Kedeputian TIRBR. 
Rp I 0.320.000.00. 
b. Pembayaran Fullboard Meeting mclcbihi ketentuan 

dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2016 sebesar 
Ro3.000.ooo.no 

. 
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l) B2TMC menyelenggarakan kegiatan full board 
meeting dalam rangka kegiatan Program Inovasi dan 
Layanan Teknologi Mitigasi Bencana Meteorologi 
Bertaraf Internasional. 
Pelaksanaan kegiatan di Hotel dalam wilayah 
Provinsi Bantcn. I lasil pemeriksaan aias dokumcn 
pertanggungjawaban menunjukkan bahwa tcrdapat 
kelebihan pembayaran kepada pihak hotel terkait 
penyclenggaraan fullboard meeting sebesar 
Rpl.500.000,00. 

2) Kelebihan pembayaran fullboard meeting juga 
terjadi di Kedcputian TlRBR Setarna untuk kegiatan 
Konsinyering Final Review DED Pabrik Gula 
Glenmore. Kegiatan tersebut diselenggarakan di 
wil ayah Provinsi Banten, namun realisasi 
pembayaran Fullboard Meeting melebihi yang telah 
ditetapkan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015, 
sehingga terdapat kelebihan pem bayaran full hoard 
meeting sebesar Rp 1.500.000,00. 

Dengan dcmikian, kelebihan pembayaran alas 
pclaksanaan Fullboard Meeting pada B2TMC dan 
Kedeputian TIRBR adalah sebesar Rp3.000.000,00. 

c, Terdapat pemberian uang saku untuk peserta diluar 
surat tugas sebesar Rp2.700.000,00 
B2TMC melaksanakan kegiatan fullboard meeting yang 
diselenggarakan tidak melalui pihak ketiga (Event 
Organizers. Kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh 
B2TMC, dengan membentuk suatu panitia kegiatan. 
Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
penyelenggaraan fullboard meeting tcrsebut 
menunjukkan bahwa terdapat realisasi pemberian uang 
harian kepada peserta yang berasal dari Inspektorat 
yang tidak disertai dengan surat permohonan ijin 
pelaksanaan perjalanan dinas, surat tugas dan bukti 
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pcmberian 
uang harian yang tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar 
Rp2.700.000,00. 

d. Terdapat kegiatan yang tidak tepat dikategorikan 
sehagai Fullboard Meeting di Pusyantek sehingga 
tidak layak dibayarkan scnilai Rp16.060.000,00 
Pusyantek menyelenggarakan beberapa kegiatan salah 
satunya adalah kegiatan lnovasi Teknologi Sistem 
Telemetri "Real Time" untuk Pelll!.elolaan Efisiensi 



I 
.. 

Waduk Multifungsi dan Pengukuran Parameter 
Perubahan Iklim, Salah satu kegiatan yang dilaksanakan 
adalah diskusi kelompok terfokus yang bertujuan untuk 
mendapatkan masukan terkait penyusunan buku 
panduan dan pcdoman pemantauan air dan faktor 
kclcmbaban lahan gambut scrta curah hujan 
berdasarkan sistem telernetri dan waktu nyata serta 
pengolahan data GWL agar menjadi infonnasi dasar 
untuk pengambilan kebijakan-kcbijakan yang diarahkan 
oleh para pengambil keputusan. Kegiatan diskusi 
kclompok tcrfokus dilaksanakan di Hotel Sari Pan 
Pacific, JI. Ml I Thamrin Jakarta pada tanggal 20 
Oktober 2016. 
Hasil pemeriksaan alas dokumcn pertanggungjawaban 
berupa undangan dan jadwal dikctahui bahwa kegiatan 
dilaksanakan selama enam jam dari puku! 09.00 s.d. 
15.00. bukan diselenggarakan di luar kantor sehari 
penuh dan mcnginap. Dengan demikian, alas realisasi 
kegiatan tersebut tidak diperkcnankan untuk diberikan 
biaya paket Jul/hoard meeting dan uang harian sebesar 
Rp 16.060.000,00. 

e, Terdapat rcalisasi pembayaran sewa pcmakaian 
ruangan VIP BPPT yang tidak dapat diyakini 
kebenarannya scnilai Rpl2.500.000,00 
Tahun 2016 Pusyantek telah menyelenggarakan 
kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang diikuti 
oleh pusat-pusat di bawah Satkcr Setama. Hasil 
pcmeriksaan alas dokumcn pertanggungjawaban 
mcnunjukkan bahwa selama Tahun 2016 terdapat enam 
pelaksanaan FGD yang diselenggarakan di Ruang VIP 
lantai 3 Gedung 2 BPPT dan atas penggunaan ruang 
tcrsebut dikenakan biaya masmg-111as111g sebesar 
RpS00.000,00. 
Penggunaan ruang auditorium dan VIP l3PPT juga 
dilakukan oleh B2TMC untuk kegiatan pruner 
gathering yang dilaksanakan tanggal 19 Desember 
2016. Besamya uang yang dibayarkan oleh B2TMC 
kepada Biro Umum sebesar Rp7.500.000.00 yang 
mcliputi operasional kegiatan auditorium dan VIP_ sewa 
alat dan LCD ukuran J x 4. Berdasarkan bukti 
pembayaran/kwitansi dari B2TMC diketahui bahwa 
pembayaran tcrsebut diterima oleh Koordinator 
Penerimaan Ncaarn Bukan Paiak (PNBP) Setama. 
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- Pcnggum:um ruang VIP BPPT juga dilakuknn olch llnlni 
Ja.ringan lnfonna.si dun Komunikusi (llJIK) untuk 
kcgiatnn tcmu pclanggan. AUlS penggunnan ruangnn 
tcrscbut, BJIK membayar kepada Biro Umum sebesnr 
Rp2.000.000,00. Pcmbayarnn tcrsebur ditcrima 
langsung oleh koordinator PNBP Setanm 
Scmemare itu.. hasil pemenksaan alas dokumcn 
pencatatan scwe ruangan Biro Umum mcnu11Jukkan 

• bahwa tidak tcrdnpat pcnerimaan otn.� pcmggunaan 
j.- .. ,�••"4 ruangan tcrscbut. Dcngan demik.inn mcnunjukknn 

bahwa terdapet pcncrimann PNBP scbesar 
Rpl2.500.000,00 yang 11dak. dibu�uk.311 don tidak 
disetorkan kc Kos Negara. 

r. Pembr.rlan uang harlan bclum dike.nakan PPh Pual 
21 sebesar- Rp9.824.SOO,OO 
I lasil pemcriksoan dokumcn pcrtanggun&jnwab.1111 pada 
empat satuan kerja yaitu 13alni Tcknologi Bahun Bnknr 
don Kekayasn DiS4m (BTB2RD), Bnlai Teknologi 
Survei Kelautnn (BTSK), Daiei Dcsnr Teknologi 
Modifikasi Cuaca (82TMC) dan Pusat Pclayannn 
Tcknologi (Pusyanrek) menunjukknn bnhwn rerdapat 
pengcluwun untuk uang harian kcgint.o,n fullhoard 
rnnupun Jul/day mtu:tillg yang bclum dilcoakan pajak 
penghasilan sebeser Rp9.824.500,00. 

g. Terda1n111,engdm1nm un1uk kci:ia111n/111Jbo1m/ 1/1111 
filllllr,y mee1i11g 11ad:1 Kcde11u1ian TPSA 1id:1k 
didukung dengan bukll �runggungjawab:rn 
St.'l�er Rpl8.017.600.00 
I) Pusat Tcknologi Pengerabengau Somber Daya 

Mineral (PTPSM) Kcdcpuuen TPS/\ 
mcn)'elenggarnkllllfollhoard meetmg unluk kegieum 
FGD WP3.3 Big Dato Pcnknnnn. 
Kcgiemn rersebut diselenggarokan pada 1anggal 21 • 
24 Maret 2016 di G11es1 Houst' E SEAMl::0 
BIOTROP Tajur Bogor. Kcgia1nn dilaksanakan cleh 
pihak ketiga ynitu CV VJM dcngan nilai pekcrjann 
sebesar Rp22.4S7.600,00. l /asi1 pc:meriksaan etas 
dokumcn pcrtenggungjawaban diketahul bahwa etas 
nilai yang dibayerknn kepnda CV VJM terscbur 
digunakan untuk peteksenaan kegiaren sebesar 
Rpl 8.052.000,00. 
Pcmeriksaan lebih lanjut mcnunjukkan bnhwn mas 
eeneelueran eeeeineean sc:bcsar RnJ.S00.000.00 
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scrta makan dan snack sebesar Rp4.352.000,00 tidak 
didukung bukti pcrtanggungjawaban. Bcrdasarkan 
kcterangan dari PPK TPSA. dokumeu 
pertanggungjawaban tersebut dibawa olch salah satu 
pescrta kegiatan yang saat ini sedang mclaksanakan 
tugas belajar di Jepang. Selain iru, tcrdapat sclisih 
antara rcalisasi dan nilai kontrak sebesar 
Rp4.405.600,00 yang tidak diketahui 
penggunaannya dan bukti pertanggungjawabannya. 
Dengan dernikian, alas kegiatan fullboard meeting 
dalmn rangka FGD WP3.3 Big Data Perikanan 
tersebut terdapat kegiatan yang tidak didukung bukti 
pcrtanggungjawaban scbesar Rp 13 .257 .600,00. 

2) Selain kcgiatan di alas, PTPSM melaksanakan 
kegiatan FG [) dalam rangka penyusunan laporan 
akhir lnovasi Teknologi Eksplorasi SD/\ Berbasis 
Tomography yang dilaksanakan pada ranggal 14-15 
November 2016 di SEA MEO BIOTROP Tajur 
Bogar yang diikuti oleh tujuh orang dari PTPSM. 
Kegiatan terscbut dilaksanakan oleh CV AG dengan 
nilai sebesar Rp4.480.000,00. llcrdasarkan dokumen 
pertanggungjawaban diketahui bahwa pengeluaran 
untuk kegiatan tersebut sebcsar Rp-l.480.000,00 
Na111un demikian. dalam realisasinya biaya yang 
d ikcluarkan untuk kcgiatan terse but sebcsar 
Rpl7.410.000.00. Penjelasan dari PPK 
menunjukkan bahwa kekurangan pembayaran atas 
pelaksanaan kegiatan tersebut diambilkan dari 
kegiatan lain pada PTPSM yang dilaksanakan di 
kantor. 

Dari uraran di atas rnenunjukkan bahwa atas 
pelaksanaan [ullboard dan fi,llday tneetmg yang 
dilaksanakan pada Kedeputian TPSA tidak didukung 
dengan bukti pcrtanggungjaw aban sebesar 
Rp 18.017.600,00. 

h. Terdapat kelebihan pcmbayaran Uang Transpor, 
Uang Saku dan Sewa Kendaraan pada Kcdcputian 
TPSA sebesar Rp4.950.000,00 
I) Has ii perncriksaun lebih lanjut tcrhadap pclaksanaan 

fullboard meeting untuk kcgiatan FGD WP3.3 Big 
Data Perikanan oleh PTPSM Kedcputian TPSA pada 
tanggal 21-24 Maret 2016 di Guest House E 
SEJ\MEO BIOTROP Taiur Bouor, menuniukkan 
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bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh delapan peserta 
yang menginap di Bogor dengan diberikan uang 
transport masing-masing sebesar Rp200.000,00. 
Disamping itu terdapat pengeluaran sewa kendaraan 
antar jemput ke Tajur 13ogor sebesar Rp2.800.000,00 
yang digunakan untuk menycwa kendaraan sclama 
empat hari pelaksanaan kegiatan. 
Karena kegiatan tersebut merupakan fullboard 
meeting dan telah diberikan uang transport untuk 
para peserta, maka tidak diperlukan pengeluaran 
untuk sewa kendaraan selama empat hari 
pelaksanaan tersebut. 

2) Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan 
kegiatan FGD dalam rangka penyusunan laporan 
akhir lnovasi Teknologi Eksplorasi SDA Berbasis 
Tomography yang dilaksanakan oleh PTPSM pada 
tanggal 14-15 November 2016 di SEAMEO 
BIOTROP Tajur Bogor, menunjukkan bahwa 
kegiatan tersebut diikuti oleh tujuh orang dari 
PTPSM. 
Dokumen presensi pegawai Setama menunjukkan 
bahwa presensi cnam peserta FGD pada tanggal 14- 

18 November 2016 ternyata sedang melaksanakan 
tugas dengan SPPD, sedangkan prescnsi salah satu 
pescrta. yaitu Sdr.YW menunjukkan kehadiran pada 
tanggal 14-18 November 2016. Karena kegiatan 
lersebut dilaksanakan di l3ogor dan peserta yang 
mengikuti diberikan surat penugasan, maka peserta 
seharusnya tidak melakukan presensi di kantor. 
Dcngan demikian. apabila tidak mengikuti kegiatan 
tersebut tidak diberikan uang saku dan transportasi 
sebesar Rp950.000,00. 

3) Kedeputian TPSA juga melaksanakan kegiatan FGD 
Uji Coba Kincrja lnstrumen Cats di Waduk Cirata. 
Kegiatan dilaksanakan di Villa Waduk Cirata pada 
tanggal 24-26 Mei 2016. 
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen 
pertanggungjawaban menunjukkan bahwa dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut para peserta menginap 
clan diberikan uang transportasi masing-masing 
sebesar Rp300.000,00 serta uang sewa kendaraan 
untuk tiga hari pelaksanaan kegiatan sebesar 
Rp 1.200.000,00. Karena keaiatan tersebut 



merupakanfi1/lboard meeting maka tidak diperlukan 
pengeluaran biaya sewa kcndaraan sclama tiga hari 
sebesar Rp 1.200.000.00. 

Atas tiga kegiatan tersebut terdapat kclebihan 
pembayaran uang sewa kendaraan, uang saku dan uang 
transporasi yang dibayarkau oleh Kcdeputian TPSA 
sebesar Rp4.950.000.00. 

l. Realisasi helanja perjalanan dinas pakct meeting 
dalam kota dan Juar kota pada Kedeputian TPSA 
tidak didukung dengan hukti yang lengkap dan 
tidak dapat diyakini keterjadiannya scbesar 
Rpl27.216.500,00 
Pelaksanaan kcgiatan fullboard, fullday dan halfday 
meeting yang dilaksanakan olch TPSA selama Tahun 
2016 terdiri dari satu kcgiatan halfday, tiga kegiatan 
fullday dan enam kegiatan fullboard meeting dengan 
realisasi belanja sebesar Rp200.274.100,00. Kcgiatan 
tersebut dilaksanakan di Kantor BPPT maupun di 
Hotel/Penginapan diantaranya Camp Hulu Cai Tapos, 
SEAMEO BIOTROP Bogar, dan Villa Waduk Cirata. 
Penyelenggaraan kegiatan fullboard, ful/day clan 
halfday meeting dilaksanakan oleh pihak ketiga. 
I lasil konfirmasi kepada PPK-4/TPSA menunjukkan 
bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga 
yang dilunjuk oleh panitia pengadaan melalui 
pcnunjukkan langsung. Alas penunjukkan langsung 
tcrsebut PPK tidak mengetahui pihak kctiga yang 
ditunjuk. 
Disamping itu, besaran nilai fee yang diterima oleh 
pihak ketiga sudah tcrmasuk dalam hitungan nilai 
kegiatan halfday. fullday Jan fullboard meeting 
disesuaikan dengan nilai pagu yang tcrcantum dalam 
Standar Biaya Masukan, Pembayaran untuk 
pclaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga 
selaku penyelenggara bukan dilakukan oleh pelaksana 
kcgiatan dari BPPT. 
PPK tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan 
bclum pernah menghadiri kegiatan. PPK hanya sebatas 
mclaksanakan pekerjaan administrasi terkait dengan 
kclcngkapan pencatran dan pcrtangungjawaban 
pelaksanaan kegiatan. 
Dokumen pertanggungjawaban kcuangan atas 
nelaksauaan kei,iallln tersebut beruen oerincian 
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spesifikasi teknis dan perkiraan harga alas kegiatan. 
" berita acara pembayaran, kuitansi dari pihak ketiga 

selaku pcnyelenggara kegiatan, surat jalan dari pihak 
ketiga, faktur dan Surat Penyetoran Pajak (SSP), nota 
dinas penyclenggaraan kegiatan, daftar hadir, dan 
laporan. Namun dcrnikian. tidak sernua dokumen 
penyelenggaraan disertai dcngan nota dinas/surat tugas 
pelaksanaan kegiatan, daftar hadir dan laporan alas 
pelaksanaan kegiatan. 
Disarnping itu, bukti dari hotel/penginapan tempat 
penyelenggaraan kcgiatan juga tidak discrtakan dalarn 
pertanggungjawaban. Pihak ketiga yang 
menyelenggarakan kegiatan hulfduy, [ullday dan 

fullboard meeting tersebut bukan merupakan 
perusahaan penyelenggara kegiatan (event organizers, 
rnelainkan perusahaan perdagangan umum. 
Hasil pemeriksaan alas dokumen pertanggungjawaban, 
laporan pelaksanaan kegiatan, serta hasil konfirmasi 
kepada PPK dan pihak hotel tempat penyelenggaraan 
kegiatan fullboard, fullday dan halfday meeting di 
Kedeputian TPSA diketahui hal-hal sebagai berikut: 

I) Pusat Teknologi Lingkungan (PTL) melakukan 
kegiatan FGD terkait Tantangan dan Strategi 
Mewujudkan Akses Universal Air Minum pada 
tanggal I 7 Maret 2016. Kegiatan halfilay meeting 
tersebut dilaksanakan CV OF.IA sebesar 
Rpl4.800.000,00. Kegiatan dilaksanakan di ruang 
VIP, Gedung BPPT Lantai 3 JI. Thamrin Jakarta. 
yang diikuti oleh 40 orang pescrta dari PTL, Balai 
Teknologi Pcngolahan Air dan Lirnbah (BTPAL) 
BPPT dan dari luar BPPT. Kcgiatan FGD 
dilaksanakan mulai pukul 08.30 s.d. 13.00. 
Dokumen pertanggungjawaban keuangan alas 
pelaksanaan tersebut berupa kuitansi. surat jalan, 
berita acara serah terirna barang dari pihak ketiga, 
nota dinas perihal undangan FGD, daftar nama 
pescrta FGD, daftar abscn dan laporan pelaksanaan 
FGD. 
Berdasarkan daftar hadir kegiatan selanjutnya 
dilakukan pemeriksaan atas dokumen kehadiran 
pegawai Setama bulan Maret 2016, yaitu 
menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2016. 
nara oeserta keclatan vana berasal dari PTL dan 



BTPAL ter.» ua melakukan presensi pada tanggal 
terse but. 
Dengan dem · kian, pelaksanaan kegiatan tersebut 
tidak memenuhi kriteria sebagai kegiatan halfday 
meeting karc .. , diselenggarakan di dalam kantor dan 
tidak didu':: g dengan bukti pertanggungjawaban 
yang lengk lan memadai. 

2) Pusat Teknol-vgi Reduksi Risiko Bencana (PTRRB) 
Kedeputian OPSA melaksanakan kegiatan FGD 
terkait deng.i.i Renstra Pusat Teknologi Reduksi 
Risiko Bene ia pada tanggal 12-14 April 2016. 
Kegiatan L· r · .: but berupa full board meeting yang 
dilaksanak..» , :i Bogor dan diselenggarakan oleh CV 
JPU dengan ., • lai sebesar Rp29.988.000,00. 
Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban berupa 
faktur, sur..t jalan dan - berita acara serah terima 
barang dike: · hui bahwa kegiatan tersebut diikuti 
oleh 21 or. ng peserta dengan fasilitas yang 
diberikan bcr. pa makan sebanyak tiga kali/hari dan 
snack seban � ·, k dua kali per hari serta akomodasi 
dan fasilira. ··erupa infocus, whiteboard, flipchart, 
sound systct i •. -nicrophone dan spanduk. 
Laporan kt·'.'' .tan yang disampaikan kepada BPK 
antara lain n.emuat undangan, daftar hadir, bahan 
pemaparan , .. m dokumentasi kegiatan. Namun 
demikian a': , kegiatan tersebut tidak dilengkapi 
dengan umen pertanggungjawaban atas 
penggunaan d.ma, 
Dalam lapc- an tersebut menunjukkan bahwa 
kegiatan 1: ak dilakukan sesuai dokumen 
pertanggun { .. vaban yaitu di Bogor, namun 
dilaksanakan di kantor BPPT. 
Dengan dern i\ian, atas pelaksanaan kegiatan senilai 
Rp29.988.0011.00 tersebut tidak memenuhi kriteria 
sebagai kegiatan fu/lboard meeting, karena 
diselenggarokun di dalam kantor dan tidak didukung 
dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana 
yang memadni. 

3) Pada tang,.,,! 5-7 Oktober 2016 PTRRB 
melaksanakan kegiatan FGD terkait penyusunan 
referensi teknis bencana tanah longsor. Kegiatan 
tersebut beru pa fullday meeting di Serpong yang 
dilaksanakan oleh CV CMP den :in nilai sebesar '-����-'-��--''-'=c===c= 87 
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Rp29.848.500,00. 
Laporan kegiatan yang d isampaikan kepada BPK 
antara lain memuat undangan, daftar hadir, bahan 
pemaparan dan dokumentasi kegiatan. Namun 
dcmikian, atas pclaksanaan kcgiatan tersebut tidak 
didukung dengan dokumen pcrtanggungjawaban 
alas penggunaan dana. 
Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa 
kegiatan tidak dilakukan sesuai dokumen 
pertanggungjawaban yaitu di Bogor, namun 
dilaksanakan di kantor BPPT. 
Dengan dernikian, atas pelaksanaan kegiatan senilai 
Rp29.848.500.00 tersebut tidak memenuhi kriteria 
sebagai jitf/Jay meeting, karena kegiatan 
diselenggarakan di dalam kantor dan tidak terdapat 
bukti yang mcnunjukkan penggunaan atas dana 
secara rnemadai. 

4) PTRRI3 melaksanakan kegiatan paket fullday 
meeting dalam rangka FGD terkait Pengembangan 
Kapasitas SOM untuk Teknologi INA-DONET 
(Indonesia Dense Ocean Floor Network System For 
Earthquake and Tsunamis. Kegiatan 1111 

dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25-26 Mei 
2016 yang dilaksanakan oleh CV BPJ untuk 46 
orang pcserta dengan nilai sebcsar Rp29.900.000,00. 
Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban berupa 
faktur, surat jalan dan berita acara scrah terima 
barang diketahui bahwa fasilitas yang diberikan 
berupa makan satu kali/hari dan snack sebanyak dua 
kali/hari. 
Laporan kegiatan yang disampaikan kepada BPK 
antara lain rnemuat undangan. daftar hadir, bahan 
pemaparan dan dokumcntasi kegiatan. Namun 
demikian, alas pelaksanaan kcgiatan tersebut tidak 
didukung dengan dokumen pertangungjawaban alas 
penggunaan dana. 
Berdasarkan laporan lersebut diketahui bahwa 
kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor BPPT. 
Dengan dernikian, kegiatan senilai Rp29.900.000,00 
tersebut tidak tcpat dikatcgorikan kegiatan fullday 
meeting karena dalam realisasinya diselenggarakan 
di dalam kantor scrta tidak didukung bukti 
nenuzunaan dana vana memadai. 



5) PTPSM Kcdeputian TPSA menyelenggarakan 
kegiatan FGD terkait WBS Teknologi SDA 
Pcnginderaan Jauh Maju pada tanggal 24-25 
i\gustus 2016. Kegiatan paket fullboard meeting 
terscbut dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu CV 
AG yang diikuti oleh 18 peserta dari PTPSM dengan 
nilai sebesar Rp22.680.000,00. 
Dokurnen pertanggungjawaban keuangan atas 
kegiatan tersebut berupa kuitansi, surat jalan, faktur 
dan berita acara serah terima barang dari pihak 
ketiga, surat pernyalaan tanggungjawab belanja, 
surat undangan, daftar hadir clan laporan kcgiatan. 
Dalam surat undangan menunjukkan bahwa kegiatan 
dilaksanakan di SEAMEO BJOTROP Tajur Bogar. 
Namun demikian, berdasarkan konfirmasi BPK 
kepada Manajemen SEAMEO BJOTROP diketahui 
bahwa pad a tanggal 24-25 Agustus 2016 tidak 
terdapat kcgiatan fullboard meeting yang 
dilaksanakan oleh PTPSM di SEA MEO BIOTROP. 
Berdasarkan dokumentasi yang dimuat dalam 
Laporan Kegiatan diketahui bahwa pclaksanaan 
kegiatan tidak d ilaksanakan di SEA MEO fl IOTROP 
namun di kantor BPPT. 
Disamping itu, berdasarkan daftar hadir yang 
dilampirkan dalam Laporan Kegiatan diketahui 
bahwa semua peserta hadir mcngikuti acara FGD 
tersebut. Namun demikian, berdasarkan mesm 
prescnsi diketahui bahwa pada tanggal 24 dan 25 
Agustus 20 16 peserta kcgiatan tersebut melakukan 
prescnsi dan terdapat peserta yang melaksanakan 
tugas tanpa SPPD. 

Dari uraian di alas menunjukkan bahwa realisasi 
belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan 
luar kola pada Kcdepulian TPSA tidak didukung 
dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap clan 
memadai serta tidak diyakini keterjadiannya sebesar 
Rp 127.216.500,00. 

j. Pelaksanaan Jul/day dan Jul/board meeting pada 
Kedeputian TIEM tidak scsuai dengan PMK Nomor 
65/PMK.02/2015 dan tidak didnkung dengan bukti 
sebesar Rp424.315.010,00 
Selama Tahun 2016, Kedeputian Tcknologi Jnformasi, 
Eneral Dan Material (TIEMl telah menvelenaearakan 
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30 kegiatan dengan mekanisme fullbord dan Jul/day 
meeting senilai Rp738.247.000,00. Kegiatan tersebut 
diselenggarakan di kantor BPPT dan hotel baik di Jawa 
Bara! maupun Banten. 
I Jasil konfirmasi kepada PPK-6/TIEM mcnunjukkan 
bahwa untuk pelaksanaan fullbord dan Jul/day meeting 
dilaksanakan olch pihak ketiga mclalui penunjukan 
langsung tanpa disertai dengan kontrak atau Surat 
Perjanjian Kerjasama (SPK). Disamping itu, pemberian 
fee kepada pihak ketiga termasuk dalam nilai Jul/bard 
dan Jul/day meeting dan disesuaikan dengan pagu 
anggaran yang tercantum dalam Standar Biaya 
Masukan. Pemilihan pihak ketiga yang ditunjuk 
penyelenggara kegiatan dilakukan oleh pelaksana 
kegiatan. Pemilihan tempat penyelcnggaraan kegiatan 
juga merupakan pilihan dari pelaksana kegiatan. PPK 
tidak terlibat dalam pemilihan pihak ketiga rnaupun 
ternpat penyelenggaraan. PPK tidak pernah rnenghadiri 
atau mendapatkan undangan dari pelaksana kegiatan. 
Berdasarkan keterangan lebih lanjut dari PPK diketahui 
bahwa dalam melaksanakan kegiatan fullbord dan 

fullday meeting tcrsebut diterbitkan surat penugasan 
untuk para pescrta. Dengan dernikian. pescrta tidak 
perlu melakukan presensi melalui mesin presensi. 
Pcrtanggungjawabun keuangan atas kegiatanfi11/day dan 
fullboard meeting yang disampaikan kepada BPK 
berupa perincian spesifikasi teknis dan perkiraan harga, 
tanda serah terima barang, berita acara pcmbayaran, 
kuitansi dari pihak ketiga, surat jalan dari pihak ketiga, 
faktur, SSP. nota dinas. daftar hadir. Namun dcmikian, 
tidak semua pelaksanaan kegiatan yang menyertakan 
nota dinas pelaksanaan kegiatan dan daftar hadir. 
Disamping itu, bcrdasarkan dokumen 
pertanggungjawaban diketahui bahwa pihak ketiga 
penyelenggara kegiatan tersebut bukan merupakan 
perusahaan yang khusus untuk menangani kegiatan 
(event organizer) melainkan perusahan perdagangan 
urn um. 
Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban. 
laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen kehadiran 
pegawai, serta hasil konfirmasi kepada pelaksana 
kegiatan dan manajemen hotel diketahui hal-hal sebagai 
berikut: 



I) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian TIEM 
tidak tepat apabila dikategorikan sebagai perjalanan 
dinas paket halfday, fullday dan fullboard meeting 
karena dalam realisasinya hampir keseluruhan 
pelaksanaan kegiatan Jul/day dan ful/board meeting 
dilakukan oleh Kedeputian TIEM di kantor BPPT, 
baik di kawasan Puspiptek Serpong maupun di 
Gedung BPPT di Jalan MH Thamrin Jakarta. 

2) Pemeriksaaan alas dokumen pertanggungjawaban 
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara 
dokumen pertanggungjawaban dan laporan yang 
disampaikan oleh Bendahara serta PPK dengan bukti 
riil yang diberikan alas pelaksanaan kegiatan 
tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1. Kegiatan fullday dan fullboard meeting yang 
dilaksanakan oleh Kedeputian TIEM 
diselenggarakan oleh pihak ketiga di hotel 
kawasan Bogor dan Tangerang Selatan. 

11. Kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Kedeputian TIEM hanya dua yang dilaksanakan 
di hotel, sedangkan kegiatan lainnya 
diselenggarakan di kantor BPPT. 
Disamping itu, dalam dokumen 
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 
pihak ketiga menunjukkan bahwa kegiatan 
tersebut dilaksanakan di hotel yang berada di 
Kola Bogor. 
Namun demikian, dalam realisasinya kegiatan 
dilaksanakan di hotel yang berada di wilayah 
Tangerang Selatan. 

111. Sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban, 
kegiatan yang diselenggarakan di hotel tersebut 
merupakan kegiatan jullboard meeting. Namun 
demikian, berdasarkan bukti riil berupa kuitansi 
dari hotel menunjukkan bahwa kegiatan 
tersebut merupakan fullday meeting dengan 
nilai yang tidak sesuai dengan dokumen 
pertanggungjawaban dari pihak ketiga. 
Selain itu, terdapat perbedaan waktu 
penyelenggaraan kegiatan antara dokumen 
pertanggungjawaban pihak ketiga dan laporan 
yang disampaikan dengan bukti riil dari 
rnanaiemen hotel. 
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iv. Bukti riil atas kegiatan yang diselenggarakan 
selain di hotel berupa kuitansi pembelian snack 
dan makan siang dari katering serta bukti 
pembelian barang-barang yang digunakan 
untuk kcgiatan, seperti tas, block note, bolpcn, 
flash disk dan spanduk. 
Pemeriksaan alas bukti riil pcmbelian barang 
mcnunjukkan bahwa keseluruhan bukti 
pembelian berupa nota tidak dibubuh cap 
ataupun identitas toko atau tempat pembelian 
barang. 

3) Hasil konfirmasi BPK kepada manajemen hotel 
yang tcrdapat dalam bukti pertanggungjawaban 
menunjukkan bahwa tidak terdapat kegiatan 
Kedeputian TIEM yang dilaksanakan di hotel-hotel 
yang telah dikonfirmasi. 

4) Sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban, 
pelaksanaan kegiatan bcrupa fullboard meeting 
dilaksanakan di Bogor sclama tiga hari dan para 
peserta menandatangani bukti kehadiran. Namun 
demikian, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen 
kehadiran pegawai sesuai 111es1n presensi 
menunjukkan bahw a pada tanggal pclaksanaan 
kegiatan tersebut para pcserta melakukan presensi 
rnelalui 111es111 absen, Schingga tcrdapat 
ketidaksesuaian antara bukti pcrtanugungjav ... -aban 
dengan dokumcn kehadiran pegawai bcrc.lasarkan 
mesin abscn. 

5) Hasil pemeriksaan atas bukti riil yang disampaikan 
oleh Kedeputian TIEM mcnunjukkan bahwa nilai 
bukti riil tidak sesuai dcngan dokumen 
pertanggungjawaban kegiatan yang ada sebesar 
Rp424.3 I 5.000.00. yang terdiri dari bukti dari 
PTSEIK, PTIK, dan PTE masing-masing sebesar 
Rpl5.460.000.00. Rp53.770.000.00 dan 
Rn355.085.000,00. 

Kondisi terscbut tidak scsuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat (I) yang 
menyatakan bahwa .. Keuangan Negara dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonom is. efektif. transparan. dan bcrtanggung jawab 
denzan memoerhatikan rasa keadilan dan kepatutan". 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pclaksanaan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Negara. pada: Pasal 8, Pasal 12 Ayat (I) dan 
Pasal 13. 

1:. PMK Nomor 262/KMK.03/2010 tentang Tata Cara 
Pcmotongan !'Ph Pa,al 21 bagi Pcjabat Negara, PNS, 
Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas 
Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD 
pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Penghasilan lain 
selain pcnghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 Ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dcngan 
nama apa pun yang men_jadi beban APBN atau API3D. 
dipotong !'Ph Pasal 21 dan bersifat final, tidak tennasuk 
biaya perjalanan dinas". 

d. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tcntang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2016, pada: Pasal 2, 
l.arnpiran I Angka 30. dan Pen_jelasan Standar I3iaya 
Masukan Tahun Anggaran 2016 yang Berfungsi 
Sebagai Batas Tertinggi pada Angka 30 Satuan Biaya 
Ranat/Pcrternuan di Luar Kantor pada Anzka 30.1. 

Pcrmasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Kerugian negara atas kelebihan pernbayaran sebesar 

Rp46 I .345.000.00. 
b, Risiko penyimpangan atas realisasi belanja barang dan 

[asa yang tidak didukung dengan bukti 
pcrtanggungjawaban yang lcngkap dan memadai scrta 
tidak diyakini keterjadiannya scbesar 
Rp 145.234. I 00.00. 

c Kekurangan penerimaan negara alas PPh Pasal 2 I yang 
bclum dipotong sebesar Rp9.824.500.00. 

d. Kckurangan pencnmaan negara berupa PNBP atas 
pernanfaatan ruangan VIP BPPT scbcsar 
Rp 12.500.000.00. 

c. llelan_ja llarang di LK BPPT Tahun 2016 tidak disa_jikan 
sccara waiar sebesar Rn46 I .345.0 I 0.00. 

Berdasarkan temuan di atas. maka Komisi Vil DPR RI perlu 
mcngingatkan Kcpala I3PPT agar mclaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Menyetorkan kcrugian negara yang terjadi atas 

kelebihan pembayaran sebesar Rp446.015.000,00 
(Rp461.345.000,00 - Rp 15.330.000.00) ke Kas Negara 
dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. 

b. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi 
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lebih lanjut atas realisasi bclanja barang dan jasa yang 
tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar 
Rp145.234.100,00. 

c. Menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan 
penerimaan berupa PNBP sebcsar Rpl2.500.000,00. 
Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. 

d. Memberikan sanksi sesuai ketcntuan kepada: 
I) Kuasa Pengguna Anggaran untuk Satkcr B21MC, 

Setama, B1B2RD, BTSK dan Pusyantek yang tidak 
optimal dalmn melakukan ptmgendalian dan 
pengawasan atas pelaksanaan bclanja barang dan 
jasa dalam rangka perjalanan dinas melalui paket 
meeting di lingkungan satuan kerjanya. 

2) PPK, Bendahara Pengcluaran, dan Penanggung 
Jawab Kcgiatan pada Satkcr B21MC, TIRBR, 
B1B2RD, BTSK dan Pusyantek, TPSA, dan TIEM 
yang tidak cermat dalam merealisasikan belanja 
perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar 
kota sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku. 

e. Memberikan teguran secara tertulis kepada penyedia 
jasa terkait yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai 
dcnzan ketentuan. 
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Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas 
pemeriksaan LK BATAN Tahun 2016 

n, PDL Tidnk 

TF.,\ I 

Pe1111(11u,illhaan Pcrsed1J1J1n podl, · tl\11[111 Ki!rJO l'rKM � 
TQ!ilb l.l,I 

I. I 

1.1,1. 

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG·UNDANGAN 
I. I 
1.1.J. 
I I " 
1.2 

1.2.1. Pembayaran Tunjangan Kinerja 90% kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak 
Sesuai Ketentuan Sebesar R 56.25 Juta 

I 2.2. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh pada Satker PTKRN dan PTKMR 
Direalisasikan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar R 148.78 Juta 

1.2.3. Proses Pengadaan Langsung atas Peralatan dan Mesin pada Satker PTKMR, 
PKSEN dan PAIR Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar R 172.25 Juta 

1.2.4. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar 
R 15"8Jurn 
Ase, 

1.3.l. 
Piuutng Sswa Tanah bpodo l'T INUKI Berpotens Tldak Tm�1:ih Sctiesm 
Rpl,79 MilillT. Kcbllnngan Pnr�nti !'endap�rn1dscbc$1r Rpl,Ol M111nr don 
tlem:mMinimal Sc� J�:l.81 Jurn 

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

1.1.1. Penatausahaan Penerimaan Negara Bnkan Pajak (PNBP) dan 
Piutan BAT AN Tidak Tertib 

I .a po ran Realisasi i\nggaran Bi\T AN Tahun 2016 
menyajikan anggaran PNBP sebesar Rp26-130.980300,00 
dan realisasi sebesar Rp30.229.332.961,00 ( 115,68%). 
Sedangkan. Neraca per 31 Desember 2016 BATAN 
melaporkan saldo Piutang Bukan Pajak (bruto) sebesar 
Rp4.96 l .2J2.668,00 meningkat sebesar 14,62% dari saldo 
Piutang Bukan Pajak Tahun 201 5 sebesar 
Rp4.328.217.06 l ,OO_ 
Salah satu jenis PNBP dan Piutang yang memiliki realisasi 
dan saldo terbcsar Tahun 2016 adalah dari penerimaan 
Jasa/Fungsional PNllP dengan realisasi Pendapatan sebcsar 
Rp2 l .045.202. 162,00 dan saldo Piutang Pendapatan Jasa 
sebesar Rp2A26.685. 194,00. 
l lasil pemeriksaan terhadap dokumen catatan pendapalan 
dan piutang serta wawancara dengan pihak-pihak terkait 
diketahui permasalahan sebagai berikut: 
a. Format pencatatan transaksi pcndapatan dan piutang 

tidak scragam. 
b. Belum pernah dilaksanakan rekonsiliasi sccara berkala 

alas catatan pcndapatan dan piutang antara Bagian 
Keuangan (dhi. Hendahara Penerimaan) dengan unit 
pengelola PNBI' pada satker PAIR, l'TKMR, dan 
PRSG, 
I) Berdasarkan has ii pemeriksaan terhadap catatan 

pcndapatan dan piutang satker PTKMR diketahui: 
L Terdapat kurang catat pada dokumen rincian 

surnber pcndapatan. 
II� Terdapat kurang catat pada dokumen nncran 

piutang. 
111, Selain pennasalahan di atas, pada tanggal 14 

Maret 20 I 7 BPK melakukan pengecekan 
dokurnen pcndapatan atas Layanan Jasa 
Sertifikasi dcngan mcmbandingkan antara 
dokumcn log hook Laboratorium Subbid 
Kcselamatan Lingkungan PTKMR dan 
dokumcn catatan rincian sumber pendapatan 
yang dibuat oleh Bagian Front Desk, scrta 
catatan nendaoatan vanz diberikan oleh Baaian 
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Keuangan (dhi. Bendahara Penerimaan). Hasil 
pemeriksaan terhadap dokumcn tersebut 
dikctahui bahwa terdapat selisih nilai 
pendapatan yang dilaporkan oleh Laboratorium 
dcngan Bagian Fron/ Desk sebesar 
Rp58.825.000,00. 

iv. Perbedaan pencatatan nilai pendapalan terjadi 
juga atas catatan pendapatan Layanan Jasa 
Analisis Pemantauan Radiasi Perorangan dan 
Daerah Kerja khususnya untuk Evaluasi TLD. 
Pembandingan antara dokumen log book 
Laboratorium Subbid Keselamatan Kerja dan 
Proteksi Radiasi (KKPR), dokumen catatan 
rincian sumber pendapatan yang dibuat oleh 
Bagian Fron/ Desk, dan catatan pcndapatan 
yang diberikan oleh Bagian Keuangan (dhi. 
Bendahara Penerimaan) diketahui terdapat 
sclisih lebih catat atas lima transaksi sebesar 
Rp 15 .400.000,00 dan selisih kurang catat alas 
dua transaksi sebesar Rp20.300.000.00. 

Hasil klarifikasi kepada Bendahara Pencrimaan, 
Kasubag Keuangan, dan l'engelolaan PNBP dari 
masing-masing Subbidang dijelaskan bahwa: 

1. Bendahara melakukan pencatatan pendapatan 
PTKMR dalam Laporan Kcuangan BATAN 
didasarkan pada catatan atas data SPAN yang 
telah dirckonsiliasi dengan data KPPN tanpa 
memiliki nncian sumber pendapatan dari 
pelanggan. 

11. Bagian Keuangan mengandalkan data sumber 
pendapatan dari Bagian Front Desk yang 
ternyata setelah dilakukan pembandingan 
dengan data SPAN ditemukan perbedaan. 
Kemudian dilakukan pembandingan data 
kembali antara Bagian Fron/ Desk dengan 
catatan yang dilakukan oleh Laboratorium Unit 
Pengelola PNBP dan temyata juga terdapat 
pcrbedaan. Atas pclaksanaan pembandingan 
tersebut tidak dibuat Berita Acara Rekonsiliasi 
dan tidak ditindaklanjuti untuk rnenelusuri 
perbedaan catatan yang ada. 

111. Pengelola Unit PNBP dari Klinik KPNJ 
menvamoalkan bahwa teriadinva .... rbedaan 



ceratan pendaparan dan piu1nng karena Staf 
Klinik K Pt J rnenerirna langsung pembayaran 
PNDP dari pasien kemudian di akhir tahun bani 
menyerorknnnya kc Bank dan selanjutnya bnru 
dilaporkan ke Bagian From Desk. 

2) Berdnsarkan hasil pemeriksaen terhadnp ca1ut1L11 
pcndnpatan dnn piutnng satkor PAIR diketahui: 

1. P/\IR tidak melakuknn rckonsiliasi untuk 
rnenyamakan catatan pendapatan dan piutang 
nntara Subbagian Keuangan (dhi. Bendaharn 
Pcnerimaan) deugan 11i1 Pengelotc PNBP. 

n. Terdapat Pendnpatnn dari Bidsng Proses 
Radiasl Kelompok Bohan PMgn11 berupa 
penjuafon produk hasil iradiasi yang belurn 
tercnntum dalam PP Tari!' Nemer 29 Tnhun 
'.!O 11 yairu tanf prcduk hnsil irndiasl berbahan 
dasar ikan sebesar Rp35.000.00 du.11 berbahan 
dasar duging sehesar Rp40.000.00. 
Dari pengecekan bukti sci or P BP nilai ams 
seluruh biaya yang dibebankan kepada 
pelnnggan relah disetor ke Kas Negara. bmya 
penggunnnn film radlngrafi dan kebutuhan 
larutnn dibeoanknn dari Belnnju Balum di 
PAIR. 

iii. Berdasarkun hll�il pengecekan dokumen 
pernbayarnn dan c111am11 persediaan benib padn 
Bidang Pertnnian diketshur terdapat kurnng 
ci1tal pudn rinclan dokumen surnoer pendnparan 
atas penjua.lan kepada pelanggan, 

iv. Berdasnrkan hasil pengecekan dokumen 
pembuynmn dun catamn Layanan /\mil isis 
Bldang Proses Jmdiasi Kclompok Kesehatan 
diketahui terdapat kurang eatal pnda rinci�n 
dokumen sumber pcndapntan alas penjuahm 
kepada pelanggan untuk jenis produk Cranium 
Gmfl. 

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan tcrhadap catatnn 
pendspatan clan piu1ru1i satker PRSG diketahui: 

i. PRSG ridak rnclakukan rckonsil iasi unruk 
rnenyamakan cniatan pendapaum dun phnang 
antara Subbaginn Keunngnn (dhi. Bendahnm 
Penerimaan) dengan Unit Pcngclola PNBP. 

Ii, l lasil oeneecekan dokumen nendaoamn aw 
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Layanan Iradiasi PTRR yang selanjutnya 
dilakukan pembandingan antara dokumen log 
book Laboratorium Subbidang Perencanaan 
Operasi dan Bagian Keuangan ( dhi. Bendahara 
Penerimaan) terdapat salah satu sampel dengan 
Formulir Iradiasi Nomor 027/P0/2016 tanggal 
penerimaan 3 Mei 2016 dari PTRR yang belum 
ditagihkan dan belum dicatat sebagai piutang 
oleh PRSG. 

Permasalahan perbedaan pencatatan pendapatan dan 
piutang pada satker PTKMR, PA TR, dan PRSG tersebut 
terjadi karena tidak dilakukan rekonsiliasi secara 
berkala atas catatan pendapatan dan piutang antara 
Bendahara Penerimaan dan Unit Pengelola PNBP, 
selain itu walaupun telah d ilakukan rekonsiliasi tetapi 
basil rekonsiliasi tersebut tidak dilakukan penelusuran 
unruk rnenielaskan nenvebab selisih nencntntan, 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 

2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada: Pasal 12 
Ayat (2) dan Pasal 16 pada Ayat (1 ), Ayat (2), Ayat (3) . 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan 
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Terutang: Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (I). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Pasal 48 pada: Ayat (I) dan Ayat (2). 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 11.01 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 
35 yang menyatakan bahwa "lnformasi dalam laporan 
keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secarajujur, 
serta dapat diverifikasi". 

e. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pada Saluan Kerja 
Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara pada: Pasal 9: Ayat (I) dan Ayat (3 ), serta 
Pasal 10 Avat (4). 



,\kihat 
Pennasalahan tersebut mengakibatkan: 
a, Potensi kurang/lebih catat pendapatan dan piutang. 
b. Potensi teriadinva penyalahgunaan oenerimaan PNBP. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAT AN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Mem berikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

I) Bendahara Penerimaan yang lalai 
menatausahakan PNBP satker PTKMR, 
danPRSG. 

dalam 
PTBBN, 

,. 

2) Bendahara Penerimaan, Bagian Front Desk dan Unit 
Pengelola PNBP yang tidak melakukan rekonsialiasi 
internal alas pengelolaan PNBP. 

3) Kasubag Keuangan PTKMR, PTBBN, dan PRSG 
o ra n yang lalai dalam mengawasi penatausahaan PNBP di 

lingkungan kerjanya. 
4) Kepala PTKMR, PTBBN, dan PRSG yang lalai 

dalam mengusulkan penetapan tarif resmi atas jasa 
layanan yang belum terdapat dalam PP Tarif Norn or 
29 Tahun 2011. 

b. Memerintahkan Kepala satker PTKMR, PTBBN, dan 
PRSG untuk melakukan rekonsiliasi internal atas 
pengelolaan PNBP secara berkala dan menginstruksikan 
kepada Bendahara Penerimaan, Bagian Front Desk dan 
Unit Pengelola PNBP untuk menyamakan format 
ocncaramnnva. 
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BAT AN Tahun 2016 
mcnyajikan anggaran belanja sebesar 
Rp76 I. 791.148.000,00 dan realisasi sebesar 
Rp729. I 2 I .640.910.00. 
Hasil pemeriksaan alas dokumen pcrtanggungjawaban 
belanja Tahun 2016 menunj ukkan tcrdapat anggaran 
Belanja Barang dan Belanja Modal yang direalisasikan tidak 
sesuai dengan substansi jenis belanjanya sebesar 
Rp 1.005 .3 17.448,00 dengan uraian sebagai berikut: 
a. Belanja Pcmeliharaan Gedung dan Bangunan 

Bcrdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
lnspektorat BA TAN dan basil rekonsiliasi kenaikan 
(pcnurunan) aset tetap dengan sumbcr belanja terkait 
yang dilakukan BPK diketahui terdapat kenaikan nilai 
asct tetap gedung dan bangunan dalam SIMAKBMN 
yang tidak berasal dari MAK belanja modal. 
Penambahan aset tersebut berasal dari Belanja Barang 
Pcrneliharaan Gedung dan Bangunan yang melebihi 
nilai kapitalisasi asct. 
Alas nilai llclanja Barang Pcmeliharaan Gedung dan 
Bangunan tersebut sudah menambah nilai Gedung dan 
Bangunan Jalam LK Audited. 

b. Bclanja Harang Pcrsediaan 
Bcrdasarkan basil pemeriksaan dan hasil rckonsiliasi 
yang dilakukan BPK diketahui terdapat kenaikan nilai 
Asct Tetap Peralatan dan Mesin dan Asel Tetap Tak 
Berwujud (A TB) yang berasal dari Belanja Barang 
Pcrsediaan (521811 ). Anggaran belanja persediaan yang 
direalisasikan untuk pcmbelian aset peralatan dan mesin 
dan pengadaan Software A TB yang memiliki masa 
manfaat lcbih dari 12 bulan dan melebihi nilai 
kapitalisasi aset seluruhnya sebesar Rp623 .493. 730,00. 
Alas nilai Belanja Barang Persediaan tersebut sudah 
masuk dalam usulan jurnal koreksi BPK dan sudah 
discpakati oleh pihak BATAN untuk dikoreksi 
menambah nilai Aset Peralatan dan Mesin di Neraca 
serta mengurangi Bcban Perscdiaan LO. 

c. Belanja modal direalisasikan tidak menambah 
penyajian Asel Tetap di Neraca sebesar 
Rn9.0l 9.500,00 



Kcpatuhau 
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Berdasarkan hasil rekonsiliasi kenaikan (penunman) 
Aset Tetap dengan sumbcr bclanja tcrkait diketahui 
terdapat Belanja Modal yang direalisasikan untuk 
pengadaan BMN Ekstrakomptabel yaitu Peralatan dan 
Mesin yang mcmiliki nilai perolehan di bawah 
J�p300.000.00. seharusnya dircalisasikan dari anggaran 
Belanja Barang untuk Kcgiatan Opcrasional Keperluan 
Perkantoran schingga dicatat terpisah dan tidak 
disajikan dalam Neraca. Belanja Modal yang 
direalisasikan untuk pengadaan BMN Ekstrakomptabel 
tersebut terjadi pada tiga satkcr. 
Saldo tersebut tclah diinput oleh Operator SIMAK- 
BMN ketiga satker terkait dan tidak menjadi bagian 
penyajran Aset Tetap di Neraca unaudited dan 
nenvaiian beban aset ekstrakomptabcl di LO unaudited. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Buletin Teknis 04 Komite Standar J\kuntansi 

Pemerintah tanggal 29 Descmber 2006 tentang 
Pcnyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Bab 
V. 

b. Buletin Teknis 17 Komite Standar J\kuntansi 
Pemerintah November 2014 lentang Akuntansi Asel 
lak Berwujud Berbasis Akrual, Bab V. 

c. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 214/PMK .05/2013 
tentang Bagan Akun Standar BJ\13 II. 

d. Kcputusan Dircktur Jendera] Perbcndaharaan Nomor 
KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen J\kun 
pada Bagan Akun Standar. 

e. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor I 14/PMK.02/2016 
tentang Perubahan atas Pcraturan Mcntcri Keuangan 
Nomor I 27 /PMK.02/20 I 5 tenlang Klasifikasi 
Anzuaran. 

Permasalahan tersebut mcngakibatkan Bclanja Harang dan 
Jasa sebesar Rp996.297.948.00 dan Belanja Modal scbesar 
Ro9.019.500,00 tidak disaiikan secara waiar. 
Bcrdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mcngingalkan Kcpala BATAN agar mclaksanakan 
rekomendasi BPK dengan memerintahkan: 
a. Kcpala Bagian Perencanaan masing-masing satker 

untuk lebih ccrmat dalam melaksanakan evaluasi 
kesesuaian akun kegiatan unit kerja sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

b. Kenala Baaian Administrasi masinz-masinu satkcr 
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terkait selaku Pejabat Penguji Tagihan dan 
Penandatangan SPM dalam memberikan persetujuan 
tagihan dan menerbitkan SPM mengacu pada ketentuan 
penganggaran sesuai substansi Belanja Barang 
Pemehharann, Belania Pcrsedinan, dan Belanla Modal, 



1.3.1. Pcnatausahaan Pcrscdiaan pada Saluan Kerja PTKMR dan PDL 
Tidak Tertib 

,. 

Pcujelasan 

BA TAN menyajikan saldo Persediaan pada Ncraca per 31 
Desember 2016 dan 2015 masing-masing scbcsar 
Rp63.049. l 94.6 l 2.00 dan Rp62.928.925.273.00. 
Penatausahaan Pcrscdiaan dilaksanakan oleh Operator 
Persediaan di masing-rnasing satuan kerja (satker). 
Berdasarkan basil pcmcriksaan atas mutasi tambah 
persediaaan. realisasi bclanja barang persediaan, bukti 
pembelian perscdiaan, buku bcsar persediaan dan 
konfirmasi kcpada Operator Pcrscdiaan dan SAIBA. scrta 
hasil pemeriksaan fisik persediaan pada Tanggal 22 Maret 
sampai dengan 24 Maret 2017 yang dilakukan oleh l3PK 
pada satker di kawasan Pasar Jumat dikctahui hal-hal 
sebagai bcrikut: 
a. Terdapat pengadaan persediaan yang menggunakan 

akun sclain Bclanja untuk menambah Persediaan 
Berdasarkan basil pcmeriksaan dokumen. wawancara, 
dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat pengadaan 
perscdiaan yang direalisasikan dari akun belanja 
penarnbah daya tahan tubuh dan belanja non operasional 
lainnya pada satkcr: 

I) Pusat Teknologi Kcsclamatan dan Metrologi Radiasi 
(PTKMR) 
Hasil pcnicriksaan secara uji petik atas dokumen 
pertanggungjawaban Bclanja Barang dikctahui 
terdapat realisasi bclanja yang menggunakan akun 
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dan Belanja 
Rarang Non Operasiona] Lainnya sebesar 
Rp230.529.000,00 yang menghasilkan barang 
persediaan dan sa1npa1 dengan akhir Tahun 
Anggaran 2016 tidak dilakukan rcvisi SPM atas 
kesalahan pembebauan mara anggaran. 
Alas pcrolchan dan penggunaan barang pcrscdiaan 
tersebut BPK sudah rnengusulkan jurnal koreksi dan 
BATAN setuju untuk menginput pembelian dan 
penggunaan pcrsediaan tersebut diatas sclama Tahun 
2016 dalam aplikasi pcrscdiaan dan mcnyajikan sisa 
barang pcrscdiaan per 3 I Dcscmbcr 2016 dalarn 
Ncraca. 

2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PDL) 
Hasil pemeriksaan secara uji pctik atas dokumcn 
eertannuunaiawaban belania barann nada satker 
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PDL diketahui juga terdapat kesalahan pembebanan 
mata anggaran bclanja yang menambah pcrscdiaan 
sebesar Rpl30.140.000,00 dan sampai dengan akhir 
Tahun Anggaran 2016 tidak dilakukan revisi SPM. 
Kesalahan pembebauan ini dapat dilihat dari Buku 
Besar SAIBA alas Persediaan yang 13elum 
Diregister. Nilai persediaan yang diinput dalam 
Aplikasi Perscdiaan lebih besar dari rcalisasi belanja 
yang menghasilkan pcrsediaan sehingga terdapat 
saldo minus pada akun Persediaan yang Belurn 
Diregister. 

b. Penatausahaan atas barang persediaan tidak tcrtib 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK alas Laporan Sistem 
Pengendalian Intern BATAN Tahun Anggaran 2015 
Nomor 120.B/I-IP/XVl/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016 
mengungkapkan bahwa Penatausahaan Persediaan 
BAT AN tidak tertib dan merckomendasikan kcpada 
Kepala BA TAN untuk mcnyusun dan menetapkan SOP 
yang mengatur pengclolaan dan penatausahaan serta 
pelaksanaan rekonsiliasi bcrkala alas persediaan di 
lingkungan I3ATAN. Atas rckomendasi ini belum 
ditindaklan_iuti oleh BATAN. 
I lasil perneriksaan atas pcncatatan rnutasi perscdiaan, 
Aplikasi Pcrscdiaan, dan perneriksaan fisik 
menunjukkan bahwa pcnatausahaan perscdiaan di satker 
PTKMR dan l'DL belum tertib dengan uraian sebagai 
berikut: 
I) PTKMR 

Hasil wawancara dcngan Operator Persediaan 
PTKMR mengungkapkan bahwa prosedur 
pengeluaran barang yang berlaku di PTKMR yaitu 
dengan rnengisi form tanda terima barang yang diisi 
oleh pcgawai yang mcmbutuhkan barang pcrsediaan 
dan disetu_iui oleh petugas persediaan yang juga 
berfungsi sebagai bukti pcngeluaran barang sebagai 
dokumen sumber untuk pencatatan pengeluaran 
persediaan. 1-lasil pemcriksaan BPK menunjukkan 
bahwa terdapat petugas persediaan pada unit 
pembantu kuasa pcngguna barang yang melakukan 
pcngeluarau barang tanpa didukung dengan bukti 
pengeluaran barang yaitu pada unit Kimia 
Lingkungan. Standardisasi dan Biomedika. 
Pada unit oembantu tersebut, tcrdnnat nenaeluaran 



1 !"'I''! barang yang dilakukan dengan cara pennintaan 
secara lisan atau menulis scndiri pada kartu/buku 
persediaan tanpa mengisi form permintaan barang. 
Namun demikian tidak ditemukan selisih antara 
pencatatan pada buku persediaan dcngan kondisi 
barang di gudang. 

2) POL 
Hasil wawancara dengan operator persediaan POL 
menunjukkan bahwa pencatatan mutasi persediaan 
dilakukan pada 3 (tiga) jenis media yang berbcda, 
yaitu di Aplikasi Pcrscdiaan, Buku Persediaan versi 
Cetak dan Buku Persediaan versi File Excel. 
Pencatatan yang tennutakhir terdapat pada Aplikasi 
Pcrsediaan. sedangkan pencalalan di Buku 
Persediaan sccara File Excel dilakukan setiap bulan 
dan dipindahkan ke Buku Pcrsediaan versi cetak 
setelah mclaksanakan rekon dengan Bagian 
Keuangan. 
Hasil pemeriksaan fisik BPK pada Tanggal 23 Maret 
2017 atas pcrsediaan POL menunjukkan terdapat 
selisih antara kondisi di gudang dengan pencatatan 
di Aplikasi Persediaan pada beberapa jenis barang 
persediaan dan tidak dapat dijelaskan pada saat 
pemeriksaan fisik dan baru menyampaikan 
penjelasan selisih pad a tanggal 6 April 2017. 
llasil pemcriksaan dan konfinnasi dengan operator 
persediaan atas proses pencatatan persedian 
diketahui hal - ha! sebagai berikut: 

1. Prosedur pcngeluaran barang menggunakan 
form pennintaan barang. Setelah menerima 
form pennintaan barang, operator langsung 
melakukan input mutasi keluar di Aplikasi 
perscdiaan meskipun barang barn akan diam bi! 
bcberapa hari kemudian. 

11. Pihak yang meminta, terkadang mengambil 
barang pcrsediaan tidak sesuai dengan form 
permintaan barang dan tidak memperbaharui 
form permintaan yang sudah diajukan. 

111. Untuk barang yang dibagikan kepada pcscrta 
diklat, terdapat barang yang dikembalikan 
apabila temyata terdapat peserta yang tidak 
hadir/batal mengikuti diklat dan tidak dicatat di 
Anlikasi Persediaan. 
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rv, Karena memiliki pencatatan di 3 (tiga) media 
berbeda terkadang operator persediaan tidak 
melakukan pencatatan secara mutakhir di 
Aplikasi Pcrsediaan sebagaimana biasanya 
melainkan mencatat terlebih dahulu di media 
yang lain dan terlewat untuk dicatat di Aplikasi 
Persediaan. 

v. Terdapat pcrsediaan yang mcmiliki harga 
perolehan Rp0,00 yaitu Bendera dan Label 
Radiasi. 

Berdasarkan proses pcncatatan yang dilakukan dan 
selisih pencatatan yang ditemukan dalam pemeriksaan 
fisik menunjukkan bahwa pencatalan yang dilakukan 
oleh operator persediaan tidak tertib. 

Kondisi tersebut tidak scsuai dengan: 
a. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Dacrah pada 
Penjelasan po111 l.f yang menyatakan bahwa 
"Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik 
Negara/Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh 
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang sesuai <lcngan kewenangan masing-masing. 
Pengamanan Barang Milik Ncgai a/ Daerah 
dilaksanakan untuk tcrciptanya tertib adrn inistrasi, tertib 
fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik 
Ncgara/Daerah", 

b. Peraturan Mentcri Keuangan Rcpublik Indonesia 
Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Pusat Lampiran VI tentang Kebijakan 
Akuntansi Persediaan pada huruf C angka I paragraf 2 
yang menyatakan bahwa "Persediaan dicatat 
menggunakan mctode perpetual. ya itu pencatatan 
persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang 
mempengaruhi perscdiaan (perolehan dan pemakaian)", 

c. Lampiran Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP- 
3 l l/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang 
Kodefikasi Seamen Akun oada Bagan Akun Standar. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Potensi tidak tercatatnya persediaan yang diperoleh dari 

mata anggaran belanja bukan untuk memperoleh 
persediaan. 

b. Potensi hilangnya perscdiaan atas pencatatan yang tidak 
tertib. 



I, 
r. 

aran 

Berdasarkan ternuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAT AN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK dengan memerintahkan: 
a. Sekretaris Utama untuk segera rnenindaklanjuti 

rekomendasi tahun lalu yaitu mernbuat SOP yang 
mengatur tentang pengelolaan dan penatausahaan serta 
pelaksanaan rekonsiliasi berkala alas persediaan di 
lingkungan BAT AN. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 
I) PPK yang tidak cermat dalam melakukan 

pembebanan mata anggaran sesuai dengan jenis 
belanja. 

2) Petugas persediaan yang tidak cermat dalam 
melaksanakan tugasnya mengelola persediaan serta 
KPB rneuinakmkan ncneawasannva. 
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KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

1.1.1. Pcmanfaatan Rarang Milik Negara (BMN) Tidak Sesuai 
Ketentuan 

l'llnjch1si1n 

Laporan Keuangan (LK) Badan Tenaga Nuklir Nasional 
(131\TJ\N) Tahun 2016 menyajikan anggaran Pendapatan 
Negara I3ukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26.130.980.300,00 
dan realisasi sebesar Rp30.229.332.96 I ,OO atau 115,68%. 
PNBP BATAN terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan 
Barang Milik Negara (I3MN), Pendapatan Jasa, Pendapatan 
Pcndidikan. Pendapatan luran, dan Pcndapatan Lain-lain. 
Bcrdasarkan Laporan l lasil Perneriksaan (LIIP) atas 
La po ran Keuangan BA TAN Tahun 2015 Nomor 
l 20/HP/XVl/05/2016 diketahui beberapa permasalahan 
pcndapatan dari pcngclolaan I3MN yang dikuasai oleh 
BJ\TAN. yaitu pcndapatan sewa kantin Tahun 2014 dan 
2015 digunakan Iangsung, belum disetor ke Kas Negara. 
tidak dilaporkan pada LK BJ\TAN Tahun 2015. 
pemanfaatan BMN di lingkungan BAT AN tidak dikenai 
biaya sewa, pemanfaatan BMN dan fasilitas BJ\ TAN yang 
tidak didukung dcngan perjanjian kerjasama. dan perjanjian 
sewa alas tempat mcsin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT 
Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tbk pada satker Pusat 
Pcndayagunaan Informatika dan Kawasan Stratcgis Nuklir 
(PPIKSN) sudah berakhir masa scwanya. 
Atas permasalahan yang tclah diungkapkan pada LI IP LK 
BA TAN Tahun 2015. pada pemeriksaan LK BAT AN Tahun 
2016 masih ditcmukan masalah yang sama pada BMN lain 
milik BATAN dan khususnya pcrmasalahan pcrjanjran 
belum ada tindak lanjut signifikan dari BAT AN. 
Bcrdasarkan basil pcmeriksaan dokumen, eek fisik, dan 
konfimasi dcngan pihak-pihak terkait alas pernanfaatan 
BMN berupa SC\\a kautin, sewa koperasi. scwa lahan untuk 
ATM BRI, tanah dan gcdung untuk Taman Kanak-Kanak 
(TK), tanah dan flat di Pasar Minggu, tanah disewa oleh PT 
INUKI yang berada di Kawasan Nuklir Serpong SATAN 
pada Tahun 2016, d iketahui pennasalahan sebagai berikut: 
a. Perjanjian pemanfaatan BMN dilakukan olch pihak 

lain 
Hasil pemeriksaan diketahui adanya lahan BATAN di 
kawasan Pasar Jumat yang disewakan untuk kantin. 
Hasil wawancara denaan Kasubbaz Keuanzan PTBGN 
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dijelaskan bahwa sebelum Tahun 2015 pengelola kantin 
adalah Dhanna Wanita PTBGN, sehingga pada Tahun 
2016 masih menggunakan narna Dhanna Wanita 
sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan 
pcnyewa kantin. Selain itu, untuk pernbayaran sewa 
kantin bulan Juni dan Juli Tahun 2016 tidak dibayarkan 
penyewa karcna kantin tutup pada bulan puasa dan libur 
lcbaran. 

b, Pemanfaatan BMN tidak dikenakan sewa 
1) Koperasi PTBBN 

Berdasarkan keterangan dari staf Tata Usaha satu 
unit usaha Koperasi adalah 111e111buka usaha toko 
yang menycdiakan keperluan sehari-hari pegawai. 
Penyelenggaraan usaha toko tersebut tidak pemah 
dikenakan biaya sewa sejak toko tersebut berdiri 
Tahun 2013. 
Menurut Staf Bidang Uji Radiometalurgi yang saat 
mt menjabat sebagai Ketua Koperasi Urania 
dinyatakan bahwa pernah dilakukan diskusi dengan 
pejabat structural PTBBN untuk 111e111buat draft 
pcrjanjian pemanfaatan lahan untuk usaha toko 
dengan usulan tarif sewa sebesar Rp200.000,00, 
namun sampai pemeriksaan tanggal 31 Maret 2017, 
belum ada pengesahan atas perjanjian tersebut. 

2) TK BA 
Tanah dan bangunan milik SATAN yang terletak di 
kornplek BATAN RT 003 RW 003 Kelurahan Pasar 
Minggu, Kccamatan Pasar Minggu ditempati oleh 
Taman Kanak-kanak (TK) BA rnilik Yayasan ON 
sejak Tahun 1982. Tanah seluas 909 1112 dan gedung 
seluas 120 1112 dimanfaatkan untuk kegiatan belajar 
dan bennain pcscrta didik. 
Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah TK BA 
dijelaskan bahwa pemeliharaan gedung dan 
operasional gedung (listrik dan air) dibayarkan 
dengan menggunakan dana swadaya TK dari 
pernbayaran iuran sekolah peserta didik. 
Atas pemanfaatan BMN dan fasilitas SATAN 
tersebut, TK BA tidak dikenakan sewa dan belum 
pemah dibuat perjanjian kerjasama atas sewa 
pemanfaatan tanah dan bangunan. 



e, Perjanjian pemanfaatan tidak sesuai ketentuan 
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui 
bahwa terdapat pemanfaatan BMN dan fasilitas 
BA TAN oleh pihak lain yaitu pemanfaatan lahan untuk 
A TM BRI, ruang Kantin, dan ruang Koperasi. 
Pemanfaatan lahan oleh pihak lain tersebut diuraikan 
sebagai berikut: 
I) LahanATM BRI 

Fasilitas yang dimanfaatkan ATM BRI berupa 
keamanan, pemakaian ruangan, penggunaan listrik 
untuk mes in A TM BRI pada satker Pusat Aplikasi 
Isotop dan Radiasi (PAIR) dan PTBGN. 
Hasil wawancara dengan Kasubbag Pengelolaan 
BMN BATAN dijelaskan bahwa dalam pengurusan 
penetapan tarif sewa A TM BRI pada satker PAIR 
dan PTBGN belum dilakukan proses penilaian oleh 
tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala BAT AN 
selaku Pengguna Barang seperti yang telah 
dilakukan terhadap penyewaan lahan untuk A TM 
BRI pada satker lain di lingkungan BA TAN. 

2) Koperasi 
1. Koperasi Kostranda, Koperasi Nuklida, dan 

Koperasi Pusdiklat. 
Berdasarkan pengecekan dokumen Berita Acara 
Penilaian BMN untuk Koperasi Kostranda 
(PTKMR), Koperasi Nuklida (PST A), dan 
Koperasi Pusdiklat diketahui bahwa penetapan 
nilai wajar sewa yang digunakan untuk 
perhitungan besaran sewa menggunakan usulan 
nilai sewa yang didasarkan pada kebijakan 
tidak tertulis dari Tim Penilai Penentuan Tarif 
Sewa BMN dengan nilai penyesuaian yang 
mempertimbangkan bahwa akses koperasi 
tersebut bukan untuk umum, hanya melayani 
pegawai pada satker tersebut, dan margin 
pendapatan tergolong kecil. 
Penetapan harga wajar untuk menghitung 
besaran sewa tersebut tidak sesuai ketentuan 
PMK Nomor 57/PMK.06/2016 yang 
formulanya adalah tarif pokok sewa (dhi. nilai 
wajar atas sewa) dikalikan faktor penyesuai 
sewa. 

ii. Kooerssi Uber (Usaha Bersama) STTN 
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Alas pemeriksaan dokumen perjanjian Nomor 
P-0001/BATAN/STTN/KU 001/04/2016 
tanggal I April 2016 antara Ketua Sekolah 
Tinggi Nuklir (STTN) dan Bendahara Usaha 
Bersama STTN diketahui bahwa penetapan 
besaran sewa pemanfaatan BMN berupa ruang 
kantin dan koperasi sebesar Rp I 00.000,00 per 
bulan. Menurut keterangan Bendahara 
Penerimaan STTN penetapan nilai besaran 
tersebut berdasarkan kesanggupan dari 
pengurus Koperasi Uber. 
Bendahara Penerimaan STTN menambahkan 
bahwa penyediaan layanan makan dan minum 
mahasiswa menjadi salah satu penilaian 
formulir akreditasi perguruan tinggi sehingga 
STTN berinisiatif menyediakan layanan 
tersebut walaupun Koperasi belum memiliki 
badan hukum. 

Ill. Koperasi PTBGN 
Hasil pemeriksaan dokumen terhadap 
perJanJ1an sewa ruang koperasi di PTBGN 
Nomor 555/BGN 1.3/PL 03 01/04/2016 tanggal 
28 April 2016 antara Kepala Subbagian 
Perlengkapan PTBGN dan Staf Bidang TPP 
diketahui penetapan besaran sewa sebesar 
RpS00.000,00 per bulan. Nilai besaran sewa 
tersebut didasarkan pada kesanggupan dari 
pengurus koperasi. 

3) Kantin 
1. Kantin PAIR dan PTBGN 

Hasil pemeriksaan dokumen perjanjian sewa 
kantin PAIR dan PTBGN diketahui bahwa 
penetapan nilai sewa kantin sebesar 
Rp200.000,00 dan Rp600.000,00 per bulan 
berdasarkan diskusi dengan para penyewa 
kantin. Penyewa kantin mengungkapkan bahwa 
dengan waktu operasional kantin yang dibatasi 
(tidak seharian) dan pelanggan yang hanya 
pegawai dari satker yang bersangkutan 
sehingga pendapatan mereka sangat minim. 
Maka penyewa kantin tidak dapat 
membayarkan besaran nilai sewa lebih dari 
kesanaaunan mereka dan memilih untuk tidak 



beroperasi apabila diberikan kenaikan tarif. 
11. Kantin PPIKSN 

I Iasil pcmcriksaan dokumen Berita Acara 
Penilaian BMN atas kantin PPIKSN dikctahui 
bahwa pcnctapan nilai sewa kantin sebesar 
Rpl8.913,00 I bulan I rn2 yang dihitung dcngan 
rnenetapkan nilai wajar sewa berdasarkan 
pcrtimbangan Tim Penilai bukan berdasarkan 
survei nilai wajar sewa di lingkungan sekitar 
Kawasan Nuklir Serpong. Nilai sewa kantin 
dibayarkan per bulan karena kcberadaan 
penyewa kantin yang tidak full beroperasi 
sclarna setahun. Berdasarkan eek fisik dan 
diskusi dengan Bagian Perlengkapan PPIKSN 
diketahui bahwa waktu operasional kantin 
terbatas yaitu pukul 11.00 - 13.00 dan 
pelanggan hanya pegawai dan tamu di 
lingkungan Kawasan Nuklir Serpong. 

d. Klasifikasi kondisi gedung flat di Pasar Minggu 
tidak scsuai kcadaan yang sebenarnya 
Berdasarkan data SIMAK BMN dikctahui adanya tanah 
dan gedung flat (tiga gedung) yang berlokasi di 
Kecamatan Pasar M inggu dan dalam Laporan BMN flat 
tersebut masuk dalam kelompok BMN kondisi baik. 
I lasil eek fisik BMN diketahui bahwa gedung Flat 
tcrsebut saat ini dalam kondisi rusak berat, ha! tcrscbut 
didukung dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Detil 
Keandalan Bangunan Rumah Susun BAT AN oleh Tim 
Pusat Penclitian dan Pengembangan (Puslitbang) 
Pennukiman Kcmcnterian Pekerjaan Umum (tanpa 
nomor lampiran) yang diterbitkan pada April 2014 yang 
menyatakan bahwa struktur bangunan mengalami 
kemunduran kualitas bangunan salah satunya kondisi 
tangga yang rusak kritis dapat membahayakan 
penghuni. BA TAN telah melakukan upaya 
pcngosongan dengan mengirimkan surat Pembcritahuan 
Sekretaris Utama Nomor B.11197/BATAN/UM/PL 03 
01/11/2016 Tanggal 15 November 2016 perihal 
Pemberitahuan yang menyampaikan kepada penghuni 
flat untuk tidak menempati kembali flat dalarn waktu 
tiga bulan sejak surat diterima. Namun, sampai saat 
dilakukannya pemeriksaan fisik oleh BPK tanggal 9 
Maret 2017 masih terdapat penghuni yanR, mencrnpati 
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flat tersebut. 
Hasil konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran satker 
Kantor Pusat diketahui tidak terdapat penerimaan 
pendapatan alas penggunaan flat oleh penghuni dan 
hasil pengecekan dokumen terhadap pendataan 
penghuni flat per tanggal 29 Maret 2017 dikctahui 
bahwa pcnghuni adalah pegawai BA TAN non aktif dan 
keluarga pegawai BAT AN non aktif, atas penggunaan 
flat tersebut tidak dikenakan biaya sewa. Para penghuni 
Flat tersebut semasa masih menjadi pegawai aktif 
BA TAN pemah memiliki surat izin penghunian. 

e, Pemanfaatan BMN tidak didukung dcngan 
perjanjian kcrjasama 
Berdasarkan hasil pengecekan fisik, wawancara, dan 
pemeriksaan dokumen diketahui bahwa terdapat 
pemanfaatan BMN yang tidak didukung dengan 
perjanjian kerjasama yang mengikat antara pengguna 
BMN dengan BATAN yang mengatur terkait hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. 
Menurut keterangan Kasubag Pengelolaan BMN belum 
dibuatnya perjanj ian kerjasama atas pemanfaatan aset 
karena menunggu penetapan besaran sewa oleh DJKN 
yang didasarkan pada Bcrita Acara Penilaian 13MN 
yang telah dilakukan oleh Tim Penilai internal BAT AN. 
Sedangkan. belum dibuatnya perjanjian kerjasama atas 
pemanfaatan asel pada poin I karena menunggu hasil 
audiensi PT lNUKI kepada DJKN terkait penelapan 
tarif sewa lahan. 
Khusus pembuatan perjanjian kerjasama alas 
pemanfaatan lahan untuk peletakan tower oleh PT JBS 
belum dibuat karena pihak BATAN sudah tidak 
berkenan untuk menyewakan lahannya kepada PT ms. 
Hal tersebut disebabkan karena PT JBS menggunakan 
lahan tersebut atas pengalihan pemanfaatan lahan yang 
sebelumnya dilakukan oleh PT Mobile 8 Telecom 
(MST) melalui surat perjanjian kerjasama yang 
dilakukan antara Kepala Biro Umum BATAN dengan 
Presiden Direktur dan Direktur PT MST Nomor 
164.MS/164.BATAN. l l/FIN/lV/2011 dan Nomor 
5S2/KS 002/UM/2011 tanggal 13 April 2011. Dalam 
perjanjian tersebut tertulis PT MST dapat 
memanfaatkan lahan milik BATAN sejak I Desember 
2009 s.d. 30 November 2014. Besaran sewa yong 
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Kepatuhan 
Peraturan 

Pcrundang- 
Undangan 

dibcbankan kepada 
Rp40. I 25.000,00 per 
bu Ian. 
Berdasarkan hasil eek fisik BPK pada tanggal 9 Maret 
2017, diketahui bclum ada tindak lanjut pembongkaran 
menara BTS milik PT JBS. l.okasi menara 13TS dikunci. 
namun rnenurut keterangan Bagian Rumah Tangga 
Kantor Pu sat BAT AN tidak melakukan penguncrnn 
lokasi tersebut. Atas hal tersebut diketahui bahwa masih 
terdapat tagihan pcmbayaran atas sewa lahan menara 
BTS berikut dendanya oleh PT JBS sejak bulan Agustus 
20 16 s.d. pemeriksaan berakhir 7 April 20 I 7. 
Alas perhitungan sewa dan denda lahan kepada PT IBS, 
BATAN belum melakukan penagihan kepada PT JBS. 
namun tclah mcncatat nilai pokok scwa sebesar 
Rp30.093.750,00 scbagai piutang bukan pajak ke dalam 
Laporan Keuanzan BATAN Tahun 2016 (audited; 

Kondisi tersebut tidak sesuai dcngan: 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 
Ayat ( 1) yang mcnyatakan balm a "Setiap kementerian 
negara/lembaga/ satuan kcr_ja pcrangkat daerah yang 
mernpunyai surnber pendapatan wajib mcngintensifkan 
pcrolchan pendapatan yang mcnjadi wev .. enang dan 
langgung jawabnya ··. 

b. Pera tu ran Pcmcrintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Dacrah pada: Pasal 
29 Ayat (I) dan Ayat (7), Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat 
(2), serta Pasal 92 Ayat (I). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Pasal 48 Ayat (I) dan Ayat (2). 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Scwa BMN: Pasal 19 
Ayat (I), Pasal 20 Ayat ( 1) dan Ayat (3 ), Pasal 23 Ayat 
( 1 ), Pasal 24 Ayat (I) huruf a, Pasal 26 Ayat (I). 

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I J 8/PMK.06/20 IO 
tentang Pengelolaan Rarang Milik Negara Berupa 
Rumah Negara Pasal IO Ayat (I) menyatakan bahwa 
"BMN berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan 
sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawa i negeri yang 
memiliki Surat lzin Penghunian". 

f. Surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara 
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Kepala Biro Umum BATAN (Pihak Pertama) dengan 
Presiden Direktur dan Direktur PT MST (Pihak Kedua) 
Nomor 164.M8/164.BATAN.l l/FIN/IV/2011 dan 
5 82/KS 002/UM/20 I I tanggal I 3 April 2011 pada: 
Pasal 3 Ayat (4), Pasal 6 Ayat (2) huruf f. dan Pasal 8 
Aya!( t), 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. BATAN kehilangan potensi penerimaan PNBP alas 

pemanfaatan BMN dan fasilitas untuk kegiatan sewa 
ruang kantin, koperasi, A TM BR!, TK BA, Flat Pasar 
Minggu, dan PT INUKI dengan perhitungan besaran 
sewa yang tidak sesua, ketentuan dan belum 
dikenakannya besaran sew a atas pemanfaatan BMN. 

b. Kekurangan penerimaan alas nilai pokok sewa dan 
denda keterlambatan oleh PT JBS pada Tahun 2016 
sebesar Rp 18.390.625,00. 

c. BATAN berpotensi kehilangan penerimaan PNBP alas 
sewa dan denda keterlambatan oleh PT JBS untuk 
Tahun 2017 sebesar Rp14.712.500,00. 

d. Potensi timbulnya sengketa antara BATAN dengan 
penyewa/pemakai alas pemanfaatan BMN yang tidak 
ada perjanjiannva atau dasar hukum perikuran, 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BAT AN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada: 

I) Kabag Perlengkapan dan Kabag Rumah Tangga 
yang tidak cermat dalam mengelola BMN sesuai 
ketentuan. 

2) Kabag TU satker yang lalai dalam membuat 
perjanjian kerjasama atas sewa A TM dan kantin, 
tidak optimal dalam mengawasi pemanfaatan BMN 
oleh pihak ketiga di lingkungan BA TAN, dan belum 
menagihkan pokok sewa dan denda alas 
pemanfaatan Iahan oleh PT JBS Tahun 2016 dan 
2017 sebesar Rp33.103.125,00. 

3) Kepala Satker yang belum mengusulkan 
perpanjangan perjanjian sewa dan/atau penetapan 
tarif resmi tarif sewa kantin, koperasi dan ATM 
BR!. 

4) Kepala Biro Umum yang tidak tegas dalam upaya 
mengosongkan flat yang sudah tidak layak huni, 
tidak optimal dalam melakukan pengamanan fisik 



atas aset gedung flat dan lahan yang digunakan oleh 
pegawai non PNS dan PT ms, serta kurang 
berkoordinasi dengan DJKN dan PT INUKI terkait 
penetapan tagihan atas pemanfaatan lahan oleh PT 
INUKI. 

b, Menagihkan den menyetorkan kekurangan penerimaan 
dan denda atas pemanfaatan lahan tower oleh PT ms 
Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp33.103.125,00 ke Kas 
Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada 
BPK. 

c, Memerintahkan Kepala Biro Umum melakukan 
pengamanan atas aset gedung dan lahan flat dan lahan 
tower, serta berkoordinasi dengan DJKN dan PT INUKI 
terkait penetapan tagihan sewa atas pemanfaatan lahan 
oleh PT INUKI. 

cl Mengusulkan penetapan tarif sewa koperasi dan TK BA 
kepada Kementerian Keuangan dan membuat perjanjian 
kerja sama pemanfaatan aset. 

e. Membuat perjanjian kerjasama atas sewa ATM dan 
�----� __ kan_t_in_s_e� su=ai ketentuan vang berlaku_ . _, 
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1.1.2. Layanan Jasa PNBP pada Satker PTKMR, PTBBN, dan PRSG 
Tidak Tertib 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SATAN Tahun 2016 
(audited) rnenyajikan anggaran Pendapatan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) sebesar Rp26.130.980.J00.00 dan realisasi 
sebesar Rp}0.229.332.961.00 atau 115,68%. Pendapatan 
BAT AN terdiri dari Pendapatan dari Pcngelolaan BMN, 
Pcndapatan Jasa/Fungsional PNBP, Pcndapatan Sunga, 
Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Juran dan Denda, dan 
Pendapatan Lain-lain. 
Realisasi Pendapatan pada LRA Tahun 2016 di tiga Satker 
yaitu Pusat Teknologi Keselarnatan dan Metrologi Radiasi 
(PTKMR), PTI3BN. dan Pusat Reaktor Scrba Guna (PRSG) 
masing-masing scbesar Rp7.984.765.069,00, 
Rp347.616.337,00 dan Rp}.372.380.275,00. Berdasarkan 
rincian nilai pendapatan yang disajikan dalarn CaLK LRA 
kctiga satker tcrscbut menunjukkan bahwa realisasi 
pendapaian terbesar adalah pada Pendapatan Jasa dengan 
besaran masing-masing satker sebesar Rp7.650.819.000,00, 
Rp262.787.000,00, dan Rp2.818.585.834,00. 
Bcrdasai kan Laporan Has ii Pemeriksaan (LHP) alas 
Laporan Keuangan (LK) SATAN Tahun 2015 Nomor 

Pcnjclu,;an 120/11P/XVI/05/2016 d iketahui tcrdapat beberapa 
pcrmasalahan PNBP. yaitu tidak dilakukannya pengendalian 
pcngelolaan BMN secara berkala, belum ada penetapan tarif 
penggunaan ruangan koperasi dan fasilitas l3ATAN, tidak 
dilakukannya rekonsiliasi terkait selisih pcrhitungan PNBP 
antara PTKMR dan Koperasi JKRL selaku pihak ketiga 
yang rnengelola PNBP PTKMR. Alas pcrmasalahan yang 
telah diungkapkan pada LHP LK BATAN Tahun 2015. 
pada pemeriksaan l .K BA TAN Tahun 2016 rnasih 
ditcmukan permasalahan yang sama tidak hanya pada satker 
PTKMR, tetapi juga pada satker PTBBN dan PRSG. Salah 
satu pcrmasalahan utama yang masih dijumpai adalah masih 
adanya pihak ketiga yang membantu administrasi 
penanganan sebagian besar Pendapatan Jasa PTKMR, 
adany a pihak ketiga yang membantu admnistrasi 
penanganan Pendapatan Jasa PTBBN khususnya untuk 
Pcndapatan Jasa lradiasi Batu Topaz, dan adanya pihak 
ketiga yang mcmbantu administrasi penanganan Pendapatan 
Jasa PRSG. 
l lasil pcmeriksaan dokumen dan wawancara kepada pihak- 
pihak terkait diketahui hal-hal sebagai berikut: 

122 



1;1 
, I 

I 

"' 
a. Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingknngan 

(.JKRL) pada PTKMR 
Dalam pengelolaan Pendapatan Jasa PTKMR. 
Pemeriksa LK BA TAN Tahun 20 l 5 menemukan bahwa 
terdapat Kopcrasi JKRL yang mcmbanlu mcngclo!a 
Pendapatan Jasa PTKMR yaitu dalam hal hubungan 
dengan pelanggan, pengiriman alat yang diuji, dan 
mempekerjakan pegawai PTKMR untuk mclakukan uji 
in-situ alas nama Koperasi JKRL. 
Hasil pemeriksaan Tahun 2016 diketahui pclaksanaan 
pengclolaan pcndapatan Jasa PTKMR terscbut masih 
terjadi khususnya untuk Pendapatan alas Jasa Kalibrasi. 
dan Jasa Analisis Pemantauan Radiasi Perorangan dan 
Daerah Kerja, dan Jasa Sertifikasi. I lal tersebut 
diketahui dari dokumen catatan pendapatan yang dibuat 
oleh Bagian Front Desk PTKMR tentang penerimaan 
pemberian jasa dari Koperasi JKRL yang dikuatkan 
dengan konfirmasi dan permintaan dokumen kepada 
Koperasi JKRL. 
Berdasarkan data Bagian Front Desk PTKMR diketahui 
pendapatan jasa yang berasal dari pengelolaan Koperasi 
JKRL adalah sebesar Rp2.998.275.000.00 atau 89.96% 
dari bcsaran Pendapatan Jasa yang ditcrima oleh 
PTKMR yaitu Rp3.332.925.000,00. 
I lasil wawancara dengan pihak-pihak tcrkait dan 
pcmeriksaan dokumen diketahui sebagai berikut: 

I) Pertentangan kepentingan ( conflict oj interest) pad a 
kegiatan pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh 
PTKMR dan Koperasi JKRL. 

2) PTKMR tidak memberikan inforrnasi yang 
transparan kepada pelanggan. 

3) Pengecekan terhadap website layanan satkcr 
PTKMR http. /rlayanan.boton.go. id1h1_1•11111111ptkmr/ 
hanya mencantumkan tentang layanan-layanan yang 
disediakan oleh PTKMR, tanpa menjelaskan 
standard operating procedure (SOP) tcntang alur 
pemberian layanan yang dilaksanakan langsung di 
PTKMR mulai dari penerimaan pendaftaran layanan 
di Bagian Front Desk. prosedur pcmbayaran. 
prosedur pelaksanaan pcngujian, sarnpai dengan 
pengambilan basil pengujian. Website layanan 
satker PTKMR tcrsebut juga tidak sccara khusus 
mencantumkan tarif PNBP vanz dibebankan k epadn 
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pelanggan. 
4) Audit investigasi yang telah dilakukan oleh 

Inspektorat BATAN, salah satu hasilnya adalah 
kegiatan jasa layanan PNBP PTKMR belum 
sepenuhnya dilaksanakan sesuai Surat Edaran 
Kepala PTKMR Nomor R-1821 /KMR/1.1 /WP 
00/09/2016 tanggal 26 September 2016 karena 
masih ditemukan bahwa Koperasi JKRL masih 
menerima pekerjaan jasa kalibrasi, analisa, evaluasi 
TLD dan jasa lainnya, dengan menggunakan sumber 
daya yang ada di PTKMR dalam hal ini SOM dan 
fasilitas Laboratorium. 

5) Hasil konfirmasi kepada Kasubag Keuangan 
PTKMR, Kepala Unit Jaminan Mutu PTKMR, 
Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Dosimetri, 
dan Kepala Metrologi Radiasi menyatakan bahwa 
sepengetahuan para pihak tersebut salah satu alasan 
pelanggan menggunakan jasa Koperasi JKRL 
m isalnya pada Jasa Anal is is Pemantauan Radiasi 
Perorangan dan Daerah Kerja yaitu pada TLD 
adalah karena tidak semua pelanggan memiliki ala! 
TLD sendiri dan ha) tersebut tidak dapat disediakan 
oleh PTKMR karena terkendala tidak adanya tarif 
penyewaan, penjualan TLD, dan tarif asuransi dalam 
PP Tarif PNBP. Selain itu, PTKMR tidak dapat 
melakukan hubungan langsung dengan pelanggan 
karena terhambat tarif biaya pengiriman yang tidak 
tercantum dalam PP Tarif PNBP. Alasan lainnya 
adalah keperluan faktur pajak oleh perusahaan yang 
menjadi pelanggan jasa layanan PTKMR yang dapat 
disediakan oleh Koperasi JKRL. 

b, Koperasi Urania pada PTBBN 
Berdasarkan dokumen pelanggan penerima jasa layanan 
PTBBN diketahui salah satunya adalah Koperasi 
Urania. Hasil penelusuran informasi lebih lanjut bahwa 
Koperasi Urania adalah koperasi pegawai PTBBN yang 
beramat di Gedung 20 Kawasan Nuklir Serpong. 
Hasil wawancara dengan Staf Bidang Uji 
Radiometalurgi selaku Ketua Koperasi dan Staf Tata 
Usaha selaku Sekretaris Koperasi Urania diketahui hal- 
hal berikut. 
I) Anggota, pengurus, dan penasehat Koperasi Urania 

adalah PNS aktif PTBBN, sedangkan pengelola 



harian Koperasi Urania adalah PNS non aktif 
PTBBN. 

2) Lokasi Sckretariat koperasi dialamatkan di Gedung 
20 Kawasan Nuklir Scrpong, namun tidak ada 
ruangan khusus yang diberikan untuk Sekretariat. 
Koperasi Urania menggunakan salah satu ruangan di 
Gcdung 20 Lantai I Kawasan Nuklir Serpong 
sebagai toko yang menjual bahan makanan/minuman 
yang dipcruntukkan bagi pegawai PTBBN. 
Atas penggunaan ruangan terscbut, Koperasi Urania 
belum pernah melakukan pembayaran sewa BMN. 

3) Menurut Kctua Koperasi, Koperasi Urania 
melakukan pcmasaran terhadap PNBP PTBBN 
kepada masyarakat agar lebih dikenal oleh 
masyarakat luas. Dari basil pcmasaran tersebut 
didapatlah pelanggan yang membutuhkan jasa 
PTBBN. Kopcrasi Urania dalam hal ini bertindak 
sebagai penghubung antara pelanggan dengan 
PTBBN. 
Alas dasar hal tersebut. Kopcrasi Urania menerima 
fee yang mcnjadi pcndapatan sebagai salah satu 
usaha ) ang dilakukan. Koperasi tidak membcrikan 
tarif khusus untuk fee terscbut. tcrgantung dengan 
pembcrian pclanggan. 

4) Sebagai salah satu pendapatan usaha koperasi, fee 
atas jasa lay a nan PTBBN menjadi salah satu sumber 
SHU yang dibcrikan kepada anggota koperasi. 

5) Pengecekan terhadap website layanan satker PTBBN 
http :l'. ,v, r11 ·. /u th 111. go. icl •lnclex. f)hp/ uh ;a.�a-1 avanaJJ- 
f)l hbn hanya mencantumkan tentang layanan- 
layanan yang disediakan oleh PTBBN. tanpa 
menjelaskan standard operating procedure (SOP) 
tentang alur pcmbcrian layanan yang dilaksanakan 
langsung di PTBBN mulai dari penenmaan 
pendaftaran layanan, prosedur pembayaran, proscdur 
pelaksanaan pcngujian, sampai dcngan pcngambilan 
hasil pengujian. Website layanan satker PTBBN 
hanya membcritahukan bahwa tarif PNBP sesuai 
dengan PP Nomor 29 Tahun 20 I I tanpa 
mcnyebutkan tarif per Jayanan secant mendetil, 

c, PT GTS pada PRSG 
Berdasarkan dokumen pelanggan pencrima jasa layanan 
Pusat Reaktor Scrba Guna (PRSG) diketahui salah 

125 



126 

satuuya adalah PT GTS. Hasil wawancara dengan 
Kepala Sub Bidang Perencanaan Operasi dan 
Bendahara Penerimaan PRSG diketahui bahwa PT GTS 
bcrtindak sebagai perantara yang melakukan 
penerimaan batu topaz dan melakukan pcngiriman 
kcmbali basil iradiasi batu topaz kepada perusahaan 
pcmiliknya yaitu Glvl Grnbl-l & Co. KG yang berasal 
dari negara Jerman. 
Awalnya GM Gmbl I & Co. KG mendapatkan informasi 
bahwa reaktor riset milik SATAN dapat melakukan 
iradiasi terhadap batu topaz dari pcrtemuan Workshop 
Utilisasi Reaktor Dunia, Kebutuhan untuk iradiasi batu 
topaz membuat GM GmbH & Co. KG menghubungi 
dan meminta PRSG untuk memberikan layanan jasa 
iradiasi, namun PRSG tidak memiliki izin pengiriman 
benda yang memiliki radiasi dari Sadan Pengawas 
Tenaga Nuklir (BAPETEN). 
Oengan batu topaz yang masih tersimpan, PRSG 
berinisiatif untuk mcncari perusahaan lain yang dapat 
bekerjasama dengan GM GmbH & Co. KG untuk 
membantu proses pcngiriman, sehingga ditunjuklah PT 
GTS yang menurut PRSG memenuhi syarat. 
Sclanjutny a. PT GTS dipcrkenalkan kcpada GM GmbH 
& Co. KG untuk dapat membuat perjanjian kerjasama 
guna pengctolaan dun pcngurusan batu topaz ke dan 
dari PRSG. Sela in itu, PT GTS juga membual perjanjian 
dengan PRSG dalam hal pembayaran scjumlah PNSP 
untuk proses iradiasi batu topaz. Perjanjian antara 
PRSG dan PT GTS berakhir pada tanggal 24 Juni 2017. 
PRSG tidak mengetahui tarif yang dikenakan oleh PT 
GTS untuk iradiasi sctiap batch/gram batu topaz kepada 
GM GmbH & Co. KG dan apakah tcrdapat pcngenaan 
tar if untuk peny impanan batu topaz selama bertahun- 
tahun. Tarif yang dikenakan oleh PRSG sebesar nilai 
PNSP untuk iradiasi batu topaz sebagaimana yang 
diatur pada PP Tarif Nomor 29 Tahun 2011 yaitu 
Rp 1.500,00 per batch/gram. 
Dari pengecekan tcrhadap kelengkapan dokumen yang 
berkenaan dengan penerimaan dan pengiriman batu 
topaz diketahui: 

I) Pada Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar Nomor 
503/000221 - BP2T/30-80/PS/Vll/20 IO tanggal 27 
Juli 2010 milik PT GTS tertulis bahwa Barang/Jasa 



• 

.. 

Dagangan Utama yang dikerjakan adalah Jasa 
Pemeliharaan Peralatan Kornponen Elcktronik dan 
Penjualan Komponen Elektronik dimana tidak 
tertulis tentang penanganan bahan radioaktif di 
dalarnnya. Selain itu IUP tersebut sudah tidak 
berlaku scjak 28 Juli 2015. 

2) Pada Kepulusan Kepala BAPETEN Nomor 
028048.3.110.00000.100914 tanggal 10 September 
2014 dikelahui bahwa pemberian izin untuk kegiatan 
ekspor peralatan yang mengandung zat radioaktif 
untuk barang konsumcn diberikan untuk jangka 
waktu dua tahun dari tanggal IO September 2014 
s.d. 9 September 2016 dan tidak dapat diperpanjang 
lagi. Sclain itu, izin pemanfaatan ini hanya berlaku. 
sclama sernua persyaratan izin scbagaimana 
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nornor 29 
Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumbcr 
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dipenuhi. 

Hasil konfirmasi kepada Direktur PT GTS via telepon 
diketahui bahwa pihak bea cukai tidak memerlukan 
Keputusan Kepala BAPETEN untuk mengizinkan 
ekspor/impor alat yang mengandung zat radioaktif. 
sehingga PT GTS dapat mengirimkan batu topaz tanpa 
harus memperpanjang izin dari BAPETEN. 

Permasalahan adanya pihak kctiga yang terbukti membantu 
mengelola jasa layanan milik BATAN dcngan alasan 
diantaranya tidak ada tarif untuk mengadakan suatu ala! dan 
tidak ada tarif untuk biaya pengiriman sebenamya dapat 
diakomod ir dalam surat perjanj ian antara BATAN dan 
pclanggan. Hal terscbut seperti tertuang dalam PP Nornor 
29 Tahun 2011 pasal 2 Ayat (I) dan Ayat (2) yang 
menyatakan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa I I Ayat (I) 
huruf a sampai dcngan huruf n tidak terrnasuk biaya 
transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi. Biaya 
transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana 
dirnaksud pada Ayat (I) dibebankan kepada Wajib Bayar. 
Hasil permintaan keterangan kepada Kabag Perencanaan 
Program diketahui bahwa pembcrian layanan jasa ketiga 
satkcr tersebut dengan penambahan biaya transportasi, 
akomodasi, dan/atau asuransi dapat dikenakan kepada 
pelanggan dengan menuangkannya dalam dokumen 

. oerianlian keriasama antara BA TAN (satker terkait) dengnn 
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pelanggan. 
Dcngan demikian tanpa menggunakan pihak ketiga, satkcr 

II pengelola PNBP di l3ATAN tetap dapat melakukan 
perikatan untuk memberikan layanan kepada pelanggan 
dengan mengenakan tarif tambahan di luar PNBP yang 
dibutuhkan scperti biaya pengiriman clan biaya asuransi 
dengan pembcrian tarif berdasarkan harga wajar dengan 
dokumen yang dapat dipcrtanggungjawabkan dan diuraikan 
dalam suatu perjanjian kcrjasama. Untuk penggunaan biaya- 

' biaya tersebut selanjutnya dapat diusulkan dalam DIPA 
melalui mekanisme APBN. Selain itu. untuk permasalahan 
tentang permintaan faktur pajak dari pelanggan, BATAN 
harus dapat melakukan sosialisasi bahwa jasa layanan yang 
diberikan oleh pemerintah tidak dikenakan pajak sehingga 
tidak perlu adanya faktur pajak. Sedangkan, untuk 
permasalahan marketing sebenarnya sudah diakomodir 
dengan tugas Jan fungsi dari satkcr Pusat Diseminasi dan 
Kem itraan. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dcngan: 
a. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tcntang 

Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 Ayat ( 1 ). 
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tcntang 

Pcrlindungau Konsumen, llab lll lcntang I Iak dan 
Kewajiban pada: Pasal 4 dan Pasal 7. 

c. Undang-undang Nornor 20 Tahun 1997 tentang PNI3P, 
Pasal 3: Ayat (I) dan Ayat (2). 

d. Penjelasan alas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Pcncrimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 Ayat 
(I) yang menyatakan bahwa "Tarif atas jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak pcrlu ditetapkan 
dengan pertimbangan secermat mungkin, karena ha] ini 
membebani masyarakat, Pertimbangan dampak 
pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, 
dan beban biaya yang ditanggung Pcmcrintah atas 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan 
oleh pernerintah yang berkaitan langsung dengan jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan 
serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang 
wajib ditanggung masyarakat adalah wajar. memberikan 
kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak 
mengharnbat kegiatan usaha yang dilakukan 
masyarakat", 

c. Peraturan Pemcrintah Nomor 45 Tahun 2013 tcntang 



Akibat 

Tata Cara Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Pasal 48: Ayat ( 1) dan Ayat (2). 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Pcnerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional 
Pasal 2 pada: Ayat ( 1) Jan Ayat (2). 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II Kewajiban dan 
Larangan, Bagian Kedua tcntang Larangan Pasal 4: 
Ayat ( 1) dan Angka 6. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengclolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 
29: Ayat (I) clan Ayat (7). 

i. Instruksi Kepala BATAN Nomor 248/KA/IX/2016 
tentang Langkah-langkah Penyelcsaian Tindak Lanjut 
Hasil Temuan Badan Pemcriksa Kcuangan di Pusat 
Teknologi Kesclamatan Metrologi dan Radiasi yang 
menyatakan bahwa ··Menginstruksikan Kctiga: 
mcnghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan 
tugas 13ATAN dengan layanan KJKRL dan segera 
mengambil tindakan: 
1) Menghcntikan kegiatan _Jasa layanan PNBP 

PTKMR - BAT AN yang dilakukan melalui 
KJKRL. 

2) Melaksanakan kegiatan _Jasa layanan PNBP 
PTKMR - BAT AN scsuai dengan mekanisme dan 
peraturan PNBP secara langsung. 

J- Surat Edaran Sekretaris Utama BA TAN Nomor 
2/SU/WP 00/03/2015 ten tang Penanganan Benturan 
Kepentingan. angka I tcntang bcntuk bcnturan 
kepcntingan. 

k. Pakta lntegritas BA TAN pada angka cmpat menyatakan 
bahwa "mcnghindari pertentangan kepentingan (conflict 
oJ interest; dalam nclaksanaan tunas". 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. lndependensi pcngambilan keputusan pada satker 

PTKMR dan PTBBN terkait pekerjaan yang berkaitan 
dengan Koperasi JKRL dan Koperasi Urania menjadi 
terganggu. 

b. Pelauggan dibebani biaya yang tinggi alas penarikan 
biaya di luar PNBP pada satker PTKMR minimal 
sebesar Rp513.099.635.00. 

c. Penuuuna iasa PTKMR, PTBBN. dan PRSG vanz 
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Saran 

rnengajukan perrnohonan rnelalui Koperasi JKRL, 
Koperasi Urania, dan PT GTS berpotensi rnenggugat 
atas pernbebanan tarif di atas tarif PN BP dan inforrnasi 
jasa layanan yang tidak diberikan secara terbuka dan 
transparan. 

d. RATAN kehilangan potensi pencrimaan PNBP akibat 
pemakaian BMN untuk keziatan Kopcrasi Urania. 

Berdasarkan ternuan di atas, rnaka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BA TAN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Mernberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

I) Kasubag Keuangan PTKM R, PTBBN. dan PRSG 
)ang lalai dalam mengawasi pcngelolaan PNBP 
yang dilakukan oleh pihak ketiga. 

2) Kasubag Perlengkapan PTBBN yang tidak cermat 
dalam mengelola 13MN sesuai ketentuan yang 
bcrlaku. 

J) Kabag TU PTBBN yang tidak optimal dalam 
mcngawasr pemanfaatan BMN dan fasilitas di 
lingkungan BA TAN oleh pihak ketiga. 

4) Kcpala satuan kerja PTKMR, PTBBN, dan PRSG 
yang lalai dalam rnelakukan pengawasan tcrkait 
pelaksanaan pclayanan jasa dengan pengelolaan oleh 
pihak ketiga yang beresiko lerjadi benturan 
kcpentingan dan tidak transparan, serta belum 
mcngusulkan penetapan tari f resin I sewaruangan 
koperasi Urania dan penggunaan fasilitas listrik dan 
air (satker PTl313N). 

b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Pendapatan Jasa/Fungsional PN131' supaya: 
I) Mclakukan pcrikatan perjanjran kerjasama secara 

langsung dengan pclanggan dalam memberikan jasa 
layanan dengan menambah biaya pengiriman dan 
biay a asuransi sesuai kcbutuhan pelanggan 
sebagaimana dipcrbolehkan dalam ketentuan PP 
Norn or 29 Tahun 2011. 

2) Melakukan sosialisasi kepada semua pelanggan jasa 
layanan PNBP BATAN ten tang alur pengurusan jasa 
layanan PNBP BA TAN tanpa melalui pihak ketiga 
dan tarif PNBP jasa layanan BATAN melalui surat, 
baliho, dan website. 

3) Melakukan pcncnmaan pendaftaran jasa layanan 
dcngan cara online oleh pelanggan masing-masing 



' satker pengelola PNBP. 
4) Tidak memproses pengurusan jasa layanan PNBP 

BAT AN yang didaftarkan melalui pihak ketiga. 
5) Mengusulkan penetapan tarif resmi atas sewa 

ruangan Koperasi Urania dan penggunaan fasilitas 
listrik dan air kenada Kementerian Keuanean. 
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1.3.1. Piutang Sewa Tanah kepada PT INUKI Berpotensi Tidak 
Tertagih Sebesar Rpl,79 Miliar, Kehilangan Potcnsi Pendapatan 
Sebesar Rpl,03 Miliar dan Denda Minimal Sebesar Rp323.87 
Juta 

Neraca l3ATAN per 31 Desembcr 2016 menyajikan saldo 
Piutang Bukan Pajak (bruto) sebesar Rp4.961.232.668.00. 
Saldo terscbut menurun sebanyak 14,63% dari saldo Piutang 
Bukan Pajak Tahun 2015 sebesar Rp4.328.217.06l,OO. 
Menurut Catalan atas Laporan Keuangan (CaLK) Neraca 
per 31 Desember 2016 poin C.1.4 dijelaskan bahwa dari 
saldo Piutang Bukan Pajak tersebut diantaranya sebesar 
Rpl.852.265.745,00 (37,33%) merupakan Piulang 
Pendapatan Sewa Tanah, Gcdung, dan Bangunan yang 
terdapat pada satker PTKMR sebcsar Rp 16.889.995,00 
(sewa ruangan koperasi JKRL); Pusdiklat sebesar 
Rp6.000.000,00 (sewa ruangan kantin dan koperasi); dan 

' Kantor Pusat sebesar Rpl .829.375.750.00 (scwa tanah Pasar 
Minggu oleh PT IBS dan sewa tanah Serpong oleh PT 
INUKI). Lebih lanjut dalam CaLK poin C.1.5 disajikan 
Rincian Pcnyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka 
Pendek. diantaranya tcrdapat piutang macet pada satker 
Kantor Pusal sebesar Rpl .799.282.000.00 alas nama PT 
INUKL 

Penjel:1•�11 Hasil konfirmasi kepada Direksi PT INUKI dan pengecekan 
alas l.aporan Keuangan PT INUK I Tahun 2016 (audited) 
dikctahui bahwa PT lNUKl tidak mcngakui adanya hutang 
scwa alas lahan BAT AN yang d imanfaatkannya, Lcbih 
lanjut, Direksi PT INUKJ menyampaikan keberatan alas 
pembebanan sewa tanah baik dari segi nilai dan periode 
lagihan untuk digunakan sebagai operasional PT INUKI 
karena sepengcrahuan Direksi terdapat BUMN lain yang 
menggunakan lahan dari suatu Kementerian/Lembaga lanpa 
dikenai biaya sewa tanah. Secara lisan Dircksi PT INUKI 
mcnyarnpaikan bahwa peniadaan pcnarikan biaya scwa 
tanah diharapkan mempertimbangkan PT INUKJ sebagai 
perusahaan milik Pemerinlah yang bersifat khusus dan 
strategis. 
Berdasarkan pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa: 
a. Bel,1111 ada surat perjanjian sewa tanah yang mengatur 

hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu BAT AN 
dan PT INUKJ. 

b. DJKN telah menctapkan nilai besaran sewa lahan 
BATAN scbesar Ro899.64 I.OOO.OO ner tahun dalam 
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jangka waktu dua tahun tanpa menu1iskan tahun 
sewanya, dan DJ KN menolak pcrrnohonan PT INUKI 
untuk melakukan pcninjauan kernbali alas besaran sewa 
terse but. 
Kepala Bi\ TAN rnenctapkan nila i besaran sewa lahan 
sebcsar Rp899 .641.000.00 per tahun dalam jangka 
waktu dua tahun yaitu sejak I Februari 2015 s.d. 31 
Desember 2017. 
Alas penetapan nilai bcsaran sewa lahan dimulai tanggal 
1 Februari 2015. maka Bi\ TAN kehilangan potensi 
pencrnnaan sejak Tahun 2009 minimal sebesar 
Rp 1.030.882.772.00. 

d. PT lNUKI tidak mcngakui nilai besaran sewa lahan 
kepada BAT i\N scperti yang disampaikan oleh Direksi 
PT INUKl dan bclum ada penyajian hutang scwa tanah 
kcpada BATAN dalam Laporan Keuangan PT INUKI 
Tahun 2016 (audited). 

e. BA TAN menyaj ikan piutang scwa tanah kepada PT 
lNUKI dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 
berdasarkan surat ketctapan tarif sewa tanah dari DJKN 
dan surat tagihan 1 s.d. 3. 

f. Terdapat potensi dcnda sebcsar Rp323.870.760,00 atas 
penagihan piutang yang bclurn <libayarkan JYf INUKI 
kepada Bi\TAN sejak langgal jatuh tempo 7 April 2016. 

g. Sampai pcmeriksaan berakhir. belum ada basil audicnsi 
PT INUKI denuan DJKN. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tcntang 

Standar Akuntansi Pemerintahan Lampi ran 11.0 I 
Kerangka Konscptual Akuntansi Pcmcrintahan paragraf 
35 yang mcnyatakan bahwa "Infortnasi dalam laporan 
kcuangan bebas dari pengertian yang mcnycsatkan dan 
kesalahan material. mcnyajikan setiap fakta sccarajujur. 
serta dapat diverifikasi". 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Pcncntuan Jumlah, Pcmbayaran, dan 
Penyctoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Tcrutang Pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan bahw a 
"Dalam hal pcmbayarau Peneri111aan Negara Bukan 
Pajak yang 1 erutang mclampaui jatuh tempo 
pernbayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan 
sanksi administrasi bcrupa denda sebcsar 2o/o (dua 
ocrsen) per bulan dari baaian vanu terutanz dan bogion 
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dari bulan dihitung I (satu) bulan penuh". 
c.. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 
Negara Pasal 12 Ayat (I) yang menyatakan bahwa 
"Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus 
paling lam bat 2 (dua) hari kerja sebelum 
penandatanganan perjanjian". 

d Bultek Nomor 16 Tahun tentang Akuntansi Piutang 
Berbasis Akrual: Bab III Piutang Berdasarkan 
Pungutan, poin 3.1.2 Piutang PNBP, Bab IV Piutang 
Berdasarkan Perikatan, huruf A.4 Pernberian 
Fasilitas/Jasa. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Piutang sew a tanah kepada PT INUKI sebesar 

Rpl.799.282.000,00 berpotensi tidak tertagih. 
b. Kehilangan potensi pendapatan sewa tanah dari PT 

Akihn1 INUKI sebelum penetapan pembayaran sewa tanggal I 
Februari 2015 sebesar Rpl.030.882.772,00. 

c. Kekurangan penerimaan negara dari denda atas 
pembayaran piutang sewa tanah yang sudah jatuh tempo 
sebesar Ro323.870.760,00 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala BA TAN agar melaksanakan 

Snron rekomendasi BPK untuk memerintahkan Sekretaris Utama 
untuk berkoordinasi dengan DJKN dan PT INUKI atas 
penetapan nilai sewa dan piutang sewa terhadap 
nernanfaatan tanah vane: dizunakan oleh PT INUKI. 
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Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI alas 
pemeriksaan LK Kementerian ESDM Tahun 2016 

NO' . . II : l'F.Mll.l.N . - -er,-,.·1 .. · 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

I. I Pend a pa tan 

I. I.I 
Peraturan dan Perhitungan Denda atas Pembayaran Iuran pada BPH Migas 
yang Melewati Batas Waktu Belum Memadai 

1.2 Belanja 
1.2.1. Pembavaran Tunazakan oada Sekretariat Jenderal Tidak Sesuai Ketentuan 
1.3 Piutanz 

1.3, I. P<mullw53hlian Plul.llllg Bukan J•11Juli p:tdn [JJl'l)ktoml kndcml Mineral il�n 
B1uub:1ru.1lolum Memnd111 " " 
Piutang pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan 

1.3 2. 
Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB LEMIGAS) 
sebesar Rp6.365.641.768,28 Tidak Didukung dengan Dokumen 
Perikatan/Perianiian vanz Lenzkao dan Sah 

1.3.3. 
Penatausahaan Piutang Iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
Belum Memadai 

1.4 Persediaan 
14.1 l'ottalUU5JlhWJnJ"orsi:dlnon =tlu Kcmet1ltrL111.ESDM BcF'-' Mc-a"1 

1.5 Asel Tetap 
1..'.i.1 l'cnat11u.s,,l11ian Asel rl;"!no nutfo �mm,nh;riun USDJ\lrr.:'ium Mcni11dai 
1.6 Asel Tak Berwujud 

1.6.1. 
Asel Tak Berwujud berupa Data Minyak dan Gas Bumi Belum Disajikan 
oada Neraca 

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
I.I Pendapatan 

Terdnp,n Kururig Batrir luran Tll!op Oit11111bi1� !J��� 5�� 
I. 1.1. USID I 2.lH.5S tl<)rtJI Kurang Baynr Koy11b.1 dun Dlll'l\ l.)ijnmbah mend� 

Sebesar USll l.l'M 934-32 dan Rnt..,l·I� 1.n.4�� S6 
1.2 Belania 

t.z, I. KO\<lrlrunJj3lllJl Pl!n�·olellaian T'eli,lzjl)an pnd! t>ireknm:n Jcod.el" a t EB1'Kli 
, 13olum DlkcruOOrn Denda Minimltl Sebesm Rn 15. 7tl3.772A!/2. 71 

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

1.3.1. Penatausahaan l'iutang Bukan Pajak pada Direktorat Jcnderal 
Mineral dan Batubara Behm, Memadai 

Ponjclll6llll 

Direktorat Jcnderal Mineral dan Batubara Kemcnterian 
ESDM (Ditjcn Mincrba) menyajikan saldo l'iutang Bukan 
Pajak pada Neraca per 31 Descmber 2016 scbesar 
Rp4.985 .029.187.013,00 (audited). N ilai Piutang llukan 
Pajak Ditjcn Minerba TA 2016 mengalam i pcnurunan 
sebesar Rp2 I .246.536.055.700.00 yaitu dari sebcsar 
Rp26.231.565.242.713,00 per 31 Descmber 2015 rnenjadi 
Rp4.985.029.l87.013.00 per 31 Dcsember 2016. Mutasi 
sebesar Rp2 I .246.536.055.700.00 diantaranya scbesar 
Rpl9.415.355.277.067,00 karena adanya penyelcsaian 
utang piutang dengan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pcrtambangan Batubara (PKP28) Gencrasi I yakni berupa 
set off alas kewajiban royalti yang harus dibay ar oleh 
PKP28 dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 
BPK telah mengungkapkan permasalahan penatausahaan 
Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba dalarn LHI' alas 
Laporan Kcuangan Kemeutcrian ESDM Tahun '.2015 dan 
BPK memberikan rckomendasi agar Ditjen Minerba segera 
membangun suatu sistcm pcngclolaan piutang PNBP SDA 
yang meny eluruh dan terintcgrasi. Tindak lanjut alas 
rekornendasi tcrscbut belum sepenuhnya scsuai dcngan 
rekomendasi karena rnasih dalam proses pembangunan 
sistern. 
Pada saat pcmeriksaan LK Kemenlcrian ESDM T !\ 2016. 
mekanisme pengclolaan l'iutang Bukan Pajak di Ditjen 
Minerba masih menggunakan sistern yang bclum 
terintegrasi dengan database wajib bayar, inputter bukti 
setor PNBP dan pelaporan keuangan. Pcngelolaan data 
pendapatan dan piutang juga masih menggunakan aplikasi 
microsoft excel. Sehubungan dengan belum selesainya 
pembangunan sistcm PNBI' SDA yang mcnyeluruh dan 
terintegrasi di Ditjen Minerba pada saat dilaksanakannya 
perneriksaan LK Kemcnterian ESDM Ti\ 2016. maka masih 
ditcmukan kclemahan terkait pengelolaan Piutang Bukan 
Pajak di Ditjen Minerba. 
Berdasarkan basil pemeriksaan tcrhadap penatausahaan 
Piutang Bukan Pajak vang dilakukan oleh Diticn Minerba 
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diketahui hal-hal sebagai berikut: 
a. Belum ada Standard Operating Procedure (SOP) 

yang Mengatur Pengelolaan Piutang PNBP 
Dalarn menjalankan fungsinya, Direktorat Pencrimaan 
Minerba belum memiliki SOP yang mcngatur secara 
mcnyeluruh pencatatan pcmbayaran PNBP, evaluasi 
clan monitoring pcmbayaran l'NBP. scrta pengelolaan 
piutang. 

b. Ditjen Minerba Bclum Sepennhnya Melakukan 
Evaluasi Mcnyeluruh atas Pcngenaan Piutang 
Bukan Pajak SDA alas luran Tetap 
Penelusuran terhadap evaluasi yang telah dilakukan 
oleh Ditjen Minerba alas pcmbayaran iuran tetap oleh 
waj ib bayar, diketahui bahwa Ditjen Minerba belum 
melakukan evaluasi secara mcmadai terhadap 431 lzin 
Usaha Pertambahan (IUI') yang bclum melakukan 
pembayaran Juran Te tap Tahun 2016 minimal sebesar 
USD6,306,497.80. Hal terscbut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
I) Berdasarkan hasil pcngujian secara uji petik kepada 

2.200 \UP CNC dikctahui bahwa terdapat 1.324 IUP 
yang terdaftar dalam do/abase \UP di Ditjen 
Mincrba tetapi tidak tcrcatat selaku penyctor 
pembayaran iuran tetap dalam data penerimaan SAi- 
SAU Tahun 2016. 

2) Sisa sebanyak 431 perusahaan dengan nilai 
kckurangan bay ar iuran tetap minimal sebesar 
USD6,306,497.80 ntau ekuivalen sebesar 
Rp84.734.I 04.440.80 (lJSD6.306.497.80 x kurs 
Rp 13.436.00). 

c. Ditjen Mincrba Belum Mclakukan Pcnagihan sesuai 
Ketentuan yang Bcrlaku 
Berdasarkan basil pengujian atas surat tagih yang 
diterbitkan pada 126 perusahaan dan belum dilunasi 
sampai dengan 3 I Desember 2016 diketahui bahwa 
Ditjen Mincrba melakukan pcnagihan tidak 
mcmperhatikan jangka waktu pcnagihan. Hal ini terlihat 
dari jangka waktu pcnerbitan surat tagih pertama, surat 
tagih kcdua dan surat tagih ketiga yang tidak tertib. 
Jangka waktu paling lama penerbitan antar surat tagih 
adalah 1.768 hari dan paling cepat yaitu dalam jangka 
waktu 28 hari, 

d. Hasil Konfirmasi Menuniukkan Adoo,•a Perbedaan 



Nilai Piutang Mcnurut Ditjen Minerba dan Menurut 
Wajib Bayar 
BPK telah melakukan konfirmasi secara uji petik 
terhadap 233 IUP/PKP2B/KK. Berdasarkan hasil 
konfirmasi sampai dengan 31 Maret 2017. diketahui 
hal-hal sebagai bcrikut. 

I) Terdapat J 7 perusahaan tidak dapat dikonfinnasi 
karena surat kembali dengan alasan alarnat tidak 
dikenal/tidak jelas, atau pindah. Jumlah nilai piutang 
yang dikonfirmasi dalam surat konfirmasi yang 
kembali adalah sebesar Rp192.669.755.6J 1,58 dan 
USD27.812.892.05. 

2) Terdapat satu perusahaan yaitu PT BML tidak bisa 
memberikan jawaban/klarifikasi karena tidak 
mengetahui saldo tersebut berasal dari mana. Nilai 
piutang yang tidak dapat diklarifikasi yaitu sebesar 
Rp59.J45.4JO,OO dan USD833,955.95. 

J) Terdapat enam perusahaan yang mcnyatakan 
sependapat dengan saldo yang tcrcatat pada Ditjen 
Minerba. N ilai Piutang yang disepakati yaitu sebesar 
Rp7.972.815.569,38 dan USD 1,019,228.48. 

4) Terdapat JO perusahaan yang menyatakan tidak 
sepakat/berbcda dcngan saldo piutang yang dicatat 
oleh Ditjen Minerba. Nilai Piutang yang tidak 
d isepakati adalah sebcsar Rp 188.6 76.259.252,66 dan 
lJSD32,654. 705.57. 

5) Sebanyak 159 perusahaan belum mcmberikan 
jawaban atas konfinnasi yang dikirimkan . .lumlah 
nilai piutang yang belum berhasil untuk 
dikonfinnasikan yaitu sebesar 
Rp733.13 7.953.080,38 dan USD71,660,84 I. I 6. 

e, Kurang Cata! dan Lebih Cata! dalam l'cncatatan 
l'iutang Bukan Pajak 
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mutasi Piutang 
Bukan Pajak dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. 

1) lndikasi terjadi lebih catat piutang karena kesalahan 
input piutang pada PT ANM. Di dalam surat tagih 
Norn or l 765/84/DBN.PL/2016 tanggal 9 November 
20 16 menycbutkan kurang bayar iuran tetap sebesar 
Rp9.429.062.00 tetapi dalam worksheet tercatat 
USD9,429,062.00. Sehingga nilai selisih per 31 
Desember 20 16 adalah sebesar 
Ro126.679.447.970.00. Atas kelebihan catat tersebut 
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dilakukan koreksi pada saldo Neraca per 31 
Desember 2016 unaudited. 

2) Lebih bayar iuran tetap sebesar USD28,781.32 PT 
TOP belum dicatat pada worksheet utang kelebihan 
bayar berdasarkan surat tagih nomor 
89/84/DBN.PL/2016 tanggal 22 Agustus 2016. 
Sehingga kurang catat utang kelcbihan bayar sebesar 
Rp386.705.815,52 (USD28.781.32 x kurs 
Rpl3.436,00). Atas kurang catat utang kelebihan 
bayar tcrsebut dilakukan koreksi pada saldo Neraca 
per 3 I Desember 2016 unaudited. 

3) Lebih bayar iuran tetap PT GNM sebesar 
USD43,848.99 berdasarkan surat tagih nomor 
966/68.02/DBN .PL/2016 belum d icatat dalam 
worksheet utang kelebihan bayar PNBP. Sehingga 
terdapat kurang catat pada utang kelcbihan bayar 
sebesar Rp589. I 55.029,64 (USD43,848.99 x kurs 
Rp 13 .436,00). Alas kurang catat utang kelebihan 
bayar tcrsebut dilakukan koreksi pada saldo Neraca 
per 3 1 Desember 2016 unaudited. 

4) Kurang bayar iuran tctap PT BIM sebesar 
USDI 62,981.74 berdasarkan surat nomor 
3116/84/DBN.Pl./2016 tanggal 27 Desember 2016 
belum tercatat dalam worksheet piutang per 3 I 
Desember 2016. Schingga tcrdapal kurang catat 
iuran tetap sebesar Rp2. I 89.822.658,64 
(USO 162.981.74 x kurs Rp 13.436,00). Atas 
terjadinya kurang catat tcrsebut dilakukan koreksi 
pada saldo piutang per 31 Dcsember 2016 
unaudited. 

f. Kartu Piutang Tidak Menyajikan Data secara 
Historis 
Kartu piutang mcrupakan kartu yang menunjukkan 
jumlah piutang. mulasi dan saldo piutang masing- 
masing debitur. Pencatatan piutang dilakukan pada saat 
timbulnya hak pemerintah atau adanya kewajiban pihak 
lain kepada pemerintah. Pencatatan didasarkan alas 
dokumen sumber yang berasal dari sumber ketetapan 
piutang, bukti setor dan surat pcnghapusan piutang. 
13erdasarkan hasil penelusuran nilai yang tercantum 
dalam worksheet piutang ke dalam kartu piutang dapat 
diketahui hal-hal scbagai berikut: 

I) Kartu Di11U1n!! tidak menvaiikan infonnasi secara 



lengkap data terkait tanggal pencalatan dan surat 
tagih (nomor dan tanggal surat), yang menyebabkan 
timbulnya piutang tcrsebut pada masing-masing 
debitur; 

2) Kartu piutang tidak bisa menyajikan cul-<�fftransaksi 
pencatatan piutang; 

J) Terdapat perbedaan saldo piutang per JI Dcsem ber 
2016 antara kartu piutang dengan worksheet piutang 
pada IO pcrusahaan dengan nilai selisih sebesar 
Rpl.150.715,37 dan USDJ,859,582.15. 

g, Pcnyajian Pendapatan dan Behan Kerugian Selisih 
Kurs Belum Terealisasi di Ditjen Minerha Belum 
Sesuai Ketentuan 
Ditjen Mincrba mengungkapkan Beban Kcrugian 
Selisih Kurs scbesar Rp559.685.799.929,00 dalam 
CaLK TA 2016. Adanya penurunan selisih kurs dari 
Rpl3.795.00 mcnjadi Rpl3.436,00 atas piutang lJSD 
yang masih outstanding. 
Alas kondisi tersebut, kebijakan selisih kurs Ditjcn 
Minerha tclah diungkapkan dalam CaLK (audited). 

h, Tindak Lanjut terkait alas Tcrnuan Tahun 
Sebelumnya 
Bebcrapa perrnasalahan yang tennual dalam hasil 
pemeriksaan LK Kemcnterian ESDM TA 2015 yang 
dituaugkun dalarn LHP Nomor 26.8/Ll-lP/XVll/05/2016 
tanggal 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut. 
I) Sejumlah Perusahaan Tiduk Tercatat pada Data 

Pemhayaran SAi sehingga Terindikasi Belum 
Memhayar Juran Tctap 
Atas permasalahan 288 pcrusahaan yang ada di 12 
kabupaten/kota yang tidak tcrcatat pada data 
pembayaran SAi sehingga terindikasi bclum 
rncrnbayar iuran tetap minimal scbesar 
USD4.926.892.98. 

2) Sejumlah Surat Tagih Belum Dilaporkan dalam 
Piutang PNBP Mincrha 
Dalam basil pemeriksaan L.K Kemenlcrian ESDM 
TA 20 15 yang dituangkan dalam LI IP men) ebutkan 
bahwa: 

1. Hasil pcmeriksaan LK Kcmcnterian ESDM 
TA 2014 yang dituangkan dalam LHP Nomor 
8.C/L.IIP/XVTJ/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 
rnenjelaskan bahwa ierdaoat minimal 2.090 
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IUP dan 15 PKP2B yang belum melakukan 
pcrnbayaran iurau tctap lA 2013 sebesar 
USD14,909,188.19 serta minimal 1.884 IUP 
dan 31 PKP2B yang belum melakukan 
pembayaran iuran letap TA 2014 scbcsar 
USD!l,334.531.73 pada ernpat provinsi yaitu 
Provinsi Kalimantan limur, Kalimantan 
Sclatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi 
Tenggara. 

11. Masih tcrdapat 459 surat tagih yang 
diterbitkan pada Tahun 2015 senilai 
USDl 7,236,398.73 pada tujuh provinsi yang 
belum tercalal dalam works/we/ piutang 
maupun dalarn neraca. 

3) Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba Tidak 
Didukung dengan Rincian dan Dokumen Sumber 
yang Memadai 
llasil Pemeriksaan LK Kementeriau ESDM TA 
2015 menyatakan adanya pcrbedaan nilai Piutang 
pada Neraca dan Worksheet Piutang per 31 
Desember 2015 sebesar Rp33.94 I .346.3 79.44 dan 
USD206.873,3 59.88. 

4) Hasil Konfirmasi Menunjukkan Adanya 
Sejumlah Wajib Bayar yang Tidak Scpendapat 
dengan Nilai Piutang yang Dicatat Ditjen 
Minerba 
Tcrkait lcmuan dalam LHP atas LK ESDM TA 2015 
yang menyatakan adanya perbcdaan nilai piulang 
(tidak tcrmasuk nilai piutang PKP2B) antara Ditjen 
Minerba dengan wajib bayar yang Lidak dapat 
dilakukan koreksi karena bclum didukung dcngan 
dokumen surnber yang rnemadai sebesar 
Rp8. I 15 .625 .917. 78 dan USD6. 758.114.23 atau 
setara dcngan Rp IO I 343 .811. 720.63 ( dcngan kurs 
tengah BI scbesar Rpl3.795,00 pada tanggal 31 
Desernber 2015). 

Kondisi tersebut tidak sesuai dcngan: 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun I 997 tentang 

Pcncrimaan Negara Bukan Pajak. pada: Pasal 6 Ayat 
(I), Pasal 6 Ayat(2Jdan Pasal 6 A)at(3). 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. pada: Pasal 18 
A vat (I) dan A vat (2). 



. 

Akibat 

e, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Pencntuan Jurnlah, Pembayaran, dan 
Penyetoran Pcncrimaan Negara Bukan Pajak yang 
Terutang, pada: Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (I), Ayat 
(2) dan Ayat (J ). l'asal 6 Ayat (I). Pasal 13 Ayat (I) , 
Ayat (2). Ayat (1). Ayat (4) dan Ayat (5). 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran l. l O PSAP 
Nomor 09 tentang Kewajiban, pada: Paragraf 56, 
Paragraf 58 dan Paragraf 59. 

e. Peraturan Pcrncrintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif alas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kemcnterian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Lampiran 11.B. 

r. Pcraturan Mentcri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 
tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembcntukan 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian 
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. pada: 
Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (4), Pasal 5 Ayat (I) dan Ayat 
(2), serta Pasal 6 Ayat (I). 

g, Peraturan Mcnleri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 
tcntang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 2I9/PMK_05/2013 tentang Kebijakan J\kuntansi 
Pcmerintah Pusat Bab V Kebijakan Akuntansi Piutang 
Huruf J\. Piutang Jangka Pcndck, pada: Nomor 4 dan 
Nomor 5. 

h. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 
16 tentang J\kuntansi Piutang Berbasis Akmal Poin 
2.1.2 mengenai Piutang Selain Pajak. 

,. Peraturan Direktur Jendcral Pcrbendaharaan Nomor 
l'ER-02/PB/2007 tenlang Pedoman Penatausahaan dan 
Akuntansi Piutang Pcnerimaan Negara Bukan Pajak, 
pada: Pasal I Ayat (I) dan Bab II Peuarausahaan 
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Kondisi tersebut mengakibatkan: 
a. Terdapat potcnsi kekurangan penerimaan Negara iuran 

tctap scbesar Rp86.660.658.960,80 yang terdiri dari 
ruran tetap Tahun 20 16 minimal sebesar 
Rp84. 734.104.440,80 dan Tahun 20 I 5 scbesar 
Rp 1.926.554.520,00 yang belum dilakukan penagihan 
oleh Ditjen Minerba; 

b. Surat tagih yang diterbitkan pada Tahun 2015 senilai 
USO 17 ,561, I 40.93belum dapat diyakini validitasnya; 
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· c, Terdapat selisih nilai Piutang antara worksheet dengan 
Neraca minimal sebesar Rp4.273.778.665,90 yang tidak 
dapat diyakini kewajarannya: 

d. Terdapat indikasi kurang catat piutang sebesar 
Rp7.945.920,00 pada PT P: 

e Tcrdapat salah saji sebesar Rp9.496.524.909,52 karena 
penyaJ1an piutang iuran tetap lcbih besar dari yang 
diakui perusahaan; 

f. Penyajian Beban Kerugian Selisih Kurs Belum 
Terealisasi dan Pendapatan Selisih Kurs Belum 
Terealisasi belum mencenninkan kondisi yang 
scbenarnya. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan 
rckomendasi BPK : 
a. Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk: 

I) segcra menetapkan SOP dan membangun sistem 
pengelolaan Piutang PNBP SDJ\ yang terintegrasi; 

2) Memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba 
menagih kekurangan penerimaan iuran tetap sebesar 
Rp86.660.658.960,80 yang terdiri dari iuran letap 
Tahun 2016 sebesar Rp84.734. I 04.440,80 dan 
Tahun 2015 scbesar Rp 1.926.554.520.00; 

3) Memerintahkan Direktur Pcnerimaan Minerba agar 
mcmverifikasi dan mcncatat surat tagih senilai 
USO I 7.561, 140.93 yang belum tercatat dalam 
worksheet piutang maupun Neraca; 

4) Memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba agar 
memverifikasi dan menelusuri bukti-bukti 
pcncatatan atas: 

1. Selisih worksheet dan Neraca sebesar 
Rp4.273 .778.665.90; 

11. Kurang catat piutang sebesar Rp?.945.920,00 
pada PT P; 

111. Penyajian piutang iuran tetap yang tidak sesuai 
dengan pengakuan perusahaan sebesar 
Rp9.496.524.909.52: 

5) Menyusun kebijakan akuntansi terkait penyajian 
selisih kurs setelah berkoordinasi dengan 
Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat 
implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 



"' 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; 

6) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 
kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara 
yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian 
dan pengawasan pengelolaan penerimaan minerba, 
serta supervisi pencatatan Piutang Bukan Pajak pada 
worksheet dan kartu piutang; 

7) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 
kepada Kepala Subdirektorat Pelaksanaan 
Penerimaan Minerba dan Kepala Subdirektorat 
Pengawasan Penerimaan Minerba yang belum tertib 
dalam melakukan fungsi penagihan atas kekurangan 
pembayaran kewajiban PNBP Mineral dan Batubara; 

8) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 
kepada Kepala Subdirektorat Pengawasan 
Penerimaan Minerba yang belum 
mendokumentasikan Piutang Bukan Pajak secara 
memadai; 

9) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 
kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Wilayah 
Minerba yang kurang cermat dalam mengelola 
informasi database perusahaan tambang minerba 

. dalam aplikasi MOMI. 
b Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada Dirjen Minerba yang tidak optimal dalam 
membangun suatu sistem pengelolaan piutang PNBP 
SOA YIIDJ! tennregrasi, 
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Kementerian ESDM mcnyajikan nilai perscdiaan pada 
Neraca per 31 Desember 2016 sebesar 
Rp622.802. 73 7 .043,00 (audited). N ilai persed iaan tersebut 
terdiri dari barang konsumsi, bahan baku. dan barang untuk 
pemeliharaan dan lainnya. Berdasarkan basil pcmcriksaan 
terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik atas pcngclolaan 
persediaan ditemukan permasalahan dcngan rincian sebagai 
berikut. 
a. Pengadaan Belanja Barang Perscdiaan yang Tidak 

Menggunakan MAK 521811 
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditcmukan 
pennasalahan terkait pengadaan belanja barang 
persediaan yang tidak menggunakan MAK 521811 
(Bclanja Barang Pcrsediaan Barang Konsumsi) pada 
Sekretariat Jenderal dan BPH Migas. 

b. Harang Persediaan Tidak Dapat Dimanfaatkan, 
Rusak dan Kedaluwarsa 
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa 
sejumlah barang persediaan sudah tidak dapat 
dimanfaatkan dan belum didukung dcngan llerita Acara 
Penghapusan pada Ditjen Minerba dan Sadan Geologi. 

c, Belanja Barang Persediaan Harang Kunsumsi 
Direalisasikan untuk Pengadaan Asel Tetap 
Berdasarkan basil pemeriksaan diketahui bahwa 
sejumlah pcngadaan belanja barang persediaan tidak 
menggunakan MAK 521811 pada Sckretariat Jenderal 
dan Ditjcn ESTKE. 

cl. Kuning Cata! alas Nilai Pcrscdiaan 
RplS.893.496.621,00 dan Lebih Calat 
Persediaan Sebesar Rp68.785.437.038,00 
Hasil pemcriksaan pada Sckrctariat Jenderal, 
Inspektorat Jcndcral, Sadan Geologi. Ditjen Mincrba, 
BPSOM, Ditjen EBTKE dan BPI-I Migas ditemukan 
permasalahan kurang catat dan lebih carat alas nilai 
persediaan. 

e. Persediaan Tidak Dicatat Sesuai dengan Kondisi 
clan Spcsifikasi yang Sebenarnya 
llerdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa 
sejumlah persediaan yang dicatat pada Badan Geologi 
dan Ditjen Minerba tidak sesuai dcngan kondisi dan 
snesifikasi vana sebenarnva, 

Scbesar 
Nilai 



f. Pengamanan Fisik Persediaan Bclum Sepenuhnya 
Memadai 
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa 
Operator persediaan/peuyimpan barang pada masmg- 
masmg biro di Sekretariat Jenderal n1eny1111pan 
persediaan di gudang atau ruang kerja kcpala 
bagian/kepala sub bagian. Selain itu, penempatan 
barang bclum dilakukan sesuai dcngan jenis barang. 
Kondisi ini terjadi karena adanya kcterbatasan tempat 
sehingga pada saat pemeriksaan fisik, harus melakukan 
pembongkaran barang dari tempat penyimpanan. 
J>ada BPH Migas diketahui pengamanan fisik 
perscdiaan belum memadai. 

g. Tim lnventarisasi BMN Pcrsediaan pada BPSDM 
Tidak Menjalankan Standard Operating Procedure 
(SOP) 
Berdasarkan basil wawancara tanggal 9 Maret 2017 
dengan Tim lnvcntaris BMN Persediaan diketahui 
bahwa tim inventaris tidak melaksanakan SOP terkait 
pengelolaan barang pcrsediaan. Untuk pencatatan 
barang persediaan masuk, tim invcntaris menggunakan 
dokumen RAST dari PPHP. Tim inventaris tidak 
memeriksa jenis/spcsifikasi, volume, dan kondisi barang 
apakah telah scsuai antara dokumen tcrkait dengan fisik 
barang. 

h. Beberapa Esclon I pada Kementerinn ESDM Belum 
Memiliki Administrasi Mutasi Persediaan yang 
Lengkap 
Saluan Kerja Iuspcktorat Jenderal. Ditjen EBTKE dan 
BPSDM tidak memiliki administrasi mutasi persediaan 
yang lengkap. seperti buku Pcrsediaan dan Ka11u 
Persediaan schingga rnutasi persediaan atau informasi 
yang menunjukkan saldo akhir per jenis barang dan 
infonnasi keluar masuknya barang persediaan tidak 
diketahui secara pasti. 
Lcbih lanjut. pada Biro Organisasi dan Tata Laksana 
Sekretariat Jcndcral Kemcnlerian ESDM ditemukan 
pennasalahan rekonsiliasi persediaan tidak dituangkan 
dalam BA Rekonsiliasi. Operator persediaan selaku 
inputter perscdiaan pada Setjen Kementerian ESDM 
telah melakukan rekonsiliasi dengan pengelola 
persediaan pada masing-masing biro per triwulan. 
Namun. hasil rekonsiliasi tidak dituannkan dalam berita 
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acara. Kondisi ini menyebabkan saldo persediaan pada 
Laporan Persediaan berbeda dengan operator 
persediaan. 

i. Penunjukkan Pengelola Perscdiaan Tidak Didukung 
Surat Kcputusan 
I lasil perneriksaan fisik alas barnng perscdiaan pada 
Ditjen bBTKE dan hasil wawancara tanggal 2 Maret 
2017 dcngan pengelola gudang pcnyimpanan, diketahui 
bahwa pengelola gudang merupakan pegawai tidak 
tetap Ditjen EBTKE. Selain itu, penunjukkan yang 
bersangkutan sebagai pengelola perscdiaan tidak 
didukung surat keputusan dari Kuasa Pengguna l3arang. 
Permasalahan serupa juga ditemukan pada 13PH Migas 
dimana tidak ada surat penunjukan resmi dari Kuasa 
Pengguna Barang untuk pengelola fisik 
Perscdiaan/pemegang kunci gudang. 

j. Pencatalan Persediaan Masih Belum Informatif 
terkait Penggunaan Saluan 
Hasil pcmeriksaan fisik perscdiaan yang dilakukan di 
Ditjen Minerba, diketahui terdapat penggunaan sebutan 
satuan atas barang persediaan berupa A TK dan obat- 
obatan mengguuakan satuan "box" padahal sccara fisik 
seharusnya mcnggunakan satuan "buah". 
I lasil stock opnume yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa terdapat barang yang tidak utuh satu box atau 
telah diambil hanya bebcrapa buah saja, naruun dicatat 
sebagai satu box. 

k. Pencatatan Mutasi Persediaan Tidak Tertib 
1) Sekrctariat Jendcral 

Hasil perneriksaan pada Sekretariat Jendcral terkait 
pencatatan mutasi persediaan diternukan beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 

1. Pada Biro Kcuangan, Biro Klik dan Puskom, 
serta Biro Umum Rutin dan Pusat Pengelola 
BMN pada Sckretariat Jenderal ditemukan 
adanya pengambilan barang tanpa dokumen 
pendukung: 

11. Pada Pusat Data dan Teknologi lnformasi 
ditemukan [3;\ Stock Opname pada akhir tahun 
mcrupakan basil dari akurnulasi pencatatan 
yang dilakukan dengan Microsoft Excel, bukan 
berdasarkan has ii stock opname; 

111. Pada Biro Pcrencanaan. Biro SDM, PPBMN 



rm dan Pusdatin ditemukan penyimpan barang 
belum melakukan pencatatan pada kartu 
persediaan untuk setiap jenis barang; 

iv. Pada Biro SDM dan Biro Perencanaan pada 
Sekretariat Jenderal mencatat pcrsediaau secara 
in-0111 schingga tidak mcrniliki saldo 
persed iaan. 

2) BPH Migas 
Hasil perneriksaan atas penatausahaan persediaan, 
observasi fisik tempat penyimpanan persediaan, dan 
wawancara dengan opcralor perscdiaan pada BPH 
Migas ditemukan permasalahan pcncatatan mutasi 
pcrsediaan tidak tertib, yaitu sebagai berikut. 

1. Operator Persediaan meng-inpul pengeluaran 
Persediaan berdasarkan ban sccara periodik 
sekali per bulan yaitu pada akhir bulan; 

11. Bon pengeluaran persediaan tidak pre- 
numbered; 

111. Terdapat dua jenis format ban pengeluaran 
persediaan. Hasil pemeriksaan secara uji petik 
alas bon pengeluaran sebanyak 70 lembar, 
dimana terdapat 34 lembar dengan kolom 
otorisasi Kepala Sub Bagian Umum dan 
seluruhnya belum ditandatangani. Sementara itu 
sisanya sebanyak 36 lembar (70 lembar -34 
lernbar) hanya lcrdapat kolom persetujuan 
Bagian Gudang dengan 19 diantaranya belum 
d itandatangan i; 

iv. Tidak ada kolom otorisasi dari atasan langsung 
untuk Pcmohon. 

I. Pcrscdiaan Senilai Rp197.639.358,00 Tidak 
Dllakukan Invcntarisasi Fisik pada Tanggal 
Pela po ran 
Terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan 
laboratorium antara Berita Acara Stock (JJJJ1a1ne 
Perscdiaan per 31 Desembcr 2016 PSDMBP dengan 
La po ran Barang Persediaan Bulan Desember 2016 
Bidang Mineral-Sub Bidang Mineral Logam yang 
merupakan salah satu satker yang ada di PSDMBP. 
PSDMBP tidak melakukan inventarisasi fisik 
persediaan secara memadai karena berdasarkan Berita 
Acara Cek Fisik Persediaan PSOMBP nomor 

II. 12/94/UAB/BGD/2016 tancaal 30 Desember 2016 
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diketahui bahwa PSDMBP dalam inventarisasi fisiknya 
masih mcnghitung persediaan yang telah keluar bcrupa 
peralatan laboratorium kimia dan fisika yang berada di 
Sub 13idang Mineral Logam. Barang-barang 
laboratorium terscbut telah keluar dari persediaan 
sebelum tanggal JO Desembcr 2016 )ang dibuktikan 
dengan 13011 Permintaan Bahan/Peralatan Laboratorium. 

m. Mutasi Keluar Perscdiaan Tidak Didukung dengan 
Bukti Pcngeluaran Senilai Rp7.070.000,00 
Hasil pemeriksaan fisik persediaan yang dilakukan di 
Ditjen Minerba alas saldo pcrscdiaan per JI Descmbcr 
2016 beserta mutasinya sampai dengan dilakukannya 
eek fisik persediaan, dikeiahui bahwa terdapat 
persediaan yang mutasi keluarnya tidak didukung 
dengan bukti pengeluaran. 

n. Pencatatan Persediaan berupa Barang Konsumsi 
Scnilai Rp954.206.450,00 dan Pcrsediaan LPG dan 
Tank Cramping Senilai Rp76.802.200,00 pada 
PPSDM Migas Tidak Memadai 
Pemeriksaan dokumen alas barang persediaan pada 
tanggal 8 Maret 2017, diketahui bahwa terdapat mutasi 
barang konsumsi dan lainnya sebesar Rp954.206.450.00 
dicatat mcnjadi Rp0.00 dan bahan baku sebesar 
Rp76.802.200,00 menjadi Rp4J.84 I .600.00. 
l-lasil pemeriksaan fisik Gudang Diklat tclah 
mempunyai kartu barang dan catatan bon kcluar untuk 
gudang Sertifikasi telah terdapat kertas kerja berupa 
saldo persediaan yang di-update setiap transaksi 
masuk/kcluar, namun Tim lnventaris BMN Persediaan 
sendiri tidak mempunya1 kartu barang alau catatan 
terkait barang yang masih ada di gudang Diklat dan 
Sertifikasi Sehingga nilai persediaan pada ncraca 
tanggal 8 Maret 2017 telah menjaJi Rp0,00 dan 
Rp4J.84 l.600,00 meskipun di lapangan masih terdapat 
barang di zudana Diklat. Sertifikasi. Kilanz. dan BRU. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 

Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan 
bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang 
milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan 
sebaik-baiknya. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada: Pasal 18 
Ayat (I) dan Pasal 18 Ayat (2). 

c. Pcraturan Pemcrintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai 
Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Akrual 
Pcrnyataan No111or 05 tcntang ;\kuntansi Persediaan, 
pada: Paragraf 12. Paragrnf 14 dan Paragraf. 

d. Pernluran Pemcrintah Nomor 71 Tahun 20 IO tentang 
Standar Akuntansi Pcmcrintahan Larnpiran 1.03 
Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi 
Anggaran Berbasis Kas, pad a: Paragraf 34 dan Paragraf 
35. 

e. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pcngclolaan Barang Milik Negara. pada: l'asal 1 Ayat 
(24). Pasal 6 Ayat (2) hurufk. Pasal 6 Ayat (3), Pasal 42 
Ayat (I), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 92 Ayat (I). 

f. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor I 71/l'MK.05/2007 
tcntang Sistcm Akuntansi dan Pclaporan Keuangan 
Pemcrintah Pusat Lampiran Bagian Kctiga Sistem 
Akuntansi Keuangan Romawi Ill tentang Pclaksanaan 
SAi huruf e mcngatur tcntang dokumen sumber yang 
digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat 
satuan kerja untuk Dokumcn Persec.liaan antara lain 
kartu persediaan. buku pcrsediaan, dan laporan 
perscdiaan. 

g. Pcraturan Mentcri Keuangan Nomor 181/l'MK.06/2016 
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. pada: 
Lampiran IL Lampiran Ill dan Lampiran V. 

h. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pcrbendaharaan 
Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi 
Perscdiaan. 

1. Surat Edaran Dirjen Pcrbendaharaan Nomor S- 
64 78/l'B.6/20 15 tanggal 3 Agustus 20 15 perihal 
Pcnggunaan Akun Helan]a. 

J. Surat Edaran Dirjen Pcrbendaharaan Nomor S- 
9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 pcrihal 
Pcrubahan Akun Belanja Perscdiaan. 

Kondisi tersebut mcngakibatkan: 
a. Anggaran Belanja pada Sekrerariat Jenderal, BPH 

Migas <lan Ditjen EBTKE tidak efcktif sebagai alat 
pengendalian pcncatatan perscdiaan: 

b. Kementerian ESDM tidak dapat menerima manfaat atas 
persediaan rusak dan kedaluwarsa di Ditjen Minerba 
dan Sadan Geologi; 
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c. Nilai persediaan pada BPH Migas tidak dapat diyakini 
kewajarannya sebesar Rp 126.427.184,00; 

d. Adanya risiko kehilangan atau penyalahgunaan 
persediaan di BPH Migas, BPSDM, lnspcktorat 
Jenderal, Ditjen EBTKE, BPSDM dan Sekretariat 
Jendcral; 

e. Adanya potensi pcncalatan pcrscdiaan yang tidak sesuai 
dengan unit fisik dan kondisi persediaan pada Ditjcn 
Minerba dan PSG Badan Geologi lnspektorat Jenderal, 
PSDMBP dan PPSDM Migas. 

Berdasarkan tcmuan di atas. maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan 
rckumendasi BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai kctentuan kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran pada Sckretariat Jenderal, BPH 
Migas dan Ditjcn EBTKE atas ketidakoptimalannya 
dalam menyusun DIPA sesuai aturan yang berlaku; 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kcpada pengelola 
fisik pcrsediaan pada Ditjen Minerba dan Badan 
Geologi; 

c. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang di BPH 
Migas, BPSDM, lnspektorat Jcnderal. Ditjen EBTKE, 
BPSDM dan Sekrctariat Jcnderal untuk menyusun 
dan/atau menerapkan aturan pelaksanaan tcrkait 
penge lo la an persed iaan: 

d. Mcnginstruksikan Kuasa Pengguna Barang di Ditjen 
Mincrba, PSG Badan Geologi, lnspektorat Jenderal, 
PSDMBP dan PPSDM Migas untuk memberikan sanksi 
sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator Aplikasi 
Persediaan/penyimpan barang yang tidak menaati 
ketentuan dalam pcncatatan dan pelaporan persediaan; 

e. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada BPH 
Migas untuk memverifikasi dan menelusuri bukti-bukti 
pencatatan atas nilai persediaan yang tidak dapat 
di, akini kewaiarannva, 



1.5.1. Penatausahaan Asct Tetap pada Kementerian ESDM Belum 
Memadai 

Kcmcnterian ESDM mcnyajikan nilai buku Asel Tetap 
pada Neraca per 3 I Desember 2016 sebesar 
Rp 13 .083 .424. 726.460.00 (audited). 
Bcrdasarkan hasil pcmeriksaan terhadap penatausahaan aset 
tetap pada aplikasi Sistem lnforrnasi Manajemcn dan 
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dokumen 
pendukung lainnya, serta pemeriksaan fisik diketahui 
beberapa pennasalahan berikut: 
a. Transaksi Pcnambahan Saldo Awai Secara 

Berulang Mengindikasikan Kelcmahan 
Pengendalian atas Pcncatatan Aset Tetap 
Pcmeriksaan atas transaksi mutasi saldo asct tctap pada 
SIMAK BMN di Kementerian ESDM rnenunjukkan 
bahwa tcrdapat transaksi penarnbahan saldo awal (ienis 
transaksi I 00) pada TA 2016 dengan nilai transaksi 
sebesar Rp 120. 744.03 7 .818,00 dari 697 transaksi. 
Perneriksaan lcbih lanjut pada SIMAK BMN 
menunjukkan bahwa sejak TA 2010 s.d. T J\ 2015. 
Kementerian ESDM telah melakukan 3.648 transaksi 
perubahan saldo awal sebesar Rp4.712.840.391.557.00. 

Penjcla�un I Iasil pcmeriksaan tcrscbut menunjukkan bahwa 
terdapat kelemahan sistcm pengendalian intern dimana 
aset-asct perolehan tahun scbclumnya baru dicatat pada 
tahun berjalan scnilai Rp 14.856.498.706.00. 
Bcrdasarkan kcnaikan perubahan saldo awal yang 
dilakukan setiap tahun sejak Tahun 2010 sampai 
dengan Tahun 2016 yang mencapa: 
Rp4.833.584.429.375.00 atau nilai rata-rata per tahun 
sebesar Rp805.597.404.895.83 menunjukkan potensi 
asersi kelengkapan (completeness) yang tidak dapat 
dipenuhi pada Laporan Keuangan sccara berulang. 

b. Pcnambahan Aset Tetap Senilai Rpll,06 Miliar 
Tidak Menggunakan Mata Anggaran yang Sesuai 
SIMAK BMN mcncatat penambahan asct yang berasal 
dari transaksi kas ke dalarn beberapa jcnis transaksi, 
yaitu transaksi Pembel ian, transaksi Penyelesaian 
Pembangunan Langsung, transaksi Pengernbangan 
Nilai Asel, transaksi Pengembangan Melalui KDP. 
transaksi Perolehan/Penambahan KDP. dan transaksi 
Pengembangan KDP. Selama TA 2016 terdapat 
nennmbahan asct vane dicatat oada SIMAK BMN dari 
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transaksi kas yaitu sebanyak Rp 1.875 .169.782.132,00. 
Sementara itu berdasarkan Laporan Rcalisasi Anggaran 
diketahui bahwa realisasi Belanja Modal TA 2016 
adalah sebesar Rpl.812.887.519.651,00. Dengan 
demikian terdapat pcnambahan aset dari transaksi kas 
sebesar Rp62.282.262.48 I ,OO yang bukan berasal dari 
transaksi Belanja Modal. 
Hal tcrsebut menunjukkan adanya kelemahan sistem 
pengendalian intern dalam ha! penganggaran pada 
Kementerian ESDM dimana masih terdapat aset tetap 
yang diperoleh bukan melalui Belanja Modal dan 
terdapat penggunaan Belanja Modal yang tidak 
menghasilkan aset tetap/aset tak berwujud scbesar 
Rp 11.068.152.857,00. 

e. Asel Tetap Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya 
Pemeriksaan fisik pada BPH Migas secara uji petik atas 
45 jenis kode barang pada SIMAK BMN yang 
dilakukan pada tanggal 26 Maret 20 I 7 menunjukkan 
bahwa terdapat 1.051 unit barang untuk 26 jenis kode 
barang yang tidak diketahui keberadaannya. Hasil 
penelusuran pada SIMAK BMN berdasarkan harga 
tercndah atas tipc/jenis barang yang sarna, diketahui 
bahwa nilai 1.051 unit barang yang tidak dikctahui 
keberadaannya minimal sebesar Rp3 .414.701.219,00. 

ii. Asel Tetap Belum Dicatat pada SIMAK BMN dan 
Neraca 
Hasil pemeriksaan pada Ditjcn Minerba menunjukkan 
tcrdapat ernpat aset tetap berupa kendaraan yang belum 
dicatat dalam SIMAK BMN. Aset-aset terse but belum 
dicalal pada SIMAK BMN karena tidak diketahui harga 
perolchannya. 

e. Barang Milik Negara Sebanyak 4.237 Unit Minimal 
Senilai Rp6.051.950.434,00 dalarn Kondisi Rusak 
Berat Namun Masih Tercatat pada Asel Tetap 
Berdasarkan pemcriksaan pada aplikasi SIMAK BMN 
diketahui bahwa terdapat BMN sebanyak 3.949 unit 
dengan nilai Rp4.427.9 I 0.464,00 dicatat dengan 
kondisi rusak berat namun aset-aset tersebut masih 
disajikan sebagai aset tetap dalam Neraca Kementerian 
ESDM per 31 Descmber 2016. 
Hasil pemeriksaan fisik pada BPH Migas secara uji 
petik alas sejumlah aset pada gudang lantai 5 dan lantai 
dasar p11d11 tnnazal 24 Maret 2017 menuniukkan bahwa 
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terdapat 288 unit barang berupa peralatan elcktronik 
dalam kondisi rusak bcrat sedangkan pada SIMAK 
BMN aset terscbut tercatat masih dalam kondisi baik. 
Hasil penelusuran pada SIMAK BMN dengan 
mendasarkan pada harga tcrendah alas tipe/jenis barang 
yang sarna mcnunjukkan nilai 288 unit peralatan 
elektronik yang rusak berat terscbut minimal adalah 
sebcsar Rpl .624.039.970.00. 
Atas BMN yang diketahui dalam kondisi rusak berat 
terscbut, satker terkait belum melakukan tahapan 
prosedur sebagai berikut. 
1) Menerbitkan surat keterangan atas pcrubahan 

kondisi BMN; 
2) Mcngusulkan kepada Pcngelola Barang untuk 

dilakukan pcnghapusan alas BMN tcrsebut dcngan 
mcnyertakan syarat-syarat scsuai ketentuan 
perundangan yang berlaku; dan selanjutnya 

3) Mclakukan reklasifikasi BMN tcrsebut ke dalarn 
Daftar Barang Rusak Bernt 

r. Asel Tetap Tidak Dicatat Secara Rinci Scsuai Fisik 
Hasil pemcriksaan fisik pada Satkcr Pusdatin tanggal 
12 April 2017 menunjukkan aplikasi SIMAK BMN 
tidak merinci scluruh data peralatan lI. baik rincian 
item pcralatan maupun mereknya schingga Operator 
BMN tidak dapat mcngidcntifikasi kcberadaan 
sejurnlah aset scsuai kondisi ny atany a. 

g. Daftar Barang Ruangan (DBR) pada SIMAK BMN 
Tidak Mutakhir dan BMN Tidak Dilengkapi Label 
1-lasil pemeriksaan pada SIMAK BMN pada BPH 
Migas mcnunjukkan bahwa 2.158 unit aset dari total 
asct sejumlah 5 .326 unit masih tcrcatat pad a Daftar 
Barang yang bclum tcrdistribusi pada ruangan. 
Operator BMN menyebutkan bahwa Daftar Harang 
Ruangan (DBR) tidak update. Operator BMN 
mcnjelaskan bahwa sejauh ini baru 13 ruangan di lantai 
2 yang sudah mempunyai DBR yang sesuai dcngan 
kondisi mutakhir yaitu dcngan jumlah barang sebanyak 
14 7 unit. Dengan dcmikian sisanya sebanyak 5 .215 unit 
(5.362 - 147) kondisi dan lokasinya belum dapat 
diidentifikasi bcrdasarkan aplikasi SIMAK BMN. 
Kondisi serupa ditemukan pada PPBMN dan Pusdatin 
dimana Operator BMN bclum scpenuhnya mclakukan 
eemutakhiran DBR pada anlikasi SIMAK BMN. 
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b. Perbedaan Jumlah Persil dan Luasan Tanab antara 
SIMAK BMN dengan SIMANTAP 
Berdasarkan perbandingan alas data SIMANTAP dan 
data SIMAK BMN yang discrahkan kepada tim 
pemeriksa diketahui bahwa terdapat selisih jumlah 
bidang dan luasan tanah yang dicatat pada kedua 
aplikasi tersebut. SIMANTAP mencatat total luasan 
tanah sebesar 2.819.9111112 dari 335 persil sedangkan 
SIMAK BMN mcncatat total luasan tanah scbesar 
2.902.270m2 dari 319 persil. 
Rekonsiliasi atas data tanah pada SIMAK dan 
SIMANTAP tersebut menunjukkan menunjukkan 
adanya permasalahan-permasalahan scbagai berikut. 
I) Perbedaan luasan tanah antara SIM AK dan 

SIMANTAP 
Hal ini terjadi pada delapan unit Eselon 1 pada 23 
bidang tanah. 

2) Sejumlah luasan tanah pada SIMAK BMN tidak 
terdapat datanya pada SIMANTAP 
Sebanyak 21 bidang tanah dengan total luas sebesar 
67.4111112 senilai Rp228. 719.231.724,00 tidak 
tercatat pada SIMANTAP. 

3) Sejumlah luasan pada SIMANTAP tidak terdapat 
datanya pada SIMAK 13MN 
Sebanyak 22 bidang tanah pada SIMANTAP dengan 
total luasan sebcsar 24.4 72m2 tidak tcrcatat pada 
SIMAK BMN. 

Selain itu berdasarkan data SIMANTAP dikctahui 
bahwa atas luasan tanah sebesar 2.819.9111112 tersebut 
terdapat sejumlah kondisi sebagai berikut. 
1) Tanah seluas 157.0651112 dari 54 persil belum 

merniliki sertifikat. 
Oiantaranya tanah Badan Gcologi seluas 4251112 
yang terletak di Jalan latmawati No111or IO 
Cilandak, tanah Oitjen Minerba seluas 2671112 yang 
tcrlctak di Jalan H. Ramli Nomor 19 dan 20 Jakarta 
dan tanah Sekretariat Jenderal seluas 6651112 yang 
tcrletak di Jalan Brawijaya VII I; 

2) Tanah seluas 19 7081112 dari tujuh persil bersertifikat 
1-lak Guna Bangunan dan satu diantaranya alas narna 
PT Pert; 

3) Tanah seluas 9.5441112 dari delapan persil 
bersertifikat 1-lak Milik dimana dua diantaranva a.n. 
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i. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Bersaldo 

Negatif Senilai Rp255.318.973.514,00 
Pemeriksaan atas hasil olahan data SIMAK BMN level 
UAPB untuk rincian per unit KDP menunjukkan bahwa 
tcrdapat 117 unit KDP pada dua Eselon I bersaldo 
negative dengan total nilai sebesar 
Rp255.318.973.5 l 4,00. 
Penjelasan alas KDP tcrsebut dari Ditjen Galrik dan 
Balitbang menjelaskan bahwa KDP dcngan nilai negatif 
tersebut discbabkan karena kesalahan operator dalam 
mclakukan reklasifikasi alas penyelesaian KDP atau 
transfer keluar KDI' pada saat likuidasi satker. 
Selain itu berdasarkan pemeriksaan alas CaLK dan 
CaLBMN dikctahui bahwa KDP belum dilcngkapi 
dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tahunan 
schingga tidak dapat diketahui kondisi KDP yang ter- 
update dan eksposur resiko penurunan nilai dan fungsi 
KDI'. 

j. KDP Tidak Dicatat pada Satker yang Sesuai 
Pemeriksaan pada Neraca Setjen mcnunjukkan adanya 
nilai saldo KDI' dcngan asel induk berupa gedung 
bangunan yang telah diserahterimakan kepada Ditjen 
EBTKE dan Bad iklat. yaitu: 
I) Pada nilai saldo KDP masih Lcrcatat pekerjaan jasa 

konsultansi untuk renovasi gedung Sctjcn 
Kementerian ESDM sesuai Kontrak Nomor 
OI/SPK/P2K.NF/SJU/2012 sebesar 
Rp 110.924.000.00 dan Konlrak Nomor 
O I/SPK/PKT.35-U/P2K.Nf'/XI sebesar 
Rp 166.3 86.000.00. Pekerjaan dilaksanakan untuk 
rcnovasi gedung di Jalan Pegangsaan Timur Nomorl 
Cikini pada lantai 6. 7. 8 dan 8,5. Gedung terscbut 
tclah diserahkan kepada Ditjen EBTKE pada tanggal 
I September 2015: 

2) Saldo KDP masih tercatat pekerjaan jasa konsultansi 
perencanaan renovasi gcdung kantor dan 
pemasangan cladding sesuai dcngan SPK Nomor 
O I /Perjan/P2KFSJ/2013 scbcsar Rp236. 709.275,00. 
Pekerjaan dilaksanakan untuk renovasi gedung di 
Jalan Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Pusat. 
Berdasarkan data SIMAK BMN, gedung kantor 
tersebut telah diserahkan kenada Badiklat nada 
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tanggal 18 Agustus 2015. 
k. KDP Senilai Rp203.020.590.501,00 Belum 

Diselesaikan serta Tidak Didukung Bukti Opname 
Fisik 
Pemeriksaan lebih detail alas nncian KDP 
menunjukkan bahwa terdapat 54 unit KDP dengan total 
nilai scbcsar Rp203.020.590.501,00 belum diselesaikan 
menjadi asct tetap sampai dengan 31 Descmber 2016 
sedangkan transaksi KDP tersebut sudah dicatat sejak 
Tahun 2010 s.d. 2014. 
Selain itu, berdasarkan pemeriksaan alas CaLK dan 
CaLBMN diketahui bahwa KDP belum dilengkapi 
dengan Berita Acara Pcmeriksaan Fisik tahunan 
sehingga tidak dapat diketahui kondisi KDP yang 
paling mutakhir dan eksposur resiko penurunan nilai 
dan fungsi KDP. 

I. Nilai Akumulasi Penyusutan Asel Tctap yang 
Tercatat pada SIMAK BMN Sebesar Rp12,89 
Miliar Tidak Sesuai dengan Ketentuan 
Nilai Akumulasi Penyusulan Asel Tetap pada Neraca 
per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.288. l 87.186.688,00 
(unaudited). Hasil penguJian akurasi akumulasi 
penyusutan secara uj i petik atas aset tcrap sebanyak 
198.960 unit (NUP) dari 288.698 unit yang tercatat 
pada Asel Tetap inlrakomptabel (diluar Asct Tetap 
Lainnya) menunjukkan terdapat perhitungan 
penyusutan untuk 7.905 unit aset dengan nilai sebesar 
Rpl2.892.501.165,00 pada SIMAK BMN yang tidak 
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 
Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana diubah terakhir 
melalui KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Modul 
Penyusutan Barang Mi lik Negara berupa A set Tetap 
pada l.ntitas Pernerintah Pusat. 
Alas permasalahan tersebut operator BMN tingkat 
Eselon I menjelaskan bahwa penyusutan tersebut 
dilakukan secara otomatis (hy systemv oleh sistem 
aplikasi SIMAK BMN. Operator BMN tidak 
melakukan input manual ataupun verifikasi atas nilai 
nenvusutan vanu tcrcatat nada aolikasi SIMAK BMN. 

Kondisi lersebut tidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan 
bahwa pengguna Baranz dan/atau Kuasa Penzguna 
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Nomor 
melalui 
Modul 

i. 

Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang 
milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya 
dengan sebaik-baiknya. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran I. 07 
tentang Akuntansi Ase! Tetap: Paragraf77 dan 79. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada: Pasal 
42 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat 
(3) dan Pasal 92 Ayat (1). 

d. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 
15 tentang Akuntansi Aset Tetap pada angka 11.1 
tentang Ase! Tetap Berbasis Akrual. 

e. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 
15 tentang Akuntansi Ase! Tetap Berbasis Akrual pada 
angka 7 .2. tentang Pengakuan Konstruksi Dalam 
Pengerjaan. 

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 09/PMK.06/2009 
tentang Pedoman Pelaksanaan lnventarisasi, Penilaian, 
dan Pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik 
Negara, pada: Pasal 17 dan Pasal 18. 

g. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor l 86/PMK.06/2009 
dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertifikatan 
Barang Milik Negara Berupa Tanah. 

h, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan 
Pengendalian Barang Milik Negara, pada: Pasal 20 
Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (2). 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/PMK.06/2013 
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Ase! 
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, pada Pasal 12 
Ayat (I) yang menyatakan bahwa penentuan nilai yang 
dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap 
tanpa ada nilai residu; 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 
tentang Penatausahaan B MN, pad a: Pasal 3 dan Pasal 

18, Ayat (I). 
k.. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 

94/KM.6/2013 sebagaimana diubah terakhir 
KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang 
Penyusutan Barang Milik Negara berupa Ase! Tetap 
pnda Entitas Pemerintah Pusat. 

j. 

;.: 
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Kondisi tersebut mengakibatkan: 
a. Nilai buku aset tetap pada Neraca Kementerian ESDM 

TA 2016 belum sepenuhnya menggambarkan kondisi 
sebenarnya, atas: 
I) Potensi asersi completeness yang tidak dapat 

dipenuhi secara berulang dalam laporan keuangan 
atas pencatatan aset; 

2) Sejumlah aset tidak dapat ditelusuri keberadaannya 
pada BPH Migas, Ditjen Minerba dan Sekretariat 
Jenderal; 

3) Sejumlah aset belum dicatat pada Ditjen Minerba; 
4) Neraca ESDM yang menyajikan aset rusak berat 

sebagai aset tetap berpotensi overstated minimal 
sebesar Rp6.051.950.434,00 serta mengganggu 
asersi classification dalam Laporan Keuangan; 

5) Tidak adanya penjelasan dan bukti pendukung yang 
memadai atas selisih luasan tanah antara SJMAK 
BMN dan SIMANTAP; 

6) Rincian unit KDP pada Ditjen Gatrik dan Balitbang 
senilai Rp255.318.973.514,00 karena ada unit KDP 
yang masih tercatat outstanding dan KDP dengan 
nilai negative untuk KDP yang telah menjadi aset 
definitif atau telah ditransfer; 

7) Nilai akumulasi penyusutan yang tidak akurat pada 
Neraca Kementerian ESDM sebesar 
Rp 12.892.501.165,00. 

b. Adanya sejumlah aset yang berpotensi hilang atau 
rusak, pada: 
I) Satker Pusdatin yang tidak dicatat secara rinci; 
2) Inspektorat Jenderal, BPH Migas, Sekretariat 

Jenderal, PPBMN yang tidak tercatat pada Daftar 
Barang Ruangan dan tidak dilengkapi label BMN. 

c. Ketidakjelasan status dan kondisi atas sejumlah aset, 
yaitu: 
I) Belum adanya sertifikat untuk 157 .065m2 dari 54 

persil tanah Kementerian ESDM berpotensi 
menimbulkan sengketa kepemilikan dengan pihak 
lain di masa yang akan datang; 

2) KDP sebesar Rpl99.201.567.091,00 yang berlarut- 
larut penyelesaiannya berpotensi mengalami 
penurunan nilai dan fungsi secara riil, serta 
mengalami peningkatan resiko pendanaan yang lebih 
besar untuk rnenaembaliknn kondisiuva. 



Saran 

d. Penganggaran Belanja tidak efcktif sebagai alat 
pcngendalian atas pencatatan asct; 

e. Kementerian ESDM tidak mendapat manfaat substantif 
alas pengeluaran Belanja untuk KDP yang dihentikan 
clan akan dihapuskan sebesar Rp3 .271. 183 .635.00; 

f. Sekretariat Jenderal mencatat asct berupa KDP sebesar 
Rp514.019.275.00 tetapi manfaat ekouornis alas aset 
tersebut ditcrima oleh satkcr lain. 

Berdasarkan temuan di atas, maka Kornisi VII DPR RI 
perlu mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan 
rckomendasi BPK untuik: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran pada Sekretariat Jenderal, Ditjen 
Minerba, DEN, BPH Migas, Ditjen Migas, Ditjen 
EBTKE. Balitbang dan BPSDM yang kurang ccrrnat 
dalam mercalisasikan anggaran agar belanja benar- 
benar menccrminkan sifat dan substansi manfaat yang 
diperoleh. 

b. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang, pada: 
1) BPH Migas, Ditjen Minerba dan Sekretaris Jenderal 

untuk melakukan inventarisasi menyeluruh atas aset 
yang dirniliki schingga scluruh Aset yang tcrcatat 
pada SIMAK BMN satkcr dapat ditelusuri 
keberadaannya: 

2) Ditjen Mincrba untuk mclaksanakan penilaian atas 
aset-aset yang belum mcmiliki nilai perolehan agar 
dapat segera dicatat pada SIMAK UMN: 

3) Sekretariat Jcndcral, lnspektorat Jenderal. Ditjen 
Minerba, Balitbaug, BPSDM, Badan Geologi clan 
BPH Migas untuk menindaklanjuti status aset-asct 
yang rusak bcrat sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku: 

4) lnspektorat .lcnderal. BPH Mi gas dan Sekretaris 
Jcnderal untuk memerintahkan operator BMN 
memutakhirkan Daftar Barang Ruangan pada 
S!MAK BMN untuk menun_jukkan nncian scsuai 
dengan kondisi nyatanya serta memberikan label 
BMN atas tiap asetnya; 

5) Ditjen M igas, Ditjen Minerba, Lemigas, BPSDM, 
dan Badan Geologi untuk berkoordinasi dcngan 
BPN untuk mcmpercepat proses sertifikasi atas 
tanah-tanah yang dimiliki serta balik nama untuk 
tanah yan� masih tercatat denzan nama selain 

163 



164 

Pernerin tah R l; 
6) Ditjen Garrik dan Oolitbang untuk menjelaskan ams 

aser-nset KDP yang masih tercamt memiliki nilai 
negaiif: 

7) Balitbang 1111tuk 
sdmlnistrasl atas 
I lngkungan nya; 

8) Sekretarint Jcnderal untuk memprose;i pengalihun 
KDP kepada Satker yang menerima rnnnfaat; 

9) Ditjen Mlgas dan Bntlan Geologi untuk 
mengevaluasi mckanisrne perencanaan alas belnnja 
sehingga seluruh KDP dapat memberikan rnanfaat 
secara nyatn di masa depan: 

10) Sekreuiriat Jendcral, Ditjen Mincrba dnn BPSDM 
untuk segera menlndeklanjuti usulan penghcniian 
don penghapusan KDP; 

11) Seluruh satker di lingkungan Kemernerisn ESO 1 
untuk mcmerimnhkan Operator BM agar selalu 
berkoordinasi dcngnn DJKN clan melakukan update 
etas apllkas! IMAK 13MN sesuai dengnn ketentuan, 

e. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barnng untuk 
rnernberikan sanksi sesuni kereruuan, kepada: 
I J Operator BMN pada Pusdatin yang kurnng cermat 

dalum mMgclola pencatatan BM,'J secura rinci 
scsuai dengan pernturan yang bcrlaku; 

2) Operator SJMAK BMN level UAKPB dan Operator 
SAfBA level AKPA pada satker terkait ntas 
kekursngcermatannye dalnrn melnkukan koordinasi 
dan rekonsiliasl atas pencaratan aset tetap. 

d, Menglnstruksikan lnspektur Jendernl untuk rnelakukan 
rekon iliasi menyeluruh serta pemutakhiran daUJ '11"" 
luasnn dnn nilai ranah ynng tercnuu pada SIMAK BMN 
dan SI MANTAP pad a Sekremrint Jenderal, Ditjen 
Migas, Ditjcn Mincrba Balitbang, BPSDM. Barlau 
Geologi dan BPll Migas untuk mernastikan luasan 
dicatat sesuai denaan bukti kenemilikan yonR dimiliki, 

rnempcrbaiki ke nlahan 
pencmnran KDP dalarn 



KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

I.I.I. Terdapat Kurang Bayar Juran Tctap Ditambah Dcnda Scbesar 
USD12.357.58 scrta Kurang Bayar Royalti dan DHPB Ditambah 
Denda Sebesar USDl,644,934.52 dan Rp6.448 737 H2,56 

Pcnjelasan 

Kl'plltuhan 
l•cromrnn 

Direktorat Jendcral Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) 
mcnganggarkan Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNI3P) 
sebesar Rp30.108.075. l 42.67 l ,OO pada l.aporan Realisasi 
Anggaran TA 2016 dcngan realisasi sebcsar 
Rp27. l 60. I 72.232.038,00 atau scbesar 90.21 % (audited). 
Pemeriksaan terhadup pcnerunaan PNl3P Kementcrian 
ESDM TA 2016 dilakukan secara uji petik alas kcwajiban 
pembayaran iuran letap. royalti dan Dana Hasil Produksi 
Batubara (DHPB) terhadap lima perusahaan pertambangan 
batubara di Provinsi Kalirnantan Selatan dan Kalimantan 
Timur, 
Berdasarkan basil pcmeriksaan terhadap bukti setor dan 
bukti pcndukungnya diketahui terdapat dua pcrusahaan 
kurang membayar iuran telap dan denda scbcsar 
USO 12,357.58 dan lima perusahaan kurang membayar 
royalti, DI !PB clan dcnda scbesar USO 1.644.934.52 Jan 
Rp6.448. 73 7.422.56 
Hasil pcmeriksaan lcbih lanjut alas bukti sctor dan bukti 
pendukungnya menunjukkan kekurangan pembayaran 
royalti, DHPB dan denda tersebut disebabkan antara lain 
scbagai berikut: 
a. Perusahaan menggunakan harga 111\ oicc yang lcbih 

kecil dari Harga Patokan Batubara (HPB) sebagai dasar 
perhitungan DIIPB: 

b. Perusahaan tidak akurat dalam perhitungan I !PB untuk 
kontrak penjualan term dan spot )ang digunakan 
sebagai dasar pcrhitungan DI !PB: 

c. Perusahaan bclum menggunakan Hl'B batuan induk 
dalam menentukau harga royalti; 

d. Pcrusahaan membebankanjenis dan nilai biaya 
pcnyesuaian H PB yang tidak sesuai: 

e. Perusahaan rcrlambat rnembayar kewajiban scsuai 
dengan tanggal jatuh tempo yang diatur dalam 
ketentuan perundnng-undanaan dan/atau kontrak. 

Kondisi terse but tidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tcntang 

Penerimaan Nezara Bukan Pajak Pasal 17 Ayat (I); 
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. U1111t111g1111 b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara, pada: Pasal 13 Ayat (2), Pasal 16 huruf (b) 
dan Pasal 22 huruf ( e ). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada 
Kementerian ESDM. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan 
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Terutang, pada: Pasal 5 Ayat (I) dan Pasal 6 Ayat (I); 

e, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan 
Mineral dan Batubara, Pasal 14; 

f. Contract No.J2/ji.DUl52!82 Agreement Between P.N 
TB and PT AJ on 16 November 1982, Article] ]Tax and 
Sharing Of Production; 

g. Amandemen Kedua tanggal 5 Agustus 2015 Perjanjian 
Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara 
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT 
IMMTahun 2015 atas Kontrak Nomor 
097.B.Ji/292/U/1990, Pasal 12 tentang Pembagian Hasil 
Produksi, pada: Ayat (I) dan Ayat (I.a); 

h. Perjanjian Kerja Sama Penjualan Batubara antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan PT BIB Nomor 
49.BA/05/DJB/201 I, Pasal 6 Avat (I). 

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan PNBP tahun 
2016 dari iuran tetap dan denda sebesar USD12,357.58 serta 

klb�I royalti, DHPB dan denda masing-masing sebesar 
USDl,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56 dan atas 
kekeranean PNBP tersebut tidak daoat dimanfaatkan. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi Vil DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan 
rekomendasi BPK : 
a. Memerintahkan Direktur Jenderal Minerba untuk 

menagih iuran tetap dan denda sebesar USD12,357.58 
aran serta royalti dan DHPB sebesar USO 1,644,934.52 dan 

Rp6.448. 737.422,56; 
b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku kepada: 
I) Direktur Jenderal Minerba, karena kurang optimal 

dalam melaksanakan tuzasnva terkait oenaelolaan 
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iuran tetap. royalti dan DHPB; 
2) Direktur Penerimaan Negara Minerba, karena 

kurang optimal dalam pengawasan pelaksanaan 
anggaran atas realisasi kontrak pembayaran iuran 
tetap, royalti dan DHPB; 

3) Kasubdit Pelaksanaan Penerimaan Minerba, karena 
kurang proaktif dalam berkoordinasi dengan para 
wa] ib bnyar. 
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1.2.1. Ketcrlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Dircktorat 
Jenderal EBTKE Belum Dikcnakan Denda Minimal Scbesar 
R1115.703 772 492,71 

Penjelasan 

Ktpaluhun 
Peil\rtu ran 

Perundang- 
Undangan 
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Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan 
Konservasi Encrgi (DJEBTKE) menganggarkan Belanja 
Harang scbesar Rp!.967.349.006.000,00 dan l3elanja Modal 
scbesar Rpl 12.635.782.000,00 pada Laporan Realisasi 
Anggaran TA 2016 dcngan rcalisasi sebcsar 
Rp I .354.193.245.231.00 (68,98%) dan 
Rp I 09.843.725.288,00 (97.52%) (audited). Diantara 
Be Ian ja Harang dan Modal tcrsebut terdapat 22 paket 
pekerjaan sebesar Rp533.444.002.300.00 yang 
mcnggunakan mckanismc Peraturan Menteri Keuangan 
pada PMK 194/PMK.05/2014 jo PMK 243/PMK.05/20I5 
dan dilanjutkan pekerjaannya padaTA 2017. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan alas pelaksanaan 22 paket 
pckerjaan tersebut diketahui adanya ketcrlambatan 
penyelesaian pekcrjaan pada seluruh pekerjaan tersebut dan 
belum dikenakan denda sekurang-kurangnya atau minimal 
scbesar Rp 15. 703. 772.492, 71 dengan cut off per tanggal 3 I 
Maret 2017. 
Pcrrnasalahan di atas dapat diuraikan sebagai berikut. 
a Denda ketcrlambatan alas pekcrjaan yang telah sclesai 

sebclum 90 hari kalender scbesar Rp4.135.149.675.88 
Denda keterlambatan alas pckerjaan yang tclah sclesai 
sebclurn 90 hari kalender scsuai PMK 
l 94/PMK.05/2014 JO PMK 243/PMK.05/2015 yaitu 
pada 12 pakct pekerjaan sebesar Rp4. l 35. 149.675.88. 

b. Denda keterlambatan atas pekerjaan yang belum sclesai 
dikerjakan dan melebihi 90 hari kalender sekurnng- 
kuranuuva atau minimal sebesar Rp 11.568.622.816.83 

Kondisi tcrsebut tidak sesuai dcngan: 
a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 IO tcntang 

Pengadaan Harang/Jasa Pemerintah dengan perubahan 
lerakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pada 
Pasal 120: 

b. Peraturan Mcnteri Kcuangan Nornor 243/PMK.05/2015 
tentang Perubahan Atas Pcraturan Mentcri Keuangan 
Nomor I 94/PMK.05/2014 tcntang Pelaksanaan 
Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pckerjaan Yang 
Tidak Terselesaikan Sampai Dcngan Akhir Tahun, 
pada: Pasal 4 Ayat (1) huruf a, Pasal 11 Ayat (I) dan 
Ayat (3). 



Akibat 

Saran 

c. Peraturan Lembaga Pcngembangan Jasa Konstruksi 
Nasional Nomor IO Tahun 2014 tentang Peru bah an 
Kedua alas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 lcntang 
Rcgistrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; 

J. Peraturan Lembaga Kebijakan Pcngadaan 13arang/Jasa 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Prcsiden 
Nomor 54 Tahun 2010 lcntang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah pada bagian Lampiran: Bab II Tata Cara 
Pemilihan Penycdia Barang; 
Kontrak masing-masing Pekerjaan TA 2016. yaitu pad a 
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Jan Syarat- 
Syarat Umum Kontrak (SSUK) rnengenm pengenaan 
Denda: dan 

r. Kontrak 1na�1ng-mas1ng pckerjaan Pcmbangunan 
PLTMH TA 2016 yaitu pada Syarat-Syarat Urn um 
Kontrak (SSUK) Nomor 42 Kelerlambatan Pelaksanaan 
Pekerjaan dan Kontrak Kritis. 
Dalarn hal keterlambatan pada angka 42.2 c, maka Pl'K, 
sctelah melakukan rapat bersarna dengan PA/KP/\, 
sebelurn tahun anggaran berakhir dapat langsuug 
mernutuskan kontrak secara sepihak dengan 
mengesampingkan Pasal 1266 Kitub Undang-Undang 
Hukum Perdata. 

Pennasalahan tersebut mengakibatkan pckerjaan 
pembangunan POME serta Pembangunan PLTMH Jan 
Revitalisasi PLTMH. tidak selesai tepat waktu sesuai masa 
pelaksanaan konlrak dan tidak dapat segera dimanfaatkan 
serta kekurangan penerunaan negara dari Jenda 
keterlambatan minimal sebesar Rp 15 .703. 772.492.71 
llcrdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI pcrlu 
mengingatkan Mcntcri ESDM agar mclaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Memberikan sanksi sesua, dengan ketcntuan )ang 

berlaku kepada: 
I) Direktur Jenderal El3TKE yang tidak optimal dalam 

n1enga\vas1 pclaksanaan anggaran di lingkungan 
Dircktorat Jenderal EBTKE; 

2) KPA yang kurang optimal dalam mengawas, 
pelaksanaan anggaran alas realisasi kontrak: 

3) PPK vanz tidak optimal dalam mcngendalikan 
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pelaksanaan kontrak pekcrjaan: 
4) Kelompok Kerja ULP yang tidak optimal dalam 

melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. 
b, Memerintahkan Direktur Jenderal EBTKE untuk 

menagih denda keterlambatan minimal sebesar 
Rpl5.703.772.492,71 kepada kontraktor untuk disetor 
ke kas negara; 

c. Menginstruksikan lnspektorat Jenderal Kementerian 
ESDM untuk mereviu sisa denda yang belum 
diperhitungkan dari cut off date sampai dengan tanggal 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan berdasarkan 
hasil reviu tersebut, menginstruksikan PPK menagih 
sisa denda keterlambatan untuk disetor ke Kas Ncaara, 
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Berikut ini merupakan basil temuan yang diungkap oleh BPK RI alas 
pemeriksaan LK UPI Tahun 2016 

I.I 
1.1.l 
1.2 Sistem Pengendalian Asel 

Pekerjaan Perencanaan yang Disajikan sebagai Konstruksi dalam 
Pen erjaan Sebesar R 290,23 Juta Be tensi Tidak Bermanfaat 

t4, l'cnillo��lioan dan PcnyoJftln ti�ol Tok 
\\t:�1hlf 1] I ! ' , h ·-·" 'J:1W 'i:t;�,.,_ . ,r ��il:�i1il1!,,,.,i:1!'"·1Jt;-:�liii� \ J,' : "l' ,,; � .. #10 U, ' ' ' ' •• ,, mjl': 

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
I.I Pendapatan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2016 pada Satker-Satker 
1.1.1. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Terlambat Disetor ke Kas 

Ne araSebesarR 1,74 Miliar 

1.1.2. 

1.2 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

12-4 

1.2.5. 

I i.6. 

Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Satker Sekretariat Utama 
Belum Memiliki Dasar Hukum 
Belanja 
Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Proses Bisnis Manajemen LIPI 
Sebesar Rp44,26 Juta serta Ketidakhematan Pembayaran Jasa Koneksi 
Internet dan Lavanan Cloud Server Sebesar R 7.57 Juta 

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalam SP! maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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SJSTEM PENGENDALIAN INTERN 

1.2.2. Penzelolaan Pcrsediaan nada Tuiuh Satkcr Bclum Tertih 
Neraca Tahun 2016 menyajikan saldo Pcrsediaan per 31 
Descmber 2016 scbesar Rpl5.l 12.546.537.00 dan Laporan 
Opcrasional Tahun 2016 menya_jikan Bcban l'ersediaan 
sebcsar Rp58.5 l 5.287.279,00. 
Hasil pemcriksaan secara UJI petik pada Balai 
Pengcmbangan lnstrumentasi (BPI). Puslit Kimia, Puslit 
Geoteknologi. Puslit Oscanografi, Puslit Biotcknologi, 
Puslit Biologi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) LIP! Press 
mcnunjukkan bahwa: 
a. .Jurnal alas Pcrscdiaan yang Belum Diregister tidak 

didukung bukti yang Iengkap pada Balai 
Pengembangan Instrumentasi 
Pada tanggal 31 Desember 2016 petugas SAlflA 
melakukan jurnal penycsuaian atas akun Persediaan 
yang 13elum Dircgister sebesar minus Rpl2.071.178,00. 
Saldo tcrsebut ter_jadi karena terdapat perbedaan 
penambahan/pcmbelian persediaan yang dicatat pada 
aplikasi SAlllA dan SIMAK BMN, dimana 
pcnarn bahan/pem belian pcrsed iaan yang dicatat pada 

Penjelus.:in SIMAK AMN lebih bcsar dari SAIBA. Jumal 
pcnyesuaian dilakukan oleh Pctugas Persediaan untuk 
menghilangkan saldo Pcrsediaan yang llelum Diregister 
dcngan menambah akun Pcrscdiaan yang Belum 
Di register ( 11 7911) dan mengurangi Be ban Bahan 
(521211). Alas jurnal penyesuaian tersebut. petugas 
SAIBA tidak memiliki dokumcn pendukung yang valid 
dan dilakukan untuk menghilangkan saldo minus 
scbesar Rp 12.071. I 78.00 pad a akun Pcrsed iaan yang 
llclum Dircgister. 
Hasil kontinnasi dengan pctugas SAIBA. diperolch 
informasi bahwa terdapat pcmbelian sebanyak 35 
transaksi sebesar Rp 11.910.485.00 yang dapat 
diidentifikasi merupakan pembelian barang persediaan 
dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521219 dan 
521211. 
Hal ini menycbabkan masih terdapat saldo m mus 
Rp 160.693,00 pada akun Persediaan yang Belum 
Diregister yang bclum dapat di_jelaskan. 

b. Opname fisik nersediaan r,wck 01mn111,i) ner 31 
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Desember 2016 hanya dilakukan di gudang utama 
Puslit Kimia 
Petugas Persediaan telah melakukan opname fisik 
persediaan Puslit Kimia per 31 Desember 2016 yang 
mcnjadi dasar penyajian pcrsediaan dalam laporan 
keuangan. Opname fisik terscbut dilakukan sesuai 
dengan Berita Acara Opname Persediaan Nomor 

1982/IPT.2/LK/Xll/2016 tanggal JO Desembcr 2016. 
Namun demikian opnamc fisik yang dilakukan tersebut 
hanya sebatas perscdiaan yang ada di gudang utama 
persediaan Puslit Kimia lanpa melakukan opname 
persediaan yang ada di pengguna barang atau di 
laboratorium pcneliti. 

e, Persediaan yang menggunakan MAK selain MAK 
Persediaan (5218) tidak disajikan sebagai perscdiaan 
satker 

I) Pu slit Geoteknologi 
Petugas Persediaan menginput pembelian barang 
persediaan yang menggunakan MAK Bclanja 
Barang Persediaan (5218) ke dalam aplikasi 
persediaan dan telah melakukan opname fisik 
persediaan per JI Desember 2016 alas sisa barang 
perscdiaan yang dibeli dengan MAK tersebut. 
Berdasarkan hasil pcmeriksaan diketahui bahwa 
Puslit Geoteknologi memiliki perscdian bahan kimia 
untuk di laboratorium yang pcm be I iannya 
menggunakan MAK Bclanja Barang 
Operasional (5212). Pembelian bahan tersebut tidak 
diinput dalam aplikasi persediaan dan bahan yang 
dibeli Iangsung disampaikan ke laboratoriurn. 
Peneliti mclakukan penatausahaan persediaan bahan 
kirnia dengan menggunakan kartu barang. Hasil 
Pemcriksaan sccara sampling alas kartu barang dan 
konfirmasi dengan peneliti dan Petugas Perscdiaan 
menunjukkan bahwa terdapat sisa bahan penelitian 
per JI Desembcr 2016 minimal scbesar 
Rp20.320.000,00. Atas bahan kimia di laboratorium 
tidak dilakukan opname fisik persediaan dan tidak 
disajikan di Neraca Puslit Geoteknologi. 

2) Puslit Oseanografi 
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan persediaan, 
konfirmasi dengan Petugas Persediaan, dan 
nemeriksaan fisik secara sampling utas persediaan 



menunjukkan bahwa persediaan terkait perkapalan 
selain solar tidak disajikan sebagai persediaan Puslit 
Oseanografi. 
I lasil pemeriksaan fisik persediaan di kapal 
diketahui bahwa kapal mcmiliki gudang persediaan 
dan persediaan yang disimpan di kapal tidak hanya 
solar. Pemeriksaan secara sampling diketahui 
tcrdapat persediaan yang merupakan pembelian 
barang di Tahun 2016 Jan masih terdapat di gudang 
kapal. 
Petugas Perscdiaan menjelaskan bahwa barang- 
barang tersebut tidak dimasukkan dalam aplikasi 
perscdiaan sejak pembelian karena tidak 
mcnggunakan MAK Belanja Barang Pcrsediaan 
(5218) tetapi menggunakan MAK Belanja Barang 
Opcrasional (5212). 

3) Balai Pengembangan lntrumenlasi 
Terdapat 13clanja Barang Persediaan sebesar 
Rp 11.910.485.00 menggunakan anggaran Belanja 
Barang Operasional (MAK 5212) dan bukan 
anggaran 13elanja Barang Persediaan (MAK 5218). 
I lal ini dilakukan karena anggaran Belanja Barang 
Pcrsediaan tclah habis. 

rl, Persediaan dikuasai dan dirnanfaatkan oleh pihak 
ketiga 

I) Puslit Bioteknologi 
Sclama Tahun 2016, Puslit Bioteknologi 
mengadakan flarang Persediaan untuk Diserahkan 
kcpada Masyarakat sebesar Rp356.454.664,00. 
Barang-barang tersebut tcJah selesai diadakan dan 
digunakan oleh Pemcrintah Dacrah Banyumulek, 
N usa Tenggara Baral. 
Hasi I pemeriksaan mcnunjukkan bahwa persediaan 
tcrscbut masih tercatat dalam Buku Persediaan Puslit 
Bioteknologi. Petugas Persediaan belum mengoreksi 
Buku Persediaan karena Surat Kesediaan untuk 
Menerima dari Pemerintah Daerah Banyumulek dan 
Berita Acara Serah Terima ke Pemerintah Daerah 
Banyumulck belum diperoleh. 

2) Puslit Biologi 
Masih terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat yang berada di masyarakat tetapi belum 
disclenarmmkan administrasi hibahnva sebesar 
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Rp 128.860 .000,00. 
c. Kartu barang untuk Barang Pcrsediaan belum 

disclcnggarakan secara tertib 
I) Kartu barang bclum diselenggarakan 

1. lJ PT LIP! Press 
Barang Pcrsediaan Lainnya untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat merupakan buku yang 
terdiri dari Barang Perscdiaan Rctur yang 
disimpan di gudang UPT UPI Press dan 
Persediaan Distributor yang disimpan di gudang 
distributor. Atas persediaan buku tersebut, 
Pctugas Persediaan mengakui tidak 
mcnyelenggarakan kartu barang karena jumlah 
buku yang sangat banyak. 

11. Puslit Bioteknologi 
Dari hasil pemeriksaan fisik persediaan 
dikctahui satker untuk Kegiatan Meningkatkan 
Jasa Layanan Pengembangan IPTEK tidak 
menyelenggarakan kartu barang dalam 
menatausahakan penerimaan dan penggunaan 
barang persediaan. 

111. Puslit Biologi 
Dari hasil pcrneriksaan fisik secara sampling 
diketahui bahwa di bidang-bidang maupun di 
laboratorium pada Puslit Biologi tidak 
mcnyelenggarakan kartu barang dalarn 
menatausahakan mutasi masuk dan keluar 
barang persediaan. 

2) Kartu barang pada Puslit Biologi belum di-update 
secara tertib untuk tnencatat mutasi barang 
Pcmeriksaan fisikjuga diketahui bahwa kartu barang 
persediaan sudah diselenggarakan tapi tidak 
diperbaharui sccara tertib scsuai dengan mutasi 
barang pcrsediaan. 

r. l'crsediaan pada laboratorium l'uslit Biologi tidak 
sesuai dengan fisik persediaan 
Pad a akhir Tahun 2016 masing-masing laboratorium 
maupun Bagian Tata Usaha Puslit Biologi 
rnelaksanakan opname fisik persediaan yang kemudian 
disampaikan kepada Petugas Persediaan untuk 
dikompilasi menjadi opname fisik persediaan per 31 
Dcsember 2016 Puslit Biologi. Hasil pemeriksaan fisik 
secara samolinz di laboratorium Puslit Biolczi 



'" 

mcnunjukkan bahwa tcrdapat perbedaan kuantitas 
(selisih lebih dan kurang) antara fisik pcrsediaan dengan 
opname fisik per 31 Desember 2016, Petugas 
perscdiaan menyatakan bahwa belum ada 
pcrnbelian/penambahan clan pengcluaran persediaan 
yang diinput kc aplikasi pcrsediaan sarnpai dcngan 
pclaksanaan pemcriksaan oleh BPK. Selisih kurang 
maupun lebih tersebut tidak dapat ditclusuri karcna 
tidak adanya kartu barang maupun bon/ formulir 
pennintaan dan pengeluaran barang yang 
disclcnggarakan di laboratorium. 

g. Persediaan Buku pada UPT Lll'l Press sebesar 
Rp266.117 .002,00 tidak dapat ditelusuri 

I) Persediaan barang retur di gudang UPT LIP! Press 
sebesar Rp65 .138.400.00 tidak dapat ditelusuri 

1. Opnamc fisik persediaan per 3 I Desembcr 2016 
tidak dilakukan dcngan pemcriksaan sccara 
fisik perscdiaan 
Persediaan pada UPT LIP] Press disajikan 
sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik 
Persediaan per 3 1 Dcscmber Nomor 
993/JL.3.05/III-LK/XJJ/2016 tanggal 30 
Desembcr 2016 yang diantaranya mcrupakan 
barang persed iaan rctur sebesar 
Rp95 l.995. \00,00 yang disimpan di gudang 
UPT LIP! Press. Pctugas Perscdiaan mengakui 
bahwa Bcrita Acara Opname Fisik Perscdiaan 
tersebut tidak disajikan bcrdasarkan hasil 
pemeriksaan fisik alas persediaan yang masih 
tersedia di gudang. Hal ini discbabkan kondisi 
gudang yang sangat berantakan dan fasilitas 
penyimpanan buku yang sangat minim, Pctugas 
Persediaan hanya mcrnindahkan data kuantitas 
persediaan yang ada di aplikasi perscdiaan yang 
merupakan hasil penghitungan kumulatif 
mutasi rnasuk dan keluar pada tahun bcrjalan 
dan tahun-tahun scbelumnya. 

11. Hasil pcmeriksaan fisik secara sampling alas 
persediaan buku retur di gudang UPT LIP] 
Press tidak sesuai dengan saldo persediaan. 

2) Persediaan barang pada distributor sebesar 
Rp200.978.602,00 tidak dapat ditelusuri 

i. Persediaan eada distributor tidak dilakukan 
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opname fisik persediaan. 
11. Terdapat selisih lebih dan kurang jumlah buku 

antara laporan persediaan UPT dengan laporan 
distributor masing-masing sebesar 
Rpl61.408. I 58,00 dan Rp25.250.350,00. 

111. Kuantitas persediaan YPOI memiliki saldo 
yang berubah-ubah. 

rv, Persediaan yang disajikan dalam laporan 
persediaan distributor Koperasi Media Repro 
sebesar Rpl4.320.IOO,OO tidak dapat ditelusuri. 

Ii. Penyajian Behan Persediaan tidak didukung oleh 
bukti sebesar Rp32.568.000,00 
Pada Puslit Biologi terdapat pengadaan barang yang 
sudah dibayar lunas namun sampai dengan berakhirnya 
Tahun Anggaran 2016 barang tersebut belum 
seluruhnya diserahkan oleh penyedia (pihak ketiga) 
sesuai kontrak. 
Alas barang-barang persediaan yang belum diterima 
tersebut, Petugas Persediaan menginput sebagai 
persediaan dan pemakaian di Tahun 2016 pada aplikasi 
persediaan Puslit Biologi. Alas transaksi pemakaian 
tersebut menyebabkan penyajian beban persediaan alas 
barang persediaan yang belum diterima oleh Puslit 
Biologi tidak dapat diyakini kewajarannya. Tidak 
terdapat dokumen pendukung alas pemakaian dari 
barang-bnrang kimia tersebut. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 20 IO tenlang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Pemyalaan Nomor 5, yaitu: Paragraf 4, Paragraf 5, 
Paragraf 13, Paragraf 14 dan Paragraf22. 

b. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan 
alas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
2I9/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Pusat Bab VI Kebijakan Akuntansi 
Persed iaan. 

c. Penetapan Keputusan Kedua dalam Keputusan Kepala 
Pusat Penelitian Biologi-LIPI Nomor 
271/IPH.I/HK.01.03/1/2016 tentang Penetapan Pejabat 
Pengadaan Barang dan Jasa Dan PPHP Puslit Biologi - 
UPI Tnhun Anaznran 2016. 



Permasalahan tersebut mcngakibatkan: 
a. Pcnyajian saldo Persediaan scbcsar Rp266.277.695.00 

tidak dapat diyakini kewajarannya. 
b. Belanja Harang tidak disajikan secara wajar dalam LRA 

Tahun 2016 sebesar Rp 1.52 1.892.130.00 
c. Pcrsediaan yang diserahkan kcpada masyarakat sebcsar 

Rp485.3 l 4.664.00 yang belum memiliki Berita Acara 
Serah Terirna berpotensi rusak/disalahgunakan. 

d. Persediaan yang tidak diselenggarakan kartu barangnya 
secara tertib berpotensi untuk disalahgunakan 

c. Harang yang sudah dibayarkan tetapi belum diterirna 
olch Puslit Biologi bcrpotensi tidak disampaikan oleh 
pihak rekanan. 

f. Pcnyajian bcban perscdiaan tidak wapr scbesar 
������----=R� ,p�3� 2� .5� 6� 8-� 00�0� .0�0� .�����������----1 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi Vil DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LIPI agar mclaksanakan rekornendasi 
HPK: 
a. Memerintahkan: 

I) Petugas Si\ TBA untuk melakukan jurnal 
penyesuaian dcngan didukung bukti yang lengkap. 

2) Koordinator peneliti Puslit Geotcknologi, Puslit 
Oseanografi, I3alai Pcngcmbangan lnformatika 
bcrkoordinasi dengan Kcpala Tata Usaha Puslit 
terkait dalam mcngajukan anggaran pembelian 
persc<liaan. 

3) Petugas Perscdiaan Puslit Uiologi dan Biotck.nologi 
agar cermat dalam menatausahakan dokumen yang 
diperluk.an untuk pemberian persediaan untuk 
diberikan kcpada masyarakat 

4) Kepala Pu sat Bioteknologi agar menyampaikan 
Berita Acara Scrah Terima barang untuk. discrahkan 
kepada masyarakat kepada Kepala LI Pl selaku 
pcngguna barang. 

b. Mcmberi sanksi sesuai ketentuan kepada : 
I) Kepala Tata Usaha Puslit Geoleknologi, Puslit 

Oseanografi, Balai Pengembangan lnformatik.a yang 
tidak cermat dalarn mengawasi penyusunan 
anggaran bclanja. 

2) Pejabat Pcnandatangan SPM Balai Pengembangan 
lnfonnatika yang merealisasikan anggaran tidak 
sesuai peruntukannya. 

3) Petuzas Persediaan Puslit Biologi, Bioteknoloui clan 
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Oseanografi yang tidak menyelenggarakan kartu 
persediaan secara update. 

4) Petugas Persediaan UPT UPI Press dan Puslit 
Kimia yang tidak melakukan opname fisik 
persediaan. 

5) Kepala UPT LIP! Press selaku Kuasa Pengguna 
Barang yang lalai dalam mengawasi penatausahaan 
persediaan. 

6) PPHP Puslit Biologi lalai dalam menerima barang 
yang tidak sesuai dengan kondisi riil. 

7) Petugas Persediaan Puslit Biologi lalai dalam 
rnencatat barang yang. dikeluarkan atau dipakni. 



1.2.4. Penatausahaan dan Penyajian Aset Tak Bcrwujud Berupa Paten 
Belnm Sesuai Ketcntuan 

. 

Neraca LIP! per 31 Desem ber 2016 menyaj ikan saldo Aset 
Tak Bcrwujud (A Tls) sebesar Rp52.387.635. 791,00. 
Hasil pemeriksaan terhadap penilaian dan pcncatatan paten 
UPI menunjukkan kondisi sebagai berikut: 
a. Terdapat nilai huku paten dengan saldo negatif di 

lima satuan kerja 
Berdasarkan perneriksaan terhadap nilai paten yang 
disajikan oleh masing-masing satker yang memiliki 
nilai paten di LIP!. diketahui bahwa terdapat saldo 
ncgatif pada saldo paten sederhana yang tercatat di 
SIMAK BMN satker. 
Atas saldo negatif tersebut telah dilakukan jurnal 
koreksi pada laporan kcuangan. 

h. Terdapat perbcdaan nilai paten SIMAK BMN dan 
dokumen Berita Acara (BA) Valuasi Pusat lnovasi 
pada Satkcr Puslit Biomaterial 
I lasil pcrneriksaan terhadap SIMAK BMN dan data 
dukung berupa BA Valuasi, diketahui terdapat 
penyaj ian nilai paten bcrbeda dengan BA Valuasi. 
Satker tcrsebut adalah Pusat Puslit Biomatcrial. 

e, Terdapat 17 paten yang telah ditarik/ditolak masih 
tcrcatat sebagai ATBP scbesar Rp395.257.722,00 
Hasil pemeriksaan terhadap data dukung nilai paten 
yang tercatat di 1.IPI mcnunjukkan terdapat pembagian 
klasifikasi paten alas paten biasa dan paten sederhana. 
Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau 
pengembangan yang rncndalarn dengan lebih dari satu 
klaim, scdangkan paten sederhana adalah paten yang 
tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang 
mendalam dan hanya memuat satu klaim. Paten yang 
tercatat di LIP! terdiri alas 428 paten biasa scbesar 
Rp30.239.69l.293,00 dan 34 paten scderhana scbcsar 
Rpl.558.760.602,00. Berdasarkan data status paten LIP! 
dari satuan kerja penilai diketahui terdapat 17 paten 
yang telah ditarik atau ditolak oleh Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, namun masih tcrcatat sebagai 
paten di Neraca. 

d. Terdapat lima paten yang belum dilakukan valuasi 
hingga 31 Desern her 20 16 
Penilaian alas A TB berupa paten dilakukan olch satker 
Pusat Jnovasi LIPT. Hasil dari eonilaian beruna BA 
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valuasi yang diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu 
pad a Semester I (per 30 Juni 2016) dan Semester II (31 
Desember 2016). Sumber pencatatan adalah data dari 
satuan kerja berupa: biaya kegiatan penclitian (satkcr), 
output penelitian (satker), dan biaya proses paten 
(anggaran Pusat lnovasi). Hasil pemeriksaan tcrhadap 
BA yang diterbitkan selama Tahun 2016, Pusat lnovasi 
telah mengcluarkan 29 BA valuasi dengan rincian 15 
BA Valuasi di Semester I dan 14 BA Valuasi Semester 
II. Hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui terdapat 
lima paten yang belum dilaksanakan valuasi oleh Pusat 
Inovasi. 
Hasil konfinnasi dengan Kepala Sub Bidang Valuasi 
Kekayaan lntelektual Pusat Inovasi, dijelaskan bahwa 
lima paten yang belum dilakukan penilaian dikarenakan 
keterlambatan satuan kerja penghasil paten melengkapi 
dokumen syarat penilaian paten. Terhadap paten yang 
belum dilakukan valuasi, UPI belum memberikan 
oeniclasan dalam CALK. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Kepala LIP! Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Penilaian dan Pencatatan Aset Tak Berwujud Berupa 
Paten di Lingkungan UPI: Pasal 9 dan Pasal 18. 

b. Peraturan Pcmerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis 
Nomor 11 tentang Asel Tak Berwujud: Bab III, Bab II 
dan Bab V poin 5.3 menyatakan bahwa "Penghentian 
ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut 
tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang 
diharaokan dari oenuaunaan a tau pelepasannva." 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Nilai aset tak berwujud berupa paten tidak 

rnenggambarkan kondisi sebenarnya. 
b. Lebih saji nilai paten sebesar Rp395.257.722,00 dan 

amortisasi asct lainnya tidak tepat alas paten yang telah 
ditarik/ditolak. 

c. Nilai paten per JI Desember 20 16 belum menyajikan 
nilai atas lima paten yang belum dilakukan penilaian 
oleh LIP!. 



. arnn 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LIP! agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Petugas BMN 

Puslit Biomaterial yang tidak cermat dalam menginput 
dataATBP. 

b. Memerintahkan: 
I) Petugas BMN pada satker terkait untuk 

berkoordinasi dengan KPKNL jika terjadi kesalahan 
aplikasi SIMAK BMN . 

2) Kepala Pu sat Inovasi selaku satker penilai A TB P 
untuk menyampaikan informasi terkait paten yang 
telah ditolak/ditarik kepada satuan kerja penghasil 
paten secara periodik. 

3) Kepala Puslit Fisika, Puslit Bioteknologi dan Puslit 
Telimek untuk menyampaikan dokumen terkait 
penilaian paten yang dihasilkan. 

4) Kepala LIP! meninjau kembali Perka LIP! terkait 
pengaturan penghapusan A IBP yang telah 
ditarik/ditolak. 
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KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

1.2.3. Rcalisasi Belanja Harang Palla Puslit Telimek dan Puslit 
Metrologi Digunakan Untuk Pembclian Asel Tetap Schesar 
Rp463,26 Juta 

,, 

Penjelasan 

Pada LRA Tahun Anggaran 2016, Puslit Tenaga Listrik clan 
Mekatronik (Telimck) mcnganggarkan dan rncrealisasikan 
Belanja Barang masing-masing scbesar Rp3.234.420.000,00 
dan RpJ.045.457.686,00. LRA Tahon Anggaran 2016, 
Puslit Metrologi menganggarkan dan merealisasikan 
Bclanja Barang masing-masing sebesar 
Rpl6.365. I 86.000.00 dan Rpl6. I 38.893.666,00. 
Pemcriksaan alas realisasi Belanja Barang pada bebcrapa 
Puslit diketahui sebagai berikut: 
11. Puslit Telimek 

1-lasil pcmeriksaan sccara sampling diketahui terdapat 
realisasi belanja barang yang digunakan untuk 
mcngadakan aset tctap, yaitu pengadaan bahan 
penelitian teknik (modul mcmbaca, dll) dengan SPK 
nomor 02/K.O J 2/SPK/PPK/DIPA/2016 dan nilai 
kontrak Rp 198.000.000,00. 
Pembayaran telah dilaksanakan melalui SP2D nomor 
160951302002 198 pada tanggal 19 April 2016 sebesar 
Rp 198.000.000.00. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi 
dengan peneliti, koordinator peneliti, Kcpala Tata 
Usaha, dan petugas BMN diketahui bahwa: 

I) Pengadaan barang adalah untuk Kontruksi Dalam 
Pengerjaan (KDP) - Peralatan dan Mesin Peneliti 
sebagai pengguna/user barang-barang yang diadakan 
tersebut menjelaskan bahwa barang telah ditcrima 
tetapi masih belum dapat berfungsi dan digunakan 
karena barang yang diterima merupakan bagian- 
bagian dari Asel Tetap Peralatan Mesin yang 
diadakan secara berangsur-angsur setiap tahunnya. 
Hal ini dikarcnakan terjadinya pemotongan anggaran 
untuk membeli barang yang menjadi satu-kesatuan 
yang utuh. 

2) Barang-barang hasil pcngadaan tidak tercatat 
sebagai Aset Tetap dalam BMN Terdapat pengadaan 
yang dilakukan sebagai realisasi dari Belanja Barang 
Mata Anauaran Kegiatan (MAK) 5212 ). Petuuas 
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BMN menjelaskan hal ini menyebabkan pengadaan 
tersebut tidak dicatat sebagai Aset Tetap dalam 
BMN. 
Koordinator peneliti menjelaskan mengajukan 
anggaran pembelian dalam Belanja Barang karena 
barang yang dibeli masih belum dalam peralatan dan 
mesin yang dapat digunakan maka dianggap scbagai 
belanja barang bahan penclitian. 
Selain itu, peneliti yang menggunakan barang juga 
menjelaskan telah mengadakan barang yang 
merupakan bagian dari Asct Tetap yang diadakan 
sejak Tahun 2015. 

Atas Saldo Saldo KDP - Peralatan dan Mesin 
understated sebesar Rp25 l.200.000.00 dan Beban 
Barang dan Jasa overstated sebesar Rp198.000.000,00 
tersebut telah dilakukan jurnal korcksi pada Laporan 
Kcuangan UPI Tahun 2016. 

b. Puslit Metrologi 
Hasil pemeriksaan sccara sampling alas realisasi belanja 
barang dan konfinnasi dengan Kcpala Tata Usaha 
(KTU), Kasubag Keuangan dan Petugas Sistem 
lnfonnasi Manajemcn dan Akuntansi (SIMAK) flMN 
diketahui hal-hal sebagai berikut: 

I) Terdapat realisasi Belanja Barang yang digunakan 
untuk mengadakan Aset Tetap sebesar 
Rp265.264.900,00 
Terdapat realisasi Belanja Barang yang digunakan 
untuk membeli Asel Tetap dan sudah disajikan 
sebagai Aset Tetap dalam BMN Puslit Metrologi 
sebesar Rp265.264.900,00. Belanja Barang yang 
direalisasikan menjadi Aset Tetap tersebut adalah 
Belanja Barang Non Operasional - Belanja Bahan 
(Mi\K 521211) dan Belanja Pemeliharaan Peralatan 
dan Mes in (MAK 523 121 ). 

2) Terdapat kesalahan jumal koreksi sebesar 
Rp I 14.446.200,00 alas akun Beban Bahan Atas 
realisasi Belanja Barang yang menjadi Aset Tetap 
tersebut dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi 
Sistem Akuntansi lnstansi Berbasis Akrual (SAIBi\) 
dengan mendebet akun Peralatan Mesin Belum 
Diregister dan mengkreditkan akun Beban Bahan 
sebesar Rp265 .264. 900.00. Sesuai denuan realisasi 



MAK diketahui perolehan Aset Tetap yang 
menggunakan MAK 52211 hanya scbesar 
Rp 150.818.700.00 dan MAK 523121 scbesar 
Rp 114.446.200.00. 

Alas Overstntci] penyaJ ran Bcban Perncl iharaan 
Pera Iatan dan Mes in sebesar Rp I 14.446.200.00 dan 
understated penyajian Behan Bahan scbesar 
Rpl 14.446.200.00 tclah dilakukan _jurnal koreksi pada 
Laporan Keuanaan UPI Tahun 2016 . ...._����-+����������'-'---�'-'-'--�-'-'--������---j 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Pemcrintah Rcpublik Indonesia Nomor 71 

Tahun 20 IO Ten tang Standar J\kuntansi Pemerintahan 
Pernyataan Nornor 2. yaitu: Paragraf 36 Jan Paragraf 
37. 

b. Bulctin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Asel 
Tetap Berbasis J\krual Bab VII angka 7.1 paragraf I. 

c. Lampiran II Keputusan Direktur Jcnderal 
Perbendaharaan Nomor KEP-31 i/PB/2014 tcntang 
Kodefikasi Seamen Akun Pada Bagan Akun Standar. 
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Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. KDP - Peralatan dan Mesin yang tidak tcrcatat 

berpotcnsi disalahgunakan. 
b. Rcalisasi Belanja I3arang scbcsar Rp463 .264. 900,00 

disajikan tidak wajar pada I.aporan Keuangan LIPI 
Tahun 2016 

llcrdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LIPI agar melaksanakan rekorucndasi 
I3PK: 
a. Mcmerintahkan koordinator pencl iti pada l'usl it 

Telimek berkoordinasi dcngan Kepala Tata Usaha 
dalam mcngajukan anggaran pembclian pcralaian dan 
mes 111. 

b. Mcmberi sanksi scsuai ketentuan kcpada: 
I) Petugas SAll3J\ Puslit Metrologi yang tidak ccrmat 

dalam melakukan penjurnalan sesuai dengan MAK 
realisasi belanja. 

2) Kepala Tata lJsaha Puslit Tclimck dan Kepala Tata 
llsaha Puslit Mctrologi yang tidak cermat dalam 
pengawasan Jan ncnvusuuan anuaaran bclanja. 
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1.2.4. Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Terlambat dan 
Belum Dikcnakan Dcnda Sebesar Rpl14.30 Juta 
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13crdasarkan Laporan Keuangan LIP! Tahun 2016 diketahui 
bahwa anggaran 13elanja 13arang dau Belanja Modal 
masing-masing sebesar Rp428.535.428.000.00 dan 
Rp221.0l 9.239.000,00 scrta realisasi Bclanja Barang dan 
realisasi Belanja Modal masing-rnasing scbesar 
Rp394.334.337.460,00 dan Rp 153.054.658.087 ,00. 
Salah satu dari rincian belanja barang dan bclanja modal 
tersebut adalah pengadaan High Power Femtosecond Laser 
System pada Puslit Fisika sebesar Rp7.866.870.000,00 dan 
pcngadaan Belanja Bahan Gelas Laboratorium pada Puslit 
Kim ia sebesar Rp 132.273 .900,00, pckerjaan jasa konsu ltasi 
penyusunan proses bisnis manajemen LIP! Settama sebesar 
Rp150.067.500.00 serta pengadaanjasa koneksi internet dan 
layanan cloud server LIP! Settama sebesar 
Rp5.099 999.000.00. Adapun atas pekcrjaan pengadaan 
tcrsebut belum dikcnakan sanksi dcnda keterlambatan 
dcngan rincian sebagai berikut: 
a. Pcngadaan High Power Femtosecond Laser System 

parla Puslit Fisika Belum Dikenakan Sanksi Denda 
Kcterlambatan Sebesar Rp107.275.500,00 
BPK tidak dapar meyakini BAST dan pemeriksaan hasil 
pekerjaan yang dikcluarkan oleh Panitia Pcnerima Hasil 
Pckerjaan Puslit Fisika LIP! per tanggal 23 Desember 
2016. Berdasarkan informasi terkait, pcnyelesaian 
pekcrjaan berikut instalasi dan training adalah tanggal 7 
Januari 2017. sehingga tcrjadi keterlambatan selama 15 
hari. Berdasarkan kesepakatan surat perjanjian Nomor 
75/PPK.LP/PPFLIPI/Vl/2016 langgal 20 Juni 2016 poin 
enarn yang menyatakan bahwa terhadap setiap hari 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan. pcnyedia akan 
dikenakan denda kctcrlambatan sebesar 1/l 000 (satu per 
seribu) dari nilai kontrak sebelum PPN. Dengan 
dcmikian, rekanan harus dikenakan denda 
keterlambatan yang belum dikenakan terhadap penyedia 
selama l 5 hari (23 Desember 2016 s.d, 7 Januari 20 l 7) 
minimal sebesar Rp I 07.275.500,00 ( 15 hari x I /1000 x 
Rp7. l51.700.000,00). 

b. Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Belanja 
Bahan Gclas Laboratorium yang Tidak Dikenakan 
Denda Keterlambatan Sebesar Rpl.923.984,00 
Hasil oemeriksaan secara samnlinc atas cenuedaan 



barang pada Puslit Kimia diketahui terdapat pengadaan 
Belanja Bahan Gelas Laboratorium yang terlambat 
diserahkan oleh pihak ketiga ke Puslit Kimia. 
Pengadaan terscbut dilakukan oleh CV MHM dengan 
SPK Nomor IOI/KIMIA/PPKJIV2016 tanggal I 
Februari 2016 scbesar Rpl32.273.900.00 sctelah Pajak 
l'ertambahan Nilai (PPN) atau sebesar Rpl20.249.000 
sebelum PPN. Pengadaan barang terse but tclah 
dianggap selesai diserahkan oleh pihak CV MHM 
dengan BAST Nomor 200/KIMIA/PPK/GD/11/2016 
tanggal 29 Februari 2016. Tanggal BAST terscbut 
sesuai dengan batas akhir pihak rekanan untuk 
mcmenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur 
dalam SPK. Pengadaan tesebut juga sudah dibayarkan 
dengan SP2D Nomor 16881303004130 tanggal 31 
Maret 2016 sebesar Rp 132.273.900,00. Walaupun 
dcmikian. Surat Jalan CV MHM Nomor O 17.SJ- 
MHM.111.2016 uutuk mcngirimkan seluruh barang ke 
Puslit Kimia tertanggal 16 Maret 2016. 
Hasil konfirmasi dengan PPK. pihak CV MHM belum 
d ikenakan denda ketcrlambatan walaupun pihak 
rckanan terlambat menyampaikan barang selama 16 hari 
atau seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar 
Rpl.923.984,00 (1/1000 x Rpl20.249.000,00 x 16 hari). 
Hal ini dikarcnakan PPK menerima BAST dari PPB 
yang scsuai dengan tanggal batas akhir diter irnanya 
barang yang dialur dalam SPK. Sclain itu PPK juga 
mengakui tidak terlalu memonitor pengadaan bahan 
gelas laboratorium tersebut karena banyaknya 
pengadaan yang dilakukan secara bersamaan. 

c, Denda kcterlambatan yang belum dikenakan pada 
pihak ketiga alas pekerjaan jasa konsultasi 
pcnyusunan proses bisnis manajemen LIPI scbesar 
Rp4.051.822,50 
Pemeriksaan hasil pekerjaan dan konfirmasi dengan 
PPK dan PPHP diketahui bahwa PPHP dan PT PSB 
menyatakan pekerjaan selesai sesuai dengan BAST No 
O I 8/PPH/BAST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. 
Walaupun demikian diakui oleh Pihak PT PSB, Laporan 
Pelaksana Kegiatan dan lampiran Dokumen Proses 
Bisnis baru diberikan sebanyak 15 buku sesuai dengan 
surat perjanjian pada tanggal 10 Januari 2017. 
Sesuai denaan Surat Perianjian. keterlambatan 
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,, 

dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari 
keterlambatan sebesar Ill 000 dari nilai kontrak atau 
sebesar Rp4.05 l.822,50 (27 hari x I/ I 000 x 
Rp 150.067.500,00). Pihak PT PSB juga mengakui atas 
keterlambatan tersebut belum dikenakan denda 
keterlambatan oleh PPK. 

d. Denda belum dipotong pada pembayaran jasa 
koneksi internet dan layanan cloud server yang tidak 
sesuai dcngan Surat Perjanjian sebesar 
Rpl.053.893,00 
Pemeriksaan atas bukti-bukti pembayaran dan 
konfinnasi dengan PPK dan PPHP diketahui bahwa 
Selain perhitungan dcnda sebagai pengurang 
pembayaran pada tahap l dan tahap 2, PPHP juga 
menghitung dan melaporkan kepada PPK perhitungan 
denda untuk pembayaran tahap 3 s.d 5. Walaupun 
dernikian. PPK belum mcmperhitungkan denda saat 
melakukan pembayaran untuk pembayaran tahap 3 s.d 4 
sebesar Rp 1.050.072,00. Scdangkan untuk pembayaran 
tahap 5 belum menagihkan denda kepada PT Tl, Tbk 
sebesar Rp3 .821,00. Sehingga total denda yang bclum 
dikenakan kepada PT Tl, Tbk sebesar Rp l .053.893,00. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 

2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 
120. 

b. Kesepakatan surat perjanjian Nomor 75/PPK.LP/PPF- 
LIPI/VV2016 tanggal 20 Juni 2016 pain enam. 

c. SPK Nomor 101/KIMIA/PPK/11/2016 tanggal I 
Februari 2016. 

d. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi 
Penyusunan Proses Bisnis Manajemen LIP! Nomor 
688/PPKO I -BU/KS/Xl/2016 tanggal 15 November 
2016 pada angka 3. 

e. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Lainnya 
Pengadaan Koneksi Internet dan Layanan Cloud UPI 
Tahun 2016 Nomor B-2822/SU.4/KS/1/2016 tanggal 4 
Januari 2016 pad a SSKK huruf P. 

Akibat 
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Pcrmasalahan tersebut mengakibatkan 
penerimaan ncgara atas denda keterlambatan 
dikenakan sebesar Rpl 14.305.199,50. 

kekurangan 
yang belum 



Saran 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LIP! agar melaksanakan rekomendasi 
BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada : 

1) PPK Puslit Fisika sebagai penanggung jawab 
kegiatan lemah melakukan pengawasan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan. 

2) PPHP Puslit Fisika tidak maksimal dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi penerima dan 
pemeriksa hasil pengadaan. 

3) PPK Puslit Kimia tidak cennat memantau barang 
yang belum diterima sesuai dengan batas waktu 
dalam SPK. 

4) PPB Puslit Kimia dalam membuat BAST 
penerimaan barang tidak sesuai dengan tanggal riil 
diterimanya barang. 

5) PPK Settama yang tidak memperhitungkan denda 
saat pembayaran jasa 

6) PPHP Settama tidak cennat dalam membuat BAST 
yang sesuai dengan keadaan rill buku yang diterima 
dan tanggal d iterima. 

b. Memerintahkan Kepala Puslit Fisika, Kepala Puslit 
Kimia dan Sestama untuk menarik dan menyetorkan 
kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan 
sebesar Rpl 14.305.199,50 ke Kas Negara dan 
menvarncaikan salinan bukti setor keoada BPK. 
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1.2.6. Kekurangan Volume atas Empat Kcgiatan Pengadaan Belanja 
Modal Sebesar Rpl58,89 Juta 

Pcnjelasan 

194 

Laporan Rcalisasi Anggaran LI Pl Tahun 2016 menyaj ikan 
anggaran Belanja Modal sebesar Rp22 I.O 19.239.000,00, 
dengan rcalisasi sebesar Rp ! 53.054.658.087,00 atau 
69,25%. Hasil pcmcriksaan secara uji petik alas realisasi 
Belanja Modal pada Biro Umum menunjukkan ierdapat 
kekuraugan volume di cmpat kcgintan pcngadaan dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Kekurangan volume atas pekerjaan jasa konstruksi 

rcnovasi gcdung 10 Bandung sehesar 
Rp20.838.906,00 
Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan 11PK 
bersama pihak Biro Umum dan pelaksana pckerjaan 
pada ranggal 23 Februari 2017 diketahui bahwa terdapat 
sclisih luas dua item pekerjaan sccara fisik 
dibandingkan dengan kontrak sehingga terdapat 
kelebihan pcmbayaran sebesar Rp20.838.906,00. 

b. Kekurangan volume atas pekcrjaan jasa konstruksi 
renovasi gedung 30 BPI Bandung sehesar 
Rp22.J00.293,40 
Berdasarkan perneriksaan fisik yang dilakukan 11PK 
bcrsama pihak Biro Urnum dnn pclaksana pekerjaan 
pada tanggal 23 Februari 2017 diketahui bahwa terdapat 
sclisih cmpat item pckerjaan sccara fisik dibandingkan 
dcngan kontrak sehingga tcrdapat kelebihan 
pcmbayaran sebesar Rp22.300.293.40. 

c. Kekurangan volume atas pekerjaan jasa konstruksi 
renovasi gcdung Raden Saleh LlPI sehesar 
Rp25.804.665,00 
Berdasarkan perncriksaan fisik yang dilakukan BPK 
bersama pihak Biro Umum dan pelaksana pckcrjaan 
pada tanggal 14 Maret 2017 diketahui bahwa terdapat 
selisih enam item pckerjaan sccara fisik dibandingkan 
dengan kontrak sehingga terdapat kelebihan 
pembayaran scbesar Rp2S.804.66S.OO. 

d. Kekurangan volume atas pekcrjaan pcmbangunan 
atap gcdung auditorium sebesar Rp89.946.828,52 
Bcrdasarkan perneriksaan fisik yang dilakukan 11PK 
bersarna pihak Biro Umum dan pclaksana pekcrjaan 
pada tanggal 15 Maret 2017 diketahui bahwa terdapat 
selisih delapan item pekerjaan secara fisik dibandingkan 
denaan kontrak sehinuna terdanat kelebihan 



Kepntuhan 
Pernturan 

Peru ndnng- 
ll htltuignn 

Akibat 

pembayaran sebcsar Rp89.946.828.52. 

Kondisi terscbut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Presidcn Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2015 tcntang Pcrubahan Kecmpat atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pcngadaan 
Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 89 Ayat (2a), Pasal 120, 
dan Lampiran 111.C.2.i. 

b. Kontrak pelaksanaan masing-masing pekcrjaan dengan 
Surat Perjanjian Nomor 098/PPKOl-BU/KSN/2016; 
192/PPKOI-BU/KS/Vl/2016; 127/PPKOI- 
BU/KS/V/2016 pada syarat umum Nomor 60.2 huruf a 
poin 3). 

c. Kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan Surat Perjanjian 
Nomor 137/PPKOI-BU/KS/V/2016 pada syarat umum 
Nomor 60.2 huruf a poin 3). 

Pcrmasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Kerugian negara alas kekurangan volume sebesar 

Rp 158.890.692,92. 
b. Belanja Modal tidak disajikan secara wajar dalam LRA 

Tahun 2016 sebcsar Rn l 58.890.692,92. 
Berdasarkan ternuan di atas. maka Komisi VII DPR Rl perlu 
mengingatkan Kepala LIP] agar melaksanakan rekomcndasi 
BPK: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP 

Settama yang tidak cermat dalam melaksanakan 
pemeriksaan hasil pekerjaan dan membuat BAST hasil 
pekerjaan yang sesuai dengan prestasi fisik. 

b. Memberikan teguran tertulis kepada Penyedia Barang 
yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
kontrak 

c. Memerintahkan Sestama menarik dan menyetorkan 
kerugian negara atas kekurangan volume sebesar 
Rpl58.890.692,92 ke Kas Negara dan menyampaikan 
salinan bukti setor keoada BPK. 
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Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI alas 
pemeriksaan LK LAPAN Tahun 2016 

�:� ---- 

SISTEM PENGENOALIAN INTERN 
I.I 
I. I. I. 

Sistem Pengendalian Belan·a 
Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Empat Satuan Kerja Sebesar 
R 217.12 luta 

1.2 Sistem Pon endallan Asel 
l .2. I. Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pembe\ian Pesawat LSA 02 Sebesar 

9.88 Miliar tidak Melibatkan Unit Ln anan Pen dnan 
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1.1.J, Pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Kinerja, dan Gaji kepada 
Pt wai LAPAN Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar R 151.83 Juta 

l .3. 

1.1,'1, 

Ke\ebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan Kalender Dinding dan 
Kalender Meja Tahun 2017 Sebesar R 55.68 Juta 
Ptnyek�iun po:)terjaan � !!• lllln P•mlntn� P�,1gnu1m,\n Aiil · kill 
(�IJl)lll<'IOmmer) rmui !i:il1Jt¥r P1�.,.;�1 rerlnrnl1a1 dim !lelmu L;Jlkooabn 
('>!:�� scbi:sar !«pl �S.34 Julu. Mas k�1frlu)n!;,alat1 l��hu1 1alw1 dllnkuk;,n 

n)'.el11�1111 kc Klu)',legarli 111bdnr Rpl>liJ!!,l,!'.l.'l__ _ 
KtkurJn�11 �11lum� Ml:fJ,trtJ1 clan Pji<bodlrnn •ll�rlik.Jsi p� enam !illiJ.or 
!ie1,e,.,. �!1�62,13 Mn, At.� kok11fjmJW1 wluina dan pcrbcdaen opesl�•i 
I . bµll lbh 11 illUIIl c kd ' N besar R 11 C,,89 Juto 

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

1.1.2. Pengenaan Pajak Pcnghasilan alas Pcnerimaan Jasa Giro Bank 
Sebesar Rpl26,76 .Iuta Tidak Sesuai dengan Ketentuan 

Neraca LAPAN mcnyajikan saldo Kas pada Badan Layanan 
Umum (BLU) dalam Neraca per 31 Desember 2016 scbcsar 
Rp3.05 l. l 98.630.00 Kas pada BLU tersebut antara lain 
merupakan saldo Giro Operasional dan Saldo Giro 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat 
Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatckgan) yang 
disimpan dalam rekening Bank Rakyat Indonesia (13RJ). 
Pembukaan kcdua rckcning tersebut telah mcndapat 
persetujuan dari Menteri Keuangan. 
Hasil pemeriksaan tcrhadap kedua rekening tersebut 
menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 Pusfatckgan Pcnjelasan memperolch jasa giro alas penempatan dana scbcsar 
Rp633.824.79J,OO. Alas pcndapatan jasa giro tersebut pihak 
bank mengenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 
Rp 126.764.960.00. 
Pajak penghasilan alas jasa giro dibebankan setiap bulannya 
dcngan mendebit rckcning giro. 
Pengenaan pajak pcnghasilan yang dilakukan bank alas jasa 
giro yang mcnjadi hak Pusfatekgan tidak tepat. karena 
Pusfatckgan bukan mcrupakan subjck pajak yang dapat 
dikenakan pajak pcnghasilan alas Jasa giro yang 
dipcrolehnva. 

Kepatuhan 
Peratnran 

Perundang- 
Undangan 

Aki bat 

Kondisi tersebut tidak scsuai dengan: 
a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat alas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1983 lenlang PPh Penghasilan, pasal 2 Ayat (3) 
huruf b. 

b. Peraturan J>emerintah Nomor 23 Tahun 2005 JO 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum, Pasal 
14: Aval (4) dan Aval (6). 

Permasalahan terscbut mengakibatkan Pusfatekgan tidak 
dapat memanfaatkan pendapatan yang berasal dari jasa giro 
bank lahun 2016 scbcsar Rp 126.764.960.00. 
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Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LAP AN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala 
Pusfatekgan untuk berkoordinasi dengan pihak Bank dan 
KPP setempat untuk menghentikan pengenaan pajak 
peruzhasilan etas iasn airo Puslutekaan. 



1.1.3. Empat Pekerjaan yang Tercatat pada Konstruksi Dalam 
Pengerjaan Sebesar Rp940,33 .Juta pada Dua Saluan Kerja 
Selama Dua Tahun Tidak Menirnlnmi Perubahan Nilai 

Penjelasan 

Kepatuhan 
Peraturan 

Perundang- 
Undangan 

Aki bat 

Neraca LAPAN per 31 Dcscmbcr 2016 menyajikan saldo 
Konstruksi Dalam Pcngcrjaan (KDP) scbcsar 
Rp312.876.970.7 I 6.00. KDP tersebut berada di lirna satuan 
kerja. Hasil pcmeriksaan diketahui terdapat KDP alas empat 
pekerjaan pada dua Saluan Kcrja scbcsar Rp940.330.000,00 
yang tidak mengalami perubahan nilai selama dua tahun. 
Hasil konfirmasi kepada dua Saluan Kerja tcrsebut terkait 
pengelolaannya dikctahui bahwa tcrhadap KDP tcrscbut 
akan dilakukan penghapusan, dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
a. Pussainsa 

Kepala Pussainsa menjelaskan kedua pekerjaan tersebut 
baru tahap pckcrjaan konsultan percncanaau, dan 
dikarenakan ketidakjelasan anggaran pembangunan 
kedepannya maka kedua pekerjaan terscbut rencananya 
akan dilakukan penghapusan. 

b. Pustekbang 
I) Pekcrjaan I.aboratorium Acrostruktur 2 berupa 

pcrcncanaan pembangunan gedung. akan tctapi 
dikarcnakan adanya kebijakan penghematan 
anggaran mengakibatkan pekerjaan untuk konstruksi 
fisik bclum dapat dilaksanakan dan rencana 
kedepannya akan dilakukan pcnghapusan. 

2) Pekerjaan Landasan UA V berupa perencanaan untuk 
pekerjaan Pcmbangunan Sarana Parkir, Landasan 
UAV dan Kantin namun karena adanya kcbijakan 
penghcmatan anggaran rnaka konstruksi fisik tidak 
dilaksanakan dan rencana kcdcparmya akan 
dilakukan oenzhaousan. 

Kondisi tersebut tidak scsuai dengan Pcraturan Pcmcrintah 
Nomor 71 Tahun 20 IO tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pcrnyataan Nomor 08 
tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengcrjaan. pada: 
Paraaraf 6 dan Parauraf 14. 
Kondisi tersebut mengakibatkan Aset yang berasal dari 
KDP sebesar Rp940.330.000.00 tidak dapat dimanfaatkan. 
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Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LAP AN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Mengevaluasi KDP yang berumur lebib dari dua tahun 

arun dan memastikan kelanjutan pekerjaan serta ketersediaan 
anggaran. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala 
Pussainsa dan Kepala Pustekbang yang belum tepat 
dalam melakukan rencanaan en emban KDP. 



KEPA TUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

1.1.3. 

Penjelasan 

Penyelesaian Pckcrjaan Pcngadaan Pcralatan Pengamatan 
Antariksa (Magnetometer) Tcrlambat dan Bclum Dikenakan 
Denda Sebesar RoI4t3_.t_.Juta 

,----- Berdasarkar: Lapo--,-a-,-,- -K- c,- rn-n_g_a_ n_l_ ,_A_P_A_N rA--2- 0- 16-, 
merealisasikan Belanja Modal sebesar 
Rp276_J [0377_058,00 atau 87,44% dari anggaran scbesar 
Rp3 I 5_763_080.000,00_ 
Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) LAPAN pada Tahun 
20 l 6 melaksanakan Pekerjaan Pengadaan I (satu) Paket 
Peralatan Pcngamatan Antariksa (Magnetometer) dengan 
surat perjanjian Nomor 607 /SP/04/20 16/Pussainsa Tanggal 
25 April 2016 senilai Rp2_795_J49-335,00 yang 
dilaksanakan oleh penyedia barang CV ML dcngan jangka 
waktu pelaksaanaan 25 April 2016 s.d 10 Descmbcr Zfl l o. 
Berdasarkan BAPP Nomor 2473/BAPB/12/2016/i'ussainsa 
tanggal 19 Desember 2016 pckcrjaan dinyatakan telah 
selesai dilaksanakan (!00%)_ Atas dasar BAPP tersebut 
dilakukan pembayaran pada tanggal 22 Descmber 2016 
dengan mempcrhitungkan denda keterlambatan selama 9 
hari (] 0 Desembcr s.d 19 Desember 2016) sesuai 
perhitungan PPK ) aitu scbesar Rp25 _ [ 56_J44.00. sehingga 
nilai bersih yang ditcrima CV ML setelah dikurangi pajak 
dan dcnda keterlambatan adalah scbesar 
Rp2.477 772.834.00. 
Berdasarkan dokumcn Landa terima barnng Jan penjelasan 
dari pihak PPK dikctahui bahwa item pekerjaan flyhrid 
Fluxgate Magnetometer baru diterima pada tanggal 9 
Fcbruari 2017, schingga seharusnya pengadaan tersebut 
dikenakan denda kctcrlarnbatan sampai dengan tanggal 9 
Februari 2017 atau sebesar Rpl70.504.109.44 (1/1000 x 
Rp2.795. I 49.335.00 x 61 hari). 
Dengan dcmikian. Jenda kcterlambatan yang masih harus 
dibayarkan oleh pihak penyedia dengan 
memperhitungkankan Jenda yang telah dibayarkau pada 
tanggal 19 Dcscmbcr 2017 adalah sebesar 
Rpl45.347 765,44 

,. 

KepA\11h11n 
P 1!1"11 tu ra n 

Pera n(lrutg· 
Undarumn 

Kondisi tcrsebut tidak scsuai dcngan: 
a. Surat Perjanjian Nomor 607/SP/04/2016/Pussainsa 

Tanggal 25 April 20 l 6 tentang Pekerjaan Pengadaan l 
(satu) Pakct Peralatan Pcngmnatun Antariksa 

205 



(Magnetometer) pada point 6 yang menyatakan kontrak 
ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25 
April 2016 sampai dengan IO Desember 2016 (230 hari 
kalender). 

b. Syarat-syarat khusus kontrak point w tentang 
pernbayaran dendu. 

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerlmaan 
Aklb:u negara atas denda keterlambatan yang kurang dikenakan 

scbesar Re 145.34 7. 765,44. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LAPAN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Memerintahkan Kepala Pussainsa untuk memberikan 

ar'JD sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia 
Penerima Barang yang menerbitkan BAPP 100 o/o 
dengan kondisi belum semua peralatan diterima. 

b. Menegur secara tertulis pelaksana pengadaan (CV ML) 
vunu tidnk mcnvelcsaiksn oekeriann tenat waktu, 
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1.1.4. Kckurangan Volume Pekcrjaan dan Perbedaan Spcsifikasi pada 
Enam Satker Sebesar Rp262,13 Juta 

Pada TA 2016 Laporan Realisasi Anggaran LAPAN 
menyajikan anggatan Belanja Modal sebesar 
Rp315.763.080.000.00 dan telah terealisasi scbesar 
Rp276.110.377.058.00 atau 87,44%). 
Dari pemeriksaan fisik oleh BPK dikelahui terdapat 
kekurangan volume pekerjaan dan perbedaan spesifikasi 
scbesar Rp262.139.867, 10 pad a sebelas pekerjaan 
pengadaan barang di enam satker dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfcr Sumedang 

I) Kekurangan volume pekerjaan sebcsar 
Rp 12.805 .21 0,49 pada Pekerjaan Renovasi Tugu 
Papan Nama dan Pas Jaga 
I lasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada 
tanggal 27 Maret 2017 oleh BPK bcrsama Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pihak 
penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jurnlah 
volume atas jumlah yang terpasang sebesar 
Rp 12.805.210,49. 

2) Kekurangan volume pekerjaan sebesar 
Penjelasan Rp35.536.954,98 pada Renovasi Dinding Pcmbatas 

Hasil pemcriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada 
tanggal 27 Maret 20 I 7 olch BPK bersama PPHP dan 
pihak pcnycdia jasa diketahui lcrdapal kekurangan 
jumlah volume alas jumlah yang terpasang sebesar 
Rp35.536.954,98. 

b. Biro Kerjasama, I lubungan Masyarakat dan Umum 
Hasil pcmeriksaan fisik alas pckcrjaan tersebut pada 
tanggal 2 Maret 2017 oleh BPK bersarna PPK. 
konsultan lapangan dan pihak penycdia jasa diketahui 
terdapat kekurangan jumlah volume alas jumlah yang 
terpasang sebesar Rp83.549.801.85. 

c. Pusat Teknologi Penerbangan 
I) Kekurangan volume pekerjaan sebesar 

Rp5. 784.3 75,00 pada Perneliharaau Gedung 
Terowongan Angin dan IAEC 
Hasil pemeriksaan fisik alas pekerjaan lcrscbut pada 
tanggal 28 Fcbruari 2017 oleh BPK bersama PPK 
dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat 
kekurangan jumlah volume alas jumlah yang 
terpasang sebesar RpS.784.375.00. 
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2) Kekurangan volume 
Rpl3.943.278,00 pada 
Pustekbang 
Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada 
tanggal I Maret 2017 oleh BPK bersama PPK dan 
pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan 
jumlah volume alas jumlah yang terpasang sebesar 
Rp13.943.278,00. 

3) Kekurangan volume pekerjaan sebesar 
Rp6.432.067,88 pada Pekerjaan Renovasi Gedung 
Ang in 
Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada 
tanggal 28 Februari 2017 oleh BPK bersama PPK 
dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat 
kekurangan jumlah volume alas jumlah yang 
terpasang sebesar Rp6.432.067,88. 

4) Kekurangan volume pekerjaan sebesar 
Rp19.970.734,00 dan Perbedaan Spesifikasi sebesar 
Rp32.992.868,90 pada Pekerjaan Komponen Utama, 
Komponen Pendukung 
Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada 
tanggal 24 Februari 2017 oleh BPK bersama PPK, 
konsultan lapangan dan pihak penyedia jasa 
diketahui adanya selisih harga sebesar 
Rp52.963.602,90 dikarenakan adanya item 
pekerjaan yang tidak ditemukan dan perbedaan 
spesifikasi yang mengakibatkan selisih harga. 

d. Pusat Teknologi Satelit 
I) Kekurangan volume pekerjaan sebesar 

Rp20.52 l .256,00 pada Pekerjaan Renovasi Pos 
Security 
Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada 
tanggal 10 Maret 2017 oleh BPK bersama pihak 
penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah 
volume alas jumlah yang terpasang sebesar 
Rp20.52 l .256,00. 

2) Kekurangan volume pekerjaan sebesar 
Rp I 0.930.145,00 pada Renovasi Mess Pusteksat 
Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada 
tanggal 10 Maret 2017 oleh BPK bersama pihak 
penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan alas 
jumlah volume jumlah yang terpasang sebesar 
Rp!0.930.145,00. 

I . 
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e. Pusat Teknologi Roket 
Kekurangan volume pekerjaan sebesar RpS.822.175.00 
pada Pekerjaan Penarnbahan Nilai Aset Gedung 
Bengkel 
Hasil pemeriksaan fisik alas pekerjaan tersebut pada 
tanggal O I Maret 2017 oleh llPK bersama PPK. 
konsultan lapangan dan pihak penyedia jasa diketahui 
volume pekerjaan atas Pekerjaan Gerding CNP 125 x 
50 x 20 x 3.2 111111 di lapangan terpasang seberat 
1.532,50 kg scdangkan berat dalam kontrak 1.840 kg 
sehingga terdapat kekurangan berat sebesar 307,50 kg 
(1.840 - 1.532.50). Harga satuan untuk pekerjaan 
tersebut Rp28.690/kg. sehingga terdapat kekurangan 
pekerjaan sebesar Rp8.822. I 75,00, 

f'. Pusat Teknologi dan Data Pengindcraan Jauh 
Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp I 0.851.000,00 
pada Pekerjaan Renovasi Gedung Serbaguna 
Terkait pelaksanaan pemcriksaan fisik, BPK telah 
menyurat kepada Kepala Pustekdata pada tanggal 28 
Februari 2017 yang menyatakan antara lain akan 
dilakukan pemcriksaan fisik untuk pckcrjaan Renovasi 
Gedung Serbaguna yang dilaksanakan olch PT RKK 
pad a langgal 2 Maret 2017 dan diharapkan 
kehadirannya penycdia jasa pada saat pclaksanaan eek 
fisik. Dalarn pclaksanaan eek fisik pada tanggal 2 Maret 
20 l 7 pihak pcnyedia tidak hadir tan pa disertai 
penjelasan. Hasil pemcriksaan alas pekerjaan yang 
dilakukan olch BPK bersama PPK dan konsultan 
lapangan diketahui tcrdapat kekurangan volume alas 
dua item pekcrjaan scbesar Rp!0.851.000,00. 

Jadi terdapat kerugian negara pada sebelas pekerjaan 
pcngadaan barang dan jasa di enam satkcr sebesar 
Rp262.139.867.10 yang terdiri dari kckurangan volume 
pckerjaan sebesarRp229 .146.998,20 dan perbedaan 
soesifikasi sebesar Ro32.992.868,90. 
Kondisi tcrsebut tidak sesuai dengan. 
a. Peraturan Presidcn Nornor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Pcraturan Presidcn Nornor 54 
Tahun 20 IO tenlang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah: Pasal 6 huruf r. Pasal 17 Ayat (5 ), Pasal 89 
Ayat (4) dan Pasal 95 Ayat (4). 

b. SPK masinz-rnasinu oekcriaan. 
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Kondisi tersebut mengakibatkan: 
a. Kerugian negara atas kekurangan volume dan 

perbedaan spesifikasi sebesar Rp262.139.867,IO. 
b. Belanja Modal dalam LRA Tahun 2016 tidak disajikan 

secara wajar pada Laporan Keuangan sebesar 
Rn262.139.867.IO. 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Kepala LAP AN agar melaksanakan 
rekomendasi BPK: 
a. Memerintahkan Kepala BPAA Sumedang, Biro KSHU, 

Pustekbang, Pusteksat, Pustekroket dan Pustekdata agar 
memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

1) Panitia Penerima Barang yang tidak cermat dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang 
diserahterimakan oleh penyediajasa, dan; 

2) PPK yang tidak optimal melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawabnya; 

b. Menyetorkan ke Kas Negara atas kerugian negara pad a 
lima (5) satker sebesar Rpl45.247.465,20, dengan 
nncian: 
I) BPAA Sumedang, rincian penyedia: 

i. CV K sebesar Rp 12.805.210,49 
11. CV TM sebesar Rp35.536.954,98 

2) Biro KSHU untuk penyedia PT BJM sebesar 
Rp83.549.801,85 

3) Pustekbang untuk penyedia PT PMR sebesar 
Rp2.423.949,88 

4) Pusteksat, rincian penyedia 
1. CV MKU sebesar Rp49.741,00 

11. PT BA sebesar Rp30.807,00 
5) Pustekdata pada penyedia PT RGK sebesar 

Rp 10.851.000,00 
c. Menegur secara tertulis para pelaksana yang tidak 

melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. 



• 
WTP - l 

WDP ....._ Rr:�.SS8.Si..7 528J):'..8,C,."J 
Anggaran Belanja 
Rp;;">.9;>3 .:'/13,�89 000,CJ(l j Re ahs asi Belanja 

Rfj,�3.l�t,.64 7 ,.1\3('.i,P'i (6�%l _,,/ 

Aset 
L\pf�.939 %18 6'2.,1,'..2.0,00 
Kewajiban 
R 1>.'.tS,'4 � l.,GJ0,�

1 i.l ,00 
Ekuitas 

Kepatuhan Perundang- 
undangan 

f•muiln 

Kerugran 
>{p2.727."il6 Jut:; 
Ku rang Penenrnaan 
Rp238,(,'-, nua 

Temuan 

Ststem Penge ndahan Intern 

8Tc,mu�n 



PERMASALAHAN 

Sistem Pengendalian Intern 

• Akuntansi dan 
Pelaporan 

• Pelaksanaan 
Anggaran 

• Kelemahan 
Struktur 

• Akuntansi dan Pelaporan 

• Pelaksanaan Anggaran 

Kelemahan Struktur 

0% 

Kepatuhan Terhadap 
Perundang-undangan 
• Kerugian Negara 

• Potensi Kerugian Negara 

• Kekurangan Penerimaan 

• Administrasi 

•Kerugian Negarn 

•Potensl Keruglan 
Negara ·�1 . JMa!c 6!:la ' 

��ii. 
' •, 

0% 

•kekurang�l"il 
Penerlmaan 

•Administrasi 

l 
Permasala�1.1n 



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas 
pemeriksaan LK Kementerian LHK Tahun 2016 

llln --:-r • �i.�- TF.MIJA�" -·L �1H•Jtl!.t • · .• 111· ":=._.!.._ 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
I.I Pent.hmatll11 Nc1mm Bukan Paiak (PNBP) 
1.1. I Sistem Pengendalian Pencalatan dan Pelaporan alas Pendapatan Negara 

Bukan Paiak Sumber Dava Alam Kehutanan Belum Tertib 
1.1.1. Pendapalan Negara Bukan Pajak PSDH DR alas Izin Pemanfaatan Kayu 

dari Pembukaan Laban Bernotensi Tidak Ternunaut 
1.1.J Sistem Pengendalian alas Pengelolaan PNBP dari lzin Pic,jnm Pakai 

Kawasan Hutan Belum Ontlrnnl 
1.1.-1. Penerapan SIPUHH On Line Belum Optimal Dalam Memantau dan 

Menaawnsl PNllP PSDH dl111 DR 
1.1 Aset Teran 
1.2.1. lnveqtat�i �tjt Twip Eti Sillk-" ' .,,,.-: llelwti . '.-c·;;.a1\l!'!:�-�gnn 

T�b . . 
l.2.2. A-dl:t Tl:l · ·· ·· · .c l.i-• Sllluun Kcrla tlclum Ollcil•i.;.ftl Bu�li K"""'"'Ullmn 
Ll Persediaan 
1.3.1 Sistem Pengendalian dan Pelaporan Persediaan pada Enam Satker Belum 

Tenib 
1.4 Piutanz Polak 
I 4.1 Penarnusahaan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PHPL dan Sekretariat 

Jenderal Belum Tertib Sehingga Tidak Diyakini Kewajaran Pencatatan 
Piuiana sebesur Ro62.6 I 3A9 I .024,60 

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
II -�e,1y1U1p;i'1!!,l!O LllitS Realisas] Bclanj� Perjofanon Diuos Sebesar 

knl ,6:!4.·1!3,Qs:!.411 -- [.2 Ke!ehih�n T'cml:>nynran ;1111$ Bcbiin AJ1!!llOl1lll Belnnjn Bam11g; chtn Bctnnjn 
,_____ , .M_odal Sl:;llt�•r Re935,9.S 1.726,00 . _ 

I • l,:d;:µm111pm Vnlcme l'��erj:ian urns B�hmjo Burnng don lli:lanjn Modal 
·nn,ln 12 l'ak"1 Kcglut� �ebesnr RpJ60.205.l76.-18 

IA Ketorlnn1bnrm1 P�lr.crja,1n P�lly.1d.rnn li1:111iog &ll Jll!;n )'llDJl Bellll1l 
Dikcnnk:tn bondo Scbc'1i� �nt,8,65'7.27�. IO 

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan karni bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalarn SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

l.2.1. Inventarisasi Asel Tetap Eks Satker Likuidasi Belum 
Dilaksanakan Denzan Tertih 

I• 

Badan Pemeriksa Kcuangan telah melakukan pemeriksaan 
atas I .aporau Keuangan Kemcntcrian Lingkungan � I idup 
dan Kchutanan Tahun 2015 dcngan mcmbcrikan opini 
"Wajar Dengan Pengecualian". Salah satu pom 
pengecualian, sebagaimana telah diungkapkan dalam 
Laporan Hasil Pemcriksaan atas Sistem Pengendalian Intern 
Nomor 20.B/LHP/XVll/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 yaitu 
adanya pcrmasalahan pcngintcgrasian aset tctap eks satkcr 
likuidasi senilai Rp406.756.J48.274,00 ke dalam Laporan 
Keuangan LHK yang belum berdasarkan hasil inventarisasi 
oleh pihak lain yang kompeten. 
Sebagai aksi tindak lanjut, Kcmcntcrian LHK tclah 
membentuk Tim inventarisasi sesuai Surat Keputusan 
Menteri Lingkungan I Jidup dan Kehutanan Nomor 
SK.3683/MenLHK.Setjen/Roum/KAP.2/8/2016 tanggal J 
Agustus 2016 ten tang Penunjukkan Tim lnvcntarisasi 
Harang Milik Negara pada satuan kcrja cks KLl-1 yang 
dilikuidasi/digabung dalam rangka tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan 8PK RI atas sistem pcngcndalian intern 
Kementcrian LIIK Tahun 20 I 5. 
Berdasarkan hasi I pcmeriksaau atas laporan hasi I 
inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi dikctahui hal-hal 
sebagai bcrikut: 
a. Pelaksanaan invcntarisasi aset tetap masih dilakukan 

olch pihak internal Kementerian LHK tanpa melibatkan 
pihak lain ) ang kompctcn. 

b. Bcrdasarkan hasi I wawancara dcngan I im invenrarisnsi 
dikctahui bahwa inveutarisasi dilaksanakan dcngan 
mcndata dan mcnclusuri asct tetap yang tcrdaftar dalam 
daftar l3arang Milik Negara (BMN) eks Kementcrian 
Lingkungan Hidup. Aset yang ditemukan diberi label 
dan Ji input dalam Laporan Hasil lnventarisasi (Ll-11) 
sesuai kondisi aset tersebut, yakni Baik, Rusak Ringan 
(RR) dan Rusak Berat (RA). 

c. Asel tctap yang bclurn ditemukan pada saat pelaksanaan 
inventarisasi dikategorikan rusak berat (RB) dan di 
update kembali sctelah asct tetap tersebut diternukan. 
Berdasarkan Lill pada satker MenLH diketahui terdannt 
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aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar 
Rp 71.5 12.081.581.00, diantaranya sudah tcridcntifikasi 
sebesar Rp40.767.255.045,00 dan srsanya sebesar 
RpJ0.744.826.536,00 belum teridcntifikasi, 
Aset tetap yang belum teridentitikasi tersebut tersimpan 
dalam gudang di Kebon Nanas. Cibubur clan Cibinong 
dengan kondisi bertumpuk schingga tidak dapat 
diidentifikasi jum lahnya. 

d. Pemeriksaan fisik sccara uji petik dilaksanakan pada 
enam eks satker likuidasi yaitu dua di Pusat, dua kantor 
cli Tangerang serta dua kantor daerah di Kalimantan dan 
Papua dcngan nilai aset tetap seluruhnya sebesar 
Rp221.560.173.597,00 atau 54,47%. 

e. Hasil pemeriksaan fisik pada lima satker yaitu P3E 
Kalimantan. P3E Papua. Puslitbang KLL. Puslatmas 
PGL dan lJNPI seluruhnya sebcsar 
Rp 136.208.920.115,00 diketahui bahwa asct tetap dapat 
ditelusuri dan diyakini keberadaannya. Satkcr-salkcr 
tersebut tidak hilang namun hanya berganli numenklatur 
serta personilnya tidak berubah sehingga penatausahaan 
aset tetap masih tcrtib karcna tidak tcrdapat mutasi 
masuk dan keluar aset tetap: 

f. Sedangkan terhadap eks satker ) ang bu bar yaitu 
MenLH dilakukan pemeriksaan secara UJI petik 
terhadap aset tctap senilai Rp8 5 .3 51.253 .482,00 yang 
lercliri dari aset telap dengan kondisi Baik. Rusak 
Ringan dan Rusak Bcrat. 

Hasil pemeriksaan fisik terhadap 8 eks kedeputian pada 
satker Men LI I menunjukan aset tetap dapat ditelusuri 
keberadaannya senilai Rp75.885.066.525.00 dan tidak dapat 
ditelusuri kcberadaanya senilai Rp9.466.l86.957,00. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
inventarisasi aset tetap cks satker likuidasi clilakukan oleh 
pihak internal Kemenlerian LH K sehingga tidak dapat 
divakini kewaiarannva. 
Kondisi iru tidak scsuar dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah: 
a. Pasal I pain 25 menyatakan bahwa inventarisasi adalah 

kegiatan untuk mclakukan pendataan. pcncatatan dan 
pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah; 

b. Pasal 6 Ayat (2) pada huruf (m) menyatakan bahwa 
Pengguna Barang Milik Negara berwenanu dan 



bertanggung jawab melakukan pencatatan dan 
Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam 
penguasaannya; 

c. Pasal 42 pada: Ayat (I) dan Ayat (2). 
d. Pasal 44 Ayat 3 menyatakan bahwa Penyimpanan bukti 

kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau 
bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang; 

e. Pasal 92 pada: Avat ] 1 l dan A vat (2). 
Kondisi tersebut mengakibatkan: 
a. Penyajian Aset tetap yang belum dilakukan 

inventarisasi oleh pihak lain yang kompeten senilai 

Aklbal: Rp455.716.664.868,00 belum diyakini kewajarannya; 
b. Aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya 

berpotensi hilang; 
c. Aset tetap yang tidak memiliki nomor inventaris barang 

milik neaara bernotensi dlsalahaunakan dan hilana, 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk melaksanakan rekomendasi BPK dengan 
menginstruksikan Eselon I terkait agar: 
a. Melibatkan pihak lain yang kompeten dalam 

Sni:an melaksanakan inventarisasi aset tetap eks satker 
likuidasi; 

b. Melakukan penertiban dalam pengelolaan BMN dengan 
memberikan labelisasi BMN; 

c. Melakukan pendataan pemegang BMN dan melengkapi 
denean berita acnm neminiaman, 
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1.2.2. Aset Tetap pada Lima Satuan Kerja Belnm Dilengkapi Bnkti 
K Tka e11 C.1111 1 u 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 ( dua be las) bulan untuk digunakan, 
a tau dirnaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan 
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. BPK 
RI telah melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan 
yang bertujuan menilai kecukupan desain dan irnplementasi 
pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan 

l'cnj\'lus11 n Kementerian LHK Tahun 2016 berbasis akrual. 
Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen terkait 
penatausahaan BMN baik yang dilakukan secara manual 
maupun yang menggunakan bantuan aplikasi menunjukkan 
terdapat kelemahan pengendalian, dan pengamanan BMN 
berupa aset tetap tanah yang belum dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan pad a lima satuan kerja senilai 
Ro 1.787.257.300.00. 

Keputuhan Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Ptra1Urlll1 Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
refllndang- Negara/Daerah pada: Pasal 42 Ayat (2), Pasal 43 Ayat (1) 
Undan°1mn dnn Pa!iOI 43 Avat (3). 

Hal tersebut mengakibatkan aset tetap senilai 
Akihat Rpl.787.257.300,00 tidak memiliki bukti legal formal dan 

bernotensi menjadi kelernahan apabila ieriadi sengketn, 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan 

Soran menginstruksikan Eselon I terkait untuk memerintahkan 
para Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya pengawasan 
dan pengamanan aset tetap dengan melengkapi bukti 
keeem ilikan, 
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KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

Penyimpangan atas Realisasi Belanja Perjalanan Diuas Sebesar 
Rpl.624.413.052,40 

Kementerian UIK pada TA 2016 mcrealisasikan Belanja 
Barang scbcsar Rp2.814.900.6 J 6.250,00. Realisasi tcrsebut 
antara lain dipergunakan unluk belanja perjalanan dinas. 
Berdasarkan has ii pcmcriksaan alas dokumcn 
pertanggungjawaban belanja diketahui masih terjadi 
penyimpangan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas 
sebesar Rp I .624.413 .052.40. 
Penyimpangan realisasi perjalanan dinas diatas dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Pembayaran biaya transport melebihi standar 

Berdasarkan hasil pcmeriksaau atas dokumen 
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa 
biaya transport diketahui tcrdapal pembayaran uang 
transport yang melebihi standar biaya yang bcrlaku di 
Kementerian LHK, bukti tiket yang dilampirkan dalam 
dokumen pertanggungjawabau tidak valid sorta harga 
tikel Garuda yang dibayarkan rnelebihi harga tiket 
Garuda berdasarkan sistcm e-aiulit scluruhnya sebesar 
Rp334. 733.414.00; 

b. Pembayaran uang harian melebihi standar 
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas salah satu 
komponcn dalam biaya pcrjalanan dinas berupa uang 
harian diketahui tcrdapat pernbayaran uang harian 
perjalanan dinas dalam ncgeri tidak sesuai dengan 
standar biaya yang bcrlaku di Kementcrian LI IK 
sebesar Rp342.685. 71 0.40: 

c. Pembayaran biaya pengmapan tidak scsuai biaya 
sesungguhnya 
Berdasarkan hasil konfirmasi ke hotel atas bukti 
penginapan perjalanan dinas diketahui terdapat pegawai 
yang melaksanakan perjalanan dinas tidak rnenginap 
pada hotel yang dirnaksud serta pembayaran biaya hotel 
tidak sesua, dcngan biaya pengmapan yang 
sesungguhnya schingga tcrjadi kclcbihan pembayaran 
penginapan scbesar Rp28 I .503.396,00: 

d. Pembayaran pcrjalanan dinas dalam kegiatan pakel 
meeting melebihi standar 
Berdasarkan hasil nemeriksaan alas dokumen 
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pertanggungjawaban kegiatan paket meeting diketahui 
terdapat pembayaran paket meeting melebihi standar 
yang ditetapkan sebesar 3 I .607.000,00; 

e. Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas 
luar negeri 
Berdasarkan hasil pemeriksaan alas pembayaran uang 
harian perjalanan dinas luar negeri diketahui terdapat 
kelebihan pembayaran uang harian melebihi ketentuan. 
Berdasarkan aturan perjalanan dinas luar negeri untuk 
hari keberangkalan dan kepulangan, uang harian 
seharusnya dibayarkan hanya 40% dari lumpsum yang 
diterima, namun uang harian yang diterima oleh 
pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sebesar 
I 00% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 
Rp42 l.205 .306,00; 

f. Sisa Perjalanan Dinas Belum Disetor/Dikembalikan 
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban perjalanan dinas, terdapat 
kelebihan sisa pertanggungjawaban dan kelebihan uang 
panjar perjalanan dinas yang belum 
disetor/dikembalikan ke kas negara sebesar 
Rp 12.032. I 00,00; 

g. Biaya pembatalan atas perjalanan dinas yang tidak 
dilaksanakan 
Berdasarkan pemeriksaan alas dokumen 
pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri 
diketahui terdapat empat perjalanan dinas yang tidak 
dilaksanakan dengan alasan kesehatan/sakit dan alasan 
tugas lainnya. Jumlah biaya yang dibayarkan untuk 
perjalanan dinas tersebut sebesar Rp408.068.296,00 
namun dana yang bisa di refund oleh maskapai hanya 
sebesar Rp2 I 5.480.170,00 sehingga terdapat 
pemborosan alas biaya perjalanan dinas yang tidak 
dilaksanakan sebesar Ro 192.588.126.00. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara pada: Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 
3, dan Pasal 54 Ayat (2). 

b. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada: Pasal 65 Ayat (I) dan Pasal 66 Ayat (3). 

c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
l'edomun Pelaksanaan AnRMra11 Pendaoaran dan 



Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2). 
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Luar Negeri, Pasal 13 Ayat (5). 

e, Peraturan Sekjen KLHK No: P.5/Setjen-Rokeu/2015 
tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pedoman Standar 
Biaya Kegiatan Tahun 2016 Lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lampiran 9, 13, dan 
14. 

Hal terse but mengakibatkan kelebihan pembayaran 
Aklhat perjalanan dinas sebesar Rpl .431.824.926,40 dan 

pemborcsan keuanaan negara sebesar Rnl 92.588.126,00. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk melaksanakan rekomendasi BPK dengan 
menginstruksikan para Eselon I terkait untuk: 

u ran a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan perjalanan 
dinas di lingkungan masing-masing; dan 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 
secara berjenjang kepada para pelaksana kegiatan yang 
tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewaiibun, 
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1.2 Kelebihan Pembayaran atas Behan Anggaran Belanja Barang 
dan Belania Modal Sebesar Rn935.951.726,00 

Penjelasan 
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LRA Kementerian LHK Tahun 2016 menyajikan rcalisasi 
belanja barang sebesar Rp2.814.900.6 l 6.250,00 atau 
scbcsar 77,64o/o dari anggaran sebesar 
RpJ.625.601.959.000,00, dan rcalisasi belanja modal 
sebesar Rp265.346.876.017,00 atau scbesar 64,17% dari 
anggaran sebesar Rp413.53 1.185.000,00. 
llerdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi belanja 
diketahui terjadi kelebihan pembayaran atas 
pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan modal 
sebesar Rp935.95 l .726,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan paket fullday dan fullboard meeting tidak 

sesuai ketentuan 
Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban 
pelaksanaan paket Jul/day dan Jul/hoard meeting 
diketahui terdapat pembayaran yang tidak sesuai 
ketentuan sehingga terdapat kelebihan pcmbayaran 
sebesar RpS0.650.000. 

b. Selisih harga pengadaan barang melalui pengadaan 
langsung 
Berdasarkan hasil pemeriksaan alas 
pertanggungjawaban pengadaan belanja barang 
diketahui bahwa pengadaan barang dilaksanakan 
melalui pengadaan langsung. Sesuai ketentuan yang 
berlaku bahwa pcngadaan untuk barang yang sudah 
dimuat dalam sistem katalog elektronik maka 
pengadaan harus dilaksanakan melalui e-purchasing. 
Atas pengadaan barang yang sudah tersedia dalam 
sistem katalog elektronik namun dilaksanakan melalui 
pengadaan langsung tersebut diketahui terdapat selisih 
harga dengan e-cataloge pada tiga satker sebesar 
Rp83.940.04 I ,OO. 

c. Kelebihan pembayaran atas belanjajasa lainnya 
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban belanja jasa lainnya diketahui 
terdapat kelebihan pembayaran sebesar 
Rp65.997.500,00. 

d. Pengeluaran belanja tidak didukung dengan bukti yang 
sah: 
Berdasarkan has ii pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban belanja belanja sewa kendaraan 
dan belania nemeliharaan diketahui terdaoat belania 



... 
untuk pembelian bahan bakar, penggantian spare part 
kendaraan dan belanja sewa kendaraan pada delapan 
satker tidak didukung dengan bukti yang sah seluruhnya 
sebesar Rp237.358.322,00. 

e. Pcrnbayaran honorarium rnelebihi standar 
Berdasarkan has ii pemcriksaan atas bukti 
pertanggungjawaban pembayaran honorarium diketahui 
terdapat kelebihan pernbayaran honorarium pcnanggung 
jawab pengelola keuangan, honorarium jasa profesi dan 
honorarium output kegiatan yang melebihi standar yang 
ditetapkan scluruhnya sebesar Rp412.398.863,00. 

f. Pembayaran biaya transportasi mclebihi standar 
Bcrdasarkan has ii pcmcriksaan atas 
pertanggungjawaban kegiatan rapat pembahasan panitia 
tata batas kawasan hutan pada satker Balai Pcmantauan 
Kawasan Hulan wilayah Ill Pontianak diketahui 
tcrdapat pembay aran berupa bantuan transportasi yang 
melcbihi ketentuan sebesar RpJJ.810.000,00. 

g. Kelebihan pembayaran uang makan harian 
Bcrdasarkan hasil pemeriksaan atas pembayaran uang 
rnakan harian pcgawai pada Badan Lingkungan Hidup 
Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan diketahui tcrdapat 
perhitungan pcmbayaran uang makan pada pcgawai 
yang melaksanakan pcrjalanan dinas kegiatan EKUP 
schingga tcrjadi kelebihan pernbayaran scbcsar 
RpS.541.000,00, 

K�)mt11ha11 
l'l'rplurun 

P�rund1111g- 
mlongan 

- 
Akibat 

Hal tersebut mcngakibatkan 
pembayaran alas belanja barang 
sesuai dengan ketentuan 
Rp935.95 l.726,00. 

terjadinya kelcbihan 
dan modal yang tidak 

sel uruhny a sebesar 
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Ila! tersebut tidak scsuai dengan: 
a. Perpres 4 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kccmpat alas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 IO tcntang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah pasal I IO Ayat ( 4 ). 

b. Pcraturan Pemerintah No.45 tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran J>cndapatan dan Bclanja 
Negara Pasal 65 Ayat (I). 

c. Pcraturan Sckjen KU IK No: P .5/Sctjcn-Rokcu/2015 
tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pedoman Standar 
Biaya Kegiatan Tahun 2016 Lingkup Kcmenterian 
Linakunzan Hidup dan Kehutanan, 
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arun 

Berdasnrkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk melaksanakan rekomendasi BPK dengan 
menginstruksikan para Eselon I terkait untuk: 
a. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan pengelolaan 

belanja barang dan jasa di lingkungan masing-masing 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

b. Memberikan teguran secara berjenjang kepada para 
pelaksana kegiatan yang tidak cermat dalam 
melaksanakan tuzas dim kewajiban. 



1.3 Kekurangan Volume Pekerjaan atas Bclanja Barang dan Bclanja 
Modal nada 12 Paket Keziatan Sebesar Rn360.205.J76,�8 

l'cnjclusan 

Kepatuhan 
Pera tu ran 

Perundang- 
Undangan 

Aki bat 

Dalam LRA Kementcrian UIK Tahun 2016 disajikan 
realisasi bclanja barang scbcsar Rp2.8 I 4.900.616.250,00 
atau sebesar 77 ,64% dari anggaran scbesar 
Rp3.625.601.959.000,00, dan rcalisasi belanja modal 
scbesar Rp265.346.876.017 .00 a tau sebesar 64. 17% dari 
anggaran sebesar Rp4 I 3.53 1.185 .000,00. Realisasi belanja 
barang dan belanja modal tersebut antara lain dipergunakan 
untuk pcmbayaran kegiatan pengadaan barang dan jasa. 
Berdasarkan hasil pcmeriksaan secara UJI pctik atas 
dokumcn pertanggungjawaban realisasi belanja dan 
pcmeriksaan fisik pengadaan llelanja llarang dan Bclanja 
Modal pada 12 paket pengadaan diketahui terdapat 
kekurangan volume pekerjaan scluruhnya sebesar 
Ro360.205 .3 76,48. 
Hal tersebut tidak sesuai dengan: 
n. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan 
Beianja Negara, Pasal 8 JlurufH. 

b. Peraturan Pres id en Nomor 70 Tahun 2012 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah tcrakhir dcngan Pcrpres Nomor 4 Tahun 2015 
pada: Pasal 6 huruf (f), Pasal 11 Ayat ( l ) huruf e, Pasal 
18 Ayat (4) huruf a, Pasal 89 Ayat (2), Pasal 89 Ayat 2 
(a). dan Klausul tentang hak dan kewaj iban pcnyedia 
yang tcrcantum dalam masing-rnasing konlrak/surat 
perjanjian pengadaan barang dan jasa. 

c. Surat Pcrjanjian (Kontrak) masing-masing pckerjaan 
yang memuat spesifikasi. gambar dan RAB berikut 
Analisa Harga Saluan (Al IS) atas item pekerjaan yang 
diperjanjikan, 

I lal tcrscbut mengakibatkan: 
a. Kelcbihan pembayaran scbcsar Rp360.205.376,48 dari 

kekurangan volume pekerjaan pada masing-masing 
kontrak; 

b. Penyajian realisasi belanja barang dalam LRA serta 
lleban Barang dan Jasa dalam LO tidak 
mcnggarnbarkan nilai sebcnarnya: 

c. Penyajian realisasi Belanja Modal dalarn LRA tidak 
menuuarnbarkan nilai vanz sebenarnya. 
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Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk melaksanakan rekomendasi BPK: 
a. Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan 

arnn atas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di 
lingkungannya sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada 
Kepala Satker terkait, PPK, dan Panitia Penerima 
dan/atau Pcmcriksa Hns,I Pekeriaan, 



l..t Kctcrlambatan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang 
B I D"k k D d S b R 238 6-7 276 10 eum 1 cna an en a c csar :p . :, . ' 

Dalam LRA Kementerian LHK Tahun 2016 disajikan 
realisasi belanja barang sebesar Rp2.814.900.616.250,00 
atau sebesar 77,64% dari anggaran scbcsar 
Rp3.625.601.959.000,00, dan real isasi belanja modal 
sebesar Rp265.346.876.017,00 a tau scbesar 64,17% dari 
anggaran sebcsar Rp413.531.185.000,00. Realisasi belanja 

l'cnj�inan 
barang dan bclanja modal terse but antara lain d ipergunakan 
untuk pembayaran kegiatan pengadaan barang dan jasa. 
Hasil perncriksaan :-.ecara llj I petik atas dokumcn 
pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik atas 
pelaksanaan Belanja llarang dan Belanja Modal pada tujuh 
paket pengaJaan diketahui terdapat ketcrlambatan 
penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang tclah ditclapkan 
dalam kontrak yang bclum dikenakan Jenda minimal 
scbcsar Rp238.657.276, I 0. 
Hal tersebut tidak scsuai dengan: 
a. Peraturan Presidcn Norn or 4 Tahun 2015 ten tang 

Kcpatuhan Perubahan keernpat atas peraturan presiden nornor 54 
Peraturan Tahun 20 IO ten tang Pengadaan barang/jasa pcmerintah 

Perundang- pada: Pasal 11 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (5). Pasal 89 
Undangan Ayat (2) dan Pasal 120. 

b. Surat (kontrak) 
. . pekerjaan perjanjiau masmg-masmg 

yang mengatur k lausul dcnda kctcrlambatan. 
Hal tersebut mcngakibatkan barang hasil pengadaan tidak 

l;iba1 segera dapat dirnanfaatkan scsuai dcngan pcruntukannya. 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menleri Lingkungan Hidup clan Kehutanan 
untuk melaksanakan rckomendasi BPK: 
a. Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan 

Saran atas has ii pckcrjaan pengadaan barang dan Jasa di 
lingkungannya sesuai aturan yang berlaku: 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada 
Kepala Satker terkait, PPK, dan Panitia Penerima 
dan/atau Pemeriksa Hasil Pekeriaan. 
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Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI alas 
pemeriksaan LK Kementerian Ristekdikti Tahun 2016 

om - "' �TltMJ1AIV- - � =- - 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

\. Penvaiian atas Laooran Keuanzan ILK) Kemenristekdikti Tahun 2016 

I.I 
Proses Penyusunan LK Tahun 2016 Belum Didukung Sistem yang 
Memadai 
Kemenristekdikti Belum Optimal Melakukan Koreksi Penyajian alas 

1.2. 
Akun Kas dan Bank yang Dikecualikan dalam LK Tahun 2015 dan 
Terdapat Perbedaan Jumlah Rekening Menurut Kememistekdikti dengan 
Kementerian Keuane:an 
Pengelolaan Tnvestasi Jangka Pendek Senilai Rp2,02 Miliar pada UNG 

I 3. Tidak Sesuai Ketentuan dan Potensi Temuan BPK senilai Rp545,56 Juta 
Tidak Ditindaklaniuti Sesuai Denean Rekomendasi 

1.4. Penyajian Piutang di Lingkungan Kernenristekdikti Belum 
Menzaarnbarkan Keadaan vanz Sebenarnva 

1.5. Penatausahaan dan Penyajian Persediaan Kememistekdikti Belum 
Memadai 

1.6. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tidak Memadai dan 
Terdapat KDP Terbenakalai Sebesar Rp 1,21 Triliun 

1.7. Penatausahaan dan Penzamanan Aset Teran Belum Memadai 

1.8. 
Aset Tidak Berwujud (ATB) Belum Seluruhnya Diamortisasi dan Tidak 
Disaiikan Secara Lenzkan oada LK Kemenristekdikti Tahon 2016 
Proses Penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur 

1.9. dan Unsil Belum Sepenuhnya Tercermin dalam Laporan Keuangan 
Tahun 2016 

2. Penzelolaan dan Pertanaaungiawaban Keuangan Negara 
2.1. Penatausahaan dan Pengelolaan Pendapatan Tidak Tertib 

2.1.1 Penatausahaan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pad a Empat 
Satker Belum Memadai 

2.1.1. Pengelolaan Pendapatan atas Pemanfaatan Asel pada Lima Satker Belum 
Memadai 

2.1.3. Penaelolaan Pendapatan alas Kerjasama Unoad Belum Memadai 
2.2. Penatausahaan dan Penzelolaan Belania Tidak Tertib 

2.2.1 Penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran Belanja Harang Tidak Tepat 
Sebesar Ro23,87 Miliar 
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian pada LPPM UT Belum Sesuai dengan 

2.2.2. Pedoman yang Berlaku dan Keterlambatan Penyetoran Sisa Dana ke Kas 
BLU 
R,,ali,ain Belai)� MQ<lal SebUar Rp 11 :98 Mlliw' ·�···- l.J.�. "'· .l.liltuk Menahoa ,�-n A ... T Mfffl .. ,., . 

2.2.4. Pengelolaan Program Bidikmisi dan ADik pada Ditjen Belmawa Kurang 
Optimal 

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
1.1 Pendaoatan 
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Sisa Penggunaan Langsung Penerimaan Satker Kemenristekdikti TA 
1.1. L 2016 Belum Disetor Sebesar Rp962,34 Juta dan Penggunaan Tidak 

Waiar Sebesar Roi 1,98 Miliar 

l.1.2. PNBP Belum Memilik i Dasar Penetapan Tar if pada Empat Satker 
Kemenristekdikti Sebesar Rp?,42 Miliar 

1.1.3. Pendapatan Belum/Kurang Pungut pada 14 Satker Sebesar Rp 16,39 
Miliar 
PNBP Sebesar Rp489, 15 Miliar pada Enarn Satker Terlambat Disetor 

l.1.4. dan Sebesar Rp609,86 Juta pada Tiga Satker Belum Disetor Ke Kas 
Nezara 

l. l.5. Pengenaan PPh Atas Jasa Giro pada Rekening Milik Kementerian Riset, 
Teknoloai dan Pendidikan Tinzai 

1.2 Belania 
l.2.1. Belania Pezawai 

1.2. l. l. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada 13 Satker Sebesar Rp6,90 
Miliar 

l.2.2. Belania Baranz 

l.2.2. l. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pada 25 Satker Sebesar Rp2 l ,67 
Miliar 

1.2.2.2. Pembayaran Honorarium dan Tunjangan pada 15 Satker Tidak Sesuai 
SBM TA 2016 Sebesar Ro27,72 Miliar 

l.2.2.3. Belanja Barang pad a 13 Satker Tidak Didukung Bukti 
Pertanaaunziawaban Sebesar Rp 180,93 Miliar 

l.2.2.4. Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikenakan 
Pemotonaan Sebesar Rp498,50 Juta 
Laporan Penggunaan Dana Penelitian dan Pengabdian kepada 

1.2.2.5. Masyarakat yang Disalurkan kepada Peneliti di Perguruan Tinggi Tahun 
2016 Belum Diunggah Sebesar Rp53,07 Miliar dan Sisa Dana Sebesar 
Ro6,56 Miliar Belum Disetorkan Ke Kas Nezara 

1.2.2.6. Sisa Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada PTN dan Satker 
Belum Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp?,02 Miliar 
Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Kemahalan 

l.2.2. 7. Harga Sebesar Rpl,83 Miliar Serta Tidak Diyakini Sebesar Rp544,60 
Juta 

1.2.2.8. Pajak alas Belanja Barang pada Tiga Satker Kurang Dipungut Sebesar 
Rp543,88 Juta 

l.2.2.9. Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pad a Tiga Satker 
Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp399,8 l Juta 

1.2.2.10. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Sepuluh Satker Sebesar Rpl,17 
Miliar 
Keterlambatan Peneliti Mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan 

1.2.2.11 Pengabdian kepada Masyarakat TA 2016 Belum Dikenakan Sanksi 
Denda Sebesar Rp5,32 Miliar dan Pemberian Dana Penelitian Tahun 
2016 Sebesar Ro39,94 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan 

l.2.2.12. Dana Penelitian Atas Tim Penelitian yang Tidak Mengikuti Monev 
Ekstemal Sebesar Rp2,44 Miliar Belum Dikembalikan Ke Kas Negara 
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1.2.2.13. Realisasi Bantuan Biaya Pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo 
Sebesar Rol63,57 Juta Tidak Sesuai Ketentuan 
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kola pada Ditjen SDID 

1.2.2.14. Direalisasikan Berupa Belanja Makan Minum Pegawai Sebesar 
Rp 166,52 juta 

1.2.3. Belania Modal 

12.J. r. t<eliur�ni:J>n N'c.lllltiit min Ke.le�ihnn aoynr � 3 7 Pnket Pckol'j:wM pllrl� 
15 •SntltBr s�oosw: J.ln� ?g ·M ,l w. 

1.2.3.2. Penyelesaian 19 Paket Pekerjaaan pada Delapan Satker Terlarnbat dan 
Belum Dikenakan Denda Sebesnr Ro2.30 Miliar 

1.2.3.3. Pelaksanaan Empat Paket Pekerjaan pada Universitas Nusa Cendana 
Tidak Sesuai Snesifikasi Teknis Sebesar Ro644.04 Juta 
Pelaksanaan 30 Pak et Pekerjaaan pad a Empat Satker Tidak 

1.2.3.4. Mempertimbangkan Harga Barang/ J asa yang Lebih Rendah 
Mengakibatkan Pemborosan Sebesar Rpl,69 Miliar 
Biaya Langsung Non Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada 

1.2.3.5. Dua Satker Kemenristekdikti Belum Didukung Bukti 
Pertanggunaiawaban 

1.2.3.6. Pemecahan Pekerjaan Pembuatan Kolam Renang Untuk Menghindari 
Pelelanzan nada Unoatti 

1.2.4. Belanja Bantuan Sosial 
1.2.4.1. Penzelolaan Belania Bantuan Sosial Belum Optimal 

1.3 Proses Penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur 
dan Unsil Belum Sepenuhnva Sesuai Denzan Peraturan Presiden 

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalam SP! maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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SISTEM PENG EN DALIAN INTERN 

2.2.3. Rcalisasi Bclanja Modal Sebesar Rpl 1,98 Miliar Digunakan 
Bukan Untuk Menzhasilkan Asct Tetau 

Hasil pemeriksaan sccara uj i petik pad a em pat satkcr di 
I ingkungan Kemcnristekd ikti mcnunj ukkan terdapat 
penggunaan rnata anggaran belanja modal scbesar 
Rp l l .988.596.000.00 yang digunakan untuk bantuan: 
a. Unpatti 

Unpatti menganggarkan kegiatan pcnyclesaian sengkcta 
gugatan perkara jual beli tanah untuk pembangunan 
Fakultas Teknik Ambon pada Tahun 1964 pada Belanja 
Modal Tanah (MAK 5311 11 ). Unpatti merealisasikan 
pengcluaran scbcsar Rp400.000.000.00 untuk 
membayar penggunaan jasa penasihat hukurn dalam 
pcnyelesaian sengketa tanah terscbut pada Tahun 2015. 
Jasa terscbut baru dibayar pad a Tahun 2016 
dikarenakan tidak ada alokasi anggaran yang tersedia 
pad a Tahun 2015. Berdasarkan keterangan dari 
I3endahara Pcngcluaran Unpatti dikctahui kcgiatan 
tersebut dianggarkan pada belanja modal karcna 
dianggap bisa menambah nilai tanah dan sesuai dengan 
Bagan Akun Standar pada kode akun Belanja Modal 
Pernbebasan Tanah (MAK 531112). 

b. Unsyiah 
Kesalahan pcnganggaran l3clanja Modal tidak 
digunakan untuk menghasilkan Ase! Tetap berupa 
pemeliharaan atau pcrbaikan asct scbcsar 
Rp 1.574.366.000.00. 

c. Ditjen Kclcmbagaan 
Kemenristekdikti mclalui ])itjen Kelembagaan lptck 
dan Dikti C.q. Dircktorat Kawasan Sains Teknologi dan 
l.embaga Pcnunjang Lainnya mclaksanakan kegiatan 
pembangunan gcdung Techno Park (Tl')/Science Park 
(SP)/Science Techno Park (STP) dan pcngadaan sarana 
pcndukung operasional TP/SP/STP. Kegiatan 
pcngcmbangan TP/SP/STP dimaksud sclanjutnya akan 
diserahkan kepada pengelola TP/SP/STP. yakni unit 
kelembagaan yang telah terbentuk di masing-masing 
TP/SP/STP di bawah koordinasi Pemerintah Daerah 
atau Perguruan Tinggi. 
Hasil oenzuiian atas bukti nertanaaunaiawaban sccara 
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uji petik menunjukkan kesalahan penggunaan anggaran 
belanja modal yang digunakan untuk pekerjaan 
pembangunan gedung dan sarana pendukung yang akan 
diserahkan kepada pengelola STP sebesar 
Rp I 0.014.230.000,00. Kegiatan .. seharusnya m1 
menggunakan belanja barang untuk diserahkan kepada 
masyarakat/pemda, 

Kondisi tersebuttidak sesuai dengan: 
a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 

Kepatuhan 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual pada: 
Pemt11r�n Bab VIII, Poin 2.4. Pengukuran tanah baris 35 dan 36. 

Pcn111dnn_g• b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
ndnngan KEP-3 I I/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 yaitu: 

Penjelasan atas MAK 53 1111 dan Penjelasan alas MAK 
531112. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 

AJlibHI a. Belanja Modal lebih saji sebesar Rpl 1.988.596.000,00. 
b. Belanja Barang kurang saji sebesar 

Roi 1.988.596.000,00. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Ristekdikti agar melaksanakan 
rekomendasi BPK dengan memerintahkan kepada Dirjen 
dan Rektor terkait untuk memberikan sanksi sesuai � �r-..1n ketentuan yang berlaku kepada Bagian Perencanaan dan 
Penganggaran serta Bagian Keuangan Unpatti, Unsyiah, dan 
Ditjen Kelembagaan serta dalam penyusunan anggaran 
bernedoman pndn Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
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KEPATUHAN TERHADAP PF:RUNDANG-UNDANGAN 

1.2.3.1. Kekurangan Volume dan Kclebihan Bayar atas 37 Pakct 
Pekerjaaan nada 15 Satker Sebesar R112,29 Miliar 

Hasil pemeriksaan Iisik secara up petik BPK bcrsama 
Pcjabat Pcmbuat Komitmen (PPK). rckanan pelaksana. dan 
rekanan pengawas pada 15 satker di Iingkungan 
Kemcnristekdikti menunjukkan hal-hal sebagai bcrikut. 
a. Pada pelaksanaan 30 paket pekerjaan scbesar 

Rp90.155.640. 750.00 di 15 satker diketahui terdapat 
kekurangan volume sebesar Rp 1.975.406.220, 11. Atas 
ha! tersebut tclah dilakukan penyetoran kc Kas 
Negara/BLU scbcsar Rp 120.6 70.11 J .22, sehingga nilai 
belum disetor sebesar Rp 1.854. 736.106,89. 

b. Sebanyak tujuh paket pckerjaan sebesar 
Rp8.002.405.000.00 pada tiga satkcr diketahui terdapat 
kelebihan bavar sebesar Rp323.7J0.792,00 � - ... ,-- >------�----�----�--------< 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah sebagaimana tclah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 tcntang Perubahan Kecmpat alas Pcraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20 IO 
pada: Pasal 5. Pasal 6 huruf (f), Pasal 9. Pasal 49 Ayat 
7, Pasal 89 Ayat (4), dan Lampiran 111.C.2.i. 

b. Pcraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 Ayat (2). 

c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSUK) bahwa 
Pcrnbayaran Prcstasi Pekerjaan dilakukan dengan cara 
tennin yang dilakukan dengan ketentuan dianlaranya 
bahwa pembayaran terhadap prestasi pekerjaan 
dilakukan bcrdasarkan kuantitas pekerjaan actual yang 
dimintakan dan dikerjakan scbagaimana diukur oleh 
Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pernbuat 
Komitmen (PPK) serta dinilai sesuai dengan harga yang 
terantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta 
pembayaran dilakukan senilai pckerjaan yang telah 
terpasang, tidak lermasuk bahan/material dan peralatan 
varuz ada dilokasi nekcriaan. 

Penjelasan 

Kepatuhan 
Pera tu ran 

Perundang- 
Undangan 

Akibaj 
Permasalahan terscbut mengakibatkan: 
a. Kerugian negara atas kekurangan volume scbesar 

Rp2.299 137.012,11. 

237 



b. Realisasi Belanja Modal pada Laporan Keuangan lebih 
saji sebesar Rp2.299.137.012,I I. 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Ristekdikti agar melaksanakan 
rekomendasi BPK dengan memerintahkan Dirjen PI dan 
Dirjen SDID agar: 
a. Menarik kerugian negara atas kekurangan volume 

�htn sebesar Rp2.l 78.466.898,89 dan menyetorkan ke Kas 
Negara/Kas BLU serta menyampaikan salinan bukti 
setor kepada BPK. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan 
Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
vana tidak cermat dalam melaksanakan IUUII.SDYB. 
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Potensi Peningkatan Penerimaa 
U5J.),111S.-967,32b"90 I 

I 
Kekurangan Penerimaan Royalti 1, 

\._��u_s_ ,i_ 1r- ;1_ .4_s_9 _ _ 9_'�����--� 

Tambah Mineral J use 135,S,()·i .�4?35 

---- 
Aspek Temuan 



Bcrikut ini merupakan hasil tcmuan yang diunukap olch BPK RI atas 
pemcriksaan POTT PTFI Tahun 20 I(, 

- • . . . 

I. 1 

1.2 

1.3 

POTT PENERAPAN KK PT FREEPORT TA 2013 s.d 2015 
Tcrdapat I'otcris i l'eningk.uun l'euerimaun Negara dari lurun Tcrup LL1n 
luran Produksi/Rovalu P'I Fl �l'la111<1 Pe node 1-c1hu11 2009 Samoai Dcuaan 
Tahun 2015 Scbesar LISD445.967.326 90 
Kclebihan Pembcbanan Biaya Concenn tnc Handhng Pada P"l"FI Tahun 
2013 s.d. 2015 Mengakibutk.m Kekurangun Pcncrimaan Royahi Scbcsar 
USDT 81.-159.93 
Pcnyelenggaraan {J...,;iha Jasu Pcrrambangan Yang Dilakukan P'l Kuala 
Pclabuhan lndoncxin Pada Pll-'1 �ridak. Sesuai Dcngan Pcraturan 
Penmdanaan-Ilndanzan 
Pen$Uw�1rt 4•n P��g�n��llall Olr�kr,in11 Ju,1d,'T'lll Mitloral (1311 8Jtul;jl,ra,. 

I -I Kcrnontlll'iu� liSl.)M d�h\ln ll�l;l.ll!IU-"JN.11:n P,1101 ltn�i111 Nr:garJ Buk.ru1 Jlaja� 
_ !!'NR� dM P¢rlm,nn,n Ptodllk. I tn.,11 fombw� .Fl Fi MMll1 lcinnll 

Terdapat Potensi Pcningkatan Nilai Tambah Mineral Minimal Sebesar 
USD135,904,449.35 yang Tertunda Akibat Bclum Terlaksananya 
Pernbanzunan Fasilitas Pernurnian P'TFl 

i.s 

16 

17 

Penciutan l.uas dan Status Blok B Pnda \Vila) ah Kontrak Karyn P l'FI 
Behun Ditctapkan Sc -, uai Dcnuun Ketcntuan Yang Bcrlaku 
P'fFI Mcnggunakan Kawasan llutan Lindung Dalarn Kcgiatan 
Operasionalnya Scluas Minimal 4.535.93 I-Ia Tanpa lzin dan Hal lni 
Bertentangan Dengan UU Kchutanan Nornor 41 Tahun 1999 Jo UU Nornor 
19 Tahun 2004 
l"rFl M.;'1;1�'11Tn-�-k-n-�-K-cgiatan Operasional Pertambangan Deep Mill Lc;;;:f 
Zone (DMLZ) serta Mcmperpanjang Tanggul Barat Jan Timur Tanpa l z.in 
Un l!ku rllm n 
P J'FI Telah Mcnimbulkan l'crubuhan Hkosrstem Ak ibat Pcmbuangnn 

l.9 Lirnbah Operasional Pcnarnbangan (Tui/111g) di Sungai. Hutc111. J,,.,111a1T dan 
Tclah Menenoai Kawasan Laut f---+�===:r:::c�====-�- -----· c-------c---ccc-=c---=-c--- Tcrdapat Kelebihan Pcncarran Jamlnan Reklnmasi PTFI Sebesar 

I 10 llSDl.434.994.33 ,ang Scharusnvn Mnsih Duernpatkan puda Pcmerintnh 
Indonesia 
Pcngawasnn Kcmentcnan l�SJ)\I dan Kemcrucrian LHK alas Pengclolaan 
l.ingkungun PT Freeport Indonesia Beh1111 Dilakvan.rk.in Scsu.u Peraun.m 

,__.....,f-Y_a� ng Bcrlaku _ -� 
PTFI Behun Menycrahkan KC\\ ajiban l'cnempatan Jaminan Pascatambang 
Kepada Pemerinrnh Indonesia Untuk l'onode 2016 Sebesar 
USD22,286,839.11 ,lnri Total Kewajibun Perlode 2016-2019 Sebesar 
USD353, 759,151.00 

I II 

1.12 

I. 13 

I J.l 

Perizinan <ct ta lmplcmcntas: Pcngeloluan Limbah Tcnli11:,:,, PlFI Trdak 
Mcmadai 
Kepesertaan Pemer inrah Indoncvia pada Saham P'I"l-I Melalui Mekanismc 
Divcstasi Saham Tidak Opt1111,1l karcn.r Tcrbitnva Pcraturan Pcrundaug- 
Undanean vnn� Ber-ufat 1.ebih Mcrin_�nnk.o.n Kewujihan Divcstas i PTFI 
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Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
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1.4 Pcngawasan dan Pcngendalian Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, Kcmenterian ESDM dalam Penatausahaan 
Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pcmasaran 
Produk Basil Tambang PTFI Masih Lcmah 

Pcnjclasan 

Kcpatuhan 
Pera tu ran 

Perundang- 
Undangan 

Hal 1111 dilunjukkan dcngan kelemahan alas sistem 
pcngendalian intern pada Ditjcn Minerba. Kcmenterian 
ESDM diantaranya tidak memiliki SOP penalausahaan 
PNBP, tidak mclakukan vcrifikasi alas pembayaran PNBP 
PTFI, tidak digunakannya hasil analisis kualitatif dari 
surveyor independen, belum ditelapkannya peraluran 
mcngenai formula harga patokan mineral serta biaya 
penyesuaran, masih adanya ekspor konsentral oleh PTFl 
pada pcriodc pelarangan ekspor dan terdapat indikasi 
penjualan konsentrat olch PTFI kepada pcrusahaan afiliasi 
yang perlakuannya tidak "arms length sales". Sela in itu 
juga terdapat kelebihan pembebanan alas biaya concentrate 
handling yang mengakibatkan adanya kekurangan 
pembayaran royalty PTFJ. 
Tcrhadap aspek lingkungan, Kementerian ESDM juga 
memiliki tugas dan tanggung jawab khususnya mengenai 
aspek reklamasi. pasca tambang dan pelaksanaan kegiatan 
yang terluang dalam Rencana Kerja Tahunan Teknik dan 
Lingkungan (RKTTL). 
J-lasil pcmeriksaan mcnunjukkan adanya kelebihan 
pcncaii an jaminan rcklamasi P'lFl )ang seharusnya rnasih 
ditcmpatkan sebesar USDl.434,994.33. Hal 1111 tcrjadi 
karena Kementerian ESDM tidak memiliki metodologi yang 
memadai dalam menilai aspek keberhasilan reklamasi yang 
dilakukan perusahaan. Tcrhadap jaminan pasca tambang, 
PTFI juga belum menempatkan sebesar USD22,286,839.1 I 
dari total kewajiban periode 2016-2019 sebesar 
USDJ53,759.35 I .OO kepada Pcmerintah Indonesia 
meskipun Rencana Pasca Tambanu (RPT) telah disetuiui. 
Hal tersebut tidak scsuai dengan: 
a. Pasal 11 angka 2 dan 4 KK antara Pemerintah RI 

dengan PTFI tahun 1991. 
b. Pasal 3 Ayat (I) UlJ Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 
c. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang M incral dan 

Batubara: Pasal 2, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 170. 
d. Pasal 2 Ayat (I) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistcm Pengendal ian Intern Pemcrintah. 
e. Pasal 85 Avat (I) PP Norn or 23 Tahun 20 IO ten tang 
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Kegiatan Usaha Pertambangan. 
f. Pasal 5 Perm en ESDM Nomor I 7 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral 
dan Batubara. 

g, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen Perdagangan 
Nomor 29/MDAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang 
Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor 
Produk Pertambangan Tertentu. 

h. Kepmen Perdagangan Nomor 549/M-DAG/PER/5/2012 
tentang Penetapan PT Sucofindo sebagai Surveyor 
Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor 
Produk Pertambangan, yaitu pada Diktum ke-l , 

i. Surat Dirjen Minerba Nomor 50/30/DJB/2013 tanggal 7 
Januari 2013 perihal Persetujuan Amandemen Kontrak 
Jual Beli Konsentrat PTFI dan Atlantic Cooner S.A. 

Kondisi tersebut mengakibatkan: 
a. Tidak optimalnya potensi penerimaan negara berupa 

iuran tetap dan iuran produksi/royalti alas PTFI; 
kibffl b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha 

. pertambangan mineral dan batubara tidak dapat 
berlangsung secara berdaya guna, berhasi I guna dan 
berdava suing. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti 
rekomendasi BPK agar: 
a. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM membuat SOP 

alas sistem pengawasan dan pengendalian terhadap 
.11nm pelaksanakaan usaha pertambangan oleh para pelaku 

usaha; 
b. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM segera membuat 

peraturan yang mengatur mengenai Harga Patokan 
Batubara serta biaya penyesuaian terhadap industry 
mineral lozam seocrti PTFL 



1.5 Tcrdapat Potensi Peningkatan Nilai Tambah Mineral Minimal 
Sebesar USD135,904,449.35 yang Tertunda Akibat Belum 
Terlaksananva Pembnnsunan Fasilitas Pcmurnian PTFI 

Pcnj�lllll:tn 

Hasil pemeriksaan menunjukkan PTFI belum scpenuhnya 
membangun fasilitas pernurnian scsuai dengan mandat dari 
Lili Minerba dirnana hal ini menyebabkan adany a potcnsi 
peningkatan nilai iambah minimal sebesar 
USDIJS,904,449.35 yang tertunda sclain juga multiplier 
effect lainnya scpcrti hilirisasi mineral dalam negeri, 
penerimaan negara, penyerapan tcnaga kerja, Jan 
pernanfaatan by product oleh industri terkait lainnya. 
Pcnciutan luas dan status Blok B PTFI juga bclum 
disesuaikan dengan ketentuan yang bcrlaku dimana hal ini 
juga masuk dalam isu stratcgis rcncgosiasi KK dcngan 
PTFI. 
Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kepesertaan 
Pemerintah Indonesia melalui mckanisme divestasi saham 

_1uga tidak optimal clikarenakan terbitnya peraturan 
perundang-undangan yang bcrsifat lcbih meringankan 
kewajiban divestasi l'TFI. Pasal 24 Ayat (2a), (2b) dan (2c) 
tentang Promosi Kcpcntingan Nasional pada KK dijelaskan 
bahwa kewajiban unluk melakukan divestasi saham sebesar 
51 % paling lam bat 20 tahun sejak penandatanganan KK 
atau pada 30 Desembcr 2011. 
Terkait divcstasi saham yang dijclaskan dalam KK. terdapat 
sebuah klausul dalam perjanjian tcrscbut yang mcngizinkan 
para pihak untuk melepaskan diri atau mcnghindari 
kewajiban dari ketentuan dalam KK (escape clause). yaitu 
pasal 24 Ayat (Zd), yang menyatakan bahwa apabila setelah 
penandatangan KK tcrdapat pcraturan pcrundang-undangan, 
atau kcbijaksanaan atau tindakan pemerintah yang 
mernbcrlakukan ketentuan pengalihun saham yang lebih 
ringan dari ketcntuan yang diictapkan dalam Pasal KK. 
maka para pihak yang terlibat kesepakatan dalam kontrak 
dapat mengikuti ketentuan pcngalihan saham yang lebih 
nngan. 
Terkait dengan penawaran harga divestasi saham, PTFI 
menawarkan kepada Peserta I ndoncsia dengan 
menggunakan harga wajar (fair market 1'{1/ue) berdasarkan 
perhitungan aset dan proyeksi finansial dari kelangsungan 
operasional PTFI. PTFI menilai total keseluruhan aset 
perusahaan adalah US$ 16.2 Miliar atau US$ 71,212 atas 
saham PTFI vana beredar. sehinaea I 0,64% dari total aset 
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Kepatuhiln 
J>craturan 

Perundong- 
Undangan 
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FCX terse but adalah sekitar US $1. 7 mi liar. Dasar 
perhitungan harga divestasi yang ditawarkan tersebut 
bcrtentangan dengan Pcraturan Mentcri ESDM No. 27 
Tahun 2013 
Di lain pihak, konsep PTFI yang mengakui bahwa seluruh 
kandungan mineral baik yang scdang dalam proses produksi 
maupun yang belum diproduksi adalah hak dari perusahaan, 
berbeda dcngan konscp kewajiban yang selarna ini diikuti 
pcrusahaan. 
Salah satu kewajiban pcrusahaan tambang adalah menyetor 
penerimaan negara bukan pajak dari tambang mineral yaitu 
iuran produksi (royalti). Pungutan royalti yang saat ini 
berlaku didasarkan atas nilai bahan tambang yang 
dickploitasi/dijual menggunakan besaran royalti yang 
dikenakan kepada perusahaan (hal tersebut diatur dalarn 
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012). 
Atas ha) tersebut, perhitungan nilai divestasi saham yang 
sudah mcmpcrhitungkan hak atas kandungan mineral 
sampai 2041 (fair value) bcrtcntangan dcngan konsep 
pembayaran royalti yang berlaku, karena sclama royalti 
belum dibayar lunas oleh perusahaan maka kandungan 
mineral masih menjadi hak negara. Selain ha! tersebut, porsi 
kcpcmilikan saham PTPI sebesar 9.36% olch Pemcrintah 
Indonesia tidak menghasilkan pendapatan negara yang 
signifikan dari Jividen. Pemerintah Indonesia tidak 
mempcroleh dividen pada tahun 2012 s.d 2014. 
Pada laporan Rapa! Umum Pemcgang Saham (RUPS) PTFI, 
diketahu i bahwa dalam kurun waktu 20 12-20 14 PTFI tidak 
membagikan Jividen ke para pcmegang saham karena PTFI 
tengah mcngutamakan untuk memperkuat modal sehingga 
kcuntungan pcrusahaan yang diperolch dari tahun 2012 
hingga 2014 digunakan untuk mendukung pengembangan 
dan rencana produksi tambanu bawah tanah. 
Kondisi tcrscbut tidak scsuai dcngan: 
a. UU Nomor 4 Tahun 2009 tcntang Pcrtambangan 

Mineral dan Batubara Pasal 170 yang menyatakan 
bahwa Pemcgang kontrak karya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib 
melakukan pemum ran scbagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 103 Ayat (I) selambat-lambamya 5 (lima) tahun 
sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

b. Ketentuan KK PTFI dengan Pemcrintah: Pasal IO Ayat 
(5) dan Pasal 23 Ayat (2). 



Akibnt 

, n,,_n 

Hal tersebut mengakibatkan: 
a. Pembangunan smelter PTFl dipastikan tidak akan 

selesai pada 12 Januari 2017 yang merupakan batas 
waktu larangan penjualan ekspor hasil pengolahan; 

b. Peningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 
minimal sebesar USD135,904,449.35 dengan cara 
melakukan pemumian hasil penambangan di dalam 
negen yang merupakan kewajiban PTFI sebagai 
Pemenana KK belum danat direalisasikan. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Pemerintah RI khususnya Menteri ESDM, 
Menteri LHK, dan Menteri Perindustrian untuk 
menindaklanjuti rekomendasi BPK agar: 
a. Bersikap tegas dengan mengeluarkan Peraturan agar 

amanah UU Minerba mengenai pemumian hasil 
tambang untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat 
dapat terwujud; 

b. Memberiksan sanksi tegas kepada PTFI yang tidak 
berkomitmen dalam membangun fasilitas pemumian; 

c. Membuat blue print yang terintegrasi antar Kementerian 
teknis terkait (Kementerian ESDM dan Kementerian 
Perindustrian) agar pembangunan smelter oleh para 
pelaku industri tambang dapat diintegrasikan dengan 
industry hilir dalam negeri lainnya. Hal ini nantinya 
agar setiap barang hasil tambang dapat diolah 
sepenuhnya di dalam negeri sehingga memperkuat 
fiskal nasional. 
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1.7 PTFI Menggunakan Kawasan Hutan Lindung Dalarn Kegiatan 
Opcrasionalnya Scluas Minimal 4.535,93 Ila Tanpa Izln dan Hal 
Ini Bcrtcntangan Dengan UU Kchutanan Nomor 41 Tahun 1999 
Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 

Penjclasau 

l<efl:llulrnn r....,.,,..,111 
re:rumlnng- 
Undangan 
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Keputusan Prcsiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 2004 
tcniang pcrizinan atau perjanjian di bidang pertambangan 
yang berada di kawasan hutan menjelaskan bahwa PTFI 
merupakan salah satu dari 13 perusahaan yang izin atau 
pcrJanJian di bidang pertambangan telah ada sebelurn 
bcrlakunya UU Kehutanan. Keppres tersebut menjelaskan 
pelaksanaan usaha di kawasan hutan lindung didasarkan 
pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh 
Menteri Kehutanan, 
Tcrhadap 13 pcrusahaan yang disebut dalam Keppres 
Nomor 41 Tahun 2004, hanya PTFI yang belum 
mempcrolch Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 
dikarcnakan PTFI belum menjalankan poin-poin dalam izin 
prinsip (izin yang dikcluarkan sebelum IPPKH). Hasil 
pemeriksaan menunjukkan adanya penggunaan kawasan 
hutan lindung oleh PTFI minimal scbcsar 4.535,93 ha dalam 
rncndukung kcgiatan operasionalnya. Izin pmJam pakai 
kawasan hutan (IPPKH) yang belum terbit 1111 juga 
menyebabkan adanya potensi PNBP dari penggunaan 
kawasan hutan yang belum diterima negara. 
Hal tcrsebut di alas tidak sesuai dengan: 
a. UU Nomor 41 Tahun l 999 tcntang Kehutanan Jo. UU 

Nomor 19 Tahun 2004 tcntang Penetapan Peraturan 
Pcmerintah Pengganti UU Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi UU: Pasal 38 Ayat (3). Pasal 50 
Ayat (3) dan Pasal 78 Ayat (2) dan (6). 

b. PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis clan Tarif atas 
Jcnis Pcncrimaan Negara Bukan Pajak yang Bcrasal 
dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan 
Pembangunan di l.uar Kegiatan Kehutanan yang 
berlaku pada Kemcnterian Kehutanan Piasa! I Ayat ( 4 ). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan Kedua alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 20 IO tentang Penggunaan Kawasan Hutan: Pasal 
5 Ayat (I) poin b dan Pasal 6 Ayat (I). 

d. Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau 
Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di 
Kawasan llutan butir kedua. 



Saran 

e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut- 
11/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal 
Terganggu clan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk 
Perhitungan PNBP PKH Pasal 11. 

f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut- 
11/2013 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.l8/Menhut-ll/2011 
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 
16. 

g. Perm en LHK Nomor P .50/Menlhk/Setjen/Kum.l/6/2016 
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan: Pasal 11 Ayat 
(1) noin b dan Pasal 48. 

Kondisi tersebut mengakibatkan: 
a. Penggunaan kawasan hutan lindung oleh PTFI tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
b. Potensi PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan 

hutan oleh PTFI minimal sebesar Rp33.853.880.000,00 
per tahun atau Rp270.83 l.040.000,00 selama periode 
2008-2015; 

c. Areal hutan lindung menjadi terganggu akibat amblesan 
perrnukaan akibat tambang bawah tanah dan potensi 
PNBP atas penggunaan kawasan hutan atas tambang 
bawah tanah tidak dapat dihitung karena tidak diketahui 
I uasannva secara nast i. 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri LHK untuk menindaklanjuti 
rekomendasi BPK agar: 
a. PTFI segera mengurus IPPKH kepada Kementerian 

LHK sebagai izin atas penggunaan kawasan hutan 
lindung untuk kegiatan operasional tambang; 

b. Kementerian LHK untuk memberikan sanksi kepada 
PTPI ams kelalainnnva belurn mengurus IPl'Kli 
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1.8 PTFI Melaksanakan Kegiatan Operasional Pertambangan Deep 
Mill Level Zone (DMLZ) serta Memperpanjang Tanggnl Barat 
dan Timur Tanna Izin Llnakunsan 
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DMLZ adalah cebakan baru yang tidak tcrmasuk dalam 
perencanaan AMDAL 300K 1997. Dari hasil pcnelusuran 
dokumen lcbih lanjut ditemukan bahwa Freeport-McMoRan 
Inc. telah menyatakan dalam laporan Fonn I 0-K per 31 
Desember 2015 yang ditujukan kepada Komisi Sekuritas 
dan Bursa (Securities and Exchange Co111111issio11) Amcrika 
Serikat, bahwa PTFI telah mcmulai produksi dari cebakan 
bijih DMLZ pada bulan September 2015 dengan 
menggunakan metode block-cave. Bijih yang diproduksi 
dari tambang bawah tanah DMLZ rata-rata 2.900 ton/hari 
untuk tahun 2015 (3.500 ton/hari pada kwartal keempat 
tahun 2015). Di sisi lain, PTFI menyatakan dalam laporan 
triwulanan kepada Dirjen Minerba ESDM. bahwa pada 

I triwulan IV 2015 tam bang DMLZ masih dalam proses 
persiapan produksi dan masih dalam tahap pcngembangan. 
Perpanjangan tanggul barat dan timur ModADA (Modified 
Ajkwa Deposition Area) juga belum diatur dalam AMDAL 
300K. PTFI telah memilih dalam Bab 6.2.2.1 pada AMDAL 
300K 1997 tentang alternatif pengelolaan laili11g yaitu DPA 
yang dimodifikasi dimana luas total yang dibutuhkan adalah 
230 km'. Atas hal-hal yang lelah tcrtuang dalam Amdal 
300K tersebut, maka KLHK menctapkan bahwa kegiatan 
perpanjangan tanggul barat dan timur ModADA tersebut 
diluar lingkup DELH dan diluar izin lingkungan yang 
dimiliki PTFI. 
Hasil pemcriksaan juga menunjukkan adanya perubahan 
ekosistem akibat pcmbuangan Iirnbah opcrasional (tailing) 
PTFI. Data pcta perubahan tutupan lahan yang diperoleh 
dari hasil kerja sama dcngan LAPAN. mcnghasilkan angka 
luasan dari ekosistcm yang tcrdampak dan terganggu oleh 
tailing PTFI. Hasil luasan ini kemudian dijadikan dasar olch 
ahli dari IPB untuk mcnghitung nilai jasa ekosislem yang 
telah hilang dari tahun ke tahun selama operasional PTFI 
sejak mendapatkan izin produksi 300K per han. 
Berdasarkan perhilungan jasa ekosistem yang hilang akibat 
penggunaan sungai dan daerah sekirarnya untuk lransportasi 
serta penempatan tailing oleh PTFI seperti yang dihitung 
oleh !PB dalam rentang waktu 1988 s.d 2016 (28 Tahun) 
maka dapat diketahui terdapat jasa ckosistem yang hilang 
sebcsar Rp 185.018.3 77.989.4 78.00. 



Atas dampak tailing ini PTFI memberikan dana partisipasi 
dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar Rp 
343.131.000.000,00 kepada Pemerintah Provinsi Papua dan 
Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai kompensasi sistem 
pengelolaan tailing tersebut. Hal ini merupakan indikasi 
bahwa PTFI menyadari adanya dampak lingkungan 
tcrhadan ckosistem akiba! nembunnaan toitio« terscbur, 
Hal tersebut tidak sesuai dengan: 

Kcpotuhan a. Kepmen LH Nomor Kep.55/MENLH/12/1997 tentang 
Pernturan Persetujuan AMDAL, RKL, dan RPI Regional. 

Perundnug- b. UU 32 tahun 2009, Pasal 34 Ayat (I). 
U 11tl11ngt1n c. UU 32 tahun 2009, Pasal 36 Ayat (I). 

d. UU 32 tahun 2009. Pasal 40 Avat (3). ,._ 
Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan terdapat dampak 
penting berupa resiko atas tambahan pencemaran 
lingkungan terhadap lingkungan yang belum memiliki 

Akihnt kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang resmi. Jenis 
karakteristik tailing yang berasal dari tambang bawah tanah 
DMLZ berbeda dengan karakteristik tailing sebelumnya 
karena tambang baru DMLZ mengandung pirit yang tidak 
dibahas pada dokumen AMDAL 300K tahun 1997. 
Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Pemerintah RI khususnya Menteri ESDM 
dan Menteri LHK untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK 
agar: 
a. Memberikan sanksi atas kegiatan yang dilakukan PTFI 

�ran di luar izin lingkungan; 
b. PTFI segera menyelesaikan addendum AMDAL terbaru 

agar kegiatan yang belum masuk dalam AMDAL 300K 
khususnya atas kegiatan operasional baru dan dampak 
terhadap lingkungan yang ditimbulkan bisa disahkan 
eleh Pemerintah tndonesia; 
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Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas 
pemeriksaan LK Loan IBRD No. 8245-ID Tahun 2016 

I l 

I 2 

l'1:11ilil>y=n /'111/lml F��. f.1W11,, A1/01<1111cc d01t fl�vk ,11/rn,',111c, 
K,l,')M]�-wa PtOgirlm Gtl�t RISI r l'llO I '-'l:u,tbat - 
l.aJXJl'l!li l(dn,1�4pn Bck�ar K:!rtuKl!Wn Gtl,tr Tid(ll. Dil<adifl:!Jk.u,\ Scc1111l 
fcllib Jan La i;ul ;;, . fovd 'on Gd111 I i1h1U) )tut' D< L Bo.ik 

.e an m ay , 1• 1,11 ,J //1J\1'1t t1m1 rnw •• 1, e i.; tull. 
l<i�ffa•l1w� Pragnun . on tlel11r l:lebc'r.ir USD3.06 rlhu, SGD 1,86 fiblr 1lart 
R113 .63 Miilar 
)s�ehflion f'enibn>'iiron 'rtlitlr/fl fri,, 1..Ml'ljj_ , l/fr,11�11 �. !1<1<1! ,.fl/1>11y11"" 
/Ja,1 /}ping .illa..-aJl�r K,padu I 'at, O� l<Jiryll!!isWII l\ktlf Progrru11 
Ciol11TScbcsai-G Pl.02 Ribu. ELIR!ib7, dan jPY16.t\OJtibu 

.J 

I.it 

1.4 

Kel=bihon Pe[l)qayµmn LMni;,U/11111:rnct Dain IJ,ioA .11/m1a1r<:e K-epad, l)uo 
t r.ing Kory.wbwm Progmm ti�lltt Vang t'l��I M�l�njutlian luill S<bi: :11 

.._ _ _,_ F.11R9.59 Rib\• don U�OS�JJ Rlbu _ _ _ _ 
K�l•bih�n r�rnba)•'lfdn lM1111 ,·fl/mum�� l),111 ���� dllu11,uir,· Un;uk 
Smnbibm Or.mg Kmyns� i'rq�nj Gdhir Yar!!!, f�lal! M1111�·olo,mlkon 
l'lendtdi�an Sc�,w GUl'5(,.36 Ribu. Al.Jb1.1? I Rlbu. Jpy !;!1.61 Rlho 
Rc!ttlls!LJi B�lanjn l'�l')Dl1lll4l�- Uino,,t den llo".Jrprl11111 iforilit�lllbllr 1'1uak 
llidulrnnl!, lM,-ii l'ori1•n!,!llmruµ1vnb,111 S�pi:Sllf l\p2 L-1. 7� Jurn d�tl r(,ilobihw, 
l'cm l>ar"nlun1111 Dinn$ e r II 1 l'.'. )um 

l3erdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut 
adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang 
material baik dalam SP! maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 

undangan. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

I.I Pernbayaran Tuition Fee, Living Allowance dan Book Allowance 
Knryasiswn Pmersm Gelar RISET PRO Terlambat 

Peujelasau 

Kepatuhan 
Peraturan 

Pcrundang- 
Undangan 

Aki bat 

Saran 

Pada Tahun 2016, RISET Pro menganggarkan belanja 
scbesar Rp326.930.000.000,00 yang bcrsumbcr dari Loan 
lllRD No. 8245-ID dan Rupiah Murni sebesar 
Rp4.000.000.000,00 dcngan rcalisasi rnasing-masing 
sebesar Rp208. I 52.838.264,00 dan realisasi dari Rupiah 
Murni sebesar Rp525.700.000,00. Realisasi belanja RISET- 
Pro yang bersumber dari Loan IBRD No. 8245-ID tahun 
2016 dan 2015. 
I3erdasarkan pemeriksaan dokumen secara LI.JI petik atas 
pclaksanaan pembayaran tunjangan pada Program Gelar 
RISET PRO dikciahui beberapa pembayaran living 
Allowance dan Book Allowance dan I'11itin11 Fee terlambat. 
Kondisi tersebut tidak scsuai dengan: 
a. Project Operation Manual (POM) RlSET PRO Tahun 

2014 pada Suplemen: Bab Ill Sub Bab 3.3.l Program 
Gelar (Degree Program) pada angka (5) dan Bab VIII 
Suplemen pada angka 8.4. 

b. Pcdoman Beas is\\ a Gclar Tahun 2016: 1-luruf 1-1 angka 2 
dan I luruf I anuka 1. 

Pcrmasalahan terscbut mengakibatkan: 
a. Karyasiswa RISET PRO program gelar mengalami 

ketcrlambatan dalam menerima tunjangan hidup (living 
allowance) dan tunjangan buku (hook allowances. 

b. Karyasiswa RISET PRO program gelar mengalami 
keterlambalan dalam membayar biaya kuliah. 

c Risiko terganggunya proses belajar para karyasiswa 
RlSET PRO. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mcngingatkan Mcnteri Riset Tcknologi dan Pendidikan 
Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar: 
a. Membuat sistem monitoring yang handal untuk 

rnemantau pembayaran tunjangan karyasiswa. 
b. Mcmbcrikan sanksi scsuai ketentuan kepada 

Penanggung Jawab komponen 3 )ang lalai dalam 
mclakukan pcmbayaran tunjangan kepada karyasiswa. 

c. Memerintahkan Asisten Konsultan Keuangan 
mcnjalankan tugas dalam mcmantau pembayaran sesuai 
dencan tuuas pokoknya. 
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1.2 Laporan Kemajnan Belajar Karyasiswa Gelar Tidak 
Disampaikan Sccara Tertib dan Laporan Karyasiswa Non Gelar 
Tidak Dimonitor Dengan Baik 

Bcrdasarkan pemcriksaan terhadap Iaporan triwulannn 
unruk progmm gelar dun laporan kegiatan untuk program 
nm, gelar ditcmuknn bebcrapa ha! sebagai berikut: 
a. Lnporan Kemajunn Belajar Karyasiswa gelnr tidak 

disarnpajkan secara lertib 
Hnsil penguj ran terhadap laporan kemajuan belajar 
karyasiswa ditemukan bahwa masih banynk Karyasiswa 
yang belurn rnenyerahkan lnpomn triwulan secara rutin. 
Schnnyak 40 rnnhasiswn di tahun 2016 bclum 
mcnycrehkan laporan triwulanan secara tertib, Dengan 
belum aktifoya web riser pro yang ditujukun unruk 
melakukun pernantnuan kernnjuan belajar karyasiswa, 
maka laporan kemajuan belajar karyasiswa menjadi 
satu-satunya alat bagi manajemen riset pro untuk 

Penjelasau rnelakukan pemantauan. 
b. Tidak terdapat Monitoring alas laporan karyasiswa Non 

Gelar 
Hasil pcmeriksaan atas program non gclar menunjukkan 
tidak adanya monitoring atau data tcrhadap jumlah riil 
tim yang mclakukan dik lat, jumlah seharusnya laporan 
yang ada, iurnlah laporan yang sudah diserahkan, 
rnaupun jumlah laporan yang belurn diserahkan. 
Pcmbantu pengelola program non gelar menyatakan 
bahwa data monitoring disimpan di dalarn laptop dan 
laptop yang menyimpan data tersebut hilang. Hal ini 
sudah dibuktikan dengan surat dari kcpolisian. 
Dari hasil sampling diperoleh infonnasi terdapat 
bebcrapa pclaksanaan diklat belum menyerahkan 
laporan. 

Kepatuhan 
Pcraturan 

Perundang- 
Undangan 
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Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Project Operation Manual (POAf) pada Bab 3 Subbab 

3.3.1.4 yang menyatakan selama di negara studi, 
karyasiswa diwajibkan mernberikan infonnasi status 
kemajuan akademik setiap semester. 

b. Keputusan Dcputi Bidang Sumber Daya lptek 
Kcmenterian Riset dan Teknologi Nomor 
5a/D.SDI/RP/IX/2014 tentang Pedoman Kebijakan 
Pelaksanaan Tugas Belaiar RISET-PRO, yaitu: Bab II 



Huruf G Angka 8 poin b.6), Bab V Huruf C poin I dan 
Bab V HurufC poin 3. 

c. Pedoman Beasiswa Gelar Tahun 2016 dalam huruf I 
mengenai peran, hale, dan kewajiban yang menyebutkan 
setiap karyasiswa harus mengirimkan secara periodik 
pertriwulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir tahun 
kepadaPMO. 

d. Pedoman Beasiswa Non Gelar Tahun 2016 dalam huruf 
J menzenai nelaporun, 

Permasalahan ini mengakibatkan: 
a. Kemajuan belajar karyasiswa gelar tidak terpantau. 
b. Permasalahan-perrnasalahan yang dihadapi oleh 

kibill karyasiswa gelar tidak dapat segera diatasi. 
c. Informasi pertanggungjawaban dana, bukti, dan 

pelaksanaan program diklat untuk program non gelar 
tidak doi;iot diketahui � 

Berdasarka 11 temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PMO yang 

nn111 lalai dalam melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan tugas belajar gelar maupun non gelar. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada karyasiswa 
yang tidak menyerahkan laporan triwulanan secara 
tertib. 
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KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN 

1.1 Kelcbihnn Pcmbayaran Living Allowance dun Tuition Fee unluk 
Karyasiswa Program Non Gelar Sebcsur USD3.06 Ribu, 
SGDI 86 Ribu <Ian R113,66 Miliar 

sebesar allowanc« 

Pada Tahun 2016. RISET Pro mcnganggarkan helanja 
scbesar Rp326.9J0.000.000,00 yang bersumber dari Low, 
lllRD No. 8245-ID dan Rupiah Murni sebesur 
Rp4.000.000.000.00 dcngan realisasi masing-masing 
sebesar Rp208.152.838.264,00 sedangkan realisasi dari 
Rupiah Murni sebcsar Rp525.700.000.00. 
Berdasarkan pemeriksaan alas Surat Perintah Pembayaran 
(SPP). Surat Perintah Mcmbayar (SPM), Surat Perintah 
J>encairan Dana (SP2D) dun dokumen pertanggungjawaban 
karyasiswa non gclar dikctahui: 
a. Pernbayaran living allowance kcpada I IO orang 

karyasiswa sebesar Rp888.2 I 8.293.00 mclebihi jumlah 
hari pelatihan, 

b. Pernbayaran living allowance pad a I 04 karyasiswa 
sebcsar Rp 1.3 76.066.63 8.00 tidak sesuai dcngan standar 
minimum durasi pelatihan. 

c. Pernbayaran living 
Rpl.330.999.999,00 kcpada 32 karyasiswa yang tidak 
bcrangkat pelatihan. 

d. Pcmbayaran ganda alas !i,·ing allowance untuk dua 
orang karyasiswa. 

e. Pcmbayaran 1111/ion fee ierhadap karyasiswa yang batal 
bcrnnakat training 

Penjelasan 

Kepatubnn 
Peralul"lln 

Peruadang- 
ntlangan 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 190/l'MK.05/2012 

tentang Tata Cara Pcmbayaran Dalam Rangka 
Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara: 
Pasal 13 Ayat (I) huruf g. J>asal I J Ayat (3), Pasal 16. 
Pasal 17 Ayat (I) dan Pasal 17 Ayat (3) huruf i. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/20 I 5 
lentang Standar Bia ya Masukan Tahun Anggaran 2016 
pada: Poin 27 dan Poin 28. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomnr 164/PMK .05/2015 
tentang Tata Cara Pclaksanaan Pcrjalanan Dinas Luar 
Negeri pada: l'asal 8 Ayat 4 dan Pasal 13 Ayal 5. 

d. Pedoman Beasiswa Non Gelar RISET PRO Tahun 2016 
e. Kcoutusan Direktur Kualifikasi Sumber Duva Manusia 
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Akibal 

aran 

' 

Selaku Ketua Tim Project Management Office (PMO) 
Research and Innovation In Science and Tecnology 
Project Nomor 332/SM/RP/KpN/2016 tentang 
Penetapan Standar Biaya Program Tugas Belajar 
Pendidikan Non Gelar Research and Innovation In 
Science and Tecnology Project. 

f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang 
Penetapan Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan 
Non Gelar Riset Pro Tahun 20 I 6. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Kerugian negara alas kelebihan pembayaran living 

allowance kepada karyasiswa program non gelar 
sebesar Rp3.668.084.930,00. 

b. Pemborosan atas pembayaran tuition fee sebesar 
USDJ,060 dan SGD 1,867. 

c. Realisasi belanja !BRO No. 8245-ID tahun 2016 tidak 
mencermlnkan kondisi vana scbcnnrnve, 

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Rise! Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar: 
a. Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara 

atas kelebihan pembayaran living allowance untuk 
karyasiswa program non gelar sebesar 
RpJ.378.684.929,89 dan menyetorkan ke Kas Negara. 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 
I) Koordinator kegiatan komponen 3 yang tidak cermat 

dan teliti dalam mengajukan pembayaran; 
2) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan 

menguji surat bukti hak tagih kepada negara; dan 
3) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan 

pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, 
kelengkapan administrasi, keabsahan administrasi 
dan menerbitkan SPM. 



1.2 Kelebihan Pembayaran T11ili1111 Fee, Living Allowance, Book 
Allowance, i/1111 Typing Allowance Kepada Tiga Orang 
Karyasiswa Aktif Program Gelar Sebesar GBPl.02 Ribu, 
EUR567, dan JPY16.60 Ribu 

Pen)elnsan 

- 

Kepatuhan 
Pcraturan 

Pcrundung- 
U nJangan 

Aki bat 

Sar:111 

Dari perncriksaan atas dokurnen pernbayaran untuk 
karyasiswa (KS) diketahui bahwa terdapat kclebihan 
pembayaran kcpada karyasiswa Program Gelar dcngan 
rincian sebagai berikut: 
a. Kclebihan pembayaran tuition fee kcpada karyasiswa 

an. Sdr. AF sebesar GB P 1,024. 
b. Kelebihan pembayaran living allowance dan book 

allowance kepada karyasiswa an. Sdr. LNP sebesar 
EUR567. 

c. Kelebihan pcmbayuran typing allowance kepada 
karvasiswa a.n. Sdr. DRM sebesar JPY 16,603. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dcngan: 
a. Peraturan Menteri Kcuangan No.190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 
Pasal 13 Ayat (I) huruf (g), Pasal 13 Ayat (3), dan Pasal 
16. 

b. Kcputusan Deputi Bidang Sumber Daya lptek Sclaku 
Ketua Kornite RISET PRO 
No.04/D.SDI/RP/Kp/Vll/2016 tanggal 1 Juli 20 16 
tentang Pcnetapan Staudar Biaya Program Tugas 
Bclajar Pendidikan Golar RISET PRO. 

c. Pedoman Bcasiswa Gelar RISET Pro Tahun 2015 dan 
2016 

Pcrmasalahan tersebut mcngakibatkan: 
a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran sebesar 

GBPI ,024, EUR567 dan JPY 16,603. 
b. Rcalisasi belanja Loan IBRD No. 8245-fD tahun 2016 

tidak menunjukan kondisi yang sebenarnya. 
Berdasarkan temuan di atas, rnaka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Risct Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar: 
a. Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara 

atas kelebihan kepada karyasiswa program gelar sebesar 
GBPl,024 dan JPYJ6,603 dan menyetorkan ke Kas 
Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada 
BPK. 

b. Memerintahkan PMO untuk melakukan oerhitunuan 
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. atns kelebihan pernbaynran lh•i11g allowanc« dan book 
allowance sebesar EUR567 terhadap pembayaran 
tunjangan periode berikutnya. 

c, Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 
I) Koordinator kegiatan komponen 3 yang tidak cermat 

dan teliti dalam mengajukan pembayaran; 
2) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan 

menguji surat bukti hak tagih kepada negara; dan 
3) PPSPM yang tidak teliti dalam menginput data ke 

dalam aplikasi SPM. 
d. Membangun sistem monitoring pembayaran untuk 

karvasiswa nrozmm eelar. 



1.3 Kelebihan Pembayaran Living Allowance Dan Book Allowance 
Kepada Dua Orang Karyasiswa Program Gelar yang Gagal 
Melan utkan Studi Sebesar EUR9.S9 Ribu dan USDS31 Ribu 

Hasil perncriksaan ams SPP, SPM, SP2D dan dokumcn 
pertanggungjawaban nia, pembayaran tunjangan kepada 
karyasiswa pada program gclnr RI SET l'R ta hull 20 I G 
dikctahui hahwa: 

Peuj�hl!tllll a. Terdapat kelebihan pernbaynran kepada Karyasiswn 
Program Gclar S2 di Belanda aras nnma Sdr. 111 sebesar 
!illR9,594. 

b. Terdapnt kclebihan pcmonyaran kepada Karyaslswa 
Program Gelar S3 di USA atas nnma Sdr, H sebesar 
USOS,319. 

Kcpntuh1tn 
Pemtunrn 

Perundang- 
nd11nga n 

Akibat 

Saran 

Kondisi rersebut tidnk sesuai dengan 
a. Peraturnn Menteri Keuangan o.190/PMK.0512011 

tentang Tata Cara l'embayaran Dulan, flangk� 
Pelnksanann Anggaran Pendapuran dan Belanju egara; 
Pusnl 13 Aya: (I) huruf(g). Pasal l 3 Aya1 (J). dan l'nsal 

15. 
b. Keputusan Deputi Bidang Sumbcr Daya lptck Selaku 

Ketua Komite RI ET l'RO 
No.04/D.SDVRP/Kp/Vll/"2016 tnnggal I Juli 2016 
tentang l'enetapan Standar lliaya Program lugas [' 
Beiajar Pcndidikan Gelar RlSET PRO. 

c. Pedoman Bcasiswa Gelar RJSET Pro 'I ahun 2016. 
Permasalahan tersebut mengakibarkan: 
a. Kerugian negara atas kelebihan pcmbayaran Living 

Allowance dan Book Allowance sebesar EUR9.594 dan 
USDS,319. 

b. Realisasi bclanja l.oan IBRO No. 8245-ID tahun 2016 
tidak 111cnuniukan kondisi yang sebenarnyn.. -�-- 

Berdasarkan tcmuan di alas, maka Komisi VII DPR RI pcrlu 
mengingatkan Mcnteri Riser Tcknologi dan Pcndidikan 
Tinggi untuk menindaklaojuti rekornendasi BPK agar: 
a. Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara 

alas kclebihan pcmbayaran living allowance dan book 
allowance kcpada karyasiswa program gclar yang gaga! 
melanjutkan studi scbcsar EllR9.594 dan USD5.J 19 
dan meuyctorkan ke Kas Negara serta menyumpaikan 
salinan bukti setor kepada BPK. 

b. Mernberikan sanksi sesuai kctentuan kepada: 
I) Koordinator kcgiaran komponcn 3 yang tidak ccrmat 

dan tcliti dalam mcnaajukan pembavaran dan lemah 
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,I dalam memonitor perkembangan pendidikan 
karyasiswa. 

2) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan 
menguji surat bukti hak tagih kepada negara. 

3) PPS PM yang tidak cermat dalam melakukan 
pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, 
kelengkapan administrasi, dan keabsahan 
administrasi dan menerbitkan SPM. 

c. Membangun sistem monitoring pembayaran untuk 
program ac lnr, 

_/ 



1.4 Kelebihan Pembayaran Living Allowance Dan Book Allowance 
Untuk Sembilan Orang Karyasiswa Program Gelar Yang Telah 
Menyelesaikan Pendidikan Scbesar GBP56.36 Ribu, AUD7.21 
Rihn. JPY179 61 Ribu 

Penjclasan 

Kepatuhan 
Pera tu ran 

Perundang- 
Undangan 

Akibat 

Dari pcmeriksaan alas dokumen pembayaran untuk 
karyasiswa (KS) dikctahui terdapat kelebihan pembayaran 
living allowance dan hook allowance atas 9 (Scmbilan) 
karyasiswa program gelar dengan rincian scbagai berikut: 
a. 7 (tujuh) orang karyasiswa Program Gelar di Inggris 

dengan total kelebihan pembayaran sebesar GflP56,360. 
b. I (satu) orang karyasiswa Program Gelar di Australia. 

dcngan total kelebihan pembayaran sebesar J\UD7,218 
c. I (satu) orang karyasiswa Program Gelar di Jepang 

dcngan total kelebihan pembayaran sebesar 
JPYI 79,619. 

Hasil konfirmasi kepada Konsultan Penanggung Jawab 
dipcroleh informasi bahwa kelebihan pembayaran terjadi 
karena pada tahun 2016 living allowance dan book 
allowance dibayarkan kepada karyasiswa untuk sembilan 
bulan sekaligus tanpa memperhatikan waktu penyelesaian 
studi karyasiswa. Dcngan dcmikian. tcrdapat kelebihan 
pembayaran sebcsar GBP56.3 60. AUD7 ,218 dan 
JPY 179.619. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 
a. Peraturan Mentcri Keuangan No.190/PMK.05/2012 

tcntang Tata Cara Pembayaran Dalam R.angka 
Pelaksanaan J\nggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 
Pasal 13 Ayat (I) huruf (g), Pasal 13 Ayat (3 ), dan 
Pasal 16. 

b. Kcputusan Deputi Bidang Sumber Daya lptck Sclaku 
Ketua Korn ite RISET Pro 
No.04/D.SDI/RP/KpNll/2016 tanggal I Juli 2016 
tcntang Pcnetapan Standar Biaya Program Tugas 
llelajar Pendidikan Gelar RISET Pro. 

c. Pedoman Beasiswa Gelar RISET PRO Tahun 2016. 
Permasalahan terscbut mengakibatkan: 
a. Kcrugian negara atas kelebihan pembayaran living 

allowance dan hook allowance sebesar GflP56.360. 
AUD7,2 I 8 dan Jl'Y 179.619. 

b. Rcalisasi belanja Loan IBRD No. 8245-11) tahun 2016 
tidak menuniukan kondisi vanu sebenamva. 
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Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar: 
a. Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara 

atas kelebihan pembayaran living allowance dan book 
allowance kepada karyasiswa program gelar yang telah 
selesai studi sebesar GBP56,360, dan JPYl79,619 dan 
menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan 
salinan bukti setor kepada BPK; 

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 
I) Koordinator kegiatan komponen 3 yang tidak cennat 

dan teliti dalam mengajukan pembayaran dan lemah 
dalam memonitor perkembangan pendidikan 
karyasiswa. 

2) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan 
menguji surat bukti hak tagih kepada negara. 

3) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan 
pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, 
kelengkapan administrasi, dan keabsahan 
administrasi dan menerbitkan SPM. 



1.5 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium 
Narasumber Tidak Didukung Bukti Pcrtanggungjawaban 
Sebesar Rp2 I 4,70 .Juta dan Kelcbihan Pcmbayaran l'erjalanan 
Dinas Sebesar Rn260,l2 Juta 

I• 

, .. 

PtnJ"cla an 

Kepa1uh9JI 
Peralurao 

Pcrundeog- 
nda�on 

A.k.l&nl 

Hasil pemeriksaan atas SPP. SPM, SP2D dan Bukti 
pcrtanggungjawaban bclanja R ISET Pro Tahun 2016 yang 
dibayar melalui Tambahan Uang Persediaaan (TUP) 
mcnunjukkan permasalahan sebagai berikut: 
a. Pembayaran tidak didukung bukti pcrtanggungjawaban 

sebesar Rp2 I 4. 702.000,00. 
b. Pembayaran ganda pcrjalanan dinas sebcsar 

Rp 190.491.650.00. 
c. Pernbayaran honorarium narasum ber kcpacla konsultan 

sebesar Rp5.0l 5.000,00. 
d. Kelebihan pen, bayaran bclanja barang scbcsar 

Ro64.8 I 5.966.00. 
Pennasalahan tersebut tidak sesuai dcngan: 
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (I). 
b. Peraturan Menteri Keuangan No. I I 3/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negcri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tctap. 

c. Pcraturan Mentcri Kcuangan (PMK) Nomor 
190/PMK.05/2012 ten tang Tata Cara Pcmbayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan J\nggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara pada: Pasal 13 Ayat I huruf (g). Pasal 

13 Ayat 3, Pasal 16, Pasal 17 Ayat I. Pasal 17 Ayat 3. 
Pasal 24 Ayat 2, Pasal 24 Ayat 4 huruf (d), Pasal 26 
Ayat I, dan Pasal 26 Ayat 2 huruf b. 

d. Peraturan Mentcri Kcuangan Norn or 65/ !'MK 02/2015 
ten tang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 
pada: Poin 11. Poin 27. Poin 28. dan Poin 29. 

e. Pcraturan Mcnteri Keuangan Nomor 164/l'MK.05/2015 
tentang Tata Cara Pclaksanaan Perjalanan Dinas Luar 
Negeri pada: Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 13 Ayat 5, 

f. Terms of reference (TOR) Individu C'o11.1u/1a11/ of 
Component I Suh Co111po11e11/ l.a.s: Capacitv Ru/ding 
for Innovation Policy Design and Implementation. 
scone of works. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 
a. Potensi penyalahgunaan alas pengeluaran yang tidak 

didukung dengan bukti yang lengkap. 
b. Keruaian Nezara atas kclebihan oembavaran biava 
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Soran 

perjalanan dinas dan honor narasumber sebesar 
Rp475.024.616,00. 

c. Nilai realisasi belanja yang dilaporkan tidak sesuai 
denaan kondisi vnnn scbenarnva. 

Berdasarkan temuan di alas, maka Komisi VII DPR RI perlu 
mengingatkan Menteri Rise! Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar: 
a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 

I) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan 
menguji surat bukti mengenai hak tagih 
pembayaran; 

2) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan 
pengujian terhadap kebenaran administrasi, 
kelengkapan administrasi, dan keabsahan 
administrasi dokumen hak tagih pembayaran; 

3) Bendahara Pengeluaran dhi. Bendahara Pengeluaran 
Pembantu (BPP) yang tidak cermat dalam 
melaksanakan pembayaran. 

b. Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara 
alas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas 
sebesar Rp260.322.6 l 6,00 dan belanja perjalanan dinas 
dan honorarium yang tidak ada bukti 
pertanggungjawabannya sebesar Rp214.702.000,00, 
menyetorkan ke Kas Negara, dan menyerahkan salinan 
bukti setor kenada BPK. 


